
ACTRAV
Bureau
for Workers’
Activities

Pembangunan Berkelanjutan
Referensi Manual  

Serikat Pekerja untuk  
Agenda Pembangunan 
Berkelanjutan 2030

TU
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

UAN





Sustainable  
Development Goals

Trade Union  
Reference Manual on the  

2030 Agenda for  
Sustainable Development

Referensi Manual  
Serikat Pekerja untuk  
Agenda Pembangunan 
Berkelanjutan 2030

Pembangunan Berkelanjutan
TU
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

UAN



ii

Copyright © Organisasi Perburuhan Internasional 2018

Publikasi-publikasi Kantor Perburuhan Internasional memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta 
Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat 
keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications 
(Rights and Permissions), Kantor Perburuhan Internasional, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: rights@ilo.org Kantor 
Perburuhan Internasional menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada 
mereka untuk tujuan ini. Kunjungi www.ifrro.org untuk mengetahui organisasi pemegang lisensi di negara Anda.

ISBN  978-92-2-830927-0 (print)

 978-92-2-830928-7 (web pdf)

Tujuan Pembangunan Millenium; Referensi Manual Serikat Pekerja pada Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030/
Organisasi Perburuhan Internasional, Kantor Jakarta; ILO, 2018

xiv; 104 p.

Juga tersedia dalam Bahasa Inggris: Sustainable Development Goals: Trade Union Reference Manual on the 2030 Agenda for 
Sustainable Development; ISBN: 978-92-9049-798-1/Kantor Perburuhan Internasional - Jakarta: ILO, 2017

ILO Katalog dalam terbitan

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi Kantor 
Perburuhan Internasional mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-
batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan 
tanggung jawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari Kantor Perburuhan Internasional atas opini-opini 
yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari Kantor Perburuhan 
Internasional, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan 
tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dalam Bahasa Indonesia dapat diperoleh di website ILO (www.ilo.org/jakarta) dalam format digital. Untuk informasi 
lebih lanjut, silakan hubungi kami di jakarta@ilo.org. 

Dicetak di Indonesia



iii

Pengantar

Dengan berakhirnya 
Tujuan Pembangunan 
Millenium (Millenium 
Development 
Goals), Kantor ILO 
untuk Kegiatan 
Pekerja (ACTRAV) 
secara aktif terlibat 
dalam perundingan 
mengenai agenda 
pembangunan Pasca 

2015. Tujuan utama 
kami adalah membantu pemerintah mengadopsi 
pekerjaan yang layak sebagai salah satu tujuan 
agenda pembangunan 2015. Tujuan ini tercapai 
ketika Negara-negara Anggota PBB mengadopsi 
Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 
pada September 2015, di mana Tujuan 
8 dikhususkan untuk “meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 
berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif 
dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak 
untuk semua”.

Agenda 2030 secara mendasar berupaya 
mencapai perubahan dalam pembangunan 
menuju pembangunan yang menghapuskan 
kemiskinan ekstrim dan berkelanjutan, inklusif 
dan berdasarkan pada hak. Agenda ini berupaya 
memastikan perubahan transformatif baik di 
negara berkembang dan maju. Yang terpenting 
melalui tindak lanjut dan tinjauan komponen 
Agenda 2030, negara-negara diminta untuk 
mengembangkan strategi pembangunan 
berkelanjutan di tingkat nasional, melalui 
proses partisipatif dengan masyarakat sipil 
termasuk serikat pekerja. Agenda 2030 
menawarkan kepada serikat pekerja sebuah 
wadah untuk terlibat dalam perancangan, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi strategi 
pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

Panduan ini berupaya membantu para 
pemimpin, anggota dan simpatisan serikat 
pekerja dalam keterlibatan mereka dalam 
strategi nasional pembangunan berkelanjutan. 
Panduan ini bukanlah panduan yang 
memberikan pendekatan tunggal yang akan 
cocok untuk semua yang terlibat dalam Agenda 
2030. Namun panduan ini memaparkan 
Agenda 2030 dalam komponen yang berbeda 
dan menguraikan serangkaian sasaran-
sasaran prioritas serta indikator yang dapat 
dipertimbangkan serikat pekerja sesuai situasi 
mereka di dalam negeri. Panduan ini juga 
merupakan panduan yang mengidentifikasi 
peluang dan tantangan yang dihadapi serikat 
pekerja dalam keterlibatan mereka pada 
ekonomi nasional dan pembuatan kebijakan 
sosial serta menarik pelajaran dari keterlibatan 
serikat pekerja pada proses serupa di masa 
lampau. Singkatnya, panduan ini menjadi 
sumber rujukan serikat pekerja pada hal-hal 
yang berkaitan dengan Agenda 2030 dan juga 
menjadi sumber gagasan pada bidang-bidang 
di mana serikat pekerja dapat terlibat pada 
Agenda 2030.

Karena Agenda 2030 merupakan kerangka 
kerja pembangunan 15 tahunan, menjadi 
harapan saya bahwa panduan ini bisa menjadi 
alat yang berguna bagi serikat pekerja pada 
kurun waktu tersebut. ACTRAV berkomitmen 
untuk memberikan dukungan kepada serikat 
pekerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 
Kami mengundang serikat pekerja di berbagai 
negara untuk menghubungi spesialis ACTRAV 
terdekat bila membutuhkan bantuan dari ILO. 
Penghargaan tertinggi juga saya berikan pada 
rekan-rekan di ACTRAV yang terlibat dalam 
pembuatan panduan yang penting ini.

Maria Helena Andre
Direktur, ACTRAV
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Using the reference manual on SDGs
This reference manual is a tool to 
introduce the 2030 Agenda for Sustainable 
Development to trade unions. It aims 
particularly, at providing trade unionists 
engaged in national sustainable development 
processes, with a detailed understanding 
of the 2030 Agenda, and the opportunities 
the goals, targets and indicators provide to 
advance trade union objectives. 

You are therefore invited to go through the 
different components of the 2030 Agenda 
and the list of 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs). Note that each Goal is linked 
to a set of Targets and Indicators. Trade 
unions are invited to pay particular attention 
to Goal 8 which seeks to “Promote sustained, 
inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent 
work for all” as this goal deals with matters 
of labour and decent work. However, given 
the fact that Decent Work is mainstreamed 
throughout the SDGs, it is also important for 
readers to consider other SDG Targets outside 
Goal 8, that are equally relevant to Decent 
Work.

The reference manual is divided into three 
main sections. The first section is about 
understanding the 2030 Agenda and its 
different components. Reading this section 
is necessary in order to understand the 
origins, components and goals under the 
2030 Agenda. 

The second section helps to assess what in 
the SDGs is most relevant for trade unions 
or for the national situations. The reference 

manual presents the 17 SDGs in detail. 
The presentation of each goal is followed 
by a brief introduction of some key issues 
concerning the goal, and where data exists, 
some benchmarks in achievement linked to 
some of the targets under the goal. This is 
followed by a table which presents a list of 
the priority targets that trade unions may 
wish to pay particular attention to, together 
with their indicators to measure progress. 
Finally, as we place a lot of importance on 
the rights-based approach to development, 
one has under this section a list of some 
instruments from the ILO or the body of 
human rights that are relevant to the goal. 
One must stress that the proposed priority 
targets are only indicative in nature. Each 
national trade union must determine for itself 
what the priority goals, targets and indicators 
should be, taking into consideration the 
specific challenges being faced in their 
country. These Targets must be considered as 
entry-points to advance trade union positions 
and advocacy strategies.

After understanding the 2030 Agenda and 
assessing its relevant parts, the third section 
is about trade union action. Each trade union 
must develop its own SDG strategic plan. 
In developing this plan, this section provides 
an interactive menu to assist trade unions 
assess the opportunities and challenges they 
may face in engaging in the SDG process at 
national level. The menu of issues also helps 
trade unions refine their strategic plan based 
on lessons learnt from past experiences of 
trade union engagement in national socio-
economic policy-making.

Menggunakan Panduan SDG ini

Panduan ini merupakan alat untuk 
memperkenalkan Agenda Pembangunan 
Berkelanjutan 2030 kepada serikat pekerja. 
Secara khusus, panduan ini bertujuan 
memberikan pengurus serikat pekerja 
pemahaman yang rinci mengenai Agenda 
2030 dan keterlibatan mereka pada proses 
pembangunan berkelanjutan di tingkat 
nasional, termasuk peluang, sasaran, tujuan 
dan indikator untuk memajukan serikat pekerja.

Karenanya Anda diminta untuk membaca 
berbagai komponen Agenda 2030 dan daftar 
17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 
Masing-masing tujuan memiliki serangkaian 
target dan indikator. Serikat pekerja diminta 
untuk memperhatikan Tujuan 8, “Meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 
berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif 
dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak 
untuk semua”, karena tujuan ini erat kaitannya 
dengan masalah ketenagakerjaan dan pekerjaan 
yang layak. Namun karena pekerjaan yang layak 
telah diarusutamakan ke dalam SDG, penting 
bagi pembaca untuk juga mempertimbangkan 
target SDG lain, selain dari Tujuan 8, yang 
relevan dengan pekerjaan yang layak. 

Panduan ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian 
pertama adalah memahami Agenda 2030 dan 
berbagai komponennya yang berbeda. Membaca 
bab ini penting agar dapat memahami asal 
muasal, komponen dan tujuan Agenda 2030.

Bagian kedua membantu menilai SDG mana 
yang paling relevan untuk serikat pekerja 
atau untuk situasi nasional. Panduan ini 
menguraikan secara rinci 17 SDG. Masing-
masing tujuan diuraikan dengan diawali 
memberikan pengantar mengenai beberapa 
isu utama yang menyangkut tujuan tersebut, 

dan ketika data ada, beberapa tonggak penting 
pencapaian yang berkaitan dengan sasaran 
ditentukan. Kemudian diikuti dengan tabel yang 
menguraikan daftar target prioritas di mana 
serikat pekerja mungkin akan memberikan 
perhatian penuh, bersama dengan indikator 
untuk mengukur kemajuan. Akhirnya, karena 
kita sangat menitikberatkan pada pentingnya 
pendekatan berbasis hak pada pembangunan, 
dalam bagian ini terdapat daftar beberapa 
instrumen dari ILO atau badan hak asasi 
manusia (HAM) yang relevan dengan tujuan itu. 
Kita harus menekankan bahwa sasaran prioritas 
sifatnya hanya indikatif. Masing-masing serikat 
di tingkat nasional harus menentukan apa saja 
tujuan, target dan indikator prioritasnya, dengan 
mempertimbangkan tantangan yang dihadapi 
oleh negara-negara tersebut. Target ini harus 
dipertimbangkan sebagai langkah awal untuk 
memajukan posisi serikat pekerja dan strategi 
advokasi.

Setelah kita memahami Agenda 2030, menilai 
bagian-bagian yang relevan, bagian ketiga 
adalah mengenai aksi serikat pekerja. Masing-
masing serikat pekerja harus mengembangkan 
rencana strategis SDG-nya sendiri. Dalam 
mengembangkan rencana ini, bagian ini 
memberikan menu interaktif untuk membantu 
serikat pekerja dalam menilai peluang dan 
tantangan yang dapat mereka hadapi dalam 
melibatkan diri dalam proses SDG di tingkat 
nasional. Berbagai isu yang dikumpulkan juga 
membantu serikat pekerja dalam memperbaiki 
rencana strategis mereka berdasarkan pada 
pelajaran pengalaman keterlibatan SP pada 
pembuatan kebijakan sosio-ekonomi di tingkat 
nasional.
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engaged in national sustainable development 
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of the 2030 Agenda, and the opportunities 
the goals, targets and indicators provide to 
advance trade union objectives. 

You are therefore invited to go through the 
different components of the 2030 Agenda 
and the list of 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs). Note that each Goal is linked 
to a set of Targets and Indicators. Trade 
unions are invited to pay particular attention 
to Goal 8 which seeks to “Promote sustained, 
inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent 
work for all” as this goal deals with matters 
of labour and decent work. However, given 
the fact that Decent Work is mainstreamed 
throughout the SDGs, it is also important for 
readers to consider other SDG Targets outside 
Goal 8, that are equally relevant to Decent 
Work.

The reference manual is divided into three 
main sections. The first section is about 
understanding the 2030 Agenda and its 
different components. Reading this section 
is necessary in order to understand the 
origins, components and goals under the 
2030 Agenda. 

The second section helps to assess what in 
the SDGs is most relevant for trade unions 
or for the national situations. The reference 

manual presents the 17 SDGs in detail. 
The presentation of each goal is followed 
by a brief introduction of some key issues 
concerning the goal, and where data exists, 
some benchmarks in achievement linked to 
some of the targets under the goal. This is 
followed by a table which presents a list of 
the priority targets that trade unions may 
wish to pay particular attention to, together 
with their indicators to measure progress. 
Finally, as we place a lot of importance on 
the rights-based approach to development, 
one has under this section a list of some 
instruments from the ILO or the body of 
human rights that are relevant to the goal. 
One must stress that the proposed priority 
targets are only indicative in nature. Each 
national trade union must determine for itself 
what the priority goals, targets and indicators 
should be, taking into consideration the 
specific challenges being faced in their 
country. These Targets must be considered as 
entry-points to advance trade union positions 
and advocacy strategies.

After understanding the 2030 Agenda and 
assessing its relevant parts, the third section 
is about trade union action. Each trade union 
must develop its own SDG strategic plan. 
In developing this plan, this section provides 
an interactive menu to assist trade unions 
assess the opportunities and challenges they 
may face in engaging in the SDG process at 
national level. The menu of issues also helps 
trade unions refine their strategic plan based 
on lessons learnt from past experiences of 
trade union engagement in national socio-
economic policy-making.

Pengantar pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030

Pada 25 September 2015, kepala negara 
dan pemerintah dari 193 negara pada 
Sidang Umum PBB mengadopsi kesepakatan 
pembangunan global baru berjudul 
“Mengubah Dunia Kita: Agenda Pembangunan 
Berkelanjutan 2030”1, yang mulai berlaku pada 
1 Januari 2016.

 

Asal Muasal Agenda 2030

Asal muasal dari kerangka pembangunan global 
baru ini dapat ditemukan dalam dua proses 
global yang saling melengkapi satu sama lain. 
Yang pertama, Deklarasi Pertemuan Millenium2 
dan Tujuan Pembangunan Millenium (MDG) 
dan yang kedua, konferensi PBB mengenai 
lingkungan. Pada 2000, PBB mengadopsi 
MDG sebagai kerangka pembangunan untuk 
sistem internasional. Sebanyak 8 tujuan 
diadopsi dan tahun 2015 menjadi tonggak 
pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Pendekatan 
ini membutuhkan kerangka pasca 2015 untuk 
menggantikan MDG.

Seiring dengan proses ini, Konferensi PBB 
mengenai Pembangunan Berkelanjutan 
(Rio+20) yang dikembangkan berdasarkan 
konferensi-konferensi PBB sebelumnya 
mengenai lingkungan, menyatakan dalam 
Dokumen Hasil3 bahwa “Kami menyadari 
bahwa tujuan pembangunan juga bisa 
digunakan dalam mencapai aksi pembangunan 
berkelanjutan yang terpusat dan koheren. Kami 
juga mengakui peran penting dan kegunaan 

tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan 
Agenda 21 dan Rencana Pelaksanaan 
Johannesburg, yang sangat menghormati semua 
Prinsip-prinsip Rio, dengan mempertimbangkan 
berbagai kondisi, kapasitas dan prioritas 
nasional yang berbeda, sesuai dengan hukum 
internasional, mengembangkan komitmen 
yang sudah dibuat dan berkontribusi pada 
pelaksanaan hasil kesepakatan pertemuan-
pertemuan utama pada bidang ekonomi, sosial 
dan lingkungan, termasuk dokumen hasil ini. 
Semua tujuan tersebut harus memasukkan 
ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan 
dan keterkaitannya dengan seimbang. 
Semua harus sesuai dan dimasukkan dalam 
agenda pembangunan PBB setelah tahun 
2015, sehingga akan berkontribusi pada 
pencapaian pembangunan berkelanjutan dan 
menjadi pendorong untuk pelaksanaan dan 
pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan 
pada sistem PBB secara keseluruhan (§ 246).

Atas dasar konvergensi Pasca MDG dan proses 
Pasca Rio+20, perundingan mengenai agenda 
pembangunan pasca 2015 menghasilkan 
diadopsinya Agenda Pembangunan 
Berkelanjutan 2030.

 

Sifat Agenda 2030

Kerangka SDG melampaui MDG. Selain dari 
tujuan-tujuan pembangunan dasar seperti 
mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, SDG 
juga mengatur berbagai tujuan ekonomi, 
sosial dan lingkungan dalam pendekatan yang 
terintegrasi berdasarkan hak asasi manusia. 
Tujuan dan sasaran agenda 2030 terintegrasi 
dan tak terpisahkan, bersifat global dan dapat 
diterapkan secara universal bagi seluruh negara, 
berkembang maupun maju. Tujuan dan sasaran 
ini menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan 
berkelanjutan seperti ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Mereka pun berkomitmen tak ada 
seorang pun yang tertinggal.

1 Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development, September 2015: http://
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/70/&Lang=E

2 Millenium Summit of the United Nations, New York, 
6-8 September 2000: http://www.un.org/millenium/
declaration/ares552e.htm

3 United Nations Conference on Sustainable 
Development (Rio+20): The Future We Want: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N11/476/10/PDF/N1147610.pdf?OpenElement
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Using the reference manual on SDGs
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The second section helps to assess what in 
the SDGs is most relevant for trade unions 
or for the national situations. The reference 

manual presents the 17 SDGs in detail. 
The presentation of each goal is followed 
by a brief introduction of some key issues 
concerning the goal, and where data exists, 
some benchmarks in achievement linked to 
some of the targets under the goal. This is 
followed by a table which presents a list of 
the priority targets that trade unions may 
wish to pay particular attention to, together 
with their indicators to measure progress. 
Finally, as we place a lot of importance on 
the rights-based approach to development, 
one has under this section a list of some 
instruments from the ILO or the body of 
human rights that are relevant to the goal. 
One must stress that the proposed priority 
targets are only indicative in nature. Each 
national trade union must determine for itself 
what the priority goals, targets and indicators 
should be, taking into consideration the 
specific challenges being faced in their 
country. These Targets must be considered as 
entry-points to advance trade union positions 
and advocacy strategies.

After understanding the 2030 Agenda and 
assessing its relevant parts, the third section 
is about trade union action. Each trade union 
must develop its own SDG strategic plan. 
In developing this plan, this section provides 
an interactive menu to assist trade unions 
assess the opportunities and challenges they 
may face in engaging in the SDG process at 
national level. The menu of issues also helps 
trade unions refine their strategic plan based 
on lessons learnt from past experiences of 
trade union engagement in national socio-
economic policy-making.

Komponen-komponen Utama Agenda 
2030

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 
terdiri dari 6 komponen utama yaitu sebuah 
Deklarasi, 17 SDG, serangkaian 169 Target 
yang melekat pada setiap tujuan, serangkaian 
indikator yang melekat pada setiap target untuk 
mengukur kemajuan pelaksanaannya, cara 
pelaksanaan Agenda dan komponen Tinjauan 
dan Tindak Lanjut.

Deklarasi

Dalam Deklarasi, kepala negara dan 
pemerintahan berkomitmen untuk “mencapai 
pembangunan berkelanjutan dalam tiga 
dimensi—ekonomi, sosial dan lingkungan—
dengan cara yang seimbang dan terintegrasi” 
dan untuk “...membangun pencapaian Tujuan 
Pembangunan Milenium dan berupaya untuk 
menyelesaikan yang belum selesai.” (§2)

Dalam visi Deklarasi, diatur “...visi yang 
sangat ambisius dan transformasional. 
Kami menginginkan dunia yang bebas 
dari kemiskinan, kelaparan, penyakit dan 
menginginkan kondisi di mana semua 
kehidupan bisa bertahan. Kami menginginkan 
dunia yang bebas dari rasa takut dan 
kekerasan” (§7). Visi ini termasuk:

• Kami menginginkan dunia yang bebas 

dari kemiskinan, kelaparan, penyakit 
dan menginginkan kondisi di mana 
semua kehidupan dapat bertahan. Kami 
menginginkan dunia yang bebas dari rasa 
takut dan kekerasan. (§ 7)

• Kami menginginkan dunia yang menghargai 
HAM universal dan harga diri manusia, 
supremasi hukum, keadilan, kesetaraan dan 
non-diskriminasi. (§8)

• Kami menginginkan dunia di mana setiap 
negara menikmati pertumbuhan ekonomi 
yang lestari, inklusif dan berkelanjutan serta 
kerja layak untuk semua. (§9)

Deklarasi dibuat berdasarkan Agenda baru 
mengenai prinsip dan komitmen bersama 
berdasarkan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam 
PBB, Deklarasi Universal HAM dan perjanjian 
HAM internasional, Deklarasi Milenium, Hasil 
Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tahun 2005, 
Deklarasi mengenai Hak atas Pembangunan 
dan hasil dari semua konferensi dan pertemuan 
tingkat tinggi PBB. (§10, §11)

Dalam melaksanakan Agenda 2030, pemerintah 
berjanji “tak ada seorang pun yang tertinggal” 
dan pemerintah “akan berupaya menjangkau 
mereka yang terbelakang terlebih dahulu”.(§4).

DEKLARASI

TINDAK LANJUT DAN 
TINJAUAN

PELAKSANAAN

TUJUAN PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN

Visi, Kesejahteraan dan Komitmen 
Bersama, Seruan Aksi untuk 

Mengubah Dunia Kita

Di Tingkat Nasional, Regional dan 
Global

Cara-cara pelaksanaan dan 
kemitraan global

17 Tujuan, 169 Target dan Indikator
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This reference manual is a tool to 
introduce the 2030 Agenda for Sustainable 
Development to trade unions. It aims 
particularly, at providing trade unionists 
engaged in national sustainable development 
processes, with a detailed understanding 
of the 2030 Agenda, and the opportunities 
the goals, targets and indicators provide to 
advance trade union objectives. 

You are therefore invited to go through the 
different components of the 2030 Agenda 
and the list of 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs). Note that each Goal is linked 
to a set of Targets and Indicators. Trade 
unions are invited to pay particular attention 
to Goal 8 which seeks to “Promote sustained, 
inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent 
work for all” as this goal deals with matters 
of labour and decent work. However, given 
the fact that Decent Work is mainstreamed 
throughout the SDGs, it is also important for 
readers to consider other SDG Targets outside 
Goal 8, that are equally relevant to Decent 
Work.

The reference manual is divided into three 
main sections. The first section is about 
understanding the 2030 Agenda and its 
different components. Reading this section 
is necessary in order to understand the 
origins, components and goals under the 
2030 Agenda. 

The second section helps to assess what in 
the SDGs is most relevant for trade unions 
or for the national situations. The reference 

manual presents the 17 SDGs in detail. 
The presentation of each goal is followed 
by a brief introduction of some key issues 
concerning the goal, and where data exists, 
some benchmarks in achievement linked to 
some of the targets under the goal. This is 
followed by a table which presents a list of 
the priority targets that trade unions may 
wish to pay particular attention to, together 
with their indicators to measure progress. 
Finally, as we place a lot of importance on 
the rights-based approach to development, 
one has under this section a list of some 
instruments from the ILO or the body of 
human rights that are relevant to the goal. 
One must stress that the proposed priority 
targets are only indicative in nature. Each 
national trade union must determine for itself 
what the priority goals, targets and indicators 
should be, taking into consideration the 
specific challenges being faced in their 
country. These Targets must be considered as 
entry-points to advance trade union positions 
and advocacy strategies.

After understanding the 2030 Agenda and 
assessing its relevant parts, the third section 
is about trade union action. Each trade union 
must develop its own SDG strategic plan. 
In developing this plan, this section provides 
an interactive menu to assist trade unions 
assess the opportunities and challenges they 
may face in engaging in the SDG process at 
national level. The menu of issues also helps 
trade unions refine their strategic plan based 
on lessons learnt from past experiences of 
trade union engagement in national socio-
economic policy-making.

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada Agenda 2030, pemerintah “mengadopsi 
keputusan historis mengenai tujuan dan target 
universal dan transformatif yang menjangkau 
semua pihak dan berpusat pada manusia” (§2). 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 
tujuan global utama dalam Agenda 2030.

Jadi antara sekarang dan 2030, SDG akan 
berupaya untuk: “mengakhiri kemiskinan dan 
kelaparan di mana pun; melawan ketimpangan 
di dalam dan di antara negara; membangun 
masyarakat yang damai, adil dan inklusif; 
melindungi HAM dan mendorong kesetaraan 
gender serta pemberdayaan perempuan 
dan anak-anak perempuan; dan menjamin 
perlindungan planet dan sumber daya 
alamnya yang berkelanjutan... menciptakan 
kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan dan inklusif, kesejahteraan 
bersama dan pekerjaan yang layak bagi semua, 
dengan mempertimbangkan berbagai tingkatan 
pembangunan dan kemampuan nasional” 
(§3). Daftar tujuan secara utuh dapat dibaca 
di bawah ini. Tujuh belas tujuan ini dipandang 
sebagai sesuatu yang terintegrasi, tak 
terpisahkan, dan menggambarkan tiga dimensi 
pembangunan berkelanjutan.

 

169 Target

Pada setiap tujuan global terdapat target-
target. Target ini merupakan target global, 
di mana setiap pemerintah negara mengatur 
sendiri target nasional yang dipandu oleh 
ambisi di tingkat global ini. Perwujudan dari 
masing-masing target ini diharapkan dapat 
berkontribusi untuk pencapaian tujuan. 
Sebanyak 169 target disepakati untuk 
memastikan pencapaian 17 tujuan. Baik target 
maupun tujuan mengintegrasikan keterkaitan 
antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan 
yang diperlukan untuk mencapai pembangunan 
berkelanjutan.

Indikator

Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
yang di dalamnya terdapat sasaran diuraikan 
lebih lanjut melalui serangkaian indikator yang 
berfokus pada hasil yang terukur. Indikator ini 
merupakan indikator-indikator yang berorientasi 
pada aksi, bersifat global dan dapat diterapkan 
secara universal. Indikator-indikator ini 
memberikan alat untuk mengukur keberhasilan 
dalam mencapai target dan karenanya akan 
berkontribusi pada persiapan laporan kemajuan 
tahunan mengenai SDG.

Pada beberapa kasus, satu indikator 
multitujuan dapat digunakan untuk mengukur 
kemajuan target. Pada contoh lain di mana 
target mencakup beberapa elemen, masing-
masing target memiliki lebih dari satu usulan 
indikator. Pada beberapa kasus, indikator yang 
diusulkan tidak mencakup semua aspek target 
yang beragam dan juga untuk jangka panjang, 
berbagai upaya telah dilakukan pada komunitas 
statistik untuk mengembangkan indikator lain 
guna melengkapi indikator yang sudah ada atau 
memperbaikinya. Artinya pada jangka panjang, 
indikator dapat berubah seiring dengan 
berkembangnya metodologi yang disepakati di 
tingkat internasional dan indikator-indikator 
baru diadopsi untuk melengkapi indikator 
yang sudah ada. Dengan mempertimbangkan 
tujuan penting dari Agenda 2030 adalah tidak 
ada seorang pun yang tertinggal, maka upaya 
dilakukan untuk memastikan indikator-indikator 
itu didisagregasi berdasarkan pendapatan, 
jenis kelamin, usia, ras, etnis, status migrasi, 
disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik 
lain yang relevan untuk konteks nasional.

Kerangka indikator global akan dilengkapi 
oleh indikator-indikator yang dikembangkan 
di tingkat regional dan nasional oleh Negara-
negara Anggota PBB.
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Goal 8, that are equally relevant to Decent 
Work.

The reference manual is divided into three 
main sections. The first section is about 
understanding the 2030 Agenda and its 
different components. Reading this section 
is necessary in order to understand the 
origins, components and goals under the 
2030 Agenda. 

The second section helps to assess what in 
the SDGs is most relevant for trade unions 
or for the national situations. The reference 

manual presents the 17 SDGs in detail. 
The presentation of each goal is followed 
by a brief introduction of some key issues 
concerning the goal, and where data exists, 
some benchmarks in achievement linked to 
some of the targets under the goal. This is 
followed by a table which presents a list of 
the priority targets that trade unions may 
wish to pay particular attention to, together 
with their indicators to measure progress. 
Finally, as we place a lot of importance on 
the rights-based approach to development, 
one has under this section a list of some 
instruments from the ILO or the body of 
human rights that are relevant to the goal. 
One must stress that the proposed priority 
targets are only indicative in nature. Each 
national trade union must determine for itself 
what the priority goals, targets and indicators 
should be, taking into consideration the 
specific challenges being faced in their 
country. These Targets must be considered as 
entry-points to advance trade union positions 
and advocacy strategies.

After understanding the 2030 Agenda and 
assessing its relevant parts, the third section 
is about trade union action. Each trade union 
must develop its own SDG strategic plan. 
In developing this plan, this section provides 
an interactive menu to assist trade unions 
assess the opportunities and challenges they 
may face in engaging in the SDG process at 
national level. The menu of issues also helps 
trade unions refine their strategic plan based 
on lessons learnt from past experiences of 
trade union engagement in national socio-
economic policy-making.

Cara-cara Pelaksanaan

Agenda 2030 juga memberikan kepastian 
pelaksanaan kemitraan global yang lebih baik. 
Kemitraan ini pada Agenda 2030 dijadikan 
sebagai cara pelaksanaan dan terdapat pada 
Tujuan 17 maupun masing-masing Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan. Cara-cara 
pelaksanaan semakin ditekankan lagi pada 
dokumen hasil Konferensi Internasional Ketiga 
mengenai Pembiayaan Pembangunan yang 
diselenggarakan di Addis Ababa pada Juli 
2015. Dokumen ini dikenal sebagai Addis 
Ababa Action Agenda4, melengkapi cara-cara 
pelaksanaannya.

Cara-cara pelaksanaan mencakup pembiayaan, 
teknologi dan pengembangan kemampuan.

Beberapa unsur utama dari cara-cara 
pelaksanaan berfokus pada bidang-bidang 
berikut:

• Strategi pembangunan berkelanjutan 
di tingkat nasional yang didukung oleh 
mobilisasi dan penggunaan sumber daya 
nasional secara efektif, penghargaan 
terhadap ruang kebijakan masing-masing 
negara dan diperkuat oleh lingkungan 
internasional yang memungkinkan semua itu 
terlaksana.

• Pendanaan internasional untuk melengkapi 
upaya nasional, termasuk melalui Official 
Development Assistance (ODA). Penyedia 
ODA menegaskan kembali komitmen mereka, 
“termasuk komitmen dari banyak negara 
maju untuk mencapai target 0,7 persen 
pendapatan domestik bruto dalam bantuan 
pembangunan resmi (ODA/GNI) kepada 
negara berkembang dan 0,15 persen hingga 
0,2 persen dari ODA/GNI kepada negara-
negara yang belum terlalu maju.” (§43)

• Kegiatan bisnis swasta sebagai pendorong 
pertumbuhan inklusif dan penciptaan 
lapangan kerja. Selain meminta dunia 
usaha untuk menerapkan kreativitas mereka 
dalam menghadapi tantangan pembangunan 
berkelanjutan, Agenda 2030 juga 
menyatakan agar pemerintah ”... membina 
dunia usaha yang dinamis dan berfungsi 
baik, seraya melindungi hak pekerja 
dan lingkungan serta standar kesehatan 
sesuai dengan standar dan kesepakatan 
internasional dan inisiatif lain dalam hal 
ini, misalnya Prinsip-prinsip Pemandu 
untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia 17 
dan standar perburuhan dari Organisasi 
Perburuhan Internasional...” (§67)

• Perdagangan internasional sebagai mesin 
penggerak pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif dan pengurangan kemiskinan.

• Kebijakan pengentasan utang jangka panjang 
yang berkelanjutan melalui kebijakan 
yang terkoordinasi yang bertujuan untuk 
pembiayaan utang, penyelesaian utang, 
restrukturisasi utang dan manajemen utang 
yang lebih kuat.

• Mekanisme fasilitasi teknologi agar 
memastikan alih teknologi yang lebih ramah 
lingkungan kepada negara-negara dengan 
jangka waktu yang lebih baik.

• Menangani risiko sistemik (seperti tantangan 
lingkungan, krisis ekonomi dan keuangan 
dunia, tantangan dalam tata kelola ekonomi 
global, ketidakstabilan harga komoditas yang 
berlebihan, migrasi internasional, segala 
bentuk kekerasan, terorisme, kejahatan 
dan perdagangan manusia) dan mendorong 
koherensi kebijakan dari lembaga keuangan 
multilateral, investasi, perdagangan dan 
kebijakan pembangunan dan lingkungan.

4 Third International Conference on Financing for 
Development, Addis Ababa Action Agenda: http://www.
un.org/esa/ffd/ffd3
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2030 Agenda. 
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the SDGs is most relevant for trade unions 
or for the national situations. The reference 
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The presentation of each goal is followed 
by a brief introduction of some key issues 
concerning the goal, and where data exists, 
some benchmarks in achievement linked to 
some of the targets under the goal. This is 
followed by a table which presents a list of 
the priority targets that trade unions may 
wish to pay particular attention to, together 
with their indicators to measure progress. 
Finally, as we place a lot of importance on 
the rights-based approach to development, 
one has under this section a list of some 
instruments from the ILO or the body of 
human rights that are relevant to the goal. 
One must stress that the proposed priority 
targets are only indicative in nature. Each 
national trade union must determine for itself 
what the priority goals, targets and indicators 
should be, taking into consideration the 
specific challenges being faced in their 
country. These Targets must be considered as 
entry-points to advance trade union positions 
and advocacy strategies.

After understanding the 2030 Agenda and 
assessing its relevant parts, the third section 
is about trade union action. Each trade union 
must develop its own SDG strategic plan. 
In developing this plan, this section provides 
an interactive menu to assist trade unions 
assess the opportunities and challenges they 
may face in engaging in the SDG process at 
national level. The menu of issues also helps 
trade unions refine their strategic plan based 
on lessons learnt from past experiences of 
trade union engagement in national socio-
economic policy-making.

Tindak Lanjut dan Peninjauan

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 
berkomitmen melakukan tindak lanjut dan 
tinjauan pelaksanaan agenda selama 15 tahun 
ke depan. Tindak lanjut dan tinjauan yang 
dilakukan di semua tingkatan ini akan dipandu 
oleh serangkaian prinsip, di mana termasuk di 
dalamnya:

- Bersifat kerelaan dan didorong oleh negara, 
dengan mempertimbangkan realita nasional 
yang berbeda, kemampuan dan tingkat 
pembangunan di tingkat nasional dan akan 
menghargai ruang dan prioritas kebijakan. 
Karena rasa kepemilikan akan program 
ini di tingkat nasional sangat penting 
dalam mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan, maka hasil dari proses di 
tingkat nasional akan menjadi landasan 
untuk kajian di tingkat regional dan global. 
(§74a)

- Mereka akan melacak kemajuan dalam 
pelaksanaan tujuan dan sasaran universal, 
termasuk cara pelaksanaan di seluruh 
negara. (§74b)

- Akan terbuka, inklusif, partisipatif dan 
transparan bagi semua orang dan akan 
didukung dengan pelaporan pada semua 
pemangku kepentingan yang relevan. (§74d)

- Juga akan berpusat pada manusia, peka 
gender, menghargai HAM dan terfokus pada 
kelompok termiskin, terentan dan yang 
paling tertinggal. (§74e)

Tindak lanjut dan peninjauan akan dilakukan di 
tingkat nasional, regional dan global.

Di tingkat nasional, negara anggota didorong 
untuk “… sesegera mungkin mengembangkan 
tanggapan nasional yang ambisius dalam 
melaksanakan agenda ini secara menyeluruh. 

Hal tersebut dapat mendukung transisi 
menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
dan mengembangkan instrumen perencanaan 
yang ada, misalnya pembangunan nasional 
dan strategi pembangunan berkelanjutan 
(§78). Sesuai dengan prinsip-prinsip untuk 
melakukan tindak lanjut dan peninjauan, 
proses perencanaan dan pelaksanaan di 
tingkat nasional harus “...terbuka, inklusif, 
partisipatif dan transparan untuk semua orang 
dan akan mendukung pelaporan oleh pemangku 
kepentingan terkait” (§74d), termasuk serikat 
pekerja.

Negara anggota juga didorong untuk “... 
melakukan tinjauan secara teratur dan inklusif 
mengenai kemajuan di tingkat nasional dan 
subnasional yang dipimpin oleh negara dan 
didorong oleh negara. Tinjauan semacam ini 
harus mendapatkan kontribusi dari masyarakat 
asli, masyarakat sipil, sektor swasta dan 
pemangku kepentingan lain” (§79), termasuk 
serikat pekerja.

Karenanya serikat pekerja diminta untuk 
berpartisipasi aktif pada proses tindak lanjut 
dan tinjauan nasional mengenai SDG ini dengan 
pandangan untuk mendorong dan membela 
hak pekerja dan kepentingan kaum miskin dan 
rentan. Partisipasi serikat pekerja harus terfokus 
pada Tujuan 8 mengenai “Pertumbuhan Inklusif 
dan Pekerjaan yang Layak” dan target pekerjaan 
layak lainnya yang ada pada tujuan yang lain. 
Pelibatan serikat pekerja pada proses SDG 
harus dilakukan pada seluruh proses nasional 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 
pemantauan, untuk melakukan tinjauan dan 
pelaporan mengenai pencapaian negara dalam 
melaksanakan SDG.

Tindak lanjut dan peninjauan yang dilakukan 
di tingkat regional memberikan peluang untuk 
“saling belajar, termasuk melalui tinjauan 
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secara sukarela, berbagi praktik terbaik dan 
diskusi mengenai target bersama”. (§80)

Di tingkat global, tindak lanjut dan peninjauan 
memberikan peran penting bagi Forum Politik 
Tingkat Tinggi (HLPF) yang bekerja melalui 
Sidang Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan 
Sosial PBB (ECOSOC). HLPF diberi tugas 
untuk melakukan hal berikut ini: “HLPF akan 
memfasilitasi berbagi pengalaman, termasuk 
keberhasilan, tantangan dan pelajaran berharga 
serta memberikan panduan, arahan politis dan 
rekomendasi untuk tindak lanjut. Juga akan 
mempromosikan koherensi dan koordinasi 
kebijakan pembangunan berkelanjutan. 
HLPF juga harus memastikan agenda tetap 
relevan dan ambisius dan harus fokus pada 
penilaian kemajuan, pencapaian dan tantangan 
yang dihadapi oleh negara-negara maju 
dan berkembang maupun isu-isu baru dan 
mengemuka.”(§82) HLPF bertemu dengan 
dukungan dari Sidang Umum setiap empat 
tahun sekali dan di bawah ECOSOC pada tahun-
tahun reses.

HLPF akan bekerja dengan menggunakan 
informasi dari:

• Laporan kemajuan tahunan mengenai SDG 
yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal 
PBB bekerja sama dengan sistem PBB 
berdasarkan pada indikator.

• Laporan Pembangunan Berkelanjutan 
Global memberikan instrumen berbasis 
bukti yang kuat untuk mendukung para 
pembuat kebijakan dalam mempromosikan 
pembangunan berkelanjutan.

• Tinjauan reguler yang sejalan dengan resolusi 
Sidang Umum 67/290 tanggal 9 Juli 2013. 
Tinjauan sifatnya bisa sukarela, meskipun 
pelaporan sangat disarankan, dan termasuk 
negara-negara maju dan berkembang 

maupun badan-badan PBB dan pemangku 
kepentingan lain, termasuk masyarakat sipil 
dan sektor swata. (§84)

• Tinjauan tematik mengenai kemajuan SDG 
termasuk isu-isu yang saling bersinggungan.

• Agenda Addis Ababa untuk aksi dan cara-
cara pelaksanaan SDG.

HLPF “akan mendukung partisipasi dalam 
proses tindak lanjut dan peninjauan oleh 
kelompok-kelompok besar dan pemangku 
kepentingan terkait yang sejalan dengan 
resolusi 67/290” (§89). Ini membuka peluang 
untuk partisipasi dalam kelompok besar 
mengenai pekerja dan serikat pekerja pada 
proses tindak lanjut dan tinjauan di tingkat 
global.

Sejak Konferensi PBB mengenai Lingkungan 
dan Pembangunan yang pertama pada 1992, 
telah diakui bahwa mencapai pembangunan 
berkelanjutan akan membutuhkan keikutsertaan 
aktif dari semua sektor masyarakat. Dengan 
mengingat hal ini, sembilan sektor masyarakat 
kemudian diformalisasikan sebagai jalur-
jalur utama di mana partisipasi yang lebih 
luas dapat difasilitasi dalam kegiatan PBB 
yang berhubungan dengan pembangunan 
berkelanjutan. Secara resmi kesemua kelompok 
itu disebut sebagai “Kelompok Utama” dan 
memasukkan sektor-sektor berikut: Perempuan, 
Anak-anak dan Kaum Muda; Masyarakat 
Adat; Organisasi Non Pemerintah; Pemerintah 
Daerah; Pekerja dan Serikat Pekerja; Dunia 
Usaha dan Industri; Komunitas ilmuwan dan 
teknologi; Petani. Kelompok Utama mengenai 
“Pekerja dan Serikat Pekerja” dikoordinir oleh 
Konfederasi Serikat Pekerja Internasional 
(ITUC).
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Using the reference manual on SDGs
This reference manual is a tool to 
introduce the 2030 Agenda for Sustainable 
Development to trade unions. It aims 
particularly, at providing trade unionists 
engaged in national sustainable development 
processes, with a detailed understanding 
of the 2030 Agenda, and the opportunities 
the goals, targets and indicators provide to 
advance trade union objectives. 

You are therefore invited to go through the 
different components of the 2030 Agenda 
and the list of 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs). Note that each Goal is linked 
to a set of Targets and Indicators. Trade 
unions are invited to pay particular attention 
to Goal 8 which seeks to “Promote sustained, 
inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent 
work for all” as this goal deals with matters 
of labour and decent work. However, given 
the fact that Decent Work is mainstreamed 
throughout the SDGs, it is also important for 
readers to consider other SDG Targets outside 
Goal 8, that are equally relevant to Decent 
Work.

The reference manual is divided into three 
main sections. The first section is about 
understanding the 2030 Agenda and its 
different components. Reading this section 
is necessary in order to understand the 
origins, components and goals under the 
2030 Agenda. 

The second section helps to assess what in 
the SDGs is most relevant for trade unions 
or for the national situations. The reference 

manual presents the 17 SDGs in detail. 
The presentation of each goal is followed 
by a brief introduction of some key issues 
concerning the goal, and where data exists, 
some benchmarks in achievement linked to 
some of the targets under the goal. This is 
followed by a table which presents a list of 
the priority targets that trade unions may 
wish to pay particular attention to, together 
with their indicators to measure progress. 
Finally, as we place a lot of importance on 
the rights-based approach to development, 
one has under this section a list of some 
instruments from the ILO or the body of 
human rights that are relevant to the goal. 
One must stress that the proposed priority 
targets are only indicative in nature. Each 
national trade union must determine for itself 
what the priority goals, targets and indicators 
should be, taking into consideration the 
specific challenges being faced in their 
country. These Targets must be considered as 
entry-points to advance trade union positions 
and advocacy strategies.

After understanding the 2030 Agenda and 
assessing its relevant parts, the third section 
is about trade union action. Each trade union 
must develop its own SDG strategic plan. 
In developing this plan, this section provides 
an interactive menu to assist trade unions 
assess the opportunities and challenges they 
may face in engaging in the SDG process at 
national level. The menu of issues also helps 
trade unions refine their strategic plan based 
on lessons learnt from past experiences of 
trade union engagement in national socio-
economic policy-making.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan 1  Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 

Tujuan 2  Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta 
Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 

Tujuan 3  Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh 
Penduduk Semua Usia 

Tujuan 4  Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan 
Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 

Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan  

Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 
untuk Semua 

Tujuan 7  Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Moderen Untuk 
Semua 

Tujuan 8  Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan 
Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua  

Tujuan 9  Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan 
Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi 

Tujuan 10  Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Tujuan 11  Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 
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Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan 
Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
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security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
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resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Targets Indicators

1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all 
people everywhere, currently measured as people 
living on less than $1.25 a day

1.1.1 Proportion of population below the international 
poverty line, by sex, age, employment status and 
geographical location (urban/rural)

1.2 By 2030, reduce at least by half the 
proportion of men, women and children of all ages 
living in poverty in all its dimensions according to 
national definitions

1.2.1 Proportion of population living below the national 
poverty line, by sex and age

1.2.2 Proportion of men, women and children of all ages 
living in poverty in all its dimensions according to national 
definitions

1.3 Implement nationally appropriate social 
protection systems and measures for all, including 
floors, and by 2030 achieve substantial coverage 
of the poor and the vulnerable

1.3.1 Proportion of population covered by social 
protection floors/systems, by sex, and distinguishing 
children, unemployed persons, older persons, persons 
with disabilities, pregnant women, newborns, work injury 
victims, and the poor and the vulnerable

1.4 By 2030, ensure that all men and women, 
in particular the poor and the vulnerable, have 
equal rights to economic resources, as well as 
access to basic services, ownership and control 
over land and other forms of property, inheritance, 
natural resources, appropriate new technology and 
financial services, including microfinance

1.4.1 Proportion of population living in households with 
access to basic services

1.5 By 2030, build the resilience of the poor 
and those in vulnerable situations and reduce 
their exposure and vulnerability to climate-related 
extreme events and other economic, social and 
environmental shocks and disasters

1.5.1 Number of deaths, missing and persons affected by 
disaster per 100,000 people

1.a Ensure significant mobilization of resources 
from a variety of sources, including through 
enhanced development cooperation, in order 
to provide adequate and predictable means for 
developing countries, in particular least developed 
countries, to implement programmes and policies 
to end poverty in all its dimensions

1.a.1 Proportion of resources allocated by the government 
directly to poverty reduction programmes

1.a.2 Proportion of total government spending on 
essential services (education, health and social protection)

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 1

poor. It relates to basic needs such as access 
to food, shelter, drinking water, education or 
health and extends to the enjoyment of basic 
human rights such as non-discrimination, 
freedom from forced labour and the right to 
organise.

One of the key causes of poverty is the denial 
of the right to social security enshrined in 
article 22 of the Universal Declaration of 
Human Rights. The lack of adequate levels of 
social protection is associated with high and 
chronic poverty, insufficient investment in 
human capital and weak automatic stabilizers 

of aggregate demand in case of economic 
crises. According to ILO estimates2, in 
2012, only 27% of the world’s working–age 
population and their families had access to 
comprehensive social security systems. This 
means that 73% of the world’s population or 
some 5.2 billion people do not enjoy access 
to comprehensive social protection – they are 
covered only partially or not at all.

2 ILO, World Social Protection Report 2014/15, Building 
economic recovery, inclusive development and social 
justice, Geneva, 2014
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1.1 Pada 2030, mengentaskan kemiskinan 
ekstrem bagi semua orang yang saat ini 
berpendapatan kurang dari 1.25 dolar 
Amerika per hari.

1.2 Pada 2030, mengurangi setidaknya 
setengah proporsi laki-laki, perempuan 
dan anak-anak dari semua usia, yang 
hidup dalam kemiskinan di semua 
dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

1.3 Menerapkan secara nasional, sistem dan 
upaya perlindungan sosial yang tepat 
bagi semua, termasuk kelompok yang 
paling miskin, dan pada 2030 mencapai 
cakupan substansial bagi kelompok 
miskin dan rentan.

1.4 Pada 2030, menjamin bahwa semua 
laki-laki dan perempuan, khususnya 
masyarakat miskin dan rentan, memiliki 
hak yang sama terhadap sumber daya 
ekonomi, serta akses terhadap pelayanan 
dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah 
dan bentuk kepemilikan lain, warisan, 
sumber daya alam, teknologi baru dan 
jasa keuangan yang tepat termasuk 
keuangan mikro.

1.5 Pada 2030, membangun ketahanan 
masyarakat miskin dan mereka yang 
berada dalam kondisi yang rentan dan 
mengurangi kerentanan mereka terhadap 
kejadian ekstrem terkait iklim dan 
guncangan ekonomi, sosial, lingkungan 
dan bencana.

1.a  Menjamin mobilisasi yang signifikan 
terkait sumber daya dari berbagai 
sumber, termasuk melalui kerjasama 
pembangunan yang lebih baik, guna 
menyediakan sarana yang memadai dan 
terjangkau bagi negara berkembang, serta 
melaksanakan program dan kebijakan 
mengakhiri kemiskinan di semua 
dimensi.

1.b  Membuat kerangka kebijakan yang 
kuat di tingkat nasional, regional dan 
internasional, berdasarkan strategi 
pembangunan, yang memihak pada 
kelompok miskin dan peka terhadap isu 
gender untuk mendukung investasi yang 
cepat dalam tindakan pemberantasan 
kemiskinan.
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 
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2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
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called to reduce the levels of poverty in their 
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Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
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as it calls for a reduction of at least by 
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.
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poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
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which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 

Tujuan 1 dari Agenda 2030 menyerukan upaya 
mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk 
dan di seluruh kawasan di dunia ini. Tujuan 
ini juga menggarisbawahi hak atas jaminan 
sosial yang tercermin dalam Deklarasi Universal 
HAM. Tujuan ini juga menyerukan kepada 
semua orang, terutama rakyat miskin untuk 
mendapatkan hak yang sama dan memiliki 
sumber daya yang produktif serta akses layanan 
mendasar.

Kemiskinan ekstrem atau kemiskinan absolut 
dapat dijabarkan sebagai “pengurangan hak 
dasar manusia yang parah”. Sejak tahun 1990 
Bank Dunia telah secara sistematis berupaya 
untuk menentukan garis kemiskinan global, 
berdasarkan pada pengukuran kemiskinan 
pendapatan, yang akan menentukan hingga 
di mana kemiskinan ekstrem terjadi di dunia 
ini. Metodologi yang digunakan berdasarkan 
garis kemiskinan nasional yang dikonversi 
menggunakan nilai tukar Paritas Daya Beli 
(PPP). Dalam hal ini jumlah barang dan jasa 
yang sama dikonversi ke dalam mata uang 
umum yaitu US$.

Jadi garis kemiskinan global adalah $1,25 
per hari yang ditentukan pada 2005, 
digunakan dalam Target 1.1 berdasarkan 
tujuan ini. Namun pada Oktober 2015, angka 
kemiskinan global terkini yang mengukur 
kemiskinan ekstrem $1,90 ditentukan 
oleh Bank Dunia. Penting untuk kita 
menggarisbawahi bahwa meskipun terjadi 
perubahan dalam hal angka, nilai $1,90 hari 
ini mungkin sama dengan nilai $1,25 pada 
2005. Garis Kemiskinan Global ini akan terus 
berubah di masa yang akan datang.

Menurut estimasi Bank Dunia terkini pada 
2012, sebanyak 896 juta orang hidup dengan 
kemiskinan ekstrem di dunia yang bertahan 
dengan $1,90 per hari. Jadi pada 2012 
sebanyak 12,7 persen populasi dunia hidup 
dalam kondisi kemiskinan yang ekstrem. 
Ketika dunia seharusnya menurunkan angka 
kemiskinan ekstrem pada 1990 sebanyak 
setengahnya dalam memenuhi Tujuan 
Pembangunan Millenium, jumlah mereka 
yang hidup dengan kemiskinan ekstrem masih 
sangat tinggi.

Meskipun angka kemiskinan yang ekstrem turun 
di tingkat global, kemajuannya tidak sama di 
seluruh dunia. Sebagian besar penurunan 
itu karena menurunnya kemiskinan ekstrem 
di Tiongkok. Antara tahun 1981 dan 2011, 
sebanyak 753 juta orang berpindah dari 
kondisi batas kemiskinan ekstrem sebesar 
$1,90 di Tiongkok. Sebagian besar kondisi 
kemiskinan ekstrem di dunia terdapat di 
Sub-Sahara Afrika dan di Asia Selatan. 
Berdasarkan estimasi terkini, pada 2012, 
terdapat 309 juta orang yang hidup di dalam 
kondisi kemiskinan ekstrem di Asia Selatan, 
sementara Sub-Sahara Afrika memiliki sekitar 
388.7 juta orang. Jadi lebih dari 77,8 persen 
masyarakat miskin ekstrem tinggal di kawasan 
tersebut. Estimasi ini juga menunjukkan 
bahwa pada 2012, 147 juta masyarakat 
yang sangat miskin tinggal di Asia Timur dan 
Pasifik, sementara 44 juta orang tinggal di 
Amerika Latin dan Karibia, Eropa Timur dan 
Asia Tengah.

Karena garis kemiskinan global penting bagi 
perbandingan internasional guna melacak 
kemajuan dalam menghapuskan kemiskinan 
ekstrem, garis kemiskinan di tingkat nasional 
lebih penting untuk melakukan advokasi dan 
pelibatan masyarakat. Terlebih lagi, karena 
Target 1.1 menyasar kemiskinan ekstrem, 
Target 1.2 menekankan pada pengurangan 
setidaknya setengah dari jumlah keseluruhan 
orang yang hidup di kemiskinan sesuai dengan 
definisi nasional. Target ini artinya tugas untuk 
menghapuskan kemiskinan tidak terbatas 
pada negara-negara dengan pendapatan 
rendah. Negara-negara dengan pendapatan 
menengah dan negara maju juga diminta 
untuk mengurangi tingkat kemiskinan di 
negara mereka berdasarkan garis kemiskinan 
yang ditentukan di tingkat nasional.

Sementara negara-negara berpendapatan 
menengah cenderung memperbaiki garis 
kemiskinan menengah antara $1,90 PPP 
dan $3,10 PPP per kapita per hari, negara-
negara maju memperbaiki garis kemiskinan 
relatif sebesar 60 persen dari median relatif 
dari pendapatan yang dapat dibelanjakan di 
suatu negara. Target 1.2 relevan untuk semua 
negara karena menyerukan pengurangan 
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Targets Indicators

1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all 
people everywhere, currently measured as people 
living on less than $1.25 a day

1.1.1 Proportion of population below the international 
poverty line, by sex, age, employment status and 
geographical location (urban/rural)

1.2 By 2030, reduce at least by half the 
proportion of men, women and children of all ages 
living in poverty in all its dimensions according to 
national definitions

1.2.1 Proportion of population living below the national 
poverty line, by sex and age

1.2.2 Proportion of men, women and children of all ages 
living in poverty in all its dimensions according to national 
definitions

1.3 Implement nationally appropriate social 
protection systems and measures for all, including 
floors, and by 2030 achieve substantial coverage 
of the poor and the vulnerable

1.3.1 Proportion of population covered by social 
protection floors/systems, by sex, and distinguishing 
children, unemployed persons, older persons, persons 
with disabilities, pregnant women, newborns, work injury 
victims, and the poor and the vulnerable

1.4 By 2030, ensure that all men and women, 
in particular the poor and the vulnerable, have 
equal rights to economic resources, as well as 
access to basic services, ownership and control 
over land and other forms of property, inheritance, 
natural resources, appropriate new technology and 
financial services, including microfinance

1.4.1 Proportion of population living in households with 
access to basic services

1.5 By 2030, build the resilience of the poor 
and those in vulnerable situations and reduce 
their exposure and vulnerability to climate-related 
extreme events and other economic, social and 
environmental shocks and disasters

1.5.1 Number of deaths, missing and persons affected by 
disaster per 100,000 people

1.a Ensure significant mobilization of resources 
from a variety of sources, including through 
enhanced development cooperation, in order 
to provide adequate and predictable means for 
developing countries, in particular least developed 
countries, to implement programmes and policies 
to end poverty in all its dimensions

1.a.1 Proportion of resources allocated by the government 
directly to poverty reduction programmes

1.a.2 Proportion of total government spending on 
essential services (education, health and social protection)

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 1

poor. It relates to basic needs such as access 
to food, shelter, drinking water, education or 
health and extends to the enjoyment of basic 
human rights such as non-discrimination, 
freedom from forced labour and the right to 
organise.

One of the key causes of poverty is the denial 
of the right to social security enshrined in 
article 22 of the Universal Declaration of 
Human Rights. The lack of adequate levels of 
social protection is associated with high and 
chronic poverty, insufficient investment in 
human capital and weak automatic stabilizers 

of aggregate demand in case of economic 
crises. According to ILO estimates2, in 
2012, only 27% of the world’s working–age 
population and their families had access to 
comprehensive social security systems. This 
means that 73% of the world’s population or 
some 5.2 billion people do not enjoy access 
to comprehensive social protection – they are 
covered only partially or not at all.

2 ILO, World Social Protection Report 2014/15, Building 
economic recovery, inclusive development and social 
justice, Geneva, 2014

setidaknya setengah dari proporsi laki-laki, 
perempuan dan anak-anak berbagai usia 
yang hidup dengan kemiskinan dalam semua 
dimensinya berdasarkan definisi nasional pada 
2030.

Semua definisi kemiskinan yang disebutkan 
di atas adalah pengukuran kemiskinan 
berbasis pendapatan. Namun penting 
untuk menyatakan bahwa kemiskinan itu 
multidimensional. Mencakup seluruh isu lain 
selain dari pendapatan rakyat miskin. Ini 
berhubungan dengan kebutuhan mendasar 
seperti akses terhadap pangan, papan, air 
minum, pendidikan atau kesehatan dan 
sampai pada terjaminnya HAM lain seperti 
non-diskriminasi, bebas dari kerja paksa dan 
hak berserikat.

Salah satu penyebab utama kemiskinan 

adalah pengabaian akan hak atas jaminan 
sosial yang termaktub dalam Deklarasi Universal 
HAM Pasal 22. Kurangnya perlindungan sosial 
yang berhubungan kemiskinan kronis dan 
tinggi, investasi pada sumber daya manusia 
yang kurang dan lemahnya permintaan saat 
terjadinya krisis ekonomi. Menurut estimasi 
ILO5 pada 2012, hanya 27 persen dari 
populasi usia kerja dunia dan keluarga mereka 
yang dapat mengakses sistem jaminan sosial 
secara menyeluruh. Artinya sebanyak 73 
persen populasi dunia atau 5,2 miliar orang di 
dunia ini tidak dapat mengakses perlindungan 
sosial yang menyeluruh—mereka hanya 
terlindungi secara sebagian atau tidak sama 
sekali.

Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 1

5 ILO, World Social Protection Report 2014/15, 
Building economic recovery, inclusive development 
and social justice, Jenewa, 2014

1.1 Pada 2030, mengentaskan kemiskinan 
ekstrem bagi semua orang yang saat ini 
berpendapatan kurang dari 1,25 dolar 
Amerika per hari.

1.3 Menerapkan secara nasional, sistem 
dan upaya perlindungan sosial yang tepat 
bagi semua, termasuk kelompok yang 
paling miskin, dan pada 2030 mencapai 
cakupan substansial bagi kelompok miskin 
dan rentan.

1.1.1 Proporsi populasi yang hidup di 
bawah garis kemiskinan internasional 
berdasarkan jenis kelamin, usia, status 
pekerjaan dan lokasi geografis (kota/desa).

1.3.1 Proporsi populasi yang 
terlindungi oleh sistem perlindungan 
sosial, berdasarkan jenis kelamin dan 
membedakan anak-anak, pengangguran, 
orang lanjut usia, penyandang disabilitas, 
perempuan hamil, korban kecelakaan 
kerja, dan orang miskin dan rentan.

1.2 Pada 2030, mengurangi setidaknya 
setengah proporsi laki-laki, perempuan dan 
anak-anak dari semua usia, yang hidup 
dalam kemiskinan di semua dimensi, 
sesuai dengan definisi nasional.

1.2.1 Proporsi populasi yang hidup di 
bawah garis kemiskinan berdasarkan jenis 
kelamin dan usia.

1.2.2 Proporsi laki-laki, perempuan dan 
anak-anak dari berbagai kelompok usia 
yang hidup dalam kemiskinan dalam 
semua dimensinya berdasarkan definisi 
nasional.

Target Indikator
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 1

1.4 Pada 2030, menjamin bahwa semua 
laki-laki dan perempuan, khususnya 
masyarakat miskin dan rentan, memiliki 
hak yang sama terhadap sumber daya 
ekonomi, serta akses terhadap pelayanan 
dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah 
dan bentuk kepemilikan lain, warisan, 
sumber daya alam, teknologi baru dan jasa 
keuangan yang tepat termasuk keuangan 
mikro.

1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan 
terkait sumber daya dari berbagai sumber, 
termasuk melalui kerjasama pembangunan 
yang lebih baik, untuk menyediakan sarana 
yang memadai dan terjangkau bagi negara 
berkembang, untuk melaksanakan program 
dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di 
semua dimensi.

1.4.1 Proporsi populasi yang hidup dalam 
rumah tangga yang dapat mengakses 
layanan dasar.

1.a.1 Proporsi sumber daya yang 
dialokasikan oleh pemerintah untuk 
program pengurangan kemiskinan.

1.a.2 Proporsi belanja pemerintah untuk 
layanan-layanan utama (pendidikan, 
kesehatan, dan perlindungan sosial).

1.5 Pada 2030, membangun ketahanan 
masyarakat miskin dan mereka yang berada 
dalam kondisi yang rentan dan mengurangi 
kerentanan mereka terhadap kejadian 
ekstrim terkait iklim dan guncangan 
ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana.

1.5.1 Jumlah orang yang meninggal, 
hilang dan terdampak bencana per 
100.000 orang.

Target Indikator

ILO:

Semua Standar ILO yang berkontribusi untuk 
pencapaian Tujuan 1. Terutama untuk 
konvensi-konvensi berikut:

• Konvensi Kebebasan Berserikat dan 
Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 
(No. 87)

• Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan 
Perundingan Bersama, 1949 (No. 98)

• Konvensi Kebijakan Sosial (Tujuan dan 
Standar Dasar), 1962 (No. 117)

• Konvensi Jaminan Sosial (Standar 
Minimum), 1952 (No. 102)

• Rekomendasi Landasan Perlindungan 
Sosial, 2012 (No. 202)

• Laporan Perlindungan Sosial Dunia, 
ILO, 2014/2015

• Deklarasi menyangkut tujuan dan 
maksud keberadaan Organisasi 
Perburuhan Internasional—Deklarasi 
Philadelphia

Instrumen HAM:

• Deklarasi Universal HAM

• Kovenan Internasional mengenai Hak 
Ekonomi Sosial dan Budaya
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Targets Indicators

1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for all 
people everywhere, currently measured as people 
living on less than $1.25 a day

1.1.1 Proportion of population below the international 
poverty line, by sex, age, employment status and 
geographical location (urban/rural)

1.2 By 2030, reduce at least by half the 
proportion of men, women and children of all ages 
living in poverty in all its dimensions according to 
national definitions

1.2.1 Proportion of population living below the national 
poverty line, by sex and age

1.2.2 Proportion of men, women and children of all ages 
living in poverty in all its dimensions according to national 
definitions

1.3 Implement nationally appropriate social 
protection systems and measures for all, including 
floors, and by 2030 achieve substantial coverage 
of the poor and the vulnerable

1.3.1 Proportion of population covered by social 
protection floors/systems, by sex, and distinguishing 
children, unemployed persons, older persons, persons 
with disabilities, pregnant women, newborns, work injury 
victims, and the poor and the vulnerable

1.4 By 2030, ensure that all men and women, 
in particular the poor and the vulnerable, have 
equal rights to economic resources, as well as 
access to basic services, ownership and control 
over land and other forms of property, inheritance, 
natural resources, appropriate new technology and 
financial services, including microfinance

1.4.1 Proportion of population living in households with 
access to basic services

1.5 By 2030, build the resilience of the poor 
and those in vulnerable situations and reduce 
their exposure and vulnerability to climate-related 
extreme events and other economic, social and 
environmental shocks and disasters

1.5.1 Number of deaths, missing and persons affected by 
disaster per 100,000 people

1.a Ensure significant mobilization of resources 
from a variety of sources, including through 
enhanced development cooperation, in order 
to provide adequate and predictable means for 
developing countries, in particular least developed 
countries, to implement programmes and policies 
to end poverty in all its dimensions

1.a.1 Proportion of resources allocated by the government 
directly to poverty reduction programmes

1.a.2 Proportion of total government spending on 
essential services (education, health and social protection)

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 1

poor. It relates to basic needs such as access 
to food, shelter, drinking water, education or 
health and extends to the enjoyment of basic 
human rights such as non-discrimination, 
freedom from forced labour and the right to 
organise.

One of the key causes of poverty is the denial 
of the right to social security enshrined in 
article 22 of the Universal Declaration of 
Human Rights. The lack of adequate levels of 
social protection is associated with high and 
chronic poverty, insufficient investment in 
human capital and weak automatic stabilizers 

of aggregate demand in case of economic 
crises. According to ILO estimates2, in 
2012, only 27% of the world’s working–age 
population and their families had access to 
comprehensive social security systems. This 
means that 73% of the world’s population or 
some 5.2 billion people do not enjoy access 
to comprehensive social protection – they are 
covered only partially or not at all.

2 ILO, World Social Protection Report 2014/15, Building 
economic recovery, inclusive development and social 
justice, Geneva, 2014

Catatan:

• Bagaimanakah garis kemiskinan nasional di 
negara Anda?

• Apa yang dapat serikat pekerja lakukan 
dalam berkontribusi untuk mencapai Target 
1.1 dan 1.2?

• Bagaimanakah cakupan perlindungan 
sosial di negara Anda?

• Apa yang dapat serikat pekerja lakukan 
untuk meningkatkan cakupan perlindungan 
sosial baik secara vertikal maupun 
horisontal?
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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2.a Increase investment, including 
through enhanced international 
cooperation, in rural infrastructure, 
agricultural research and extension 
services, technology development 
and plant and livestock gene banks 
in order to enhance agricultural 
productive capacity in developing 
countries, in particular least 
developed countries

2.b Correct and prevent trade restrictions 
and distortions in world agricultural 
markets, including through the 
parallel elimination of all forms of 
agricultural export subsidies and 
all export measures with equivalent 
effect, in accordance with the 
mandate of the Doha Development 
Round 

2.c Adopt measures to ensure the proper 
functioning of food commodity 
markets and their derivatives and 
facilitate timely access to market 
information, including on food 
reserves, in order to help limit 
extreme food price volatility

Goal 2 aims to end hunger and malnutrition 
by 2030. It seeks to ensure universal access 
to safe, nutritious and sufficient food, 
particularly of the poor, all year round. It also 
seeks to double incomes of small-scale food 
producers, particularly women, including 
through securing equal access to productive 
resources.

Thanks to the Millennium Development 
Goals, progress has been made in the fight 
against global hunger. In the period of 2005-
2007, the FAO estimated global hunger 
at 837 million people. Today, 795 million 
people worldwide still lack regular access to 

adequate amounts of dietary energy. If current trends 
continue, the zero hunger target will be largely missed 
by 2030. So urgent and determined action is needed to 
eradicate global hunger by 2030.

According to the Hunger Statistics of the World Food 
Programme1:

1. Some 795 million people in the world do not 
have enough food to lead a healthy active life. 
That’s about one in nine people on earth.

2. The vast majority of the world’s hungry 
people live in developing countries, 
where 12.9 percent of the population is 
undernourished. 

3. Asia is the continent with the most hungry 
people - two thirds of the total. The percentage 
in southern Asia has fallen in recent years but 
in western Asia it has increased slightly.

4. Sub-Saharan Africa is the region with 
the highest prevalence (percentage of 
population) of hunger. One person in four there 
is undernourished.

5. Poor nutrition causes nearly half (45%) of 
deaths in children under five - 3.1 million 
children each year.

6. One out of six children -- roughly 100 million 
-- in developing countries is underweight.

7. One in four of the world’s children are stunted. 
In developing countries the proportion can rise 
to one in three.

8. If women farmers had the same access to 
resources as men, the number of hungry in the 
world could be reduced by up to 150 million.

9. 66 million primary school-age children attend 
classes hungry across the developing world, 
with 23 million in Africa alone.

10. WFP calculates that US$3.2 billion is needed 
per year to reach all 66 million hungry school-
age children.

1 https://www.wfp.org/hunger/stats

PENIADAAN
KELAPARAN

Tujuan 2
Menghilangkan Kelaparan, 
Mencapai Ketahanan Pangan 
dan Gizi yang Baik, serta 
Meningkatkan Pertanian 
Berkelanjutan
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Targets Indicators

2.1 By 2030, end hunger and ensure access by 
all people, in particular the poor and people in 
vulnerable situations, including infants, to safe, 
nutritious and sufficient food all year round

2.1.1 Prevalence of undernourishment

2.1.2 Prevalence of moderate or severe food insecurity in 
the population, based on the Food Insecurity Experience 
Scale

2.3 By 2030, double the agricultural productivity 
and incomes of small-scale food producers, in 
particular women, indigenous peoples, family 
farmers, pastoralists and fishers, including through 
secure and equal access to land, other productive 
resources and inputs, knowledge, financial 
services, markets and opportunities for value 
addition and non-farm employment

2.3.1 Volume of production per labour unit by classes of 
farming/pastoral/forestry enterprise size

2.3.2 Average income of small-scale food producers, by 
sex and indigenous status

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 2

ILO: 

• Right of Association (Agriculture) 
Convention, 1921 (No. 11)

• Rural Workers’ Organisations 
Convention, 1975 (No. 141)

• Rural Workers’ Organisations 
Recommendation, 1975 (No. 149)

• Seafarers’ Identity Documents 
Convention (Revised), 2003 (No. 185)

• Work in Fishing Convention, 2007 
(No. 188)

• Plantations Convention, 1958 
(No. 110)

• Labour Inspection (Agriculture) 
Convention, 1969 (No. 129)

• Minimum Wage Fixing Machinery 
(Agriculture) Convention, 1951 
(No. 99)

• Safety and Health in Agriculture 
Convention, 2001 (No. 184)

• Social Protection Floors 
Recommendation, 2012 (No. 202)

• Indigenous and Tribal Peoples 
Convention, 1989 (No. 169)

• Maritime Labour Convention, 2006 
(MLC, 2006)

• All the fundamental conventions

Human Rights instruments:

• Universal Declaration of Human Rights

• International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights

Some instruments and documents relevant to Goal 2

PENIADAAN
KELAPARAN

Tujuan 2
Menghilangkan Kelaparan, 
Mencapai Ketahanan 
Pangan dan Gizi yang 
Baik, serta Meningkatkan 
Pertanian Berkelanjutan

2.1 Pada 2030, menghilangkan kelaparan 
dan menjamin akses bagi semua orang, 
khususnya orang miskin dan mereka yang 
berada dalam kondisi rentan, termasuk 
bayi, terhadap makanan yang aman, 
bergizi dan cukup sepanjang tahun.

2.2 Pada 2030, menghilangkan segala 
bentuk kekurangan gizi, termasuk pada 
2025 mencapai target yang disepakati 
secara internasional untuk anak pendek 
(stunting) dan kurus di bawah usia 
5 tahun, dan memenuhi kebutuhan 
gizi remaja perempuan, ibu hamil dan 
menyusui, serta manula.

2.3 Pada 2030 menggandakan produktivitas 
pertanian dan pendapatan produsen 
makanan skala kecil, khususnya 
perempuan, masyarakat hukum adat, 
keluarga petani, penggembala dan 
nelayan, termasuk melalui akses yang 
aman dan sama terhadap lahan, sumber 
daya produktif dan input lainnya, 
pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan 
peluang nilai tambah dan pekerjaan non-
pertanian.

2.4  Pada 2030 menjamin sistem produksi 
pangan yang berkelanjutan dan 
menerapkan praktik pertanian tangguh 
yang mampu meningkatkan produksi 
dan produktivitas, membantu menjaga 
ekosistem, memperkuat kapasitas 
adaptasi terhadap perubahan iklim, 
cuaca ekstrem, kekeringan, banjir dan 
bencana lainnya, serta secara progresif 
memperbaiki kualitas tanah dan lahan.

2.5  Pada 2020 mengelola keragaman genetik 
benih, tanaman budidaya dan hewan 
ternak juga peliharaan dan spesies 
liar terkait, termasuk melalui bank 
benih dan tanaman yang dikelola dan 
dianekaragamkan dengan baik di tingkat 
nasional, regional dan internasional, 
serta meningkatkan akses terhadap 
pembagian keuntungan yang adil dan 
merata, hasil dari pemanfaatan sumber 
daya genetik dan pengetahuan tradisional 
terkait, sebagaimana disepakati secara 
internasional.

PENIADAAN
KELAPARAN



3

Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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2.a Increase investment, including 
through enhanced international 
cooperation, in rural infrastructure, 
agricultural research and extension 
services, technology development 
and plant and livestock gene banks 
in order to enhance agricultural 
productive capacity in developing 
countries, in particular least 
developed countries

2.b Correct and prevent trade restrictions 
and distortions in world agricultural 
markets, including through the 
parallel elimination of all forms of 
agricultural export subsidies and 
all export measures with equivalent 
effect, in accordance with the 
mandate of the Doha Development 
Round 

2.c Adopt measures to ensure the proper 
functioning of food commodity 
markets and their derivatives and 
facilitate timely access to market 
information, including on food 
reserves, in order to help limit 
extreme food price volatility

Goal 2 aims to end hunger and malnutrition 
by 2030. It seeks to ensure universal access 
to safe, nutritious and sufficient food, 
particularly of the poor, all year round. It also 
seeks to double incomes of small-scale food 
producers, particularly women, including 
through securing equal access to productive 
resources.

Thanks to the Millennium Development 
Goals, progress has been made in the fight 
against global hunger. In the period of 2005-
2007, the FAO estimated global hunger 
at 837 million people. Today, 795 million 
people worldwide still lack regular access to 

adequate amounts of dietary energy. If current trends 
continue, the zero hunger target will be largely missed 
by 2030. So urgent and determined action is needed to 
eradicate global hunger by 2030.

According to the Hunger Statistics of the World Food 
Programme1:

1. Some 795 million people in the world do not 
have enough food to lead a healthy active life. 
That’s about one in nine people on earth.

2. The vast majority of the world’s hungry 
people live in developing countries, 
where 12.9 percent of the population is 
undernourished. 

3. Asia is the continent with the most hungry 
people - two thirds of the total. The percentage 
in southern Asia has fallen in recent years but 
in western Asia it has increased slightly.

4. Sub-Saharan Africa is the region with 
the highest prevalence (percentage of 
population) of hunger. One person in four there 
is undernourished.

5. Poor nutrition causes nearly half (45%) of 
deaths in children under five - 3.1 million 
children each year.

6. One out of six children -- roughly 100 million 
-- in developing countries is underweight.

7. One in four of the world’s children are stunted. 
In developing countries the proportion can rise 
to one in three.

8. If women farmers had the same access to 
resources as men, the number of hungry in the 
world could be reduced by up to 150 million.

9. 66 million primary school-age children attend 
classes hungry across the developing world, 
with 23 million in Africa alone.

10. WFP calculates that US$3.2 billion is needed 
per year to reach all 66 million hungry school-
age children.

1 https://www.wfp.org/hunger/stats

2.a  Meningkatkan investasi, termasuk 
melalui kerjasama internasional yang 
kuat, dalam infrastruktur perdesaan, 
layanan kajian dan perluasan 
pertanian, pengembangan teknologi 
dan bank gen untuk tanaman dan 
ternak, untuk meningkatkan kapastias 
produktif pertanian di negara 
berkembang, khususnya negara kurang 
berkembang.

2.b  Memperbaiki dan mencegah 
pembatasan dan distorsi dalam pasar 
pertanian dunia, termasuk melalui 
penghapusan secara bersamaan segala 
bentuk subsidi ekspor pertanian dan 
semua tindakan ekspor dengan efek 
setara, sesuai dengan amanat The 
Doha Development Round.

2.c  Mengadopsi langkah-langkah untuk 
menjamin berfungsinya pasar 
komoditas pangan serta turunannya 
dengan tepat, dan memfasilitasi pada 
waktu yang tepat akses terhadap 
informasi pasar, termasuk informasi 
cadangan pangan, untuk membantu 
mengatasi volatilitas harga pangan 
yang ekstrem.

Tujuan 2 bertujuan menghilangkan kelaparan 
dan malnutrisi pada 2030. Tujuan ini berupaya 
untuk memastikan akses semesta terhadap 
pangan yang aman, bergizi dan cukup, terutama 
bagi rakyat miskin sepanjang tahun. Juga 
berupaya menggandakan pendapatan produsen 
pangan skala kecil, terutama perempuan, 
termasuk menjamin akses yang setara terhadap 
sumber daya yang produktif.

Karena Tujuan Pembangunan Milenium, 
kemajuan dalam memerangi kelaparan global 

pun mulai terlihat. Pada periode 2005-2007, 
FAO memperkirakan angka kelaparan di 
seluruh dunia adalah 837 juta jiwa. Saat ini, 
795 juta jiwa di seluruh dunia masih tidak 
memiliki akses cukup untuk mendapatkan 
asupan energi yang dibutuhkan. Bila ini terus 
berlanjut, target nol kelaparan akan sulit 
tercapai pada 2030. Karenanya tindakan yang 
mendesak diperlukan untuk menghilangkan 
kelaparan global pada 2030.

Menurut Statistik Kelaparan dari Program 
Pangan Dunia (WFP)6:

1. Sebanyak 795 juta jiwa orang di dunia 
tidak memiliki makanan yang cukup yang 
mampu membuat mereka menjalani hidup 
sehat secara aktif. Jumlah ini sama dengan 
satu dari sembilan orang di muka bumi ini.

2. Sebagian banyak orang yang kelaparan di 
dunia ini hidup di negara-negara berkembang 
di mana 12,9 persen populasinya 
mengalami kekurangan gizi.

3. Asia adalah benua dengan jumlah orang 
kelaparan terbesar di dunia—dua pertiga 
dari total. Persentase di Asia Selatan 
mengalami penurunan dalam beberapa 
tahun terakhir, namun di Asia Barat, angka 
ini sedikit meningkat.

4. Sub-Sahara Afrika merupakan kawasan 
dengan prevalensi kelaparan tertinggi 
(persentase populasi). Satu dari empat 
orang di kawasan ini mengalami 
kekurangan gizi.

5. Gizi buruk menjadi penyebab hampir 
setengah (45%) dari kematian pada anak-
anak usia di bawah 5 tahun—sebanyak 3,1 
juta anak setiap tahunnya.

6. Satu dari enam anak—sekitar 100 juta—
di negara berkembang mengalami kurang 
berat badan.

7. Satu dari empat anak-anak di dunia 
mengalami stunting (pendek). Di negara 
berkembang, proporsi tersebut meningkat 
dari satu menjadi tiga.

6 https://www.wfp.org/hunger/stats
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Targets Indicators

2.1 By 2030, end hunger and ensure access by 
all people, in particular the poor and people in 
vulnerable situations, including infants, to safe, 
nutritious and sufficient food all year round

2.1.1 Prevalence of undernourishment

2.1.2 Prevalence of moderate or severe food insecurity in 
the population, based on the Food Insecurity Experience 
Scale

2.3 By 2030, double the agricultural productivity 
and incomes of small-scale food producers, in 
particular women, indigenous peoples, family 
farmers, pastoralists and fishers, including through 
secure and equal access to land, other productive 
resources and inputs, knowledge, financial 
services, markets and opportunities for value 
addition and non-farm employment

2.3.1 Volume of production per labour unit by classes of 
farming/pastoral/forestry enterprise size

2.3.2 Average income of small-scale food producers, by 
sex and indigenous status

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 2

ILO: 

• Right of Association (Agriculture) 
Convention, 1921 (No. 11)

• Rural Workers’ Organisations 
Convention, 1975 (No. 141)

• Rural Workers’ Organisations 
Recommendation, 1975 (No. 149)

• Seafarers’ Identity Documents 
Convention (Revised), 2003 (No. 185)

• Work in Fishing Convention, 2007 
(No. 188)

• Plantations Convention, 1958 
(No. 110)

• Labour Inspection (Agriculture) 
Convention, 1969 (No. 129)

• Minimum Wage Fixing Machinery 
(Agriculture) Convention, 1951 
(No. 99)

• Safety and Health in Agriculture 
Convention, 2001 (No. 184)

• Social Protection Floors 
Recommendation, 2012 (No. 202)

• Indigenous and Tribal Peoples 
Convention, 1989 (No. 169)

• Maritime Labour Convention, 2006 
(MLC, 2006)

• All the fundamental conventions

Human Rights instruments:

• Universal Declaration of Human Rights

• International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights

Some instruments and documents relevant to Goal 2

8. Bila perempuan petani memiliki akses yang 
sama terhadap sumber daya dengan laki-
laki, maka jumlah orang yang kelaparan di 
dunia bisa dikurangi hingga 150 juta jiwa.

9. Tercatat 66 juta anak-anak sekolah dasar 
masuk sekolah dalam keadaan lapar di 

negara-negara berkembang, di mana 23 
juta di antaranya berada di Afrika.

10. WFP menghitung bahwa diperlukan 
US$3,2 miliar per tahunnya untuk 
menjangkau semua 66 juta anak-anak 
usia sekolah yang kelaparan.

Target dan Prioritas Serikat Pekerja pada Tujuan 2

2.1 Pada 2030, menghilangkan kelaparan 
dan menjamin akses bagi semua orang, 
khususnya orang miskin dan mereka yang 
berada dalam kondisi rentan, termasuk 
bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi 
dan cukup sepanjang tahun.

2.1.1 Prevalensi kurang gizi.

2.1.2 Prevalensi kekurangan pangan 
moderat atau parah pada populasi, 
berdasarkan Skala Pengalaman 
Kekurangan Pangan. 

2.3 Pada 2030 menggandakan 
produktivitas pertanian dan pendapatan 
produsen makanan skala kecil, khususnya 
perempuan, masyarakat hukum adat, 
keluarga petani, penggembala dan nelayan, 
termasuk melalui akses yang aman dan 
sama terhadap lahan, sumber daya 
produktif dan input lainnya, pengetahuan, 
jasa keuangan, pasar dan peluang nilai 
tambah dan pekerjaan non-pertanian.

2.3.1 Volume produksi per satuan pekerja 
berdasarkan kelas ukuran perusahaan 
perkebunan/pertanian/kehutanan.

2.3.2 Pendapatan rata-rata produsen 
pangan skala kecil berdasarkan jenis 
kelamin dan status aslinya.

Target Indikator

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 2

ILO:

Semua Standar ILO yang berkontribusi untuk 
pencapaian Tujuan 1. Terutama untuk 
konvensi-konvensi berikut:

• Konvensi Hak Berserikat (Pertanian), 
1921, (No. 11)

• Konvensi Organisasi Pekerja Pedesaan, 
1975 (No. 141)

• Rekomendasi Organisasi Pekerja 
Pedesaan, 1975 (No. 149)

• Konvensi Dokumentasi Identitas Pelaut 
(revisi), 2003 (No. 185)

• Konvensi Bekerja di Sektor Perikanan, 
2007 (No. 188)

• Konvensi Perkebunan, 1958 (No. 110)

• Konvensi Inspeksi Ketenagakerjaan 
(Pertanian), 1969 (No. 129)

• Konvensi Perangkat Pengatur Upah 
Minimum (Pertanian), 1951, (No. 99)

• Konvensi Kesehatan dan Keselamatan 
di Pertanian, 2001 (No. 184)
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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2.a Increase investment, including 
through enhanced international 
cooperation, in rural infrastructure, 
agricultural research and extension 
services, technology development 
and plant and livestock gene banks 
in order to enhance agricultural 
productive capacity in developing 
countries, in particular least 
developed countries

2.b Correct and prevent trade restrictions 
and distortions in world agricultural 
markets, including through the 
parallel elimination of all forms of 
agricultural export subsidies and 
all export measures with equivalent 
effect, in accordance with the 
mandate of the Doha Development 
Round 

2.c Adopt measures to ensure the proper 
functioning of food commodity 
markets and their derivatives and 
facilitate timely access to market 
information, including on food 
reserves, in order to help limit 
extreme food price volatility

Goal 2 aims to end hunger and malnutrition 
by 2030. It seeks to ensure universal access 
to safe, nutritious and sufficient food, 
particularly of the poor, all year round. It also 
seeks to double incomes of small-scale food 
producers, particularly women, including 
through securing equal access to productive 
resources.

Thanks to the Millennium Development 
Goals, progress has been made in the fight 
against global hunger. In the period of 2005-
2007, the FAO estimated global hunger 
at 837 million people. Today, 795 million 
people worldwide still lack regular access to 

adequate amounts of dietary energy. If current trends 
continue, the zero hunger target will be largely missed 
by 2030. So urgent and determined action is needed to 
eradicate global hunger by 2030.

According to the Hunger Statistics of the World Food 
Programme1:

1. Some 795 million people in the world do not 
have enough food to lead a healthy active life. 
That’s about one in nine people on earth.

2. The vast majority of the world’s hungry 
people live in developing countries, 
where 12.9 percent of the population is 
undernourished. 

3. Asia is the continent with the most hungry 
people - two thirds of the total. The percentage 
in southern Asia has fallen in recent years but 
in western Asia it has increased slightly.

4. Sub-Saharan Africa is the region with 
the highest prevalence (percentage of 
population) of hunger. One person in four there 
is undernourished.

5. Poor nutrition causes nearly half (45%) of 
deaths in children under five - 3.1 million 
children each year.

6. One out of six children -- roughly 100 million 
-- in developing countries is underweight.

7. One in four of the world’s children are stunted. 
In developing countries the proportion can rise 
to one in three.

8. If women farmers had the same access to 
resources as men, the number of hungry in the 
world could be reduced by up to 150 million.

9. 66 million primary school-age children attend 
classes hungry across the developing world, 
with 23 million in Africa alone.

10. WFP calculates that US$3.2 billion is needed 
per year to reach all 66 million hungry school-
age children.

1 https://www.wfp.org/hunger/stats

• Rekomendasi Landasan Perlindungan 
Sosial, 2012 (No. 202)

• Konvensi Masyarakat Asli dan Adat, 
1989 (No. 169)

• Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 
2006 (MLC, 2006)

• Semua Konvensi Dasar

Instrumen HAM:

• Deklarasi Universal HAM

• Konvenan Internasional Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya

Catatan:

• Bagaimanakah angka kelaparan dan malnutrisi di negara Anda?

• Apa yang dapat serikat pekerja lakukan dalam berkontribusi untuk pencapaian Target 2.1 dan 
2.3?

• Apakah serikat pekerja Anda membela kepentingan produsen pangan skala kecil, terutama 
perempuan, masyarakat hukum adat, petani, penggarap lahan dan nelayan? Bila tidak, 
mengapa tidak? Bila iya, bagaimana caranya?
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Targets Indicators

2.1 By 2030, end hunger and ensure access by 
all people, in particular the poor and people in 
vulnerable situations, including infants, to safe, 
nutritious and sufficient food all year round

2.1.1 Prevalence of undernourishment

2.1.2 Prevalence of moderate or severe food insecurity in 
the population, based on the Food Insecurity Experience 
Scale

2.3 By 2030, double the agricultural productivity 
and incomes of small-scale food producers, in 
particular women, indigenous peoples, family 
farmers, pastoralists and fishers, including through 
secure and equal access to land, other productive 
resources and inputs, knowledge, financial 
services, markets and opportunities for value 
addition and non-farm employment

2.3.1 Volume of production per labour unit by classes of 
farming/pastoral/forestry enterprise size

2.3.2 Average income of small-scale food producers, by 
sex and indigenous status

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 2

ILO: 

• Right of Association (Agriculture) 
Convention, 1921 (No. 11)

• Rural Workers’ Organisations 
Convention, 1975 (No. 141)

• Rural Workers’ Organisations 
Recommendation, 1975 (No. 149)

• Seafarers’ Identity Documents 
Convention (Revised), 2003 (No. 185)

• Work in Fishing Convention, 2007 
(No. 188)

• Plantations Convention, 1958 
(No. 110)

• Labour Inspection (Agriculture) 
Convention, 1969 (No. 129)

• Minimum Wage Fixing Machinery 
(Agriculture) Convention, 1951 
(No. 99)

• Safety and Health in Agriculture 
Convention, 2001 (No. 184)

• Social Protection Floors 
Recommendation, 2012 (No. 202)

• Indigenous and Tribal Peoples 
Convention, 1989 (No. 169)

• Maritime Labour Convention, 2006 
(MLC, 2006)

• All the fundamental conventions

Human Rights instruments:

• Universal Declaration of Human Rights

• International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights

Some instruments and documents relevant to Goal 2

Catatan:
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Targets Indicators

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, 
tuberculosis, malaria and neglected tropical 
diseases and combat hepatitis, water-borne 
diseases and other communicable diseases

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 
uninfected population, by sex, age and key

populations

3.3.2 Tuberculosis incidence per 1,000 population

3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population

3.3.4 Hepatitis B incidence per 100,000 population

3.3.5 Number of people requiring interventions against 
neglected tropical diseases

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual 
and reproductive health-care services, including 
for family planning, information and education, 
and the integration of reproductive health into 
national strategies and programmes

3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged 
15-49 years) who have their need for family planning 
satisfied with modern methods

3.8 Achieve universal health coverage, including 
financial risk protection, access to quality essential 
health-care services and access to safe, effective, 
quality and affordable essential medicines and 
vaccines for all

3.8.1 Coverage of essential health services (defined as 
the average coverage of essential services based on tracer 
interventions that include reproductive, maternal, newborn 
and child health, infectious diseases, noncommunicable 
diseases and service capacity and access, among the 
general and the most disadvantaged population)

3.8.2 Number of people covered by health insurance or a 
public health system per 1,000 population

3.9 By 2030, substantially reduce the number of 
deaths and illnesses from hazardous chemicals 
and air, water and soil pollution and contamination

3.9.1 Mortality rate attributed to household and ambient 
air pollution

3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe 
sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe WASH 
services)

3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional poisoning

3.c Substantially increase health financing and the 
recruitment, development, training and retention 
of the health workforce in developing countries, 
especially in least developed countries and small 
island developing States

3.c.1 Health worker density and distribution

3.d Strengthen the capacity of all countries, in 
particular developing countries, for early warning, 
risk reduction and management of national and 
global health risks

3.d.1 International Health Regulations (IHR) capacity and 
health emergency preparedness

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 3

KESEHATAN 
YANG BAIK 

Tujuan 3
Menjamin Kehidupan yang 
Sehat dan Meningkatkan 
Kesejahteraan Seluruh 
Penduduk di Semua Usia
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with a global under-five mortality rate of 
43 per 1,000 live births. The neonatal 
mortality rate, that is, the likelihood of 
dying in the first 28 days of life, declined 
from 31 deaths per 1,000 live births in 
2000 to 19 deaths per 1,000 live births 
in 2015. Over that period, progress in 
the rate of child survival among children 
aged 1 to 59 months outpaced advances 
in reducing neonatal mortality; as a 
result, neonatal deaths now represent a 
larger share (45 per cent) of all under-five 
deaths.

• In the area of preventing unintended 
pregnancy worldwide, in 2015, 
approximately 3 in 4 women of 
reproductive age (15 to 49 years of age) 
who were married or in union satisfied their 
need for family planning by using modern 
contraceptive methods; in sub-Saharan 
Africa and Oceania, however, the share was 
less than half. Childbearing in adolescence 
has steadily declined in almost all regions, 
but wide disparities persist: in 2015, the 
birth rate among adolescent girls aged 15 
to 19 ranged from 7 births per 1,000 girls 
in Eastern Asia to 102 births per 1,000 
girls in sub-Saharan Africa.

• Total official flows from all providers for 
medical research and basic health sectors 
were $8.9 billion in 2014. Within this 
total, official development assistance 
(ODA) from DAC donors was $4.5 billion 
in 2014, an increase of 20 per cent in real 
terms since 2010. In 2014, $1 billion was 
spent on malaria control and $1.2 billion 
was spent on other infectious diseases, 
excluding AIDS.

• Of all deaths among persons under the age 
of 70, commonly referred to as premature 
deaths, an estimated 52 per cent were as a 
result of non-communicable diseases. Over 
three quarters of premature deaths were 
caused by cardiovascular disease, cancer, 
diabetes and chronic respiratory disease. 
Globally, premature mortality from those 
four main categories of non-communicable 
disease declined by 15 per cent between 
2000 and 2012.

This Goal is clearly also tied in to Goal 1.3 on 
achieving adequate social protection for all. 
Furthermore, Target 3c underlines the crucial 
importance of recruitment, development, 
training and retention of the health workforce 
in developing countries if this goal is to be 
achieved. This includes ensuring decent 
working conditions for workers in the health 
sector including their right to organise and 
bargain collectively.

KESEHATAN 
YANG BAIK Tujuan 3

Menjamin Kehidupan yang 
Sehat dan Meningkatkan 
Kesejahteraan Seluruh 
Penduduk di Semua Usia

3.1  Pada 2030, mengurangi rasio angka 
kematian ibu hingga kurang dari 70 per 
100.000 kelahiran hidup.

3.2  Pada 2030, mengakhiri kematian bayi 
baru lahir dan mencegah kematian 
balita, dengan seluruh negara berusaha 
menurunkan Angka Kematian Neonatal 
setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran 
hidup (KH) dan Angka Kematian Balita 
25 per 1000.

3.3  Pada 2030, mengakhiri epidemi AIDS, 
tuberkulosis, malaria dan penyakit 
tropis yang terabaikan, dan memerangi 
hepatitis, penyakit bersumber air serta 
penyakit menular lainnya.

3.4  Pada 2030, mengurangi hingga sepertiga 
angka kematian dini akibat penyakit 
tidak menular, melalui pencegahan 
dan pengobatan, serta meningkatkan 
kesehatan mental dan kesejahteraan.

3.5  Memperkuat pencegahan dan 
pengobatan penyalahgunaan zat, 
termasuk penyalahgunaan narkotika 
dan penggunaan alkohol yang 
membahayakan.

3.6  Pada 2020, mengurangi hingga setengah 
jumlah kematian global dan cedera akibat 
kecelakaan lalu lintas.

3.7  Pada 2030, menjamin akses universal 
terhadap layanan kesehatan seksual dan 
reproduksi, termasuk keluarga berencana, 
informasi dan pendidikan, serta 
terintegrasinya kesehatan reproduksi ke 
dalam strategi dan program nasional.

3.8  Mencapai cakupan kesehatan universal, 
termasuk perlindungan risiko keuangan, 
akses terhadap pelayanan kesehatan 
dasar yang baik, dan akses terhadap 
obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, 
efektif, berkualitas dan terjangkau bagi 
semua orang.

3.9  Pada 2030, secara signifikan mengurangi 
jumlah kematian dan penyakit akibat 
bahan kimia berbahaya serta polusi dan 
kontaminasi udara, air dan tanah.

3.a  Memperkuat pelaksanaan The Framework 
Convention on Tobacco Control WHO di 
seluruh negara sebagai langkah yang 
tepat.KESEHATAN 

YANG BAIK 
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Targets Indicators

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, 
tuberculosis, malaria and neglected tropical 
diseases and combat hepatitis, water-borne 
diseases and other communicable diseases

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 
uninfected population, by sex, age and key

populations

3.3.2 Tuberculosis incidence per 1,000 population

3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population

3.3.4 Hepatitis B incidence per 100,000 population

3.3.5 Number of people requiring interventions against 
neglected tropical diseases

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual 
and reproductive health-care services, including 
for family planning, information and education, 
and the integration of reproductive health into 
national strategies and programmes

3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged 
15-49 years) who have their need for family planning 
satisfied with modern methods

3.8 Achieve universal health coverage, including 
financial risk protection, access to quality essential 
health-care services and access to safe, effective, 
quality and affordable essential medicines and 
vaccines for all

3.8.1 Coverage of essential health services (defined as 
the average coverage of essential services based on tracer 
interventions that include reproductive, maternal, newborn 
and child health, infectious diseases, noncommunicable 
diseases and service capacity and access, among the 
general and the most disadvantaged population)

3.8.2 Number of people covered by health insurance or a 
public health system per 1,000 population

3.9 By 2030, substantially reduce the number of 
deaths and illnesses from hazardous chemicals 
and air, water and soil pollution and contamination

3.9.1 Mortality rate attributed to household and ambient 
air pollution

3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe 
sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe WASH 
services)

3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional poisoning

3.c Substantially increase health financing and the 
recruitment, development, training and retention 
of the health workforce in developing countries, 
especially in least developed countries and small 
island developing States

3.c.1 Health worker density and distribution

3.d Strengthen the capacity of all countries, in 
particular developing countries, for early warning, 
risk reduction and management of national and 
global health risks

3.d.1 International Health Regulations (IHR) capacity and 
health emergency preparedness

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 3

3.b  Mendukung penelitian dan 
pengembangan vaksin serta obat 
penyakit menular dan tidak menular 
yang terutama berpengaruh terhadap 
negara berkembang, menyediakan 
akses terhadap obat dan vaksin dasar 
yang terjangkau sesuai dengan The 
Doha Declaration tentang The TRIPS 
Agreement and Public Health, yang 
menegaskan hak negara berkembang 
untuk menggunakan secara penuh 
ketentuan dalam Kesepakatan atas 
Aspek-aspek Perdagangan dari 
Hak Kekayaan Intelektual terkait 
keleluasaan untuk melindungi 
kesehatan masyarakat, dan khususnya 
menyediakan akses obat bagi semua.

3.c  Meningkatkan secara signifikan 
pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, 
pengembangan, pelatihan dan 
retensi tenaga kesehatan di negara 
berkembang, khususnya negara kurang 
berkembang dan negara berkembang 
di pulau kecil.

3.d  Memperkuat kapasitas semua negara, 
khususnya negara berkembang tentang 
peringatan dini, pengurangan risiko 
dan manajemen risiko kesehatan 
nasional dan global.

Tujuan 3 berupaya menjamin hidup yang sehat 
dan kesejahteraan semua manusia pada setiap 
tahapan hidup mereka. Juga mengangkat semua 
prioritas kesehatan yang utama, seruan untuk 
memberikan perlindungan kesehatan semesta 
bagi semua, meningkatkan pendanaan sektor 
kesehatan untuk mengamankan perekrutan, 
pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga 
kesehatan, dan memperkuat kapasitas 
semua negara dalam upaya pengurangan dan 
pengelolaan risiko kesehatan.

Laporan PBB7 mengenai kemajuan 
pemenuhan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan menggambarkan kemajuan 
dalam pencapaian tujuan kesehatan dari MDG 
hingga saat ini. Beberapa tren penting adalah 
sebagai berikut:

• Karena MDG, kejadian penyakit infeksius 
utama termasuk HIV, tuberkulosis dan 
malaria menurun secara global sejak tahun 
2000. Pada 2015 secara global, jumlah 
kasus infeksi HIV baru di kalangan semua 
penduduk adalah 0,3 infeksi baru per 
1.000 orang yang tidak terinfeksi; 2,1 
juta orang terinfeksi pada tahun tersebut. 
Angka kejadian HIV tertinggi terjadi di Sub-
Sahara Afrika, di mana 1,5 kasus infeksi 
baru per 1.000 orang yang tidak terinfeksi.

• Pada 2014, terdapat 9,6 juta kasus baru 
tuberkulosis (133 kasus per 100.000 
orang) terlaporkan di seluruh dunia, di 
mana 58 persen di antaranya berada di 
kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat.

• Hampir setengah populasi dunia berisiko 
mengalami malaria dan, pada 2015 
angka kejadiannya 91 kasus baru per 
1.000 orang yang berisiko, diperkirakan 
sebanyak 214 juta kasus. Sub-Sahara 
Afrika bertanggungjawab atas 89 persen 
seluruh kasus malaria di dunia, di mana 
angka kejadiannya adalah 235 kasus per 
1.000 orang yang berisiko. Pada 2014, 
setidaknya 1,7 miliar orang di 185 negara 
membutuhkan perawatan setidaknya untuk 
satu jenis penyakit tropis terabaikan.

• Karena MDG, antara tahun 2000 hingga 
2015, rasio kematian ibu global, atau 
jumlah kematian pada ibu per 100.000 
kelahiran hidup menurun sebesar 37 
persen dari rasio yang diperkirakan sebesar 
216 per 100.000 kelahiran hidup pada 
2015. Secara global, 3 dari 4 kelahiran 
dibantu oleh tenaga kesehatan yang 
terampil pada 2015. Angka kematian 

7 UN, Progress towards the Sustainable Development 
Goals, Report of the Secretary General, High-Level 
Political Forum on Sustainable Development, 
diselenggarakan di bawah panduan Dewan Ekonomi 
dan Sosial, 2016, hal 5-7.
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with a global under-five mortality rate of 
43 per 1,000 live births. The neonatal 
mortality rate, that is, the likelihood of 
dying in the first 28 days of life, declined 
from 31 deaths per 1,000 live births in 
2000 to 19 deaths per 1,000 live births 
in 2015. Over that period, progress in 
the rate of child survival among children 
aged 1 to 59 months outpaced advances 
in reducing neonatal mortality; as a 
result, neonatal deaths now represent a 
larger share (45 per cent) of all under-five 
deaths.

• In the area of preventing unintended 
pregnancy worldwide, in 2015, 
approximately 3 in 4 women of 
reproductive age (15 to 49 years of age) 
who were married or in union satisfied their 
need for family planning by using modern 
contraceptive methods; in sub-Saharan 
Africa and Oceania, however, the share was 
less than half. Childbearing in adolescence 
has steadily declined in almost all regions, 
but wide disparities persist: in 2015, the 
birth rate among adolescent girls aged 15 
to 19 ranged from 7 births per 1,000 girls 
in Eastern Asia to 102 births per 1,000 
girls in sub-Saharan Africa.

• Total official flows from all providers for 
medical research and basic health sectors 
were $8.9 billion in 2014. Within this 
total, official development assistance 
(ODA) from DAC donors was $4.5 billion 
in 2014, an increase of 20 per cent in real 
terms since 2010. In 2014, $1 billion was 
spent on malaria control and $1.2 billion 
was spent on other infectious diseases, 
excluding AIDS.

• Of all deaths among persons under the age 
of 70, commonly referred to as premature 
deaths, an estimated 52 per cent were as a 
result of non-communicable diseases. Over 
three quarters of premature deaths were 
caused by cardiovascular disease, cancer, 
diabetes and chronic respiratory disease. 
Globally, premature mortality from those 
four main categories of non-communicable 
disease declined by 15 per cent between 
2000 and 2012.

This Goal is clearly also tied in to Goal 1.3 on 
achieving adequate social protection for all. 
Furthermore, Target 3c underlines the crucial 
importance of recruitment, development, 
training and retention of the health workforce 
in developing countries if this goal is to be 
achieved. This includes ensuring decent 
working conditions for workers in the health 
sector including their right to organise and 
bargain collectively.

balita turun secara drastis dari tahun 
2000 hingga 2015 menjadi 44 persen 
di tingkat global. Namun diperkirakan 
sebanyak 5,9 juta anak balita meninggal 
dunia pada 2015, di mana angka kematian 
balita adalah 43 per 1.000 kelahiran 
hidup. Angka kematian bayi baru lahir atau 
kemungkinan anak meninggal dunia pada 
28 hari pertama kehidupannya menurun 
dari 31 kematian per 1.000 kelahiran 
hidup pada 2000 menjadi 19 kematian 
per 1.000 kelahiran hidup pada 2015. 
Pada periode ini, kemajuan terlihat dalam 
jumlah anak-anak berusia 1 hingga 59 
bulan yang hidup semakin meningkat 
melampaui upaya dalam mengurangi 
kematian pada bayi baru lahir. Alhasil 
kematian bayi baru lahir kini memiliki 
proporsi yang lebih besar (45 persen) dari 
seluruh kematian balita.

• Dalam bidang mencegah kehamilan yang 
tidak diinginkan di seluruh dunia pada 
2015 diperkirakan 3 dari 4 perempuan 
pada usia produktif (15 hingga 49 tahun) 
yang menikah atau memiliki hubungan 
memenuhi kebutuhan mereka akan 
keluarga berencana dengan menggunakan 
metode kontrasepsi moderen; namun di 
kawasan Sub-Sahara Afrika dan Oseania, 
proporsinya kurang dari setengah. 
Kehamilan pada masa remaja mengalami 
penurunan hampir di seluruh kawasan, 
namun disparitas yang luas tetap terjadi: 
pada 2015, angka kelahiran di kalangan 
remaja perempuan usia 15 hingga 19 
tahun berkisar dari 7 kelahiran per 1.000 
anak perempuan di Asia Timur menjadi 
102 kelahiran per 1.000 anak perempuan 
di Sub-Sahara Afrika.

• Aliran dana dari seluruh penyedia layanan 
kesehatan untuk penelitian maupun sektor 
kesehatan dasar adalah sebesar $8.9 
milliar pada 2014. Dari total ini, bantuan 
pembangunan resmi (ODA) dari donor-donor 
DAC adalah sebesar $4,5 miliar pada 
2014, atau meningkat sebesar 20 persen 
sejak tahun 2010. Pada 2014, $1 miliar 
dibelanjakan untuk pengendalian malaria 
dan $ 1,2 miliar dibelanjakan untuk 
penyakit infeksius lainnya, termasuk AIDS.

• Dari semua kematian yang terjadi pada 
kelompok usia di bawah 70 tahun, 
atau sering dikenal sebagai kematian 
dini, diperkirakan sebanyak 52 persen 
diakibatkan oleh penyakit tidak menular. 
Selama tiga kuartal kematian dini 
diakibatkan oleh penyakit kardiovaskular, 
kanker, diabetes dan penyakit pernapasan 
kronis. Secara global, kematian dini dari 
empat kategori penyakit tidak menular itu 
menurun sebesar 15 persen antara tahun 
2000 dan 2012.

Tujuan ini juga sangat erat dengan Tujuan 
1.3 mengenai pencapaian perlindungan sosial 
yang adil bagi semua. Terlebih lagi, Target 3c 
semakin menyoroti pentingnya perekrutan, 
pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga 
kesehatan di negara-negara berkembang bila 
ingin mencapai tujuan tersebut. Termasuk 
memastikan kondisi kerja yang layak bagi 
para pekerja di sektor kesehatan termasuk 
juga hak mereka berserikat dan melakukan 
perundingan bersama.
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Targets Indicators

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, 
tuberculosis, malaria and neglected tropical 
diseases and combat hepatitis, water-borne 
diseases and other communicable diseases

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 
uninfected population, by sex, age and key

populations

3.3.2 Tuberculosis incidence per 1,000 population

3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population

3.3.4 Hepatitis B incidence per 100,000 population

3.3.5 Number of people requiring interventions against 
neglected tropical diseases

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual 
and reproductive health-care services, including 
for family planning, information and education, 
and the integration of reproductive health into 
national strategies and programmes

3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged 
15-49 years) who have their need for family planning 
satisfied with modern methods

3.8 Achieve universal health coverage, including 
financial risk protection, access to quality essential 
health-care services and access to safe, effective, 
quality and affordable essential medicines and 
vaccines for all

3.8.1 Coverage of essential health services (defined as 
the average coverage of essential services based on tracer 
interventions that include reproductive, maternal, newborn 
and child health, infectious diseases, noncommunicable 
diseases and service capacity and access, among the 
general and the most disadvantaged population)

3.8.2 Number of people covered by health insurance or a 
public health system per 1,000 population

3.9 By 2030, substantially reduce the number of 
deaths and illnesses from hazardous chemicals 
and air, water and soil pollution and contamination

3.9.1 Mortality rate attributed to household and ambient 
air pollution

3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe 
sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe WASH 
services)

3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional poisoning

3.c Substantially increase health financing and the 
recruitment, development, training and retention 
of the health workforce in developing countries, 
especially in least developed countries and small 
island developing States

3.c.1 Health worker density and distribution

3.d Strengthen the capacity of all countries, in 
particular developing countries, for early warning, 
risk reduction and management of national and 
global health risks

3.d.1 International Health Regulations (IHR) capacity and 
health emergency preparedness

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 3Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja dalam Tujuan 3

3.3 Pada 2030, mengakhiri epidemi AIDS, 
tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis 
yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, 
penyakit bersumber air serta penyakit 
menular lainnya.

3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, 
termasuk perlindungan risiko keuangan, 
akses terhadap pelayanan kesehatan dasar 
yang baik, dan akses terhadap obat-obatan 
dan vaksin dasar yang aman, efektif, 
berkualitas dan terjangkau bagi semua 
orang.

3.3.1 Jumlah infeksi HIV baru per 1.000 
populasi yang tidak terinfeksi berdasarkan 
jenis kelamin, usia dan populasi kunci.

3.3.2 Angka kejadian tuberkulosis per 
1.000 populasi.

3.3.3 Angka kejadian malaria per 1.000 
populasi.

3.3.4 Angka kejadian hepatitis B per 
100.000 populasi.

3.3.5 Jumlah orang yang membutuhkan 
intervensi terhadap penyakit tropis 
terabaikan.

3.8.1 Cakupan layanan kesehatan penting 
(yang ditentukan sebagai cakupan rata-rata 
layanan penting berdasarkan intervensi 
yang termasuk di dalamnya layanan 
reproduksi, maternal, bayi baru lahir dan 
anak, penyakit infeksius, penyakit tidak 
menular dan kemampuan serta akses 
layanan di kalangan masyarakat umum dan 
yang paling terpinggirkan).

3.8.2 Jumlah orang yang terlindungi oleh 
asuransi kesehatan atau sistem kesehatan 
masyarakat per 1.000 populasi.

3.7 Pada 2030 menjamin akses universal 
terhadap layanan kesehatan seksual dan 
reproduksi, termasuk keluarga berencana, 
informasi dan pendidikan, dan integrasi 
kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan 
program nasional.

3.9 Pada 2030, secara signifikan 
mengurangi jumlah kematian dan penyakit 
akibat bahan kimia berbahaya serta polusi 
dan kontaminasi udara, air dan tanah.

3.7.1 Proporsi perempuan usia produktif 
(usia 15-49 tahun) yang menggunakan 
alat kontrasepsi moderen untuk keluarga 
berencana.

3.9.1 Angka mortalitas yang disebabkan 
oleh polusi rumah tangga dan udara.

3.9.2 Angka mortalitas yang disebabkan 
oleh air yang tidak aman dikonsumsi, 
sanitasi yang tidak aman dan kurang bersih 
(paparan terhadap layanan WASH yang 
tidak aman).

3.9.3 Angka mortalitas akibat keracunan 
yang tidak disengaja.

Target Indikator
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with a global under-five mortality rate of 
43 per 1,000 live births. The neonatal 
mortality rate, that is, the likelihood of 
dying in the first 28 days of life, declined 
from 31 deaths per 1,000 live births in 
2000 to 19 deaths per 1,000 live births 
in 2015. Over that period, progress in 
the rate of child survival among children 
aged 1 to 59 months outpaced advances 
in reducing neonatal mortality; as a 
result, neonatal deaths now represent a 
larger share (45 per cent) of all under-five 
deaths.

• In the area of preventing unintended 
pregnancy worldwide, in 2015, 
approximately 3 in 4 women of 
reproductive age (15 to 49 years of age) 
who were married or in union satisfied their 
need for family planning by using modern 
contraceptive methods; in sub-Saharan 
Africa and Oceania, however, the share was 
less than half. Childbearing in adolescence 
has steadily declined in almost all regions, 
but wide disparities persist: in 2015, the 
birth rate among adolescent girls aged 15 
to 19 ranged from 7 births per 1,000 girls 
in Eastern Asia to 102 births per 1,000 
girls in sub-Saharan Africa.

• Total official flows from all providers for 
medical research and basic health sectors 
were $8.9 billion in 2014. Within this 
total, official development assistance 
(ODA) from DAC donors was $4.5 billion 
in 2014, an increase of 20 per cent in real 
terms since 2010. In 2014, $1 billion was 
spent on malaria control and $1.2 billion 
was spent on other infectious diseases, 
excluding AIDS.

• Of all deaths among persons under the age 
of 70, commonly referred to as premature 
deaths, an estimated 52 per cent were as a 
result of non-communicable diseases. Over 
three quarters of premature deaths were 
caused by cardiovascular disease, cancer, 
diabetes and chronic respiratory disease. 
Globally, premature mortality from those 
four main categories of non-communicable 
disease declined by 15 per cent between 
2000 and 2012.

This Goal is clearly also tied in to Goal 1.3 on 
achieving adequate social protection for all. 
Furthermore, Target 3c underlines the crucial 
importance of recruitment, development, 
training and retention of the health workforce 
in developing countries if this goal is to be 
achieved. This includes ensuring decent 
working conditions for workers in the health 
sector including their right to organise and 
bargain collectively.

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan untuk Tujuan 3

ILO:

• Konvensi Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja, 1981 (No. 155)

• Konvensi Layanan Kesehatan Kerja, 
1985 (No. 161)

• Konvensi Kerangka Promosional untuk 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 
2006 (No. 187)

• Konvensi Kanker Karena Pekerjaan, 
1974 (No. 139)

• Konvensi Lingkungan Kerja (Polusi 
Udara, Suara dan Getaran), 1977 (No. 
148)

• Konvensi Asbestos, 1986 (No. 162)

• Konvensi Bahan Kimia, 1990 (No. 170)

• Protokol 2002 untuk Konvensi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 
1981

• Konvensi Personil Perawatan 
Kesehatan, 1977 (No. 149)

• Konvensi Jaminan Sosial (Standar 
Minimum), 1952 (No. 102)

• Rekomendasi Landasan Perlindungan 
Sosial, 2012 (No. 202)

• Rekomendasi HIV dan AIDS, 2010 (No. 
200)

Instrumen HAM:

• Deklarasi Universal HAM

• Kovenan Internasional Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya

• Kovenan Internasional Hak Sipil dan 
Politik

3.c Meningkatkan secara signifikan 
pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, 
pengembangan, pelatihan dan retensi 
tenaga kesehatan di negara berkembang, 
khususnya negara kurang berkembang dan 
negara berkembang di pulau kecil.

3.d Memperkuat kapasitas semua negara, 
khususnya negara berkembang tentang 
peringatan dini, pengurangan risiko dan 
manajemen risiko kesehatan nasional dan 
global.

3.c.1 Densitas dan distribusi tenaga 
kesehatan.

3.d.1 Kemampuan Peraturan Kesehatan 
Internasional dan kesiapsiagaan 
kedaruratan kesehatan.

Target Indikator
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Targets Indicators

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, 
tuberculosis, malaria and neglected tropical 
diseases and combat hepatitis, water-borne 
diseases and other communicable diseases

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 
uninfected population, by sex, age and key

populations

3.3.2 Tuberculosis incidence per 1,000 population

3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population

3.3.4 Hepatitis B incidence per 100,000 population

3.3.5 Number of people requiring interventions against 
neglected tropical diseases

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual 
and reproductive health-care services, including 
for family planning, information and education, 
and the integration of reproductive health into 
national strategies and programmes

3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged 
15-49 years) who have their need for family planning 
satisfied with modern methods

3.8 Achieve universal health coverage, including 
financial risk protection, access to quality essential 
health-care services and access to safe, effective, 
quality and affordable essential medicines and 
vaccines for all

3.8.1 Coverage of essential health services (defined as 
the average coverage of essential services based on tracer 
interventions that include reproductive, maternal, newborn 
and child health, infectious diseases, noncommunicable 
diseases and service capacity and access, among the 
general and the most disadvantaged population)

3.8.2 Number of people covered by health insurance or a 
public health system per 1,000 population

3.9 By 2030, substantially reduce the number of 
deaths and illnesses from hazardous chemicals 
and air, water and soil pollution and contamination

3.9.1 Mortality rate attributed to household and ambient 
air pollution

3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe 
sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe WASH 
services)

3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional poisoning

3.c Substantially increase health financing and the 
recruitment, development, training and retention 
of the health workforce in developing countries, 
especially in least developed countries and small 
island developing States

3.c.1 Health worker density and distribution

3.d Strengthen the capacity of all countries, in 
particular developing countries, for early warning, 
risk reduction and management of national and 
global health risks

3.d.1 International Health Regulations (IHR) capacity and 
health emergency preparedness

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 3Catatan:

• Bagaimanakah angka kelaparan dan malnutrisi di negara Anda?

• Apa yang dapat serikat pekerja lakukan dalam berkontribusi untuk pencapaian Target 2.1 dan 
2.3?

• Apakah serikat pekerja Anda membela kepentingan produsen pangan skala kecil, terutama 
perempuan, masyarakat hukum adat, petani, penggarap lahan dan nelayan? Bila tidak, 
mengapa? Bila iya, bagaimana caranya?
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with a global under-five mortality rate of 
43 per 1,000 live births. The neonatal 
mortality rate, that is, the likelihood of 
dying in the first 28 days of life, declined 
from 31 deaths per 1,000 live births in 
2000 to 19 deaths per 1,000 live births 
in 2015. Over that period, progress in 
the rate of child survival among children 
aged 1 to 59 months outpaced advances 
in reducing neonatal mortality; as a 
result, neonatal deaths now represent a 
larger share (45 per cent) of all under-five 
deaths.

• In the area of preventing unintended 
pregnancy worldwide, in 2015, 
approximately 3 in 4 women of 
reproductive age (15 to 49 years of age) 
who were married or in union satisfied their 
need for family planning by using modern 
contraceptive methods; in sub-Saharan 
Africa and Oceania, however, the share was 
less than half. Childbearing in adolescence 
has steadily declined in almost all regions, 
but wide disparities persist: in 2015, the 
birth rate among adolescent girls aged 15 
to 19 ranged from 7 births per 1,000 girls 
in Eastern Asia to 102 births per 1,000 
girls in sub-Saharan Africa.

• Total official flows from all providers for 
medical research and basic health sectors 
were $8.9 billion in 2014. Within this 
total, official development assistance 
(ODA) from DAC donors was $4.5 billion 
in 2014, an increase of 20 per cent in real 
terms since 2010. In 2014, $1 billion was 
spent on malaria control and $1.2 billion 
was spent on other infectious diseases, 
excluding AIDS.

• Of all deaths among persons under the age 
of 70, commonly referred to as premature 
deaths, an estimated 52 per cent were as a 
result of non-communicable diseases. Over 
three quarters of premature deaths were 
caused by cardiovascular disease, cancer, 
diabetes and chronic respiratory disease. 
Globally, premature mortality from those 
four main categories of non-communicable 
disease declined by 15 per cent between 
2000 and 2012.

This Goal is clearly also tied in to Goal 1.3 on 
achieving adequate social protection for all. 
Furthermore, Target 3c underlines the crucial 
importance of recruitment, development, 
training and retention of the health workforce 
in developing countries if this goal is to be 
achieved. This includes ensuring decent 
working conditions for workers in the health 
sector including their right to organise and 
bargain collectively.

Catatan:
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Targets Indicators

3.3 By 2030, end the epidemics of AIDS, 
tuberculosis, malaria and neglected tropical 
diseases and combat hepatitis, water-borne 
diseases and other communicable diseases

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 
uninfected population, by sex, age and key

populations

3.3.2 Tuberculosis incidence per 1,000 population

3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population

3.3.4 Hepatitis B incidence per 100,000 population

3.3.5 Number of people requiring interventions against 
neglected tropical diseases

3.7 By 2030, ensure universal access to sexual 
and reproductive health-care services, including 
for family planning, information and education, 
and the integration of reproductive health into 
national strategies and programmes

3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged 
15-49 years) who have their need for family planning 
satisfied with modern methods

3.8 Achieve universal health coverage, including 
financial risk protection, access to quality essential 
health-care services and access to safe, effective, 
quality and affordable essential medicines and 
vaccines for all

3.8.1 Coverage of essential health services (defined as 
the average coverage of essential services based on tracer 
interventions that include reproductive, maternal, newborn 
and child health, infectious diseases, noncommunicable 
diseases and service capacity and access, among the 
general and the most disadvantaged population)

3.8.2 Number of people covered by health insurance or a 
public health system per 1,000 population

3.9 By 2030, substantially reduce the number of 
deaths and illnesses from hazardous chemicals 
and air, water and soil pollution and contamination

3.9.1 Mortality rate attributed to household and ambient 
air pollution

3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe 
sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe WASH 
services)

3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional poisoning

3.c Substantially increase health financing and the 
recruitment, development, training and retention 
of the health workforce in developing countries, 
especially in least developed countries and small 
island developing States

3.c.1 Health worker density and distribution

3.d Strengthen the capacity of all countries, in 
particular developing countries, for early warning, 
risk reduction and management of national and 
global health risks

3.d.1 International Health Regulations (IHR) capacity and 
health emergency preparedness

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 3

PENDIDIKAN 
BERKUALITAS

Tujuan 4
Menjamin Kualitas Pendidikan 
yang Inklusif dan Merata serta 
Meningkatkan Kesempatan 
Belajar Sepanjang Hayat 
Untuk Semua
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households headed by someone with less 
than a primary education.

Goal 4 also recognises the need for more 
qualified teachers if the targets are to be met. 
According to UN figures, current estimates 
show a need for nearly 26 million primary 
school teachers by 2030. Africa faces a 

major challenge in this area with nearly 7 in 
10 countries experiencing acute shortages of 
qualified primary school teachers. In 2013, 
only 71 per cent of teachers in sub-Saharan 
Africa and 84 per cent of teachers in North 
Africa were adequately trained in line with 
national standards.

Targets Indicators

4.1 By 2030, ensure that all girls and boys 
complete free, equitable and quality primary 
and secondary education leading to relevant and 
effective learning outcomes

4.1.1 Proportion of children and young people: (a) in 
grades 2/3; (b) at the end of primary; and (c) at the 
end of lower secondary achieving at least a minimum 
proficiency level in (i) reading and (ii) mathematics, 
by sex

4.3 By 2030, ensure equal access for all women 
and men to affordable and quality technical, 
vocational and tertiary education, including 
university

4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal 
and non-formal education and training in the previous 12 
months, by sex

4.4 By 2030, substantially increase the number 
of youth and adults who have relevant skills, 
including technical and vocational skills, for 
employment, decent jobs and entrepreneurship

4.4.1 Proportion of youth and adults with information 
and communications technology (ICT) skills, by type 
of skill

4.5 By 2030, eliminate gender disparities in 
education and ensure equal access to all levels 
of education and vocational training for the 
vulnerable, including persons with disabilities, 
indigenous peoples and children in vulnerable 
situations

4.5.1 Parity indices (female/male, rural/urban, bottom/
top wealth quintile and others such as disability status, 
indigenous peoples and conflict affected as data become 
available)

4c By 2030, substantially increase the supply 
of qualified teachers, including through 
international cooperation for teacher training in 
developing countries, especially least developed 
countries and small island developing States

4.c.1 Proportion of teachers in: (a) pre-primary; 
(b) primary; (c) lower secondary; and (d) upper secondary 
education who have received at least the minimum 
organized teacher training (e.g. pedagogical training) pre-
service or in-service required for teaching at the relevant 
level in a given country

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 4

PENDIDIKAN 
BERKUALITAS Tujuan 4

Menjamin Kualitas 
Pendidikan yang Inklusif 
dan Merata serta 
Meningkatkan Kesempatan 
Belajar Sepanjang Hayat 
Untuk Semua

4.1 Pada 2030, menjamin bahwa 
semua anak perempuan dan laki-laki 
menyelesaikan pendidikan dasar dan 
menengah tanpa dipungut biaya, setara 
dan berkualitas yang mengarah pada 
capaian pembelajaran yang relevan dan 
efektif.

4.2 Pada 2030, menjamin bahwa semua 
anak perempuan dan laki-laki memiliki 
akses terhadap perkembangan dan 
pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, 
pendidikan pra-sekolah dasar yang 
berkualitas, sehingga mereka siap untuk 
menempuh pendidikan dasar.

4.3 Pada 2030, menjamin akses yang sama 
bagi semua perempuan dan laki-laki 
terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan 
pendidikan tinggi, termasuk universitas 
yang terjangkau dan berkualitas.

4.4 Pada 2030, meningkatkan secara 
signifikan jumlah pemuda dan orang 
dewasa yang memiliki keterampilan yang 
relevan, termasuk keterampilan teknik 
dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan 
yang layak dan kewirausahaan.

4.5  Pada 2030, menghilangkan disparitas 
gender dalam pendidikan, dan menjamin 
akses yang sama untuk semua tingkat 
pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi 
masyarakat rentan termasuk penyandang 
disabilitas, masyarakat hukum adat dan 
anak-anak dalam kondisi rentan.

4.6  Pada 2030, menjamin bahwa semua 
remaja dan proporsi kelompok dewasa 
tertentu, baik laki-laki maupun 
perempuan, memiliki kemampuan 
membaca dan berhitung.

4.7  Pada 2030, menjamin semua peserta 
didik memperoleh pengetahuan 
dan keterampilan yang diperlukan 
untuk meningkatkan pembangunan 
berkelanjutan, termasuk antara lain, 
melalui pendidian untuk pembangunan 
berkelanjutan dan gaya hidup yang 
berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, 
promosi budaya damai dan non-
kekerasan, kewarganegaraan global dan 
penghargaan terhadap keanekaragaman 
budaya dan kontribusi budaya terhadap 
pembangunan berkelanjutan.

PENDIDIKAN 
BERKUALITAS
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Some instruments and documents relevant to Goal 4

ILO: 

• ILO/UNESCO Recommendation 
concerning the Status of Teachers, 
1966

• Equal Remuneration Convention, 1951 
(No. 100)

• Discrimination (Employment and 
Occupation) Convention, 1958 
(No. 111)

• Minimum Age Convention, 1973 
(No. 138)

• Paid Educational Leave Convention, 
1974 (No. 140)

• Vocational Rehabilitation and 
Employment (Disabled Persons) 
Convention, 1983 (No. 159)

• Human Resources Development 
Convention, 1975 (No. 142)

• Human Resources Development 
Recommendation, 2004 (No. 195)

Human Rights instruments:

• Universal Declaration of Human Rights

• International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights

• Convention on the Rights of the Child

• Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against 
Women

• Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities

• International Convention on the 
Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families

4.a  Membangun dan meningkatkan 
fasilitas pendidikan yang ramah anak, 
penyandang disabilitas dan gender, 
serta menyediakan lingkungan belajar 
yang aman, anti kekerasan, inklusif 
dan efektif bagi semua.

4.b  Pada 2020, secara signifikan 
memperluas secara global, jumlah 
beasiswa bagi negara berkembang, 
khususnya negara kurang berkembang, 
negara berkembang di pulau kecil, dan 
negara-negara Afrika untuk mendaftar 
di pendidikan tinggi, termasuk 
pelatihan kejuruan, teknologi informasi 
dan komunikasi, program teknik, 
program rekayasa dan ilmiah, di negara 
maju dan berkembang lainnya.

4.c  Pada 2030, secara signifikan 
meningkatkan pasokan guru yang 
berkualitas, termasuk melalui 
kerjasama internasional dalam 
pelatihan guru di negara berkembang, 
terutama negara kurang berkembang, 
dan negara berkembang kepulauan 
kecil.

Tujuan 4 berupaya untuk memastikan pendidikan 
yang cuma-cuma, inklusif dan berkualitas 
bagi semua dan juga mempromosikan peluang 
pembelajaran sepanjang hayat bagi semua.

Tujuan Pembangunan Milenial telah 
melakukan banyak upaya dalam mencapai 
pendidikan bagi semua8:

• Angka partisipasi sekolah dasar di 
kawasan-kawasan yang sedang berkembang 
mencapai 91 persen pada 2015, naik dari 

83 partisipasi di tahun 2000.

• Jumlah anak-anak yang putus sekolah pada 
usia sekolah dasar di seluruh dunia telah 
turun hampir setengahnya menjadi 57 juta 
pada 2015 dari 100 juta pada 2000.

• Sub-Sahara Afrika memiliki catatan 
perbaikan yang terbaik dalam hal 
pendidikan dasar di kawasan manapun 
sejak MDG mulai berlaku. Kawasan 
ini mencapai peningkatan sebesar 20 
persentase poin dalam angka partisipasi 
sekolah dari tahun 2000 hingga 2015, 
dibandingkan kenaikan sebesar 8 
persentase poin antara tahun 1990 dan 
2000.

• Angka keaksaraan di kalangan kaum muda 
usia 15 hingga 24 meningkat dari 83 
persen menjadi 91 persen antara tahun 
1990 hingga 2015. Kesenjangan antara 
laki-laki dan perempuan pun semakin 
kecil.

Namun meskipun terlihat ada kemajuan, 
MDG belum bisa mencapai pendidikan 
dasar universal. Pada 2015, diperkirakan 
57 juta anak-anak usia sekolah dasar tidak 
bersekolah. Terlebih lagi, kesenjangan dalam 
hal kualitas pendidikan terus terjadi. Menurut 
PBB9, pada akhir masa sekolah dasar, anak-
anak seharusnya bisa membaca, menulis dan 
memahami konsep dasar matematika. Namun 
pada 2014, antara 40 hingga 90 persen anak-
anak gagal dalam mencapai tingkat kecakapan 
membaca di 10 negara-negara Afrika; dan 
di 9 negara-negara ini antara 40 hingga 90 
persen anak-anak gagal mencapai tingkat 
minimum pemahaman matematika.

Salah satu tantangan besar dalam Tujuan 
4 adalah kurangnya keinklusifan dalam 
pendidikan. Menurut PBB, di seluruh dunia 
pada 2013, dua pertiga dari 757 juta 
populasi orang dewasa yang tidak dapat 
membaca dan menulis adalah perempuan. 
Secara global pada 2013, 1 dari 10 anak 

8 UN, The Millenium Development Goals Report 
2015, United Nations, 2015

9 UN, op. cit., pp 7-8
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households headed by someone with less 
than a primary education.

Goal 4 also recognises the need for more 
qualified teachers if the targets are to be met. 
According to UN figures, current estimates 
show a need for nearly 26 million primary 
school teachers by 2030. Africa faces a 

major challenge in this area with nearly 7 in 
10 countries experiencing acute shortages of 
qualified primary school teachers. In 2013, 
only 71 per cent of teachers in sub-Saharan 
Africa and 84 per cent of teachers in North 
Africa were adequately trained in line with 
national standards.

Targets Indicators

4.1 By 2030, ensure that all girls and boys 
complete free, equitable and quality primary 
and secondary education leading to relevant and 
effective learning outcomes

4.1.1 Proportion of children and young people: (a) in 
grades 2/3; (b) at the end of primary; and (c) at the 
end of lower secondary achieving at least a minimum 
proficiency level in (i) reading and (ii) mathematics, 
by sex

4.3 By 2030, ensure equal access for all women 
and men to affordable and quality technical, 
vocational and tertiary education, including 
university

4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal 
and non-formal education and training in the previous 12 
months, by sex

4.4 By 2030, substantially increase the number 
of youth and adults who have relevant skills, 
including technical and vocational skills, for 
employment, decent jobs and entrepreneurship

4.4.1 Proportion of youth and adults with information 
and communications technology (ICT) skills, by type 
of skill

4.5 By 2030, eliminate gender disparities in 
education and ensure equal access to all levels 
of education and vocational training for the 
vulnerable, including persons with disabilities, 
indigenous peoples and children in vulnerable 
situations

4.5.1 Parity indices (female/male, rural/urban, bottom/
top wealth quintile and others such as disability status, 
indigenous peoples and conflict affected as data become 
available)

4c By 2030, substantially increase the supply 
of qualified teachers, including through 
international cooperation for teacher training in 
developing countries, especially least developed 
countries and small island developing States

4.c.1 Proportion of teachers in: (a) pre-primary; 
(b) primary; (c) lower secondary; and (d) upper secondary 
education who have received at least the minimum 
organized teacher training (e.g. pedagogical training) pre-
service or in-service required for teaching at the relevant 
level in a given country

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 4

perempuan putus sekolah bila dibandingkan 
dengan 1 dari 12 anak laki-laki. Terlebih 
lagi, anak-anak yang datang dari 20 persen 
keluarga termiskin 4 kali lebih mungkin 
mengalami putus sekolah dibandingkan 
teman-teman mereka yang lebih kaya. Dari 
57 uta anak-anak yang putus sekolah, 
angka putus sekolah lebih tinggi di kawasan 
pedesaan dan di kalangan anak-anak di mana 
kepala keluarganya hanya bersekolah di 
sekolah dasar.

Tujuan 4 juga mengakui perlunya menambah 
jumlah guru yang memiliki kualifikasi tinggi 
bila ingin mencapai target tersebut. Menurut 
angka estimasi PBB, saat ini diperlukan 
hampir 26 juta orang guru sekolah dasar 
pada 2030. Afrika menghadapi tantangan 
terbesar di mana 7 dari 10 negara mengalami 
kekurangan guru sekolah dasar yang memiliki 
kualifikasi yang baik. Pada 2013 hanya 71 
persen guru di Sub-Sahara Afrika dan 84 
persen guru di Afrika Utara mendapatkan 
pelatihan yang sesuai dengan standar 
nasional.

Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 4

4.1 Pada 2030, menjamin bahwa 
semua anak perempuan dan laki-laki 
menyelesaikan pendidikan dasar dan 
menengah tanpa dipungut biaya, setara dan 
berkualitas yang mengarah pada capaian 
pembelajaran yang relevan dan efektif.

4.4 Pada 2030, meningkatkan secara 
signifikan jumlah orang muda dan dewasa 
yang memiliki keterampilan yang relevan, 
termasuk keterampilan teknik dan 
kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang 
layak dan kewirausahaan.

4.1.1 Proporsi anak-anak dan kaum muda: 
(a) di kelas 2/3; (b) di akhir masa sekolah 
dasar; dan (c) di akhir dari masa sekolah 
menengah dengan mencapai setidaknya 
kecakapan minimum pada bidang (i) 
membaca dan (ii) matematika, berdasarkan 
jenis kelamin.

4.4.1 Proporsi kaum muda dan dewasa 
yang memiliki keterampilan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) 
berdasarkan jenis keterampilan.

4.3 Pada 2030, menjamin akses yang 
sama bagi semua perempuan dan laki-laki 
terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan 
pendidikan tinggi, termasuk universitas 
yang terjangkau dan berkualitas.

4.5 Pada 2030, menghilangkan disparitas 
gender dalam pendidikan, dan menjamin 
akses yang sama untuk semua tingkat 
pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi 
masyarakat rentan termasuk penyandang 
disabilitas, masyarakat hukum adat dan 
anak-anak.

4.3.1 Angka partisipasi kaum muda dan 
dewasa yang mengikuti pendidikan dan 
pelatihan formal dan non-formal pada 12 
bulan terakhir berdasarkan jenis kelamin.

4.5.1 indeks paritas (laki-laki/perempuan, 
desa/kota, kekayaan terbawah/teratas 
dan lainnya misalnya status disabilitas, 
masyarakat adat dan terdampak konflik 
segera setelah data tersedia).

Target Indikator
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Some instruments and documents relevant to Goal 4

ILO: 

• ILO/UNESCO Recommendation 
concerning the Status of Teachers, 
1966

• Equal Remuneration Convention, 1951 
(No. 100)

• Discrimination (Employment and 
Occupation) Convention, 1958 
(No. 111)

• Minimum Age Convention, 1973 
(No. 138)

• Paid Educational Leave Convention, 
1974 (No. 140)

• Vocational Rehabilitation and 
Employment (Disabled Persons) 
Convention, 1983 (No. 159)

• Human Resources Development 
Convention, 1975 (No. 142)

• Human Resources Development 
Recommendation, 2004 (No. 195)

Human Rights instruments:

• Universal Declaration of Human Rights

• International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights

• Convention on the Rights of the Child

• Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against 
Women

• Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities

• International Convention on the 
Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families

4.c Pada 2030, secara signifikan 
meningkatkan pasokan guru yang 
berkualitas, termasuk melalui kerjasama 
internasional dalam pelatihan guru di 
negara berkembang, terutama negara 
kurang berkembang, dan negara 
berkembang kepulauan kecil.

4.c.1 Proporsi guru di: (a) pra-sekolah; 
(b) sekolah dasar; (c) sekolah menengah 
pertama; dan (d) sekolah menengah atas 
yang setidaknya mendapatkan pelatihan 
guru minimum (misalnya pelatihan 
pedagogis) pra memberikan layanan 
sebagai guru atau saat menjadi guru yang 
diperlukan untuk mengajar pada tingkatan 
tertentu di negara tertentu.

Target Indikator

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 4

ILO:

• Rekomendasi ILO/UNESCO mengenai 
Status Guru, 1966

• Konvensi mengenai Remunerasi yang 
Setara, 1951 (No. 100)

• Konvensi mengenai Diskriminasi (pada 
Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No.1 11)

• Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 
138)

• Konvensi Cuti Belajar Berbayar, 1974 
(No. 140)

• Konvensi Rehabilitasi dan Pekerjaan 
Kejuruan (bagi Penyandang Disabilitas), 
1983 (No. 159)

• Konvensi Pengembangan Sumber daya 
Manusia, 1975 (No. 142)

• Rekomendasi Pengembangan Sumber 
daya Manusia, 2004 (No. 195)

Instrumen HAM:

• Deklarasi Universal HAM

• Kovenan Internasional Mengenai Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya,

• Konvensi Hak Anak

• Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan

• Konvensi mengenai Hak Penyandang 
Disabilitas

• Konvensi Internasional mengenai Hak 
Para Pekerja Migran dan Anggota 
Keluarga Mereka
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households headed by someone with less 
than a primary education.

Goal 4 also recognises the need for more 
qualified teachers if the targets are to be met. 
According to UN figures, current estimates 
show a need for nearly 26 million primary 
school teachers by 2030. Africa faces a 

major challenge in this area with nearly 7 in 
10 countries experiencing acute shortages of 
qualified primary school teachers. In 2013, 
only 71 per cent of teachers in sub-Saharan 
Africa and 84 per cent of teachers in North 
Africa were adequately trained in line with 
national standards.

Targets Indicators

4.1 By 2030, ensure that all girls and boys 
complete free, equitable and quality primary 
and secondary education leading to relevant and 
effective learning outcomes

4.1.1 Proportion of children and young people: (a) in 
grades 2/3; (b) at the end of primary; and (c) at the 
end of lower secondary achieving at least a minimum 
proficiency level in (i) reading and (ii) mathematics, 
by sex

4.3 By 2030, ensure equal access for all women 
and men to affordable and quality technical, 
vocational and tertiary education, including 
university

4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal 
and non-formal education and training in the previous 12 
months, by sex

4.4 By 2030, substantially increase the number 
of youth and adults who have relevant skills, 
including technical and vocational skills, for 
employment, decent jobs and entrepreneurship

4.4.1 Proportion of youth and adults with information 
and communications technology (ICT) skills, by type 
of skill

4.5 By 2030, eliminate gender disparities in 
education and ensure equal access to all levels 
of education and vocational training for the 
vulnerable, including persons with disabilities, 
indigenous peoples and children in vulnerable 
situations

4.5.1 Parity indices (female/male, rural/urban, bottom/
top wealth quintile and others such as disability status, 
indigenous peoples and conflict affected as data become 
available)

4c By 2030, substantially increase the supply 
of qualified teachers, including through 
international cooperation for teacher training in 
developing countries, especially least developed 
countries and small island developing States

4.c.1 Proportion of teachers in: (a) pre-primary; 
(b) primary; (c) lower secondary; and (d) upper secondary 
education who have received at least the minimum 
organized teacher training (e.g. pedagogical training) pre-
service or in-service required for teaching at the relevant 
level in a given country

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 4

Catatan:

• Apakah negara Anda menyediakan pendidikan dasar dan menengah secara cuma-cuma, adil 
dan berkualitas bagi semua anak? Berapa jumlah anak putus sekolah di negara Anda?

• Apakah anak perempuan dan anak laki-laki dijamin memiliki akses yang sama terhadap 
pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang dapat memungkinkan mereka melanjutkan 
ke pendidikan tersier, teknik dan kejuruan, yang terjangkau dan berkualitas termasuk 
universitas?

• Bagaimanakah kesenjangan pendidikan teknik dan kejuruan di negara Anda?

• Bagaimanakah kesenjangan guru yang memiliki kualifikasi dan kondisi kerja mereka di negara 
Anda?
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Some instruments and documents relevant to Goal 4

ILO: 

• ILO/UNESCO Recommendation 
concerning the Status of Teachers, 
1966

• Equal Remuneration Convention, 1951 
(No. 100)

• Discrimination (Employment and 
Occupation) Convention, 1958 
(No. 111)

• Minimum Age Convention, 1973 
(No. 138)

• Paid Educational Leave Convention, 
1974 (No. 140)

• Vocational Rehabilitation and 
Employment (Disabled Persons) 
Convention, 1983 (No. 159)

• Human Resources Development 
Convention, 1975 (No. 142)

• Human Resources Development 
Recommendation, 2004 (No. 195)

Human Rights instruments:

• Universal Declaration of Human Rights

• International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights

• Convention on the Rights of the Child

• Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against 
Women

• Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities

• International Convention on the 
Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families

KESETARAAN 
JENDER

Tujuan 5
Mencapai Kesetaraan Gender 
dan Memberdayakan Kaum 
Perempuan
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NOTES: KESETARAAN 
JENDER Tujuan 5

Mencapai Kesetaraan 
Gender dan Memberdayakan 
Kaum Perempuan

5.1  Mengakhiri segala bentuk diskriminasi 
terhadap kaum perempuan di manapun.

5.2  Menghapuskan segala bentuk 
kekerasan terhadap kaum perempuan 
di ruang publik dan pribadi, termasuk 
perdagangan orang dan eksploitasi 
seksual, serta berbagai jenis eksploitasi 
lainnya.

5.3  Menghapuskan semua praktik berbahaya, 
seperti perkawinan usia anak, perkawinan 
dini dan paksa, serta sunat perempuan.

5.4  Mengenali dan menghargai pekerjaan 
mengasuh dan pekerjaan rumah tangga 
yang tidak dibayar melalui penyediaan 
pelayanan publik, infrastruktur dan 
kebijakan perlindungan sosial dan 
peningkatan tanggung jawab bersama 
dalam rumah tangga dan keluarga yang 
tepat secara nasional.

5.5  Menjamin partisipasi penuh dan 
efektif serta kesempatan yang sama 
bagi perempuan untuk memimpin di 
semua tingkat pengambilan keputusan 
dalam kehidupan politik, ekonomi dan 
masyarakat.

5.6  Menjamin akses universal terhadap 
kesehatan seksual dan reproduksi 
dan hak reproduksi seperti yang telah 
disepakati sesuai dengan Program Aksi 
Konferensi Internasional mengenai 
Kependudukan dan Pembangunan serta 
Kerangka Beijing (Beijing Platform) dan 
dokumen-dokumen hasil tinjauan dari 
konferensi-konferensi tersebut.

5.a  Melakukan reformasi untuk memberi hak 
yang sama kepada perempuan terhadap 
sumber daya ekonomi, dan akses 
terhadap sumber daya ekonomi, serta 
akses terhadap kepemilikan dan kontrol 
atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, 
jasa keuangan, warisan dan sumber daya 
alam, sesuai dengan hukum nasional.

5.b  Meningkatkan penggunaan teknologi 
yang memampukan, khususnya teknologi 
informasi dan komunikasi untuk 
meningkatkan pemberdayaan perempuan.

5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan 
yang baik dan perundang-undangan yang 
berlaku untuk peningkatan kesetaraan 
gender dan pemberdayaan kaum 
perempuan di semua tingkatan.

KESETARAAN 
JENDER
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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NOTES: 

• How does gender-based discrimination manifest itself in your country?

• What legal frameworks are in place to promote, enforce and monitor equality and  
non-discrimination on the basis of sex?

• What proportion of time is spent on unpaid domestic and care work by women?

• What is the proportion of women in leadership positions, including in trade unions?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan 5 bertujuan untuk mencapai kesetaraan 
gender di seluruh dunia dan pemberdayaan 
perempuan dan anak-anak perempuan di 
manapun. Tujuan ini berupaya untuk mengakhiri 
segala bentuk diskriminasi atas dasar jenis 
kelamin dan bertujuan untuk menjamin peluang 
dan perlakuan yang sama bagi anak-anak 
perempuan dan perempuan.

Karena MDG, dunia mulai menunjukkan 
kemajuan dalam hal kesetaraan gender 
pada bidang-bidang seperti akses anak-anak 
perempuan terhadap pendidikan, penurunan 
jumlah pernikahan anak, akses terhadap 
hak seksual dan reproduktif serta penurunan 
angka kematian ibu.

Menurut PBB10, hingga tahun 2014, 143 
negara telah menjamin kesetaraan antara laki-
laki dan perempuan dalam konstitusi mereka. 
Menempatkan kesetaraan gender pada 
kerangka hukum dianggap sebagai langkah 
penting dalam mengakhiri segala bentuk 
diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu bentuk diskriminasi adalah pada 
pekerjaan yang tidak berbayar. Laporan PBB 
menekankan bahwa pada setiap kawasan, 
perempuan dan anak-anak perempuan 
melakukan pekerja tak berbayar dalam jumlah 
yang besar, di mana di dalamnya termasuk 
pekerjaan pengasuhan dan pekerjaan rumah 
tangga. Rata-rata perempuan menghabiskan 
19 persen waktu mereka setiap harinya 
melakukan kegiatan tak berbayar, sedangkan 
laki-laki hanya 8 persen. Hal ini menimbulkan 
beban berat terhadap perempuan yang 
harus melakukan pekerjaan tak berbayar dan 
pengasuhan dengan pekerjaan berbayar.

Diskriminasi juga terlihat dari kesenjangan 
antara angka partisipasi tenaga kerja antara 
laki-laki dan perempuan di berbagai negara di 
dunia—sekitar 47,2 persen di Timur Tengah, 
dan lebih dari 40 persen di Asia Selatan.

Ketimpangan upah merupakan salah satu 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan. ILO 
memperkirakan rata-rata kesenjangan upah 
berdasarkan gender di tingkat global adalah 
sekitar 23 persen. Ini nanti akan dibahas 
lebih lanjut pada Tujuan 10.

Meskipun undang-undang yang berkaitan 
dengan perlindungan pasca melahirkan bagi 
ibu sudah mulai ada, namun diskriminasi 
terhadap perempuan karena alasan kehamilan 
dan persalinan juga terus meluas. Bentuk-
bentuk diskriminasi itu berkisar dari PHK 
sepihak hingga uji kehamilan wajib. Di sisi 
lain, beberapa negara mulai memberlakukan 
kebijakan yang ramah keluarga untuk 
menyeimbangkan peran laki-laki dan 
perempuan dalam mengasuh bayi yang baru 
lahir.

Bentuk diskriminasi gender lain yang juga 
sangat sering terjadi adalah pelecehan seksual 
di tempat kerja. Meskipun kesadaran akan 
isu ini mulai tinggi dan beberapa upaya telah 
dilakukan untuk mengesahkan peraturan 
perundangan yang memadai, kesenjangan 
dalam hal hukum dan praktik masih tetap 
terjadi.

Dalam hal partisipasi perempuan dalam 
kepemimpinan, kita melihat adanya 
peningkatan dalam hal partisipasi perempuan 
di parlemen pada 2016 di mana peningkatan 
yang terjadi adalah sebesar 23 persen, 
atau meningkat sebesar 6 persen selama 
satu dekade. Tantangan ini juga terjadi 
pada peran kepemimpinan perempuan di 
lembaga dan organisasi lain termasuk serikat 
pekerja. Partisipasi perempuan pada posisi 
kepemimpinan masih jauh di bawah rata-rata.

10 UN, op.cit., pp 8-9
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NOTES: Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 5

5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi 
terhadap kaum perempuan di manapun.

5.5 Menjamin partisipasi penuh dan 
efektif dan kesempatan yang sama 
bagi perempuan untuk memimpin di 
semua tingkat pengambilan keputusan 
dalam kehidupan politik, ekonomi dan 
masyarakat.

5.1.1 Ada maupun tidak ada kerangka 
hukum dalam memajukan, menegakkan 
dan memantau kesetaraan dan non-
diskriminasi atas dasar jenis kelamin.

5.5.1 Proporsi kursi yang dipegang oleh 
perempuan pada parlemen nasional dan 
pemerintah daerah.

5.5.2 Proporsi perempuan pada posisi 
manajerial.

5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan 
mengasuh dan pekerjaan rumah tangga 
yang tidak dibayar melalui penyediaan 
pelayanan publik, infrastruktur dan 
kebijakan perlindungan sosial dan 
peningkatan tanggung jawab bersama 
dalam rumah tangga dan keluarga yang 
tepat secara nasional.

5.4.1 Proporsi waktu yang dihabiskan 
untuk melakukan kerja pengasuhan 
dan rumah tangga yang tak berbayar 
berdasarkan jenis kelamin, usia dan lokasi.

Target Indikator

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 5

ILO:

• Konvensi Pengupahan yang Adil, 1951 
(No. 100)

• Konvensi Diskriminasi (Ketenagakerjaan 
dan Jabatan), 1958 (No. 111)

• Konvensi Pekerja dengan Tanggung 
Jawab Keluarga, 1981 (No. 156)

• Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011 
(No. 189)

• Konvensi Pekerja Paruh Waktu, 1994 
(No. 175)

• Konvensi Pekerja Rumahan, 1996 (No. 
177)

• Konvensi Perlindungan Ibu Hamil, 2000 
(No. 183)

• Panduan Pengenalan Mengenai Upah 
Setara. Martin Oelz, Shauna Olney, 
Manuela Tomei, ILO, 2013

Instrumen HAM:

• Deklarasi Universal HAM

• Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya

• Kovenan Internasional Hak Sipil dan 
Politik

• Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan

• Deklarasi Penghapusan Kekerasan 
Terhadap Perempuan

• Deklarasi PBB mengenai Hak 
Masyarakat Hukum Adat
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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NOTES: 

• How does gender-based discrimination manifest itself in your country?

• What legal frameworks are in place to promote, enforce and monitor equality and  
non-discrimination on the basis of sex?

• What proportion of time is spent on unpaid domestic and care work by women?

• What is the proportion of women in leadership positions, including in trade unions?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan:

• Bagaimanakah wujud diskriminasi berdasarkan gender yang terjadi di negara Anda?

• Kerangka hukum apa yang sudah ada untuk memajukan, menegakkan dan memantau 
kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan jenis kelamin?

• Berapakah proporsi waktu yang dihabiskan oleh laki-laki dalam melakukan pekerjaan rumah 
tangga tak berbayar dan pekerjaan pengasuhan?

• Bagaimanakah proporsi perempuan dalam posisi kepemimpinan, termasuk dalam serikat 
pekerja?
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NOTES: Catatan:
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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NOTES: 

• How does gender-based discrimination manifest itself in your country?

• What legal frameworks are in place to promote, enforce and monitor equality and  
non-discrimination on the basis of sex?

• What proportion of time is spent on unpaid domestic and care work by women?

• What is the proportion of women in leadership positions, including in trade unions?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIR BERSIH 
DAN SANITASI

Tujuan 6
Menjamin Ketersediaan serta 
Pengelolaan Air Bersih dan 
Sanitasi yang Berkelanjutan 
untuk Semua
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NOTES: 

• What proportion of the population in your country uses safe drinking water?

• What can your union do to ensure universal and equitable access to safe and affordable 
drinking water for all?

AIR BERSIH 
DAN SANITASI

Tujuan 6
Menjamin Ketersediaan 
serta Pengelolaan Air 
Bersih dan Sanitasi yang 
Berkelanjutan untuk Semua

6.1  Pada 2030, mencapai akses universal 
dan merata terhadap air minum yang 
aman dan terjangkau bagi semua.

6.2  Pada 2030, mencapai akses terhadap 
sanitasi dan kebersihan yang 
memadai dan merata bagi semua, 
juga menghentikan praktik buang air 
besar di tempat terbuka, memberikan 
perhatian khusus pada kebutuhan kaum 
perempuan, serta kelompok masyarakat 
rentan.

6.3  Pada 2030, meningkatkan kualitas 
air dengan mengurangi polusi, 
menghilangkan pembuangan, dan 
meminimalkan pelepasan material dan 
bahan kimia berbahaya, mengurangi 
setengah proporsi air limbah yang 
tidak diolah dan secara signifikan 
meningkatkan daur ulang, serta 
penggunaan kembali barang daur ulang 
yang aman secara global.

6.4  Pada 2030, secara signifikan 
meningkatkan efisiensi penggunaan air di 
semua sektor dan menjamin penggunaan 

dan pasokan air tawar yang berkelanjutan 
untuk mengatasi kelangkaan air, serta 
secara signifikan mengurangi jumlah 
orang yang menderita akibat kelangkaan 
air.

6.5  Pada 2030, menerapkan pengelolaan 
sumber daya air terpadu di semua 
tingkatan, termasuk melalui kerjasama 
lintas batas yang tepat.

6.6  Pada 2020, melindungi dan merestorasi 
ekosistem terkait sumber daya air, 
termasuk pegunungan, hutan, lahan 
basah, sungai, air tanah dan danau.

6.a  Pada 2030 memperluas kerjasama 
dan dukungan internasional dalam 
pembangunan kapasitas bagi negara-
negara berkembang, dalam program dan 
kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk 
pemenuhan air, desalinasi, efisiensi air, 
pengolahan air limbah, daur ulang dan 
teknologi daur ulang.

6.b  Mendukung dan memperkuat partisipasi 
masyarakat lokal dalam meningkatkan 
pengelolaan air dan sanitasi.

AIR BERSIH 
DAN SANITASI
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Goal 6 seeks to ensure availability and 
sustainable management of water and 
sanitation for all. In this regard, the goal 
aims at achieving universal and equitable 
access to safe and affordable drinking water 
for all as well as quality and sustainability of 
water resources worldwide. In addition to the 
above, the goal aims at ensuring adequate 
and equitable sanitation and hygiene for all 
by 2030.

Progress has been made in the area of access 
to drinking water, however more remains to 
be done. According to the UN1, in 2015, 6.6 
billion people, or 91 per cent of the global 

1 UN, op. cit., pp. 10-11

population, used an improved drinking water 
source, versus 82 per cent in 2000. Despite 
this improvement, an estimated 663 million 
people were using unimproved water sources 
or surface water that year. 

In terms of regional breakdown, coverage was 
around 90 per cent or more in all regions 
except sub-Saharan Africa and Oceania. 
However, widespread inequalities in coverage 
persist within and among countries. Moreover, 
not all improved sources are safe. For instance, 
in 2012 it was estimated that at least 1.8 
billion people were exposed to drinking water 
sources contaminated with faecal matter.

Targets Indicators

6.1 By 2030, achieve universal and equitable 
access to safe and affordable drinking water for all

6.1.1 Proportion of population using safely managed 
drinking water services

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 6

Some instruments and documents relevant to Goal 6

Human Rights instruments:

• Universal Declaration of Human Rights

• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

• Convention on the Rights of the Child

• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

• Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Tujuan 6 berupaya untuk menjamin ketersediaan 
dan kelestarian pengelolaan air dan sanitasi 
bagi semua. Dalam hal ini, tujuan yang ingin 
dicapai adalah akses universal dan adil terhadap 
air minum yang aman dan terjangkau serta 
kualitas dan kelestarian sumber air di seluruh 
dunia. Selain itu, tujuan juga berupaya menjamin 
sanitasi dan kebersihan yang memadai dan adil 
bagi semua pada 2030.

Dalam hal akses terhadap air minum, 
kemajuan telah terlihat namun masih banyak 
yang harus dilakukan. Menurut PBB pada 
2015, 6,6 miliar penduduk dunia atau 91 
persen di antaranya menggunakan sumber air 
minum yang lebih baik, dibandingkan pada 

2000 yang hanya 82 persen. Meskipun ada 
perbaikan, diperkirakan sebanyak 663 juta 
orang masih menggunakan sumber air yang 
kurang baik atau air permukaan di tahun 
tersebut.

Dalam uraian kawasan, di seluruh kawasan, 
cakupannya sekitar 90 persen kecuali di 
daerah Sub-Sahara Afrika dan Oseania. 
Namun ketimpangan yang meluas dalam 
hal cakupan masih terus terjadi di dalam 
dan kalangan negara-negara dunia. Terlebih 
lagi tidak semua sumber air yang baik 
aman untuk dikonsumsi. Misalnya pada 
2012, diperkirakan setidaknya 1,8 milliar 
orang terpapar sumber air minum yang 
terkontaminasi elemen feses.

11 UN, op.cit., pp 10-11

Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 6

6.1 Pada 2030, mencapai akses universal 
dan merata terhadap air minum yang aman 
dan terjangkau bagi semua.

6.1.1 Proporsi populasi yang menggunakan 
layanan air minum yang terkelola dengan 
aman.

Target Indikator

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 5

Instrumen HAM:

• Deklarasi Universal HAM

• Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

• Konvensi Hak Anak

• Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

• Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas
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NOTES: 

• What proportion of the population in your country uses safe drinking water?

• What can your union do to ensure universal and equitable access to safe and affordable 
drinking water for all?

Catatan:

• Bagaimana proporsi populasi di negara Anda dalam menggunakan air minum yang aman?

• Apa yang serikat pekerja dapat lakukan dalam menjamin akses yang universal dan adil 
terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua?
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Goal 6 seeks to ensure availability and 
sustainable management of water and 
sanitation for all. In this regard, the goal 
aims at achieving universal and equitable 
access to safe and affordable drinking water 
for all as well as quality and sustainability of 
water resources worldwide. In addition to the 
above, the goal aims at ensuring adequate 
and equitable sanitation and hygiene for all 
by 2030.

Progress has been made in the area of access 
to drinking water, however more remains to 
be done. According to the UN1, in 2015, 6.6 
billion people, or 91 per cent of the global 

1 UN, op. cit., pp. 10-11

population, used an improved drinking water 
source, versus 82 per cent in 2000. Despite 
this improvement, an estimated 663 million 
people were using unimproved water sources 
or surface water that year. 

In terms of regional breakdown, coverage was 
around 90 per cent or more in all regions 
except sub-Saharan Africa and Oceania. 
However, widespread inequalities in coverage 
persist within and among countries. Moreover, 
not all improved sources are safe. For instance, 
in 2012 it was estimated that at least 1.8 
billion people were exposed to drinking water 
sources contaminated with faecal matter.

Targets Indicators

6.1 By 2030, achieve universal and equitable 
access to safe and affordable drinking water for all

6.1.1 Proportion of population using safely managed 
drinking water services

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 6

Some instruments and documents relevant to Goal 6

Human Rights instruments:

• Universal Declaration of Human Rights

• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

• Convention on the Rights of the Child

• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

• Convention on the Rights of Persons with Disabilities

ENERGI BERSIH 
DAN TERJANGKAU

Tujuan 7
Menjamin Akses Energi 
yang Terjangkau, Andal, 
Berkelanjutan dan Moderen 
untuk Semua
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NOTES: 

• What proportion of the population of your country has access to electricity?

• What is the share of renewable energy in your country’s total final energy consumption?

• To what extent are trade unions being associated with energy policy by the government and 
what contribution can you make?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGI BERSIH 
DAN TERJANGKAU

Tujuan 7
Menjamin Ketersediaan 
serta Pengelolaan Air 
Bersih dan Sanitasi yang 
Berkelanjutan untuk Semua

7.1  Pada 2030, menjamin akses universal 
layanan energi yang terjangkau, andal 
dan moderen.

7.2  Pada 2030, meningkatkan secara 
substansial proporsi energi terbarukan 
dalam bauran energi global.

7.3  Pada 2030, meningkatkan dua kali lipat 
angka perbaikan efisiensi energi global.

7.a  Pada 2030, memperkuat kerjasama 
internasional untuk memfasilitasi 
akses pada teknologi dan riset energi 
bersih, termasuk energi terbarukan, 
efisiensi energi, teknologi bahan bakar 
fosil yang lebih bersih dan maju, serta 
meningkatkan investasi di bidang 
infrastruktur energi dan teknologi energi 
bersih.

7.b  Pada 2030, memperluas infrastruktur 
dan meningkatkan teknologi untuk 
penyediaan layanan energi moderen 
dan berkelanjutan bagi semua negara-
negara berkembang, khususnya negara 
kurang berkembang, negara berkembang 
di pulau kecil dan negara berkembang 
terkurung daratan, sesuai program 
dukungan masing-masing.

ENERGI BERSIH 
DAN TERJANGKAU
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Goal 7 seeks to ensure access to affordable, 
reliable, sustainable and modern energy for 
all. Universal access to modern sustainable 
energy is seen as a key factor if the SDGs are 
to be achieved.

According to the UN1, the proportion of the 
global population with access to electricity 
has increased steadily, from 79 per cent in 
2000 to 85 per cent in 2012. Despite this 
progress, an estimated 1.1 billion people are 
still without electricity. While recent progress 
is attributable to Asia, worldwide access to 
electricity is largely unequal. Since 2010, 80 
per cent of those gaining access worldwide 
are urban dwellers.

Furthermore, in an effort to meet 
the growing focus on environmental 

1 UN, op. cit., pp. 11-12

sustainability, the share of renewable 
energy (derived from hydropower, solid 
and liquid biofuels, wind, the sun, biogas, 
geothermal and marine sources, and 
waste) in the world’s total final energy 
consumption has increased slowly - from 
17.4 per cent in 2000 to 18.1 per cent 
in 2012. However, modern renewable 
energy consumption, grew rapidly at a 
rate of 4 per cent a year between 2010 
and 2012, and accounted for 60 per cent 
of all new power-generating capacity in 
2014. The technologies making the largest 
contribution have been hydropower, wind 
and solar energy; which together account 
for 73 per cent of the total increase in 
modern renewable energy between 2010 
and 2012.

Targets Indicators

7.1 By 2030, ensure universal access to 
affordable, reliable and modern energy services

7.1.1 Proportion of population with access to Electricity

7.a By 2030, enhance international cooperation 
to facilitate access to clean energy research and 
technology, including renewable energy, energy 
efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel 
technology, and promote investment in energy 
infrastructure and clean energy technology

7.a.1 Mobilized amount of United States dollars per year 
starting in 2020 accountable towards the $100 billion 
commitment

7.b By 2030, expand infrastructure and upgrade 
technology for supplying modern and sustainable 
energy services for all in developing countries, in 
particular least developed countries, small island 
developing States and landlocked developing 
countries, in accordance with their respective 
programmes of support

7.b.1 Investments in energy efficiency as a percentage 
of GDP and the amount of foreign direct investment in 
financial transfer for infrastructure and technology to 
sustainable development services

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 7

Some instruments and documents relevant to Goal 7

Human Rights instruments:

• Universal Declaration of Human 
Rights

• International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights

Tujuan 7 berupaya untuk menjamin akses 
terhadap energi moderen yang terjangkau, dapat 
diandalkan, serta berkelanjutan bagi semua. 
Akses universal terhadap energi berkelanjutan 
yang moderen dipandang sebagai faktor utama 
bila akan mencapai SDG.

Menurut PBB12, proporsi populasi global 
yang memiliki akses terhadap listrik akan 
meningkat secara tetap, dari 79 persen 
pada 2000 menjadi 85 persen pada 2012. 
Meskipun terdapat kemajuan, diperkirakan 
sebanyak 1,1 miliar jiwa masih belum 
memiliki aliran listrik. Karena kemajuan yang 
terlihat ada di Asia, akses terhadap listrik di 
seluruh dunia masih belum merata. Sejak 
tahun 2010, 80 persen dari mereka yang 
mendapatkan akses di seluruh dunia adalah 
yang tinggal di perkotaan.

Terlebih lagi dalam upaya memenuhi fokus 
mengenai kelestarian lingkungan, proporsi 
energi terbarukan (yang didapatkan dari 
hydropower, biofuel cair dan padat, angin, 
matahari, biogas, panas bumi dan sumber 
daya laut, dan limbah) terhadap konsumsi 
energi dunia meningkat sangat perlahan—
dari 17,4 persen tahun 2000 menjadi 
18.1 persen pada 2012. Namun, konsumsi 
energi terbarukan moderen tumbuh sebesar 
4 persen per tahun antara 2010 hingga 
2012, dan sejumlah 60 persen dari semua 
kapasitas pembangkit listrik baru pada 
2014. Tekonologi yang berkontribusi sangat 
besar adalah hydropower, energi angin dan 
matahari; sejumlah 73 persen dari total 
peningkatan energi terbarukan moderen 
antara tahun 2010 dan 2012.

12 UN, op.cit., pp. 11-12

Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 7

7.1 Pada 2030, menjamin akses universal 
layanan energi yang terjangkau, andal dan 
moderen.

7.b Pada 2030, memperluas infrastruktur 
dan meningkatkan teknologi untuk 
penyediaan layanan energi moderen dan 
berkelanjutan bagi semua negara-negara 
berkembang, khususnya negara kurang 
berkembang, negara berkembang pulau 
kecil dan negara berkembang terkurung 
daratan, sesuai program dukungan masing-
masing.

7.a Pada 2030, memperkuat kerjasama 
internasional untuk memfasilitasi akses 
pada teknologi dan riset energi bersih, 
termasuk energi terbarukan, efisiensi 
energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil 
yang lebih bersih, dan mempromosikan 
investasi di bidang infrastruktur energi dan 
teknologi energi bersih.

7.1.1 Proporsi populasi yang memiliki 
akses terhadap listrik.

7.b.1 Investasi pada efisensi energi 
sebagai persentase PDB dan jumlah 
investasi asing langsung dalam transfer 
keuangan untuk infrastruktur dan teknologi 
bagi layanan pembangunan berkelanjutan.

7.a.1 Jumlah dana yang dimobilisasi 
per tahun mulai tahun 2020 menuju 
pemenuhan komitmen mencapai $100 
miliar.

Target Indikator
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NOTES: 

• What proportion of the population of your country has access to electricity?

• What is the share of renewable energy in your country’s total final energy consumption?

• To what extent are trade unions being associated with energy policy by the government and 
what contribution can you make?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 7

Instrumen HAM:

• Deklarasi Universal HAM

• Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Catatan:

• Berapakah proporsi populasi di negara Anda yang memiliki akses terhadap listrik?

• Bagaimanakah proporsi energi terbarukan terhadap konsumsi energi final negara Anda?

• Sampai sejauh manakah serikat pekerja dihubungkan dengan kebijakan energi pemerintah 
dan kontribusi seperti apakah yang dapat Anda berikan sebagai serikat?
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Goal 7 seeks to ensure access to affordable, 
reliable, sustainable and modern energy for 
all. Universal access to modern sustainable 
energy is seen as a key factor if the SDGs are 
to be achieved.

According to the UN1, the proportion of the 
global population with access to electricity 
has increased steadily, from 79 per cent in 
2000 to 85 per cent in 2012. Despite this 
progress, an estimated 1.1 billion people are 
still without electricity. While recent progress 
is attributable to Asia, worldwide access to 
electricity is largely unequal. Since 2010, 80 
per cent of those gaining access worldwide 
are urban dwellers.

Furthermore, in an effort to meet 
the growing focus on environmental 

1 UN, op. cit., pp. 11-12

sustainability, the share of renewable 
energy (derived from hydropower, solid 
and liquid biofuels, wind, the sun, biogas, 
geothermal and marine sources, and 
waste) in the world’s total final energy 
consumption has increased slowly - from 
17.4 per cent in 2000 to 18.1 per cent 
in 2012. However, modern renewable 
energy consumption, grew rapidly at a 
rate of 4 per cent a year between 2010 
and 2012, and accounted for 60 per cent 
of all new power-generating capacity in 
2014. The technologies making the largest 
contribution have been hydropower, wind 
and solar energy; which together account 
for 73 per cent of the total increase in 
modern renewable energy between 2010 
and 2012.

Targets Indicators

7.1 By 2030, ensure universal access to 
affordable, reliable and modern energy services

7.1.1 Proportion of population with access to Electricity

7.a By 2030, enhance international cooperation 
to facilitate access to clean energy research and 
technology, including renewable energy, energy 
efficiency and advanced and cleaner fossil-fuel 
technology, and promote investment in energy 
infrastructure and clean energy technology

7.a.1 Mobilized amount of United States dollars per year 
starting in 2020 accountable towards the $100 billion 
commitment

7.b By 2030, expand infrastructure and upgrade 
technology for supplying modern and sustainable 
energy services for all in developing countries, in 
particular least developed countries, small island 
developing States and landlocked developing 
countries, in accordance with their respective 
programmes of support

7.b.1 Investments in energy efficiency as a percentage 
of GDP and the amount of foreign direct investment in 
financial transfer for infrastructure and technology to 
sustainable development services

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 7

Some instruments and documents relevant to Goal 7

Human Rights instruments:

• Universal Declaration of Human 
Rights

• International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights

KERJA LAYAK DAN
PERTUMBUHAN 
EKONOMI

Tujuan 8
Meningkatkan Pertumbuhan 
Ekonomi yang Inklusif dan 
Berkelanjutan, Kesempatan 
Kerja yang Produktif dan 
Menyeluruh, serta Pekerjaan 
yang Layak untuk Semua
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To achieve this objective, decent work must 
be placed at the heart of macroeconomic 
policies of countries. The creation of 
decent jobs cannot be seen simply as a 
by-product of growth but must rather be 
one of the central concerns in the design 
of the economic growth strategy. In other 
words, the creation of decent jobs must be 
a central preoccupation of macroeconomic 
policy alongside fiscal and monetary policy 
concerns.

Since the global financial crisis, the global 
economy is yet to recover fully. It is still 
trapped in a cycle of low growth which is 
having a devastating effect on the creation 
of jobs and poverty reduction. According to 
the ILO1, over the next two years, the global 
economy is projected to grow only be 3% 
which is significantly less than before the last 
global financial crisis. Weak global growth, 
coupled with financialization of the global 
economy and high levels of inequality are 
having devastating employment and social 
consequences.

Decent Work includes the pursuit of full 
employment. According to the ILO2, global 
unemployment stands at more than 27 
million higher in 2015 than in the pre-
crisis level of 2007. If pre-crisis growth 
levels had resumed, an estimated 70 
million unemployed people would have 
had a job today. One of the groups most 
affected by unemployment are the youth. 
Worldwide, some 71 million young people 
are unemployed. Furthermore, it is estimated 
that 156 million employed youth or 38 
per cent of working youth in emerging and 
developing countries, are living in extreme or 
moderate poverty. So there is an employment 
crisis whose scale is further aggravated by 
the persistence in developing countries of 
the informal economy.

1 ILO, World Economic and Social Outlook, Trends, Geneva 
2016

2 Ibid.

In the pursuit of decent work for all, one 
must also meet the challenge to ensure 
the effective exercise of rights at work. 
Target 8.8 is of special significance to 
trade unions as it aims at protecting labour 
rights including safe and healthy working 
conditions, particularly for migrant workers 
and those in precarious employment. 
The key indicator of progress linked to this 
Target is to increase national compliance 
of labour rights, which has at its core the 
respect for freedom of association and the 
right to collective bargaining – rights that 
are enshrined in Conventions 87 and 98 
as well as the Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work. Among these 
fundamental ILO conventions, those that 
have least been ratified are Conventions 87 
and 98. Indeed more than 40 per cent of the 
world’s population lives in countries that have 
not ratified these two core conventions, which 
are considered as the enabling rights to the 
achievement of all other rights. So for trade 
unions, the campaign for the ratification and 
implementation of these core rights, coupled 
with the use and monitoring of the respect of 
labour rights in the ILO supervisory system, is 
the means to ensure that this Target is met.

Target 8.7 seeks to eradicate forced labour 
and end child labour in all its forms. The ILO 
estimates that today some 21 million people 
are victims of forced labour, with some 5.5 
million of whom are children. Child labour 
figures today stand at 168 million children 
with 85 million of them in the worst forms of 
child labour.

In the area of discrimination, the challenges 
are equally daunting. ILO Conventions 100 
and 111 on discrimination are yet to be 
fully met. Discrimination on the basis of 
race, colour, sex, religion, political opinion, 
national extraction, social origin, and other 

KERJA LAYAK DAN
PERTUMBUHAN 
EKONOMI

Tujuan 8
Meningkatkan Pertumbuhan 
Ekonomi yang Inklusif dan 
Berkelanjutan, Kesempatan 
Kerja yang Produktif dan 
Menyeluruh, serta Pekerjaan 
yang Layak untuk Semua

8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi 
per kapita sesuai dengan kondisi 
nasional dan setidaknya 7 persen 
pertumbuhan produk domestik bruto per 
tahun di negara kurang berkembang.

8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi 
yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, 
peningkatan dan inovasi teknologi, 
termasuk melalui fokus pada sektor yang 
memberi nilai tambah tinggi dan padat 
karya.

8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan 
yang mendukung kegiatan produktif, 
penciptaan lapangan kerja layak, 
kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, 
serta mendorong formalisasi dan 
pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan 
menengah, termasuk melalui akses 
terhadap jasa keuangan.

8.4 Meningkatkan secara progresif 
hingga tahun 2030, efisiensi sumber 
daya global dalam konsumsi dan 

produksi, serta usaha melepas 
kaitan pertumbuhan ekonomi dari 
degradasi lingkungan sesuai dengan 
Kerangka Kerjra Program 10 Tahun 
untuk Komsumsi dan Produksi yang 
Berkelanjutan, dengan negara-negara 
maju sebagai pengarah.

8.5 Pada 2030, mencapai pekerjaan tetap 
dan produktif dan pekerjaan yang layak 
bagi semua perempuan dan laki-laki, 
termasuk bagi pemuda dan penyandang 
disabilitas, dan upah yang sama untuk 
pekerjaan yang sama nilainya.

8.6 Pada 2020, secara substansial 
mengurangi proporsi usia muda 
yang tidak bekerja, tidak menempuh 
pendidikan atau pelatihan.

8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk 
memberantas kerja paksa, mengakhiri 
perbudakan dan perdagangan 
manusia, mengamankan larangan dan 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan 

KERJA LAYAK DAN
PERTUMBUHAN 
EKONOMI
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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grounds remain widespread. One such area 
which Target 8.5 seeks to address is the area 
of gender pay equity. On average, women 
are paid 23 per cent less than their male 
counterparts. This reflects discriminatory 
policies and practices against women and 
an undervaluation of their contribution to 
development. Hence the need for trade 
unions to continue to fight for laws, socio-
economic policies and institutions to promote 
equal opportunity and equal treatment of all 
persons.

A third strategic objective of decent work 
is that of social protection. As discussed 
under Target 1.3, social protection is a right 
enshrined in the Universal Declaration of 
Human Rights. According to the ILO3 in 
2012, only 27% of the world’s working–age 
population and their families had access to 
comprehensive social security systems. So 
5.2 billion people worldwide do not enjoy 
access to comprehensive social protection 
and are covered only partially or not at all.

A last constitutive element of decent work 
is that of social dialogue. Tripartism and 
social dialogue, together with the adoption 
of international labour standards, make the 
ILO stand out from all other organisations 
in the international system. After close 
to a century of social dialogue, today one 
can find national tripartite social dialogue 
mechanisms in some 80 per cent of all 
ILO member states with varying levels of 
effectiveness. Collective bargaining covers 

3 ILO, World Social Protection Report 2014/15, Building 
economic recovery, inclusive development and social 
justice, Geneva, 2014

fewer than 20 per cent of workers in paid 
employment in about 60 per cent of all 
ILO member States. In the area of cross-
border social dialogue, the Global Union 
Federations have signed International 
Framework Agreements with multinational 
companies however, these initiatives 
remain fragile. The new challenges posed 
in the global economy like the emergence 
of global value chains and policies of 
austerity are posing new difficulties to 
social dialogue – particularly, collective 
bargaining. Sectoral and national collective 
bargaining appears to be losing ground 
to bargaining at enterprise level. So the 
strengthening of tripartism and social 
dialogue and collective bargaining in 
particular, should be an essential part of 
trade union efforts to make Goal 8 a reality.

The ILO’s Social Justice Declaration4 in 
stressing the nature of the four strategic 
objectives that underpin decent work (i.e. 
rights, employment, social protection, social 
dialogue), stresses that, “The four strategic 
objectives are inseparable, interrelated and 
mutually supportive . The failure to promote 
any one of them would harm progress towards 
the others . To optimize their impact, efforts 
to promote them should be part of a(n) … 
global and integrated strategy…”. Trade 
Unions must therefore ensure that national 
SDG policies aimed at implementing Goal 8 
are not limited to only employment policies 
or social protection policies but include all 
the four dimensions of Decent Work.

4 ILO, ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 
adopted by the International Labour Conference at its Ninety-
seventh Session, Geneva, 10 June 2008, p.11

Tujuan 8 merupakan tujuan yang paling penting 
untuk serikat pekerja. Tujuan ini berupaya untuk 
mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan, inklusif yang juga diikuti 
dengan ketenagakerjaan yang produktif dan 
kerja layak bagi semua. Di satu sisi, tujuan 
ini juga memasukkan agenda pekerjaan layak 
ILO dan empat tujuan strategisnya yaitu hak, 
ketenagakerjaan, perlindungan sosial dan dialog 
sosial. Di sisi lain, tujuan ini juga menjadikan 
keterkaitan antara upaya mencapai pertumbuhan 
ekonomi dan pekerjaan layak untuk semua.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 
penting namun masih belum cukup untuk 
mengurangi kemiskinan. Itulah mengapa 
Tujuan ini menentukan pertumbuhan ekonomi 
seperti apa yang dibutuhkan. Pertumbuhan 
berkualitas dibutuhkan tidak hanya untuk 
membantu mengurangi kemiskinan namun 
melakukannya dengan menciptakan lapangan 
kerja yang menyeluruh dan pekerjaan yang 
layak bagi semua. Tujuan ini menekankan 
pada pola pertumbuhan yang berkelanjutan 
pada waktu yang lama; yang sifatnya inklusif 
dengan menangani ketimpangan struktural 

terburuk untuk anak, termasuk 
perekrutan dan penggunaan tentara 
anak-anak, dan pada 2025 mengakhiri 
pekerja anak dalam segala bentuknya.

8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan 
mempromosikan lingkungan kerja yang 
aman dan terjamin bagi semua pekerja, 
termasuk pekerja migran, khususnya 
pekerja migran perempuan, dan 
mereka yang bekerja dalam pekerjaan 
berbahaya.

8.9  Pada 2030, menyusun dan 
melaksanakan kebijakan untuk 
mempromosikan pariwisata 
berkelanjutan yang menciptakan 
lapangan kerja dan mempromosikan 
budaya dan produk lokal.

8.10 Memperkuat kapasitas lembaga 
keuangan domestik untuk mendorong 
dan memperluas akses terhadap 
perbankan, asuransi dan jasa keuangan 
bagi semua.

8.a  Meningkatkan bantuan untuk 
mendukung perdagangan bagi 
negara berkembang, terutama negara 
kurang berkembang, termasuk 
melalui Kerangka Kerja Terpadu dan 
Terbarukan untuk Bantuan Teknis 
terkait Perdagangan bagi negara 
kurang berkembang.

8.b  Pada 2020, mengembangkan dan 
mengoperasionalkan strategi global 
untuk ketenagakerjaan muda dan 
menerapkan Pakta Ketenagakerjaan 
Global Organisasi Perburuhan 
Internasional.
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To achieve this objective, decent work must 
be placed at the heart of macroeconomic 
policies of countries. The creation of 
decent jobs cannot be seen simply as a 
by-product of growth but must rather be 
one of the central concerns in the design 
of the economic growth strategy. In other 
words, the creation of decent jobs must be 
a central preoccupation of macroeconomic 
policy alongside fiscal and monetary policy 
concerns.

Since the global financial crisis, the global 
economy is yet to recover fully. It is still 
trapped in a cycle of low growth which is 
having a devastating effect on the creation 
of jobs and poverty reduction. According to 
the ILO1, over the next two years, the global 
economy is projected to grow only be 3% 
which is significantly less than before the last 
global financial crisis. Weak global growth, 
coupled with financialization of the global 
economy and high levels of inequality are 
having devastating employment and social 
consequences.

Decent Work includes the pursuit of full 
employment. According to the ILO2, global 
unemployment stands at more than 27 
million higher in 2015 than in the pre-
crisis level of 2007. If pre-crisis growth 
levels had resumed, an estimated 70 
million unemployed people would have 
had a job today. One of the groups most 
affected by unemployment are the youth. 
Worldwide, some 71 million young people 
are unemployed. Furthermore, it is estimated 
that 156 million employed youth or 38 
per cent of working youth in emerging and 
developing countries, are living in extreme or 
moderate poverty. So there is an employment 
crisis whose scale is further aggravated by 
the persistence in developing countries of 
the informal economy.

1 ILO, World Economic and Social Outlook, Trends, Geneva 
2016

2 Ibid.

In the pursuit of decent work for all, one 
must also meet the challenge to ensure 
the effective exercise of rights at work. 
Target 8.8 is of special significance to 
trade unions as it aims at protecting labour 
rights including safe and healthy working 
conditions, particularly for migrant workers 
and those in precarious employment. 
The key indicator of progress linked to this 
Target is to increase national compliance 
of labour rights, which has at its core the 
respect for freedom of association and the 
right to collective bargaining – rights that 
are enshrined in Conventions 87 and 98 
as well as the Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work. Among these 
fundamental ILO conventions, those that 
have least been ratified are Conventions 87 
and 98. Indeed more than 40 per cent of the 
world’s population lives in countries that have 
not ratified these two core conventions, which 
are considered as the enabling rights to the 
achievement of all other rights. So for trade 
unions, the campaign for the ratification and 
implementation of these core rights, coupled 
with the use and monitoring of the respect of 
labour rights in the ILO supervisory system, is 
the means to ensure that this Target is met.

Target 8.7 seeks to eradicate forced labour 
and end child labour in all its forms. The ILO 
estimates that today some 21 million people 
are victims of forced labour, with some 5.5 
million of whom are children. Child labour 
figures today stand at 168 million children 
with 85 million of them in the worst forms of 
child labour.

In the area of discrimination, the challenges 
are equally daunting. ILO Conventions 100 
and 111 on discrimination are yet to be 
fully met. Discrimination on the basis of 
race, colour, sex, religion, political opinion, 
national extraction, social origin, and other 

dan memastikan hasil pertumbuhan terbagi 
rata sehingga pertumbuhan dirasakan oleh 
semua orang, tidak hanya oleh segelintir 
orang saja; akhirnya pola pertumbuhan yang 
berkelanjutan—dengan kata lain, yang tidak 
membahayakan kesejahteraan generasi masa 
depan hanya demi tujuan jangka pendek, dan 
yang menggabungkan dimensi lingkungan, 
sosial dan ekonomi pembangunan. Pada 
akhirnya, Tujuan ini menolak pertumbuhan 
tanpa pekerjaan dan menyerukan pola 
pertumbuhan ekonomi yang padat karya dan 
menghasilkan penciptaan lapangan kerja yang 
menyeluruh dan pekerjaan yang layak bagi 
semua.

Untuk mencapai tujuan ini, pekerjaan 
yang layak harus menjadi inti dari kebijakan 
makroekonomi banyak negara. Penciptaan 
pekerjaan yang layak tidak bisa dilihat 
sebagai efek samping dari pertumbuhan 
namun menjadi inti dari perancangan strategi 
pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, 
penciptaan pekerjaan yang layak harus 
menjadi inti dari kebijakan makroekonomi 
selain dari pertimbangan-pertimbangan 
kebijakan fiskal dan moneter.

Sejak krisis keuangan global, perekonomian 
global belum mengalami pemulihan secara 
utuh. Masih terjebak pada siklus pertumbuhan 
lamban yang pada akhirnya mendatangkan 
dampak buruk pada penciptaan lapangan 
kerja dan pengentasan kemiskinan. 

Menurut ILO13 dalam dua tahun ke depan, 
perekonomian global hanya bertumbuh sekitar 
3 persen yang jauh lebih kecil dibandingkan 
sebelum masa krisis keuangan global. 
Pertumbuhan global yang lemah, diperburuk 
dengan finansialisasi perekonomian global dan 
tingginya ketimpangan memiliki konsekuensi 
yang buruk terhadap ketenegakerjaan dan 
sosial.

Pekerjaan yang Layak termasuk upaya untuk 
menciptakan lapangan kerja yang utuh.

Menurut ILO14, angka pengangguran global 
jumlahnya 27 juta lebih banyak pada 2015 

dibandingkan dengan kondisi pra krisis 
tahun 2007. Bila pertumbuhan ekonomi pra 
krisis telah kembali pada kondisi semula, 
diperkirakan sebanyak 70 juta pengangguran 
di dunia akan memiliki pekerjaan hari ini. 
Salah satu kelompok yang paling terdampak 
dengan pengangguran adalah kaum muda. Di 
seluruh dunia sebanyak 71 juta anak muda 
merupakan pengangguran. Terlebih lagi, 
diperkirakan 156 juta anak muda yang bekerja 
atau 38 persen anak muda yang bekerja 
yang berada di negara-negara yang sedang 
bertumbuh dan berkembang, hidup dalam 
kondisi miskin yang ekstrim atau menengah. 
Sehingga krisis ketenagakerjaan semakin 
diperparah dengan makin langgengnya 
perekonomian informal di negara berkembang.

Dalam upaya mencapai pekerjaan yang 
layak untuk semua, kita harus mengatasi 
tantangan dalam rangka memenuhi hak di 
tempat kerja. Target 8.8 merupakan satu target 
yang secara khusus menyasar serikat pekerja 
karena berupaya melindungi hak tenaga kerja 
termasuk kondisi kerja yang aman dan sehat, 
terutama bagi para pekerja migran dan mereka 
yang bekerja pada pekerjaan yang rentan. 
Indikator kemajuan utama yang berkaitan 
dengan Target ini adalah untuk meningkatkan 
kepatuhan negara terhadap pemenuhan 
hak tenaga kerja, yang intinya adalah 
menghargai kebebasan berserikat dan hak 
atas perundingan bersama—hak yang diatur 
dalam Konvensi 87 dan 98 maupun Deklarasi 
Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di 
Tempat Kerja. Dari semua Konvensi-konvensi 
dasar ILO, yang sudah diratifikasi adalah 
Konvensi 87 dan 98. Lebih dari 40 persen 
populasi dunia hidup di negara-negara yang 
belum meratifikasi dua konvensi utama 
tersebut, yang dianggap sebagai hak yang 
memungkinkan para pekerja mendapatkan 
hak-hak lainnya. Sehingga bagi serikat 
pekerja, kampanye ratifikasi dan pelaksanaan 
hak utama ini, diikuti dengan penggunaan dan 
pemantauan penghargaan hak tenaga kerja 
pada sistem pengawasan ILO merupakan cara 
untuk memastikan bahwa Target itu terpenuhi.

Target 8.7 berupaya untuk menghapuskan 
kerja paksa dan mengakhiri segala bentuk 

13 ILO, World Economic And Social Outlook, Trends, 
Geneva, 2016

14 Ibid
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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grounds remain widespread. One such area 
which Target 8.5 seeks to address is the area 
of gender pay equity. On average, women 
are paid 23 per cent less than their male 
counterparts. This reflects discriminatory 
policies and practices against women and 
an undervaluation of their contribution to 
development. Hence the need for trade 
unions to continue to fight for laws, socio-
economic policies and institutions to promote 
equal opportunity and equal treatment of all 
persons.

A third strategic objective of decent work 
is that of social protection. As discussed 
under Target 1.3, social protection is a right 
enshrined in the Universal Declaration of 
Human Rights. According to the ILO3 in 
2012, only 27% of the world’s working–age 
population and their families had access to 
comprehensive social security systems. So 
5.2 billion people worldwide do not enjoy 
access to comprehensive social protection 
and are covered only partially or not at all.

A last constitutive element of decent work 
is that of social dialogue. Tripartism and 
social dialogue, together with the adoption 
of international labour standards, make the 
ILO stand out from all other organisations 
in the international system. After close 
to a century of social dialogue, today one 
can find national tripartite social dialogue 
mechanisms in some 80 per cent of all 
ILO member states with varying levels of 
effectiveness. Collective bargaining covers 

3 ILO, World Social Protection Report 2014/15, Building 
economic recovery, inclusive development and social 
justice, Geneva, 2014

fewer than 20 per cent of workers in paid 
employment in about 60 per cent of all 
ILO member States. In the area of cross-
border social dialogue, the Global Union 
Federations have signed International 
Framework Agreements with multinational 
companies however, these initiatives 
remain fragile. The new challenges posed 
in the global economy like the emergence 
of global value chains and policies of 
austerity are posing new difficulties to 
social dialogue – particularly, collective 
bargaining. Sectoral and national collective 
bargaining appears to be losing ground 
to bargaining at enterprise level. So the 
strengthening of tripartism and social 
dialogue and collective bargaining in 
particular, should be an essential part of 
trade union efforts to make Goal 8 a reality.

The ILO’s Social Justice Declaration4 in 
stressing the nature of the four strategic 
objectives that underpin decent work (i.e. 
rights, employment, social protection, social 
dialogue), stresses that, “The four strategic 
objectives are inseparable, interrelated and 
mutually supportive . The failure to promote 
any one of them would harm progress towards 
the others . To optimize their impact, efforts 
to promote them should be part of a(n) … 
global and integrated strategy…”. Trade 
Unions must therefore ensure that national 
SDG policies aimed at implementing Goal 8 
are not limited to only employment policies 
or social protection policies but include all 
the four dimensions of Decent Work.

4 ILO, ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 
adopted by the International Labour Conference at its Ninety-
seventh Session, Geneva, 10 June 2008, p.11

pekerja anak. ILO memperkirakan bahwa 
hingga saat ini sebanyak 21 juta jiwa 
merupakan korban kerja paksa, di mana 5,5 
juta di antaranya adalah anak-anak. Pekerja 
anak saat ini sebanyak 168 juta jiwa, di mana 
85 juta di antaranya melakukan bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

Dalam hal diskriminasi, tantangannya juga 
sama beratnya. Konvensi ILO 100 dan 
111 mengenai diskriminasi belum semua 
terpenuhi. Diskriminasi atas dasar ras, warna 
kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, 
ekstrasi nasional, asal usul sosial dan alasan 
lain masih terus terjadi. Salah satu hal yang 
juga ingin dicapai oleh Target 8.5 adalah 
mengenai kesetaraan upah gender. Rata-rata, 
perempuan mendapatkan upah 23 persen 
lebih rendah dari rekan laki-laki mereka. 
Hal ini mencerminkan kebijakan dan praktik 
yang diskriminatif terhadap perempuan 
dan rendahnya penilaian akan kontribusi 
mereka terhadap pembangunan. Karenanya 
serikat pekerja harus terus memperjuangkan 
kebijakan sosio-ekonomi, undang-undang 
dan lembaga dalam mendorong terciptanya 
peluang yang setara dan perlakuan yang 
setara bagi semua orang.

Tujuan strategis ketiga dari kerja layak 
adalah perlindungan sosial. Seperti yang 
dibahas dalam Target 1.3, perlindungan 
sosial merupakan hak yang tercermin dalam 
Deklarasi Universal HAM. Menurut ILO15 pada 
2012, hanya 27 persen populasi usia kerja 
dunia dan keluarga mereka dapat mengakses 
sistem jaminan sosial yang menyeluruh. 
Sehingga sebanyak 5,2 miliar jiwa di dunia 
tidak menikmati akses terhadap perlindungan 
sosial menyeluruh dan hanya terlindungi 
sebagian atau tidak sama sekali.

Unsur konstitutif terakhir dari kerja layak 
adalah dialog sosial. Tripartisme dan dialog 
sosial, dibarengi dengan diadopsinya standard 
ketenagakerjaan internasional menjadikan 
ILO berbeda dari organisasi lain dalam 

sistem internasional. Setelah melakukan 
dialog sosial hampir seabad, saat ini kita 
bisa melihat adanya mekanisme dialog 
sosial tripartit nasional di 80 persen negara 
anggota ILO dengan tingkat keefektifan 
yang berbeda. Perundingan bersama hanya 
mencakup kurang dari 20 persen pekerja 
dengan pengaturan kerja berbayar di sekitar 
60 persen semua Negara Anggota ILO. 
Dalam hal dialog sosial lintas batas, Global 
Union Federations telah menandatangani 
Kesepakatan Internasional dengan banyak 
perusahaan multinasional, namun inisiatif 
ini masih lemah. Tantangan terkini yang 
dihadapi oleh perekonomian global seperti 
munculnya rantai nilai global dan kebijakan 
penghematan menimbulkan kesulitan bagi 
dialog sosial—terutama perundingan bersama. 
Perundingan bersama di tingkat nasional dan 
sektor sepertinya kehilangan landasan untuk 
perundingan di tingkat perusahaan. Sehingga 
penguatan tripartisme dan dialog sosial serta 
perundingan bersama harus menjadi inti dari 
upaya serikat pekerja dalam mewujudkan 
Tujuan 8.

Deklarasi Keadilan Sosial ILO16 dalam 
menegaskan sifat dari keempat tujuan 
strategis yang menjadi dasar pekerjaan yang 
layak (yaitu hak, pekerjaan, perlindungan 
sosial, dialog sosial), menekankan bahwa 
“Empat tujuan strategis tidak dapat 
dipisahkan, saling berkaitan dan saling 
mendukung. Kegagalan dalam mendorong 
salah satunya akan memperlamban kemajuan 
yang lain. Untuk mengoptimalkan dampaknya, 
upaya untuk mendorongnya harus menjadi 
bagian dari strategi global dan terintegrasi...”. 
Karenanya serikat pekerja harus memastikan 
kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
nasional yang bertujuan melaksanakan 
Tujuan 8 tidak hanya terbatas pada kebijakan 
ketenagakerjaan atau kebijakan perlindungan 
sosial namun mencakup keempat dimensi 
Pekerjaan yang Layak.

15 ILO, World Social Protection Report 2014/15, 
Building on economic recovery, inclusive 
development and social justice, Jenewa, 2014

16 ILO, ILO Declaration on Social Justice for a Fair 
Globalization, diadopsi oleh International Labour 
Conference pada Sesi ke sembilapuluh tujuh, 
Jenewa, 10 Juni 2008, p.11
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To achieve this objective, decent work must 
be placed at the heart of macroeconomic 
policies of countries. The creation of 
decent jobs cannot be seen simply as a 
by-product of growth but must rather be 
one of the central concerns in the design 
of the economic growth strategy. In other 
words, the creation of decent jobs must be 
a central preoccupation of macroeconomic 
policy alongside fiscal and monetary policy 
concerns.

Since the global financial crisis, the global 
economy is yet to recover fully. It is still 
trapped in a cycle of low growth which is 
having a devastating effect on the creation 
of jobs and poverty reduction. According to 
the ILO1, over the next two years, the global 
economy is projected to grow only be 3% 
which is significantly less than before the last 
global financial crisis. Weak global growth, 
coupled with financialization of the global 
economy and high levels of inequality are 
having devastating employment and social 
consequences.

Decent Work includes the pursuit of full 
employment. According to the ILO2, global 
unemployment stands at more than 27 
million higher in 2015 than in the pre-
crisis level of 2007. If pre-crisis growth 
levels had resumed, an estimated 70 
million unemployed people would have 
had a job today. One of the groups most 
affected by unemployment are the youth. 
Worldwide, some 71 million young people 
are unemployed. Furthermore, it is estimated 
that 156 million employed youth or 38 
per cent of working youth in emerging and 
developing countries, are living in extreme or 
moderate poverty. So there is an employment 
crisis whose scale is further aggravated by 
the persistence in developing countries of 
the informal economy.

1 ILO, World Economic and Social Outlook, Trends, Geneva 
2016

2 Ibid.

In the pursuit of decent work for all, one 
must also meet the challenge to ensure 
the effective exercise of rights at work. 
Target 8.8 is of special significance to 
trade unions as it aims at protecting labour 
rights including safe and healthy working 
conditions, particularly for migrant workers 
and those in precarious employment. 
The key indicator of progress linked to this 
Target is to increase national compliance 
of labour rights, which has at its core the 
respect for freedom of association and the 
right to collective bargaining – rights that 
are enshrined in Conventions 87 and 98 
as well as the Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work. Among these 
fundamental ILO conventions, those that 
have least been ratified are Conventions 87 
and 98. Indeed more than 40 per cent of the 
world’s population lives in countries that have 
not ratified these two core conventions, which 
are considered as the enabling rights to the 
achievement of all other rights. So for trade 
unions, the campaign for the ratification and 
implementation of these core rights, coupled 
with the use and monitoring of the respect of 
labour rights in the ILO supervisory system, is 
the means to ensure that this Target is met.

Target 8.7 seeks to eradicate forced labour 
and end child labour in all its forms. The ILO 
estimates that today some 21 million people 
are victims of forced labour, with some 5.5 
million of whom are children. Child labour 
figures today stand at 168 million children 
with 85 million of them in the worst forms of 
child labour.

In the area of discrimination, the challenges 
are equally daunting. ILO Conventions 100 
and 111 on discrimination are yet to be 
fully met. Discrimination on the basis of 
race, colour, sex, religion, political opinion, 
national extraction, social origin, and other 

Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 8

8.1 Mempertahankan pertumbuhan 
ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi 
nasional dan, khususnya, setidaknya 7 
persen pertumbuhan pertumbuhan produk 
domestik bruto per tahun di negara kurang 
berkembang.

8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan 
yang mendukung kegiatan produktif, 
penciptaan lapangan kerja layak, 
kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan 
mendorong formalisasi dan pertumbuhan 
usaha mikro, kecil, dan menengah, 
termasuk melalui akses terhadap jasa 
keuangan.

8.6 Pada 2020, secara substansial 
mengurangi proporsi orang muda yang tidak 
bekerja, tidak menempuh pendidikan atau 
pelatihan.

8.2 Mencapai tingkat produktivitas 
ekonomi yang lebih tinggi, melalui 
diversifikasi, peningkatan dan inovasi 
teknologi, termasuk melalui fokus pada 
sektor yang memberi nilai tambah tinggi 
dan padat karya.

8.5 Pada 2030, mencapai pekerjaan tetap 
dan produktif dan pekerjaan yang layak 
bagi semua perempuan dan laki-laki, 
termasuk bagi kaum muda dan penyandang 
disabilitas, dan upah yang sama untuk 
pekerjaan yang sama nilainya.

8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk 
memberantas kerja paksa, mengakhiri 
perbudakan dan perdagangan manusia, 
mengamankan larangan dan penghapusan 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak, termasuk perekrutan dan penggunaan 
tentara anak-anak, dan pada 2025 
mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala 
bentuknya.

8.1.1 Pertumbuhan PDB per kapita riil 
tahunan

8.3.1 Proporsi pekerja informal di 
pekerjaan non-pertanian berdasarkan jenis 
kelamin.

8.6.1 Proporsi orang muda (berusia 15-
24) yang tidak bersekolah, bekerja atau 
mengikuti pelatihan.

8.2.1 Pertumbuhan PDB tahunan per 
orang yang bekerja

8.5.1 Rata-rata pendapatan per jam 
pegawai laki-laki dan perempuan, 
berdasarkan pekerjaan, usia dan 
disabilitas.

8.5.2 Angka pengangguran berdasarkan 
jenis kelamin, usia dan disabilitas.

8.7.1 Proporsi dan jumlah anak-anak usia 
5-17 tahun yang terlibat pada pekerjaan 
anak berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Target Indikator
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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grounds remain widespread. One such area 
which Target 8.5 seeks to address is the area 
of gender pay equity. On average, women 
are paid 23 per cent less than their male 
counterparts. This reflects discriminatory 
policies and practices against women and 
an undervaluation of their contribution to 
development. Hence the need for trade 
unions to continue to fight for laws, socio-
economic policies and institutions to promote 
equal opportunity and equal treatment of all 
persons.

A third strategic objective of decent work 
is that of social protection. As discussed 
under Target 1.3, social protection is a right 
enshrined in the Universal Declaration of 
Human Rights. According to the ILO3 in 
2012, only 27% of the world’s working–age 
population and their families had access to 
comprehensive social security systems. So 
5.2 billion people worldwide do not enjoy 
access to comprehensive social protection 
and are covered only partially or not at all.

A last constitutive element of decent work 
is that of social dialogue. Tripartism and 
social dialogue, together with the adoption 
of international labour standards, make the 
ILO stand out from all other organisations 
in the international system. After close 
to a century of social dialogue, today one 
can find national tripartite social dialogue 
mechanisms in some 80 per cent of all 
ILO member states with varying levels of 
effectiveness. Collective bargaining covers 

3 ILO, World Social Protection Report 2014/15, Building 
economic recovery, inclusive development and social 
justice, Geneva, 2014

fewer than 20 per cent of workers in paid 
employment in about 60 per cent of all 
ILO member States. In the area of cross-
border social dialogue, the Global Union 
Federations have signed International 
Framework Agreements with multinational 
companies however, these initiatives 
remain fragile. The new challenges posed 
in the global economy like the emergence 
of global value chains and policies of 
austerity are posing new difficulties to 
social dialogue – particularly, collective 
bargaining. Sectoral and national collective 
bargaining appears to be losing ground 
to bargaining at enterprise level. So the 
strengthening of tripartism and social 
dialogue and collective bargaining in 
particular, should be an essential part of 
trade union efforts to make Goal 8 a reality.

The ILO’s Social Justice Declaration4 in 
stressing the nature of the four strategic 
objectives that underpin decent work (i.e. 
rights, employment, social protection, social 
dialogue), stresses that, “The four strategic 
objectives are inseparable, interrelated and 
mutually supportive . The failure to promote 
any one of them would harm progress towards 
the others . To optimize their impact, efforts 
to promote them should be part of a(n) … 
global and integrated strategy…”. Trade 
Unions must therefore ensure that national 
SDG policies aimed at implementing Goal 8 
are not limited to only employment policies 
or social protection policies but include all 
the four dimensions of Decent Work.

4 ILO, ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 
adopted by the International Labour Conference at its Ninety-
seventh Session, Geneva, 10 June 2008, p.11

8.8 melindungi hak-hak tenaga kerja dan 
mempromosikan lingkungan kerja yang 
aman dan terjamin bagi semua pekerja, 
termasuk pekerja migran, khususnya 
pekerja migran perempuan, dan mereka 
yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

8.b Pada 2020, mengembangkan dan 
mengoperasionalkan strategi global untuk 
ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan 
Pakta Ketenagakerjaan Global Organisasi 
Perburuhan Internasional.

8.8.1 Frekuensi cedera kerja fatal dan 
non-fatal berdasarkan jenis kelamin dan 
status migran.

8.8.2 Peningkatan kepatuhan terhadap 
hak ketenagakerjaan (kebebasan berserikat 
dan perundingan bersama) berdasarkan 
sumber tekstual ILO dan peraturan 
perundangan nasional menurut jenis 
kelamin dan status migran.

8.b.1 Belanja pemerintah dalam hal 
perlindungan sosial dan program 
ketenagakerjaan sebagai proporsi anggaran 
pemerintah di tingkat nasional dan PDB.

Target Indikator

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 8

ILO:

Semua standar perburuhan internasional ILO 
yang relevan dalam mencapai Pekerjaan yang 
Layak dan Mencapai Target-target yang diatur 
dalam Tujuan 8 Agenda 2030. Konvensi-
konvensi yang harus diingat adalah sebagai 
berikut:

Konvensi Dasar:

• Konvensi Kebebasan Berserikat 
dan Perlindungan atas Hak untuk 
Berorganisasi, 1948 (No. 87)

• Konvensi Hak untuk Berorganisasi dan 
Perundingan Bersama, 1949 (No. 98)

• Konvensi Pengupahan Setara, 1951 
(No. 100)

• Konvensi Diskriminasi (Ketenagakerjaan 
dan Jabatan), 1958 (No. 111)

• Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29)

• Protokol Konvensi Kerja Paksa 2014, 
1930.

• Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 
1957 (No. 105)

• Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 
138)

• Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182)

Konvensi Tata Kelola:

• Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan, 
1947 (No. 81)

• Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan 
(Pertanian), 1969 (No. 129)

• Konvensi Kebijakan Ketenagakerjaan, 
1964 (No. 122)

• Konvensi Konsultasi Tripartit (Standar 
Perburuhan Internasional), 1976 (No. 
144)

Instrumen ILO lain yang mencakup 
kebijakan dan promosi ketenagakerjaan, 
panduan vokasional dan pelatihan, 
kebijakan sosial, upah, jam kerja, 
keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan 
sosial, perlindungan ibu hamil, pelaut, 
pekerja pelabuhan, pekerja migran, 
masyarakat hukum adat, serta kategori-
kategori pekerja khusus, kesemuanya 
berkontribusi pada pencapaian pekerjaan 
yang layak bagi semua. Semua instrumen 
ini dapat dilihat di laman ILO: http://www.
ilo.org/global/standards/subjects-covered-
by-international-labour-standards/lang--en/
index.htm
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To achieve this objective, decent work must 
be placed at the heart of macroeconomic 
policies of countries. The creation of 
decent jobs cannot be seen simply as a 
by-product of growth but must rather be 
one of the central concerns in the design 
of the economic growth strategy. In other 
words, the creation of decent jobs must be 
a central preoccupation of macroeconomic 
policy alongside fiscal and monetary policy 
concerns.

Since the global financial crisis, the global 
economy is yet to recover fully. It is still 
trapped in a cycle of low growth which is 
having a devastating effect on the creation 
of jobs and poverty reduction. According to 
the ILO1, over the next two years, the global 
economy is projected to grow only be 3% 
which is significantly less than before the last 
global financial crisis. Weak global growth, 
coupled with financialization of the global 
economy and high levels of inequality are 
having devastating employment and social 
consequences.

Decent Work includes the pursuit of full 
employment. According to the ILO2, global 
unemployment stands at more than 27 
million higher in 2015 than in the pre-
crisis level of 2007. If pre-crisis growth 
levels had resumed, an estimated 70 
million unemployed people would have 
had a job today. One of the groups most 
affected by unemployment are the youth. 
Worldwide, some 71 million young people 
are unemployed. Furthermore, it is estimated 
that 156 million employed youth or 38 
per cent of working youth in emerging and 
developing countries, are living in extreme or 
moderate poverty. So there is an employment 
crisis whose scale is further aggravated by 
the persistence in developing countries of 
the informal economy.

1 ILO, World Economic and Social Outlook, Trends, Geneva 
2016

2 Ibid.

In the pursuit of decent work for all, one 
must also meet the challenge to ensure 
the effective exercise of rights at work. 
Target 8.8 is of special significance to 
trade unions as it aims at protecting labour 
rights including safe and healthy working 
conditions, particularly for migrant workers 
and those in precarious employment. 
The key indicator of progress linked to this 
Target is to increase national compliance 
of labour rights, which has at its core the 
respect for freedom of association and the 
right to collective bargaining – rights that 
are enshrined in Conventions 87 and 98 
as well as the Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work. Among these 
fundamental ILO conventions, those that 
have least been ratified are Conventions 87 
and 98. Indeed more than 40 per cent of the 
world’s population lives in countries that have 
not ratified these two core conventions, which 
are considered as the enabling rights to the 
achievement of all other rights. So for trade 
unions, the campaign for the ratification and 
implementation of these core rights, coupled 
with the use and monitoring of the respect of 
labour rights in the ILO supervisory system, is 
the means to ensure that this Target is met.

Target 8.7 seeks to eradicate forced labour 
and end child labour in all its forms. The ILO 
estimates that today some 21 million people 
are victims of forced labour, with some 5.5 
million of whom are children. Child labour 
figures today stand at 168 million children 
with 85 million of them in the worst forms of 
child labour.

In the area of discrimination, the challenges 
are equally daunting. ILO Conventions 100 
and 111 on discrimination are yet to be 
fully met. Discrimination on the basis of 
race, colour, sex, religion, political opinion, 
national extraction, social origin, and other 

Beberapa tinjauan mengenai Deklarasi, 
Instrumen dan Dokumen ILO yang 
merujuk pada Target Tujuan 8:

Target 8.3

• Rekomendasi mengenai Transisi dari 
Ekonomi Informal ke Formal, 2015 
(No.204)

Target 8.5:

• Deklarasi menyangkut tujuan dan 
maksud dari Organisasi Perburuhan 
Internasional—Deklarasi Philadelphia

• Deklarasi ILO mengenai Keadilan Sosial 
untuk Globalisasi yang Adil

• Konvensi Kebijakan Sosial (Tujuan dan 
Standard Dasar), 1962 (No.117)

• Upah yang Setara, panduan 
pendahuluan, ILO, 2013

Target 8.6

• Resolusi mengenai ketenagakerjaan 
kaum muda, Resolusi yang disahkan 
pada Konferensi Perburuhan 
Internasional pada sesi ke-93 (Jenewa, 
Juni 2005)

Target 8.7:

• Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29)

• Protokol Konvensi Kerja Paksa 2014, 
1930

• Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 
1957 (No. 105)

• Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 
138)

• Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182)

Target 8.8

• Konvensi Kebebasan Berserikat dan 
Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 
(No. 87)

• Konvensi Representatif Pekerja, 1971 
(No. 135)

• Konvensi Organisasi Pekerja Pedesaan, 
1975 (No. 141)

• Konvensi Hak Berorganisasi dan 
Perundingan bersama, 1949 (No. 98)

• Konvensi Hubungan Kerja (Layanan 
Masyarkat), 1978 (No. 151)

• Konvensi Perundingan Bersama, 1981 
(No. 154)

Instrumen HAM:

• Deklarasi Universal HAM

• Kovenan Internasional Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya

• Kovenan Internasional Hak Sipil dan 
Politik

• Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan

• Deklarasi PBB mengenai Hak 
Masyarakat Hukum Adat

• Konvensi Internasional Mengenai Hak 
Para Pekerja Migran dan Anggota 
Keluarga Mereka

• Konvensi Hak Anak

• Konvensi Hak Penyandang Disabilitas
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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grounds remain widespread. One such area 
which Target 8.5 seeks to address is the area 
of gender pay equity. On average, women 
are paid 23 per cent less than their male 
counterparts. This reflects discriminatory 
policies and practices against women and 
an undervaluation of their contribution to 
development. Hence the need for trade 
unions to continue to fight for laws, socio-
economic policies and institutions to promote 
equal opportunity and equal treatment of all 
persons.

A third strategic objective of decent work 
is that of social protection. As discussed 
under Target 1.3, social protection is a right 
enshrined in the Universal Declaration of 
Human Rights. According to the ILO3 in 
2012, only 27% of the world’s working–age 
population and their families had access to 
comprehensive social security systems. So 
5.2 billion people worldwide do not enjoy 
access to comprehensive social protection 
and are covered only partially or not at all.

A last constitutive element of decent work 
is that of social dialogue. Tripartism and 
social dialogue, together with the adoption 
of international labour standards, make the 
ILO stand out from all other organisations 
in the international system. After close 
to a century of social dialogue, today one 
can find national tripartite social dialogue 
mechanisms in some 80 per cent of all 
ILO member states with varying levels of 
effectiveness. Collective bargaining covers 

3 ILO, World Social Protection Report 2014/15, Building 
economic recovery, inclusive development and social 
justice, Geneva, 2014

fewer than 20 per cent of workers in paid 
employment in about 60 per cent of all 
ILO member States. In the area of cross-
border social dialogue, the Global Union 
Federations have signed International 
Framework Agreements with multinational 
companies however, these initiatives 
remain fragile. The new challenges posed 
in the global economy like the emergence 
of global value chains and policies of 
austerity are posing new difficulties to 
social dialogue – particularly, collective 
bargaining. Sectoral and national collective 
bargaining appears to be losing ground 
to bargaining at enterprise level. So the 
strengthening of tripartism and social 
dialogue and collective bargaining in 
particular, should be an essential part of 
trade union efforts to make Goal 8 a reality.

The ILO’s Social Justice Declaration4 in 
stressing the nature of the four strategic 
objectives that underpin decent work (i.e. 
rights, employment, social protection, social 
dialogue), stresses that, “The four strategic 
objectives are inseparable, interrelated and 
mutually supportive . The failure to promote 
any one of them would harm progress towards 
the others . To optimize their impact, efforts 
to promote them should be part of a(n) … 
global and integrated strategy…”. Trade 
Unions must therefore ensure that national 
SDG policies aimed at implementing Goal 8 
are not limited to only employment policies 
or social protection policies but include all 
the four dimensions of Decent Work.

4 ILO, ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 
adopted by the International Labour Conference at its Ninety-
seventh Session, Geneva, 10 June 2008, p.11

Catatan:

• Bagaimanakah pola pertumbuhan ekonomi di negara Anda? Apakah terus bertumbuh, inklusif 
dan berkelanjutan?

• Apakah pola pertumbuhan ekonomi di negara Anda mendorong kerja layak bagi semua?

• Apakah pemerintah Anda mempromosikan kerja layak bagi semua atau mendorong pekerjaan 
sedikit atau kebijakan perlindungan sosial tanpa memasukkan hak dan dialog sosial?

• Bagaimanakah serikat pekerja memastikan kebijakan makroekonomi di negara Anda berupaya 
menghadirkan pekerjaan yang utuh dan layak bagi semua?

• Baagaimanakah serikat pekerja meningkatkan kepatuhan akan kebebasan berserikat dan 
perundingan bersama?
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To achieve this objective, decent work must 
be placed at the heart of macroeconomic 
policies of countries. The creation of 
decent jobs cannot be seen simply as a 
by-product of growth but must rather be 
one of the central concerns in the design 
of the economic growth strategy. In other 
words, the creation of decent jobs must be 
a central preoccupation of macroeconomic 
policy alongside fiscal and monetary policy 
concerns.

Since the global financial crisis, the global 
economy is yet to recover fully. It is still 
trapped in a cycle of low growth which is 
having a devastating effect on the creation 
of jobs and poverty reduction. According to 
the ILO1, over the next two years, the global 
economy is projected to grow only be 3% 
which is significantly less than before the last 
global financial crisis. Weak global growth, 
coupled with financialization of the global 
economy and high levels of inequality are 
having devastating employment and social 
consequences.

Decent Work includes the pursuit of full 
employment. According to the ILO2, global 
unemployment stands at more than 27 
million higher in 2015 than in the pre-
crisis level of 2007. If pre-crisis growth 
levels had resumed, an estimated 70 
million unemployed people would have 
had a job today. One of the groups most 
affected by unemployment are the youth. 
Worldwide, some 71 million young people 
are unemployed. Furthermore, it is estimated 
that 156 million employed youth or 38 
per cent of working youth in emerging and 
developing countries, are living in extreme or 
moderate poverty. So there is an employment 
crisis whose scale is further aggravated by 
the persistence in developing countries of 
the informal economy.

1 ILO, World Economic and Social Outlook, Trends, Geneva 
2016

2 Ibid.

In the pursuit of decent work for all, one 
must also meet the challenge to ensure 
the effective exercise of rights at work. 
Target 8.8 is of special significance to 
trade unions as it aims at protecting labour 
rights including safe and healthy working 
conditions, particularly for migrant workers 
and those in precarious employment. 
The key indicator of progress linked to this 
Target is to increase national compliance 
of labour rights, which has at its core the 
respect for freedom of association and the 
right to collective bargaining – rights that 
are enshrined in Conventions 87 and 98 
as well as the Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work. Among these 
fundamental ILO conventions, those that 
have least been ratified are Conventions 87 
and 98. Indeed more than 40 per cent of the 
world’s population lives in countries that have 
not ratified these two core conventions, which 
are considered as the enabling rights to the 
achievement of all other rights. So for trade 
unions, the campaign for the ratification and 
implementation of these core rights, coupled 
with the use and monitoring of the respect of 
labour rights in the ILO supervisory system, is 
the means to ensure that this Target is met.

Target 8.7 seeks to eradicate forced labour 
and end child labour in all its forms. The ILO 
estimates that today some 21 million people 
are victims of forced labour, with some 5.5 
million of whom are children. Child labour 
figures today stand at 168 million children 
with 85 million of them in the worst forms of 
child labour.

In the area of discrimination, the challenges 
are equally daunting. ILO Conventions 100 
and 111 on discrimination are yet to be 
fully met. Discrimination on the basis of 
race, colour, sex, religion, political opinion, 
national extraction, social origin, and other 

Catatan:
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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grounds remain widespread. One such area 
which Target 8.5 seeks to address is the area 
of gender pay equity. On average, women 
are paid 23 per cent less than their male 
counterparts. This reflects discriminatory 
policies and practices against women and 
an undervaluation of their contribution to 
development. Hence the need for trade 
unions to continue to fight for laws, socio-
economic policies and institutions to promote 
equal opportunity and equal treatment of all 
persons.

A third strategic objective of decent work 
is that of social protection. As discussed 
under Target 1.3, social protection is a right 
enshrined in the Universal Declaration of 
Human Rights. According to the ILO3 in 
2012, only 27% of the world’s working–age 
population and their families had access to 
comprehensive social security systems. So 
5.2 billion people worldwide do not enjoy 
access to comprehensive social protection 
and are covered only partially or not at all.

A last constitutive element of decent work 
is that of social dialogue. Tripartism and 
social dialogue, together with the adoption 
of international labour standards, make the 
ILO stand out from all other organisations 
in the international system. After close 
to a century of social dialogue, today one 
can find national tripartite social dialogue 
mechanisms in some 80 per cent of all 
ILO member states with varying levels of 
effectiveness. Collective bargaining covers 

3 ILO, World Social Protection Report 2014/15, Building 
economic recovery, inclusive development and social 
justice, Geneva, 2014

fewer than 20 per cent of workers in paid 
employment in about 60 per cent of all 
ILO member States. In the area of cross-
border social dialogue, the Global Union 
Federations have signed International 
Framework Agreements with multinational 
companies however, these initiatives 
remain fragile. The new challenges posed 
in the global economy like the emergence 
of global value chains and policies of 
austerity are posing new difficulties to 
social dialogue – particularly, collective 
bargaining. Sectoral and national collective 
bargaining appears to be losing ground 
to bargaining at enterprise level. So the 
strengthening of tripartism and social 
dialogue and collective bargaining in 
particular, should be an essential part of 
trade union efforts to make Goal 8 a reality.

The ILO’s Social Justice Declaration4 in 
stressing the nature of the four strategic 
objectives that underpin decent work (i.e. 
rights, employment, social protection, social 
dialogue), stresses that, “The four strategic 
objectives are inseparable, interrelated and 
mutually supportive . The failure to promote 
any one of them would harm progress towards 
the others . To optimize their impact, efforts 
to promote them should be part of a(n) … 
global and integrated strategy…”. Trade 
Unions must therefore ensure that national 
SDG policies aimed at implementing Goal 8 
are not limited to only employment policies 
or social protection policies but include all 
the four dimensions of Decent Work.

4 ILO, ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 
adopted by the International Labour Conference at its Ninety-
seventh Session, Geneva, 10 June 2008, p.11

INDUSTRI, INOVASI 
DAN INFRASTRUKTUR

Tujuan 9
Membangun Infrastruktur 
yang Tangguh, Meningkatkan 
Industri Inklusif dan 
Berkelanjutan, serta 
Mendorong Inovasi



5254

Targets Indicators

9.2 Promote inclusive and sustainable 
industrialization and, by 2030, significantly raise 
industry’s share of employment and gross domestic 
product, in line with national circumstances, and 
double its share in least developed countries

9.2.1 Manufacturing value added as a proportion of GDP 
and per capita

9.2.2 Manufacturing employment as a proportion of total 
employment

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 9

NOTES:

• What is the level of manufacturing employment as a proportion of total employment in your 
country?

• What is the trade union policy platform to advocate for inclusive industrialisation, 
infrastructural development and a growth in manufacturing employment?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRI, INOVASI 
DAN INFRASTRUKTUR Tujuan 9

Membangun Infrastruktur 
yang Tangguh, Meningkatkan 
Industri Inklusif dan 
Berkelanjutan, serta 
Mendorong Inovasi

9.1  Mengembangkan infrastruktur yang 
berkualitas, andal, berkelanjutan 
dan tangguh, termasuk infrastruktur 
regional dan lintas batas, untuk 
mendukung pembangunan ekonomi dan 
kesejahteraan manusia, dengan fokus 
pada akses yang terjangkau dan merata 
bagi semua.

9.2  Mempromosikan industrialisasi inklusif 
dan berkelanjutan, dan pada 2030 
secara signifikan meningkatkan proporsi 
industri dalam lapangan kerja dan 
produk domestik bruto, sejalan dengan 
kondisi nasional, dan meningkatkan dua 
kali lipat proporsinya di negara kurang 
berkembang.

9.3  Meningkatkan akses industri dan 
perusahaan skala kecil, khususnya 
di negara berkembang, terhadap jasa 
keuangan termasuk kredit terjangkau 
dan integrasinya ke dalam rantai nilai 
dan pasar.

9.4  Pada 2030, meningkatkan infrastruktur 
dan retrofit industri untuk menjadikan 
industri berkelanjutan, dengan 
efisiensi penggunaan sumber daya 
yang meningkat dan adopsi yang lebih 
baik dari teknologi dan proses industri 
bersih dan ramah lingkungan, yang 
dilaksanakan semua negara sesuai 
kemampuan masing-masing.

9.5  Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan 
kapabilitas teknologi sektor industri 
di semua negara, termasuk negara-
negara berkembang, termasuk pada 
2030, mendorong inovasi dan secara 
substansial meningkatkan jumlah 
peneliti dan pengembangan per 1 juta 
orang dan meningkatkan pembelanjaan 
penelitian dan pengembangan, baik 
yang dilakukan oleh negara maupun 
swasta.

9.a  Memfasilitasi pembangunan 
infrastruktur yang berkelanjutan 
dan tangguh di negara berkembang, 

INDUSTRI, INOVASI 
DAN INFRASTRUKTUR
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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9.a Facilitate sustainable and 
resilient infrastructure 
development in developing 
countries through enhanced 
financial, technological and 
technical support to African 
countries, least developed 
countries, landlocked developing 
countries and small island 
developing States 

9.b Support domestic technology 
development, research and 
innovation in developing 
countries, including by ensuring 
a conducive policy environment 
for, inter alia, industrial 
diversification and value 
addition to commodities 

9.c Significantly increase access to 
information and communications 
technology and strive to provide 
universal and affordable 
access to the Internet in least 
developed countries by 2020

Goal 9 seeks to address 3 areas that are 
particularly important for developing 
countries namely, building resilient 
infrastructure, promoting inclusive and 
sustainable industrialisation, and fostering 
innovation. 

All these issues are of strategic importance 
particularly for low and middle-income 
countries that need to undertake a structural 
transformation of their largely agrarian or 
extractive economies. This process will 
enhance their industrial capacities and 
manufacturing base and will in turn create 
more manufacturing employment and value 
added. All of this will yield resources that 
could be used to develop infrastructure.

According to the UN report on SDG progress, 
“In 2015, the share of manufacturing 
value added in terms of GDP of developed 
regions was estimated at 13 per cent, 
a decrease over the past decade owing 
largely to the increasing role of services in 
developed regions . In contrast, the share of 
manufacturing value added in GDP remained 
relatively stagnant for developing regions, 
increasing marginally from 19 per cent 
in 2005 to 21 per cent in 2015 . Those 
values hide substantial differences, with 
manufacturing value added contributing over 
31 per cent to GDP in Eastern Asia and 10 
per cent or less in both sub-Saharan Africa 
and Oceania . The least developed countries 
face particular challenges in industrializing . 
Although those countries represent 13 per 
cent of the global population, they contribute 
less than 1 per cent of global manufacturing 
value added . Worldwide, about 500 million 
people are employed in manufacturing . While 
manufacturing job numbers have fallen in 
industrialized countries, they have steadily 
increased in developing countries . In the 
least developed countries, agricultural and 
traditional sectors remain the main sources 
of employment… . In developing countries, 
small-scale industries accounted for an 
estimated 15 per cent to 20 per cent of value 
added and 25 per cent to 30 per cent of total 
industrial employment in 2015.”1

1 UN., op. cit. pp.13-14

Tujuan 9 berupaya untuk mengatasi tiga 
bidang yang penting untuk negara berkembang 
yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, 
mendorong industrialisasi yang inklusif dan 
berkelanjutan, serta menyuburkan inovasi.

Menurut Laporan PBB mengenai kemajuan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, “Pada 
2015, proporsi nilai tambah manufaktur 
dalam hal PDB kawasan maju diperkirakan 
13 persen, sebuah penurunan selama satu 
dekade terakhir karena semakin meningkatnya 
peran sektor jasa di kawasan maju. 

Berlawanan dengan hal tersebut, proporsi 
nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB 
tetap berada pada kondisi yang sama untuk 
kawasan berkembang, mengalami peningkatan 
sangat kecil dari 19 persen pada 2005 
menjadi 21 persen pada 2015. Nilai-nilai 
tersebut menyembunyikan perbedaan yang 
mencolok, di mana nilai tambah manufaktur 
berkontribusi 31 persen pada PDB di Asia 
Timur dan 10 persen atau kecil di kawasan 
Sub-Sahara Afrika dan Oseania. Negara-
negara yang kurang berkembang mengalami 
tantangan tersendiri dalam hal industrialisasi. 
Meskipun negara-negara tersebut memiliki 
populasi 13 persen dari seluruh populasi 
dunia, kontribusi mereka terhadap nilai 
tambah manufaktur kurang dari 1 persen. Di 
seluruh dunia sekitar 500 juta orang bekerja 
di sektor manufaktur. Meskipun jumlah 
pekerja manufaktur turun di negara-negara 
maju, jumlahnya di negara berkembang masih 
terus meningkat. Di negara-negara yang 
kurang berkembang, sektor pertanian dan 
tradisional lainnya menjadi sumber utama 
pekerjaan... di negara berkembang, industri 
skala kecil menyumbangkan sekitar 15 persen 
hingga 20 persen nilai tambah dan 25 persen 
hingga 30 persen dari pekerjaan di industri 
pada tahun 2015.”17

melalui peningkatan keuangan, 
teknologi dan dukungan teknis bagi 
negara-negara Afrika, negara-negara 
kurang berkembang, negara-negara 
berkembang terkurung daratan dan 
negara-negara berkembang pulau 
kecil.

9.b  Mendukung pengembangan teknologi 
domestik, riset dan inovasi di negara-
negara berkembang, termasuk 
menjamin lingkungan kebijakan 
yang kondusif, antara lain untuk 
diversifikasi industri dan nilai tambah 
terhadap komoditas.

9.c  Secara signifikan meningkatkan 
akses terhadap terknologi informasi 
dan komunikasi, dan berupaya 
menyediakan akses universal dan 
terjangkau terhadap internet di 
negara-negara kurang berkembang 
pada 2020.

17 UN., op. cit. pp. 13-14
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Targets Indicators

9.2 Promote inclusive and sustainable 
industrialization and, by 2030, significantly raise 
industry’s share of employment and gross domestic 
product, in line with national circumstances, and 
double its share in least developed countries

9.2.1 Manufacturing value added as a proportion of GDP 
and per capita

9.2.2 Manufacturing employment as a proportion of total 
employment

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 9

NOTES:

• What is the level of manufacturing employment as a proportion of total employment in your 
country?

• What is the trade union policy platform to advocate for inclusive industrialisation, 
infrastructural development and a growth in manufacturing employment?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target dan indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 9

9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif 
dan berkelanjutan, dan pada 2030 secara 
signifikan meningkatkan proporsi industri 
dalam lapangan kerja dan produk domestik 
bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan 
meningkatkan dua kali lipat proporsinya di 
negara kurang berkembang.

9.2.1 Nilai tambah manufaktur sebagai 
proporsi Pendapatan Domestik Bruto dan 
per kapita

9.2.2 Tenaga kerja manufaktur sebagai 
proporsi total tenaga kerja.

Target Indikator

Catatan:

• Bagaimanakah jumlah tenaga kerja sektor manufaktur sebagai proporsi jumlah total tenaga 
kerja di negara Anda?

• Apakah kebijakan serikat pekerja untuk melakukan advokasi industrialisasi inklusif, 
pembangunan infrastruktural dan pertumbuhan pada pekerjaan sektor manufaktur?
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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9.a Facilitate sustainable and 
resilient infrastructure 
development in developing 
countries through enhanced 
financial, technological and 
technical support to African 
countries, least developed 
countries, landlocked developing 
countries and small island 
developing States 

9.b Support domestic technology 
development, research and 
innovation in developing 
countries, including by ensuring 
a conducive policy environment 
for, inter alia, industrial 
diversification and value 
addition to commodities 

9.c Significantly increase access to 
information and communications 
technology and strive to provide 
universal and affordable 
access to the Internet in least 
developed countries by 2020

Goal 9 seeks to address 3 areas that are 
particularly important for developing 
countries namely, building resilient 
infrastructure, promoting inclusive and 
sustainable industrialisation, and fostering 
innovation. 

All these issues are of strategic importance 
particularly for low and middle-income 
countries that need to undertake a structural 
transformation of their largely agrarian or 
extractive economies. This process will 
enhance their industrial capacities and 
manufacturing base and will in turn create 
more manufacturing employment and value 
added. All of this will yield resources that 
could be used to develop infrastructure.

According to the UN report on SDG progress, 
“In 2015, the share of manufacturing 
value added in terms of GDP of developed 
regions was estimated at 13 per cent, 
a decrease over the past decade owing 
largely to the increasing role of services in 
developed regions . In contrast, the share of 
manufacturing value added in GDP remained 
relatively stagnant for developing regions, 
increasing marginally from 19 per cent 
in 2005 to 21 per cent in 2015 . Those 
values hide substantial differences, with 
manufacturing value added contributing over 
31 per cent to GDP in Eastern Asia and 10 
per cent or less in both sub-Saharan Africa 
and Oceania . The least developed countries 
face particular challenges in industrializing . 
Although those countries represent 13 per 
cent of the global population, they contribute 
less than 1 per cent of global manufacturing 
value added . Worldwide, about 500 million 
people are employed in manufacturing . While 
manufacturing job numbers have fallen in 
industrialized countries, they have steadily 
increased in developing countries . In the 
least developed countries, agricultural and 
traditional sectors remain the main sources 
of employment… . In developing countries, 
small-scale industries accounted for an 
estimated 15 per cent to 20 per cent of value 
added and 25 per cent to 30 per cent of total 
industrial employment in 2015.”1

1 UN., op. cit. pp.13-14

PENGURANGAN
KESENJANGAN

Tujuan 10
Mengurangi Kesenjangan Intra 
dan Antar Negara
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Target 9.10 addresses the concerns of 
a particular discriminated group namely 
migrant workers. It seeks to reduce to less 
than 3 per cent the transaction costs of 
migrant remittances. According to the UN4, 

4 UN, op. cit., p. 15

recently the cost of sending money across 
borders stands at 7.5 per cent of the amount 
remitted in 2015. Remittances to developed 
countries in 2015 stood at US$431.6 billion. 

Targets Indicators

10.1 By 2030, progressively achieve and sustain 
income growth of the bottom 40 per cent of the 
population at a rate higher than the national 
average

10.1.1 Growth rates of household expenditure or 
income per capita among the bottom 40 per cent of the 
population and the total population

10.2 By 2030, empower and promote the social, 
economic and political inclusion of all, irrespective 
of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, 
religion or economic or other status

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of 
median income, by age, sex and persons with disabilities

10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and 
social protection policies, and progressively 
achieve greater equality

10.4.1 Labour share of GDP, comprising wages and social 
protection transfers

10.6 Ensure enhanced representation and voice 
for developing countries in decision-making 
in global international economic and financial 
institutions in order to deliver more effective, 
credible, accountable and legitimate institutions

10.6.1 Proportion of members and voting rights of 
developing countries in international organizations

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and 
responsible migration and mobility of people, 
including through the implementation of planned 
and well-managed migration policies

10.7.1 Recruitment cost borne by employee as a 
proportion of yearly income earned in country of 
destination

10.7.2 Number of countries that have implemented well-
managed migration policies

10.c By 2030, reduce to less than 3 per cent 
the transaction costs of migrant remittances and 
eliminate remittance corridors with costs higher 
than 5 per cent

10.c.1 Remittance costs as a proportion of the amount 
remitted

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 10

PENGURANGAN
KESENJANGAN

Tujuan 10
Mengurangi Kesenjangan 
Intra dan Antar Negara

10.1 Pada 2030, secara progresif mencapai 
dan mempertahankan pertumbuhan 
pendapatan penduduk yang berada di 
bawah 40 persen dari populasi pada 
tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata 
nasional.

10.2 Pada 2030 memberdayakan dan 
meningkatkan inklusi sosial, ekonomi 
dan politik bagi semua, terlepas dari 
usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, 
suku, asal, agama atau kemampuan 
ekonomi atau status lainnya.

10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan 
mengurangi kesenjangan hasil, termasuk 
dengan menghapus hukum, kebijakan 
dan praktik yang diskriminatif, dan 
mempromosikan legislasi, kebijakan dan 
tindakan yang tepat terkait legislasi dan 
kebijakan tersebut.

10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama 
kebijakan fiskal, upah dan perlindungan 
sosial, serta secara progresif mencapai 
kesetaraan yang lebih besar.

10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan 
pasar dan lembaga keuangan global dan 
memperkuat pelaksanaan regulasinya.

10.6 Menjamin peningkatan keterwakilan dan 
suara bagi negara berkembang dalam 
pengambilan keputusan di lembaga-
lembaga ekonomi dan keuangan 
internasional global, untuk membentuk 
kelembagaan yang lebih efektif, 
kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.

10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas 
manusia yang teratur, aman, berkala dan 
bertanggungjawab, termasuk melalui 
penerapan kebijakan migrasi yang 
terencana dan terkelola dengan baik.

10.a Menerapkan prinsip perlakuan 
khusus dan berbeda bagi negara 
berkembang, khususnya negara yang 
kurang berkembang, sesuai dengan 
kesepakatan Organisasi Perdagangan 
Dunia (WTO).

PENGURANGAN
KESENJANGAN
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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10.a Implement the principle 
of special and differential 
treatment for developing 
countries, in particular least 
developed countries, in 
accordance with World Trade 
Organization agreements 

10.b Encourage official 
development assistance and 
financial flows, including 
foreign direct investment, 
to States where the need 
is greatest, in particular 
least developed countries, 
African countries, small 
island developing States 
and landlocked developing 
countries, in accordance 
with their national plans and 
programmes 

10.c By 2030, reduce to less than 
3 per cent the transaction 
costs of migrant remittances 
and eliminate remittance 
corridors with costs higher 
than 5 per cent

Goal 10 aims at reducing all forms of 
inequalities whether they are based on 
income, sex, race, ethnicity, age, disability 
social origin or colour, religion, political 
opinion, national extraction or other status. 
This goal also aims at reducing inequalities 
among countries.

According to Oxfam1, the wealth of the 
poorest half of the world’s population has 
fallen by a trillion dollars since 2010, a drop 
of 38 percent. Meanwhile, the wealth of the 
richest 62 has increased by more than half a 
trillion dollars to $1.76tr. Hence, 62 people 
own the same as half the world’s population.

1 OXFAM, An economy for the 1%, 210 Oxfam Briefing 
paper, 18 January 2016 

This rise in inequality can also be measured 
in the labour share of GDP (which is the 
proportion of wages and social protection 
transfers in an economy). According to the 
UN2, “Globally, the labour share of GDP 
decreased from 57 per cent in 2000 to 55 
per cent in 2015, mainly owing to stagnating 
wages and a decline in employers’ social 
contributions in developed regions, while 
the trend was stable or slightly upward in 
developing regions”.

This is further supported by evidence from 
the ILO3 which states that the “…wage share 
in overall gross domestic product (GDP) 
has been declining for several decades in 
16 developed countries for which data are 
available, from about 75 per cent of national 
income in the mid-1970s to about 65 per 
cent in the years just before the global 
crisis . The average wage share also declined 
in a group of 16 developing and emerging 
economies, from around 62 per cent of GDP 
in the early 1990s to 58 per cent just before 
the crisis . Even in China, where wages have 
grown strongly, GDP increased at a faster 
rate than the total wage bill – and hence the 
labour share of national income went down.” 
In conclusion, one is witnessing a shift of 
income away from labour towards capital. 
This has been a major factor that has led to 
the rise in inequality in the world. 

Inequality is also reflected through the 
different grounds of discrimination. For 
instance, pay inequality remains one of 
the most persistent forms of discrimination 
between men and women. The ILO estimates 
the global average gender pay gap to be 
23 per cent. Despite measures being 
implemented to tackle this issue, progress is 
slow. It is estimated that at the current rate 
of progress, it will take another 75 years to 
bridge the gender wage gap. So accelerated 
action is needed to tackle the root causes of 
the problem to ensure equal opportunity and 
equal treatment of all persons.

2 UN, op. cit., pp. 14-15
3 ILO, Tackling the global economic and employment crisis, 

Governing Body, GB.317/WP/SDG/2, Geneva, March 2013

Tujuan 10 bertujuan mengurangi segala bentuk 
ketimpangan baik yang berdasarkan pendapatan, 
jenis kelamin, ras, etnis, usia, disabilitas, asal 
atau warna kulit, agama, pendapat politik, 
ekstraksi nasional atau status lainnya. Tujuan ini 
juga bertujuan mengurangi ketimpangan antar 
negara.

Menurut Oxfam18, kekayaan dari setengah 
masyarakat dunia yang paling miskin 
turun satu triliun dolar sejak tahun 2010, 
penurunan sebesar 38 persen. Sementara 
kekayaan 62 orang terkaya di dunia jumlahnya 

lebih dari setengah hingga $ 1,76 triliun. 
Dengan demikian, 62 orang di dunia memiliki 
kekayaan sama dengan setengah dari 
penduduk dunia.

Semakin meningkatnya ketimpangan juga 
dapat dihitung dari proporsi tenaga kerja pada 
PDB (yang merupakan proporsi upah dan 
penyediaan perlindungan sosial pada suatu 
perekonomian). Menurut PBB19, “Di tingkat 
global, proporsi PDB menurun dari 57 persen 
pada 2000 menjadi 55 persen pada 2015, 
hal ini disebabkan karena tidak bergesernya 
upah, dan penurunan kontribusi sosial para 
pengusaha di kawasan yang sudah maju, 
karena tren di kawasan yang berkembang 
stabil atau sedikit meningkat”.

Hal ini semakin didukung oleh bukti dari 
ILO20 yang menyatakan bahwa “proporsi upah 
pada Produk Domestik Bruto (PDB) menurun 
selama beberapa dekade di 16 negara maju 
di mana terdapat data mengenai hal ini, dari 
sekitar 75 persen pendapatan nasional pada 
pertengahan tahun 1970an hanya menjadi 
sekitar 65 persen pada tahun-tahun sebelum 
krisis global terjadi. Rata-rata proporsi upah 
juga menurun pada kelompok 16 negara 
berkembang, dari sekitar 62 persen PDB di 
awal 1990an menjadi 58 persen sebelum 
krisis terjadi. Bahkan di Tiongkok, di mana 
upah bertumbuh dengan sangat pesat, PDB 
meningkat lebih cepat lagi dibandingkan 
kenaikan upah—karenanya proporsi 
pendapatan dari tenaga kerja pun menurun”. 
Singkatnya, kita melihat pergeseran 
pendapatan dari tenaga kerja mnejadi modal. 
Ini merupakan faktor utama yang pada 
akhirnya meningkatkan ketimpangan di dunia 
ini.

Ketimpangan juga terlihat karena berbagai 
alasan diskriminasi. Misalnya, ketimpangan 

10.b Mendorong bantuan pembangunan 
dan arus keuangan yang resmi, 
termasuk investasi asing secara 
langsung, ke negara-negara yang 
paling membutuhkan, terutama 
negara kurang berkembang, negara-
negara Afrika, negara berkembang 
pulau kecil, dan negara terkurung 
daratan, sesuai dengan rencana dan 
program nasional mereka.

10.c Pada 2030, mengurangi biaya 
transaksi remitansi migran hingga 
menjadi kurang dari 3 persen, dan 
menghapuskan koridor remitansi 
dengan biaya lebih tinggi dari 5 
persen

18 OXFAM, An Economy for the 1%, 210 Oxfam 
Briefing paper, 18 Januari 2016

19 UN, op.cit., pp 14-15

20 ILO, Tackling the global economic and employment 
crisis, Governing Body, GB.317/WP/SDG/2, Jenewa, 
Maret 2013



5858

Target 9.10 addresses the concerns of 
a particular discriminated group namely 
migrant workers. It seeks to reduce to less 
than 3 per cent the transaction costs of 
migrant remittances. According to the UN4, 

4 UN, op. cit., p. 15

recently the cost of sending money across 
borders stands at 7.5 per cent of the amount 
remitted in 2015. Remittances to developed 
countries in 2015 stood at US$431.6 billion. 

Targets Indicators

10.1 By 2030, progressively achieve and sustain 
income growth of the bottom 40 per cent of the 
population at a rate higher than the national 
average

10.1.1 Growth rates of household expenditure or 
income per capita among the bottom 40 per cent of the 
population and the total population

10.2 By 2030, empower and promote the social, 
economic and political inclusion of all, irrespective 
of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, 
religion or economic or other status

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of 
median income, by age, sex and persons with disabilities

10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and 
social protection policies, and progressively 
achieve greater equality

10.4.1 Labour share of GDP, comprising wages and social 
protection transfers

10.6 Ensure enhanced representation and voice 
for developing countries in decision-making 
in global international economic and financial 
institutions in order to deliver more effective, 
credible, accountable and legitimate institutions

10.6.1 Proportion of members and voting rights of 
developing countries in international organizations

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and 
responsible migration and mobility of people, 
including through the implementation of planned 
and well-managed migration policies

10.7.1 Recruitment cost borne by employee as a 
proportion of yearly income earned in country of 
destination

10.7.2 Number of countries that have implemented well-
managed migration policies

10.c By 2030, reduce to less than 3 per cent 
the transaction costs of migrant remittances and 
eliminate remittance corridors with costs higher 
than 5 per cent

10.c.1 Remittance costs as a proportion of the amount 
remitted

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 10

upah menjadi bentuk diskriminasi yang sering 
terjadi antara perempuan dan laki-laki. ILO 
memperkirakan kesenjangan upah rata-rata di 
tingkat global adalah sebesar 23 persen.

 Meskipun banyak tindakan yang dilakukan 
untuk menangani hal ini, kemajuannya sangat 
lamban. Diperkirakan dengan kecepatan 
kemajuan seperti saat ini, akan butuh waktu 
75 tahun untuk menutup kesenjangan upah 
atas alasan gender. Sehingga tindakan yang 
dipercepat dibutuhkan untuk menangani akar 
penyebab permasalahan ini untuk memastikan 
peluang dan perlakuan setara bagi semua 
orang dapat terwujud.

Target 9.10 mencoba untuk menangani 
kelompok yang terdiskriminasi secara khusus 
dalam hal ini adalah pekerja migran. Target 
ini berupaya mengurangi kurang dari 3 persen 
biaya transaksi dari remitansi pekerja migran. 
Menurut PBB21, biaya mengirimkan uang 
lintas batas negara adalah sebesar 7,5 persen 
dari jumlah yang dikirimkan pada tahun 
2015. Remitansi ke negara maju pada 2015 
jumlahnya sekitar US$431,6 Miliar.

21 UN, op.cit., p. 15

Target dan Indikator Serikat Pekerja Menurut Tujuan 10

10.1 Pada 2030, secara progresif 
mencapai dan mempertahankan 
pertumbuhan pendapatan penduduk yang 
berada di bawah 40 persen dari populasi 
pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata 
nasional.

10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama 
kebijakan fiskal, upah dan perlindungan 
sosial, serta secara progresif mencapai 
kesetaraan yang lebih besar.

10.2 Pada 2030 memberdayakan dan 
meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan 
politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis 
kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama 
atau kemampuan ekonomi atau status 
lainnya.

10.6 Memastikan peningkatan representasi 
dan suara bagi negara berkembang 
dalam pengambilan keputusan di 
lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan 
internasional global, untuk membentuk 
kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, 
akuntabel dan terlegitimasi.

10.1.1 Pertumbuhan belanja atau 
pendapatan rumah tangga per kapita di 
kalangan 40 persen terbawah dari populasi 
dan populasi total.

10.4.1 Proporsi tenaga kerja terhadap 
PDB, terdiri dari upah dan pemberian 
perlindungan sosial

10.2.1 Proporsi orang yang hidup di 
bawah 50 persen rata-rata pendapatan, 
berdasarkan usia, jenis kelamin dan 
penyandang disabilitas.

10.6.1 Proporsi anggota dan hak pilih 
negara-negara berkembang pada organisasi 
internasional

Target Indikator
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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10.a Implement the principle 
of special and differential 
treatment for developing 
countries, in particular least 
developed countries, in 
accordance with World Trade 
Organization agreements 

10.b Encourage official 
development assistance and 
financial flows, including 
foreign direct investment, 
to States where the need 
is greatest, in particular 
least developed countries, 
African countries, small 
island developing States 
and landlocked developing 
countries, in accordance 
with their national plans and 
programmes 

10.c By 2030, reduce to less than 
3 per cent the transaction 
costs of migrant remittances 
and eliminate remittance 
corridors with costs higher 
than 5 per cent

Goal 10 aims at reducing all forms of 
inequalities whether they are based on 
income, sex, race, ethnicity, age, disability 
social origin or colour, religion, political 
opinion, national extraction or other status. 
This goal also aims at reducing inequalities 
among countries.

According to Oxfam1, the wealth of the 
poorest half of the world’s population has 
fallen by a trillion dollars since 2010, a drop 
of 38 percent. Meanwhile, the wealth of the 
richest 62 has increased by more than half a 
trillion dollars to $1.76tr. Hence, 62 people 
own the same as half the world’s population.

1 OXFAM, An economy for the 1%, 210 Oxfam Briefing 
paper, 18 January 2016 

This rise in inequality can also be measured 
in the labour share of GDP (which is the 
proportion of wages and social protection 
transfers in an economy). According to the 
UN2, “Globally, the labour share of GDP 
decreased from 57 per cent in 2000 to 55 
per cent in 2015, mainly owing to stagnating 
wages and a decline in employers’ social 
contributions in developed regions, while 
the trend was stable or slightly upward in 
developing regions”.

This is further supported by evidence from 
the ILO3 which states that the “…wage share 
in overall gross domestic product (GDP) 
has been declining for several decades in 
16 developed countries for which data are 
available, from about 75 per cent of national 
income in the mid-1970s to about 65 per 
cent in the years just before the global 
crisis . The average wage share also declined 
in a group of 16 developing and emerging 
economies, from around 62 per cent of GDP 
in the early 1990s to 58 per cent just before 
the crisis . Even in China, where wages have 
grown strongly, GDP increased at a faster 
rate than the total wage bill – and hence the 
labour share of national income went down.” 
In conclusion, one is witnessing a shift of 
income away from labour towards capital. 
This has been a major factor that has led to 
the rise in inequality in the world. 

Inequality is also reflected through the 
different grounds of discrimination. For 
instance, pay inequality remains one of 
the most persistent forms of discrimination 
between men and women. The ILO estimates 
the global average gender pay gap to be 
23 per cent. Despite measures being 
implemented to tackle this issue, progress is 
slow. It is estimated that at the current rate 
of progress, it will take another 75 years to 
bridge the gender wage gap. So accelerated 
action is needed to tackle the root causes of 
the problem to ensure equal opportunity and 
equal treatment of all persons.

2 UN, op. cit., pp. 14-15
3 ILO, Tackling the global economic and employment crisis, 

Governing Body, GB.317/WP/SDG/2, Geneva, March 2013

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 10

10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas 
manusia yang teratur, aman, berkala dan 
bertanggungjawab, termasuk melalui 
penerapan kebijakan migrasi yang 
terencana dan terkelola dengan baik.

10.c Pada 2030, mengurangi biaya 
transaksi remitansi migran hingga menjadi 
kurang dari 3 persen, dan menghapuskan 
koridor remitansi dengan biaya lebih tinggi 
dari 5 persen

10.7.1 Biaya perekrutan ditanggung oleh 
pekerja sebagai proporsi pendapatan 
tahunan yang didapatkan di negara tujuan.

10.7.2 Jumlah negara yang melaksanakan 
kebijakan migrasi yang terkelola dengan 
baik.

10.c.1 Biaya remitansi sebagai proporsi 
jumah yang dikirimkan.

Target Indikator

ILO:

Upah:

• Konvensi Perlindungan Upah, 1949 (No. 
95)

• Konvensi Penentuan Upah Minimum, 
1970 (No. 131)

• Konvensi Pengupahan Setara, 1951 
(No. 100)

• Konvensi Diskriminasi (Ketenagakerjaan 
dan Jabatan), 1958 (No. 111)

Perlindungan Sosial:

• Konvensi Jaminan Sosial (Standar 
Minimum), 1952 (No. 102)

• Rekomendasi Landasan Perlindungan 
Sosial, 2012 (No. 202)

• Konvensi Perlakuan Setara (Jaminan 
Sosial), 1962 (No. 118)

• Konvensi Hak atas Jaminan Sosial, 
1982 (No. 157)

• Konvensi Perlindungan Ibu Hamil, 2000 
(No. 183)

Kerja Paksa:

• Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29)

• Protokol 2014 mengenai Konvensi Kerja 
Paksa, 1930 (P029)

• Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 
1957 (No. 105)

• Konvensi Bentuk-bentuk Pekerja 
Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182)

Pekerja Migran:

• Konvensi Migrasi untuk tujuan 
Pekerjaan (Revisi), 1949 (No. 97)

• Konvensi Pekerja Migran (Provisi 
Tambahan), 1975 (No. 143)

• Konvensi Lembaga Perekrutan Swasta, 
1997 (No. 181)

Instrumen HAM:

• Deklarasi Universal HAM

• Kovenan Internasional mengenai Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya

• Kovenan Internasional mengenai Hak 
Sipil dan Politik
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Target 9.10 addresses the concerns of 
a particular discriminated group namely 
migrant workers. It seeks to reduce to less 
than 3 per cent the transaction costs of 
migrant remittances. According to the UN4, 

4 UN, op. cit., p. 15

recently the cost of sending money across 
borders stands at 7.5 per cent of the amount 
remitted in 2015. Remittances to developed 
countries in 2015 stood at US$431.6 billion. 

Targets Indicators

10.1 By 2030, progressively achieve and sustain 
income growth of the bottom 40 per cent of the 
population at a rate higher than the national 
average

10.1.1 Growth rates of household expenditure or 
income per capita among the bottom 40 per cent of the 
population and the total population

10.2 By 2030, empower and promote the social, 
economic and political inclusion of all, irrespective 
of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, 
religion or economic or other status

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of 
median income, by age, sex and persons with disabilities

10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and 
social protection policies, and progressively 
achieve greater equality

10.4.1 Labour share of GDP, comprising wages and social 
protection transfers

10.6 Ensure enhanced representation and voice 
for developing countries in decision-making 
in global international economic and financial 
institutions in order to deliver more effective, 
credible, accountable and legitimate institutions

10.6.1 Proportion of members and voting rights of 
developing countries in international organizations

10.7 Facilitate orderly, safe, regular and 
responsible migration and mobility of people, 
including through the implementation of planned 
and well-managed migration policies

10.7.1 Recruitment cost borne by employee as a 
proportion of yearly income earned in country of 
destination

10.7.2 Number of countries that have implemented well-
managed migration policies

10.c By 2030, reduce to less than 3 per cent 
the transaction costs of migrant remittances and 
eliminate remittance corridors with costs higher 
than 5 per cent

10.c.1 Remittance costs as a proportion of the amount 
remitted

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 10

• Kovenan Internasional Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

• Konvensi Penghapusan segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan

• Deklarasi PBB mengenai Hak Penduduk 
Asli

• Konvensi Hak Anak

• Konvensi Hak Penyandang Disabilitas

• Konvensi Internasional mengenai 
Perlindungan Hak Pekerja Migran dan 
Keluarga Mereka.

• Protokol untuk Mencegah, Menekan 
dan Menghukum Perdagangan 
Manusia terutama Perempuan dan 
Anak-anak, melengkapi Konvensi PBB 
mengenai Upaya Memerangi Kejahatan 
Transnasional terorganisir

Catatan:

• Bagaimanakah kondisi ketimpangan di negara Anda dan apa sajakah pendorong ketimpangan 
tersebut?

• Bagaimanakah proporsi tenaga kerja (dalam hal ini upah dan pembiayaan jaminan sosial) 
pada PDB di negara Anda?

• Siapakah kelompok yang paling terdiskriminasi di negara Anda dan kebijakan seperti apakah 
yang dibutuhkan untuk memastikan peluang dan perlakuan yang sama bagi semua orang?
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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11.a Support positive economic, 
social and environmental links 
between urban, peri-urban and 
rural areas by strengthening 
national and regional 
development planning 

11.b By 2020, substantially increase 
the number of cities and 
human settlements adopting 
and implementing integrated 
policies and plans towards 
inclusion, resource efficiency, 
mitigation and adaptation to 
climate change, resilience 
to disasters, and develop 
and implement, in line with 
the Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015-
2030, holistic disaster risk 
management at all levels 

11.c Support least developed 
countries, including through 
financial and technical 
assistance, in building 
sustainable and resilient 
buildings utilizing local 
materials

Goal 11 aims at promoting inclusive, safe, 
resilient and sustainable cities and human 
settlements across the globe.

By 2030, the UN1 projects that 6 out of 
10 persons will be urban dwellers. Already 

1 UN, op. cit., pp. 15-16

in 2014, the UN estimates that globally, 
more than 880 million people were living in 
slums. In the same year, it was estimated 
that 30 per cent of the urban population 
lived in slum-like conditions (55 per cent in 
sub-Saharan Africa). Hence if current trends 
continue a sizeable percentage of urban 
dwellers will continue to live in slums.

Targets Indicators

11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, 
safe and affordable housing and basic services and 
upgrade slums

11.1.1 Proportion of urban population living in slums, 
informal settlements or inadequate housing

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 11

Human Rights instruments:

• Universal Declaration of Human 
Rights

Some instruments and documents 
relevant to Goal 11

KOTA DAN
MASYARAKAT
BERKELANJUTAN

Tujuan 11
Menjadikan Kota dan 
Permukiman Inklusif, Aman, 
Tangguh dan Berkelanjutan

Goal 11
Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable
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Notes:

• How many people live in slums in your country?

• What policies are needed to improve the living conditions of slum dwellers?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOTA DAN
MASYARAKAT
BERKELANJUTAN

Tujuan 11
Menjadikan Kota dan 
Permukiman Inklusif, 
Aman, Tangguh dan 
Berkelanjutan

11.1 Pada 2030, menjamin akses bagi semua 
terhadap perumahan yang layak, aman, 
terjangkau dan pelayanan dasar, serta 
menata kawasan kumuh.

11.2 Pada 2030, menyediakan akses 
terhadap sistem transportasi yang 
aman, terjangkau, mudah diakses 
dan berkelanjutan untuk semua, 
meningkatkan keselamatan lalu lintas, 
terutama dengan memperluas jangkauan 
transportasi umum, dengan memberi 
perhatian khusus pada kebutuhan 
mereka yang berada dalam situasi 
rentan, perempuan, anak, penyandang 
disabilitas dan orangtua.

11.3 Pada 2030, memperkuat urbanisasi 
yang inklusif dan berkelanjutan serta 
kapasitas partisipasi, perencanaan 
penanganan permukiman yang 
berkelanjutan dan terintegrasi di semua 
negara. KOTA DAN

MASYARAKAT
BERKELANJUTAN

11.4 Memperkuat upaya untuk melindungi 
dan menjaga warisan budaya dunia dan 
warisan alam dunia.

11.5 Pada 2030, secara signifikan 
mengurangi jumlah kematian dan 
jumlah orang terdampak, dan secara 
substansial mengurangi kerugian 
ekonomi relatif terhadap PDB global 
yang disebabkan oleh bencana, 
termasuk bencana yang berhubungan 
dengan air, dengan fokus melindungi 
orang miskin dan orang-orang dalam 
situasi rentan.

11.6 Pada 2030, mengurangi dampak 
lingkungan perkotaan per kapita yang 
merugikan, termasuk dengan memberi 
perhatian khusus pada kualitas udara 
dan penanganan sampah kota.

11.7 Pada 2030 menyediakan ruang publik 
dan ruang terbuka hijau yang aman, 
inklusif dan mudah dijangkau terutama 
untuk perempuan dan anak, manula dan 
penyandang disabilitas.
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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11.a Support positive economic, 
social and environmental links 
between urban, peri-urban and 
rural areas by strengthening 
national and regional 
development planning 

11.b By 2020, substantially increase 
the number of cities and 
human settlements adopting 
and implementing integrated 
policies and plans towards 
inclusion, resource efficiency, 
mitigation and adaptation to 
climate change, resilience 
to disasters, and develop 
and implement, in line with 
the Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015-
2030, holistic disaster risk 
management at all levels 

11.c Support least developed 
countries, including through 
financial and technical 
assistance, in building 
sustainable and resilient 
buildings utilizing local 
materials

Goal 11 aims at promoting inclusive, safe, 
resilient and sustainable cities and human 
settlements across the globe.

By 2030, the UN1 projects that 6 out of 
10 persons will be urban dwellers. Already 

1 UN, op. cit., pp. 15-16

in 2014, the UN estimates that globally, 
more than 880 million people were living in 
slums. In the same year, it was estimated 
that 30 per cent of the urban population 
lived in slum-like conditions (55 per cent in 
sub-Saharan Africa). Hence if current trends 
continue a sizeable percentage of urban 
dwellers will continue to live in slums.

Targets Indicators

11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, 
safe and affordable housing and basic services and 
upgrade slums

11.1.1 Proportion of urban population living in slums, 
informal settlements or inadequate housing

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 11

Human Rights instruments:

• Universal Declaration of Human 
Rights

Some instruments and documents 
relevant to Goal 11

Tujuan 11 bertujuan untuk mendorong 
terbentuknya kota dan pemukiman yang inklusif, 
aman, tangguh dan berkelanjutan di seluruh 
dunia.

Pada 2030, PBB22 memproyeksikan 6 dari 
10 orang di dunia ini adalah penduduk 
perkotaan. Pada 2014, PBB memperkirakan 

di tingkat global, lebih dari 880 juta jiwa 
tinggal di daerah kumuh. Pada tahun yang 
sama, diperkirakan 30 persen populasi 
perkotaan tinggal di daerah kumuh (55 persen 
di daerah Sub-Sahara Afrika). Karenanya bila 
tren ini terus terjadi, diperkirakan sejumlah 
besar persentasi penduduk kota akan tinggal 
di daerah kumuh.

11.a Mendukung hubungan ekonomi, 
sosial, dan lingkungan yang 
positif antara wilayah perkotaan, 
pinggiran kota, dan pedesaan 
dengan memperkuat perencanaan 
pembangunan nasional dan daerah.

11.b Pada 2020 meningkatkan secara 
substansial jumlah kota dan 
permukiman yang mengadopsi 
dan mengimplementasi kebijakan 
dan perencanaan yang terintegrasi 
tentang penyertaan, efisiensi sumber 
daya, mitigasi dan adaptasi terhadap 
perubahan iklim, ketahanan terhadap 
bencana, serta mengembangkan dan 
mengimplementasikan penanganan 
holistik risiko bencana di semua lini, 
sesuai dengan Kerangka Kerja Sendai 
untuk Pengurangan Risiko Bencana 
2015 – 2030.

11.c Memberikan dukungan kepada 
negara-negara kurang berkembang, 
melalui bantuan keuangan dan 
teknis, dalam membangun bangunan 
yang berkelanjutan dan tangguh, 
dengan memanfaatkan bahan lokal.

22 UN, op.cit, pp 15-16

Target dan Indikator Serikat Pekerja Menurut Tujuan 11

Beberapa instrumen dan dokumen 
yang relevan dengan Tujuan 11

11.1 Pada 2030, menjamin akses bagi 
semua terhadap perumahan yang layak, 
aman, terjangkau dan pelayanan dasar, 
serta menata kawasan kumuh.

11.1.1 Proporsi populasi perkotaan yang 
hidup di daerah kumuh, permukiman 
informal atau perumahan yang tidak 
memadai

Target Indikator

Instrumen HAM:

• Deklarasi Universal HAM
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Notes:

• How many people live in slums in your country?

• What policies are needed to improve the living conditions of slum dwellers?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan:

• Berapakah jumlah orang yang tinggal di daerah kumuh di negara Anda?

• Kebijakan seperti apakah yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi hidup penduduk 
daerah perkotaan yang kumuh?
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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11.a Support positive economic, 
social and environmental links 
between urban, peri-urban and 
rural areas by strengthening 
national and regional 
development planning 

11.b By 2020, substantially increase 
the number of cities and 
human settlements adopting 
and implementing integrated 
policies and plans towards 
inclusion, resource efficiency, 
mitigation and adaptation to 
climate change, resilience 
to disasters, and develop 
and implement, in line with 
the Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction 2015-
2030, holistic disaster risk 
management at all levels 

11.c Support least developed 
countries, including through 
financial and technical 
assistance, in building 
sustainable and resilient 
buildings utilizing local 
materials

Goal 11 aims at promoting inclusive, safe, 
resilient and sustainable cities and human 
settlements across the globe.

By 2030, the UN1 projects that 6 out of 
10 persons will be urban dwellers. Already 

1 UN, op. cit., pp. 15-16

in 2014, the UN estimates that globally, 
more than 880 million people were living in 
slums. In the same year, it was estimated 
that 30 per cent of the urban population 
lived in slum-like conditions (55 per cent in 
sub-Saharan Africa). Hence if current trends 
continue a sizeable percentage of urban 
dwellers will continue to live in slums.

Targets Indicators

11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, 
safe and affordable housing and basic services and 
upgrade slums

11.1.1 Proportion of urban population living in slums, 
informal settlements or inadequate housing

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 11

Human Rights instruments:

• Universal Declaration of Human 
Rights

Some instruments and documents 
relevant to Goal 11

KONSUMSI YANG
BERTANGGUNG
JAWAB

Tujuan 12
Menjamin Pola Produksi dan 
Konsumsi yang Berkelanjutan

Goal 12
Ensure sustainable 
consumption and 
production patterns
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On the specific issue of production and 
consumption patterns, the resolution 
stipulated that governments have a role 
in implementing policies to encourage 
more sustainable forms of production and 
consumption. 

Similarly, on public procurement practices, 
the resolution called for the Promotion of 
socially and environmentally responsible 
public procurement, lending and investment 
including at the bilateral and multilateral 
levels. Such policies should strengthen 
a culture of respect for workers’ rights 
by setting a strong example, as well as 
promoting sound environmental practices. 
Governments were then called to use 

tax incentives and regulations, including 
public procurement procedures, to promote 
consumption and production patterns that 
are compatible with the requirements of 
sustainable development. Furthermore, 
private market-based solutions, such as the 
use of environmental criteria in assessing 
credit risk or investment performance were 
also encouraged. 

These policies, together with just transition 
policies (treated under Goal 13), should 
therefore form the basis of trade union 
engagement on the issue of promoting 
sustainable consumption and production 
patterns through the promotion of sustainable 
enterprises.

Targets Indicators

12.6 Encourage companies, especially large and 
transnational companies, to adopt sustainable 
practices and to integrate sustainability 
information into their reporting cycle

12.6.1 Number of companies publishing sustainability 
reports

12.7 Promote public procurement practices that 
are sustainable, in accordance with national 
policies and priorities

12.7.1 Number of countries implementing sustainable 
public procurement policies and action plans

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 12

Some instruments and documents relevant to Goal 12

ILO:

• Tripartite declaration of principles 
concerning multinational enterprises 
and social policy (MNE Declaration)

• Labour Clauses (Public Contracts) 
Convention, 1949 (No. 94)

• Conclusions concerning the promotion 
of sustainable enterprises, International 
Labour Conference, 2007

Human Rights instruments:

• United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights

KONSUMSI YANG
BERTANGGUNG
JAWAB

Tujuan 12
Menjamin Pola Produksi 
dan Konsumsi yang 
Berkelanjutan

12.1 Melaksanakan Program Kerangka Kerja 
10 Tahun mengenai Pola Konsumsi 
dan Produksi Berkelanjutan, dengan 
semua negara mengambil tindakan, 
dipimpin negara maju, dengan 
mempertimbangkan pembangunan dan 
kapasitas negara berkembang.

12.2 Pada 2030, mencapai pengelolaan 
berkelanjutan dan pemanfaatan sumber 
daya alam secara efisien.

12.3 Pada 2030, mengurangi hingga 
setengahnya limbah pangan per kapita 
global, di tingkat ritel dan konsumen 
dan mengurangi kehilangan makanan 
sepanjang rantai produksi dan pasokan 
termasuk kehilangan saat pasca panen.

12.4 Pada 2020 mencapai pengelolaan 
bahan kimia dan semua jenis limbah 
yang ramah lingkungan, di sepanjang 
siklus hidupnya, sesuai kerangka 
kerja internasional yang disepakati 
dan secara signifikan mengurangi 
pencemaran bahan kimia dan limbah 
tersebut ke udara, air, dan tanah untuk 
meminimalkan dampak buruk terhadap 
kesehatan manusia dan lingkungan. KONSUMSI YANG

BERTANGGUNG
JAWAB

12.5 Pada 2030 secara substansial 
mengurangi produksi limbah melalui 
pencegahan, pengurangan, daur ulang 
dan penggunaan kembali.

12.6 Mendorong perusahaan, terutama 
perusahaan besar dan transnasional, 
untuk mengadopsi praktik-praktik 
berkelanjutan dan mengintegrasikan 
informasi berkelanjutan dalam siklus 
pelaporan mereka.

12.7 Mempromosikan praktik pengadaan 
publik yang berkelanjutan, sesuai 
dengan kebijakan dan prioritas nasional.

12.8 Pada 2030, menjamin bahwa 
masyarakat dimanapun memiliki 
informasi yang relevan dan kesadaran 
terhadap pembangunan berkelanjutan 
dengan gaya hidup yang selaras dengan 
alam.

12.a Mendukung negara-negara berkembang 
untuk memperkuat kapasitas ilmu 
pengetahuan dan teknologi mereka 
menuju pola konsumsi dan produksi 
yang lebih berkelanjutan.
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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12.b Develop and implement 
tools to monitor sustainable 
development impacts for 
sustainable tourism that 
creates jobs and promotes local 
culture and products

 12.c Rationalize inefficient fossil-
fuel subsidies that encourage 
wasteful consumption by 
removing market distortions, 
in accordance with national 
circumstances, including by 
restructuring taxation and 
phasing out those harmful 
subsidies, where they exist, 
to reflect their environmental 
impacts, taking fully into 
account the specific needs 
and conditions of developing 
countries and minimizing the 
possible adverse impacts on 
their development in a manner 
that protects the poor and the 
affected communities

Goal 12 seeks to ensure sustainable 
consumption and production patterns. The 
goal therefore seeks to address problems 
such as unsustainable management and 
use of natural resources, environmentally 
damaging management of chemicals 
and waste, and the need to reduce waste 
generation.

Of particular interest to trade unions under 
this goal is Targets 12.6 which seeks to 
“Encourage companies, especially large 
and transnational companies, to adopt 
sustainable practices and to integrate 

sustainability information into their reporting 
cycle” and Target 12.7 which aims to 
“Promote public procurement practices that 
are sustainable”.

Baseline information on the above is limited 
however the ILO International Labour 
Conference adopted in 2007 a resolution 
concerning “The promotion of sustainable 
enterprises”, which sets out detailed criteria 
for the promotion of sustainable enterprises 
and the roles of ILO constituents. Some of 
the key elements of these criteria are the 
following:

On creating an environment conducive to 
sustainable enterprises, policies proposed 
were on: Peace and political stability; Good 
governance; Social dialogue; Respect for 
universal human rights and international 
labour standards. Entrepreneurial culture; 
Sound and stable macroeconomic policy and 
good management of the economy; Trade and 
sustainable economic integration; Enabling 
legal and regulatory environment; Rule of law 
and secure property rights; Fair competition; 
Physical infrastructure; Information and 
communication technologies; Education, 
training and lifelong learning; Social justice 
and social inclusion; Adequate social 
protection; and Responsible stewardship of 
the environment.

On responsible and sustainable enterprise-
level practices, the following policy 
areas were agreed upon: Social dialogue 
and good industrial relations; Human 
resource development; Conditions of work; 
Productivity, wages and shared benefits; 
Corporate social responsibility; and Corporate 
governance and business practices. 

Tujuan 12 berupaya untuk memastikan pola 
konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 
Karenanya, tujuan ini berupaya untuk mengatasi 
permasalahan misalnya pengelolaan dan 
penggunaan sumber daya alam yang tidak 
berkelanjutan, penanganan bahan kimia dan 
limbah yang merusak lingkungan, dan perlunya 
mengurangi sampah.

Salah satu target yang menjadi perhatian 
dan penting untuk serikat pekerja adalah 
Target 12.6 di mana target tersebut berupaya 
untuk “mendorong perusahaan, terutama 

perusahaan besar dan transnasional, untuk 
mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan 
mengintegrasikan informasi berkelanjutan 
dalam siklus pelaporan mereka” dan Target 
12.7 yang berupaya untuk “Mempromosikan 
praktik-praktik pengadaan publik yang 
berkelanjutan”.

Informasi dasar dari kedua hal tersebut sangat 
terbatas namun Konferensi Perburuhan 
Internasional ILO mengadopsi sebuah 
resolusi pada tahun 2007 menyangkut 
“Promosi Perusahaan yang Ramah Lingkungan” 
di mana di dalamnya terdapat kriteria 
rinci untuk mempromosikan perusahaan 
yang berkelanjutan serta peran-peran yang 
dimainkan oleh konstituen ILO. Beberapa 
unsur utama dalam kriteria ini adalah sebagai 
berikut:

Dalam menciptakan lingkungan yang kondusif 
untuk perusahaan yang berkelanjutan, kebijakan 
yang diusulkan adalah: stabilitas perdamaian 
dan politik; tata kelola yang baik; dialog 
sosial; penghargaan terhadap hak asasi 
manusia universal dan standar perburuhan 
internasional. Budaya perusahaan; kebijakan 
makroekonomi yang kuat dan stabil, dan 
pengelolaan ekonomi yang baik; integrasi 
ekonomi yang berkelanjutan dan perdagangan; 
kondisi peraturan perundangan dan hukum 
yang memungkinkan; supremasi hukum dan 
hak kepemilikan yang aman; kompetisi yang 
adil; infrastruktur fisik; teknologi komunikasi 
dan informasi; pendidikan, pelatihan dan 
pembelajaran sepanjang hidup; keadilan 
sosial dan inklusif sosial; perlindungan sosial 
yang memadai; dan pengaturan lingkungan 
yang bertanggungjawab.

Mengenai praktik perusahaan yang 
bertanggungjawab dan berkelanjutan, 
kebijakan-kebijakan berikut disepakati: 
dialog sosial dan hubungan industrial yang 
baik; pengembangan sumber daya manusia; 
kondisi kerja; produktivitas, upah dan manfaat 
bersama; tanggung jawab sosial perusahaan; 
dan tata kelola perusahaan dan praktik bisnis.

Mengenai isu yang khusus mengenai pola 
produksi dan konsumsi, resolusi tersebut 
mengatur bahwa pemerintah memainkan 

12.b Mengembangkan dan menerapkan 
perangkat untuk memantau dampak 
pembangunan berkelanjutan terhadap 
pariwisata berkelanjutan yang 
menciptakan lapangan kerja dan 
mempromosikan budaya dan produk 
lokal.

12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar 
fosil tidak efisien yang mendorong 
pemborosan konsumsi dengan 
menghilangkan distorsi pasar, sesuai 
dengan keadaan nasional, termasuk 
dengan restrukturisasi pajak dan 
penghapusan subsidi yang merugikan 
secara bertahap, di mana mereka 
berada, untuk mempertimbangkan 
dampak lingkungannya, dengan 
sepenuhnya memperhitungkan 
kebutuhan dan kondisi khusus 
negara-negara berkembang dan 
meminimalkan dampak negatif yang 
bisa terjadi pada pembangunannya 
dengan cara yang melindungi rakyat 
miskin dan masyarakat yang terkena 
dampak.
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On the specific issue of production and 
consumption patterns, the resolution 
stipulated that governments have a role 
in implementing policies to encourage 
more sustainable forms of production and 
consumption. 

Similarly, on public procurement practices, 
the resolution called for the Promotion of 
socially and environmentally responsible 
public procurement, lending and investment 
including at the bilateral and multilateral 
levels. Such policies should strengthen 
a culture of respect for workers’ rights 
by setting a strong example, as well as 
promoting sound environmental practices. 
Governments were then called to use 

tax incentives and regulations, including 
public procurement procedures, to promote 
consumption and production patterns that 
are compatible with the requirements of 
sustainable development. Furthermore, 
private market-based solutions, such as the 
use of environmental criteria in assessing 
credit risk or investment performance were 
also encouraged. 

These policies, together with just transition 
policies (treated under Goal 13), should 
therefore form the basis of trade union 
engagement on the issue of promoting 
sustainable consumption and production 
patterns through the promotion of sustainable 
enterprises.

Targets Indicators

12.6 Encourage companies, especially large and 
transnational companies, to adopt sustainable 
practices and to integrate sustainability 
information into their reporting cycle

12.6.1 Number of companies publishing sustainability 
reports

12.7 Promote public procurement practices that 
are sustainable, in accordance with national 
policies and priorities

12.7.1 Number of countries implementing sustainable 
public procurement policies and action plans

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 12

Some instruments and documents relevant to Goal 12

ILO:

• Tripartite declaration of principles 
concerning multinational enterprises 
and social policy (MNE Declaration)

• Labour Clauses (Public Contracts) 
Convention, 1949 (No. 94)

• Conclusions concerning the promotion 
of sustainable enterprises, International 
Labour Conference, 2007

Human Rights instruments:

• United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights

Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 12

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 12

12.6 Mendorong perusahaan, terutama 
perusahaan besar dan transnasional, untuk 
mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan 
dan mengintegrasikan informasi 
berkelanjutan dalam siklus pelaporan 
mereka.

12.7 Mempromosikan praktik pengadaan 
publik yang berkelanjutan, sesuai dengan 
kebijakan dan prioritas nasional.

12.6.1 jumlah perusahaan yang 
mempublikasikan laporan mengenai 
keberlanjutan usaha mereka.

12.7.1 jumlah negara yang melaksanakan 
kebijakan pengadaan publik dan rencana 
aksi.

Target Indikator

ILO:

• Deklarasi tripartit mengenai prinsip-
prinsip yang berkaitan dengan 
perusahaan multinasional dan kebijakan 
sosial (Deklarasi MNE)

• Konvensi Klausul Ketenagakerjaan 
(Kontrak Publik), 1949 (No. 94)

peran dalam melaksanakan kebijakan untuk 
mendorong bentuk-bentuk produksi dan 
konsumsi yang lebih berkelanjutan.

Demikian pula mengenai praktik pengadaan 
publik, resolusi meminta perlunya Promosi 
pengadaan publik yang bertanggungjawab 
secara sosial dan lingkungan, peminjaman 
dan investasi termasuk di tingkat bilateral 
dan multilateral. Kebijakan seperti itu harus 
memperkuat budaya penghargaan hak 
pekerja dengan menjadikan contoh yang 
kuat, serta mendorong praktik lingkungan 
yang lebih baik. Pemerintah diminta 
untuk menerapkan insentif dan regulasi 

perpajakan, terutama prosedur pengadaan 
publik, untuk mendorong pola konsumsi dan 
produksi yang sesuai dengan persyaratan 
pembangunan berkelanjutan. Terlebih lagi, 
solusi berdasarkan pasar swasta, misalnya 
penggunaan kriteria lingkungan dalam menilai 
risiko kredit atau kinerja investasi juga 
didorong.

Kebijakan-kebijakan ini bersamaan dengan 
kebijakan transisi (yang diatur dalam Tujuan 
13), menjadi dasar pelibatan serikat pekerja 
terutama dalam isu mendorong pola produksi 
dan konsumsi berkelanjutan melalui promosi 
perusahaan berkelanjutan.

• Kesimpulan yang menyangkut prmosi 
perusahaan berkelanjutan, Konferensi 
Perburuhan Internasional, 2007

Instrumen HAM:

• Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai 
Bisnis dan HAM



3

Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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12.b Develop and implement 
tools to monitor sustainable 
development impacts for 
sustainable tourism that 
creates jobs and promotes local 
culture and products

 12.c Rationalize inefficient fossil-
fuel subsidies that encourage 
wasteful consumption by 
removing market distortions, 
in accordance with national 
circumstances, including by 
restructuring taxation and 
phasing out those harmful 
subsidies, where they exist, 
to reflect their environmental 
impacts, taking fully into 
account the specific needs 
and conditions of developing 
countries and minimizing the 
possible adverse impacts on 
their development in a manner 
that protects the poor and the 
affected communities

Goal 12 seeks to ensure sustainable 
consumption and production patterns. The 
goal therefore seeks to address problems 
such as unsustainable management and 
use of natural resources, environmentally 
damaging management of chemicals 
and waste, and the need to reduce waste 
generation.

Of particular interest to trade unions under 
this goal is Targets 12.6 which seeks to 
“Encourage companies, especially large 
and transnational companies, to adopt 
sustainable practices and to integrate 

sustainability information into their reporting 
cycle” and Target 12.7 which aims to 
“Promote public procurement practices that 
are sustainable”.

Baseline information on the above is limited 
however the ILO International Labour 
Conference adopted in 2007 a resolution 
concerning “The promotion of sustainable 
enterprises”, which sets out detailed criteria 
for the promotion of sustainable enterprises 
and the roles of ILO constituents. Some of 
the key elements of these criteria are the 
following:

On creating an environment conducive to 
sustainable enterprises, policies proposed 
were on: Peace and political stability; Good 
governance; Social dialogue; Respect for 
universal human rights and international 
labour standards. Entrepreneurial culture; 
Sound and stable macroeconomic policy and 
good management of the economy; Trade and 
sustainable economic integration; Enabling 
legal and regulatory environment; Rule of law 
and secure property rights; Fair competition; 
Physical infrastructure; Information and 
communication technologies; Education, 
training and lifelong learning; Social justice 
and social inclusion; Adequate social 
protection; and Responsible stewardship of 
the environment.

On responsible and sustainable enterprise-
level practices, the following policy 
areas were agreed upon: Social dialogue 
and good industrial relations; Human 
resource development; Conditions of work; 
Productivity, wages and shared benefits; 
Corporate social responsibility; and Corporate 
governance and business practices. 

Catatan:

• Apakah perusahaan-perusahan di negara Anda telah mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan 
sebagai bagian penting dari bisnis mereka? Apakah serikat pekerja terlibat dalam proses ini?

• Berapa banyak perusahaan di negara Anda yang mempublikasikan laporan keberlanjutan 
usaha?

• Seberapa luas pelaksanaan praktik pengadaan berkelanjutan berbasis hak di negara Anda?
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On the specific issue of production and 
consumption patterns, the resolution 
stipulated that governments have a role 
in implementing policies to encourage 
more sustainable forms of production and 
consumption. 

Similarly, on public procurement practices, 
the resolution called for the Promotion of 
socially and environmentally responsible 
public procurement, lending and investment 
including at the bilateral and multilateral 
levels. Such policies should strengthen 
a culture of respect for workers’ rights 
by setting a strong example, as well as 
promoting sound environmental practices. 
Governments were then called to use 

tax incentives and regulations, including 
public procurement procedures, to promote 
consumption and production patterns that 
are compatible with the requirements of 
sustainable development. Furthermore, 
private market-based solutions, such as the 
use of environmental criteria in assessing 
credit risk or investment performance were 
also encouraged. 

These policies, together with just transition 
policies (treated under Goal 13), should 
therefore form the basis of trade union 
engagement on the issue of promoting 
sustainable consumption and production 
patterns through the promotion of sustainable 
enterprises.

Targets Indicators

12.6 Encourage companies, especially large and 
transnational companies, to adopt sustainable 
practices and to integrate sustainability 
information into their reporting cycle

12.6.1 Number of companies publishing sustainability 
reports

12.7 Promote public procurement practices that 
are sustainable, in accordance with national 
policies and priorities

12.7.1 Number of countries implementing sustainable 
public procurement policies and action plans

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 12

Some instruments and documents relevant to Goal 12

ILO:

• Tripartite declaration of principles 
concerning multinational enterprises 
and social policy (MNE Declaration)

• Labour Clauses (Public Contracts) 
Convention, 1949 (No. 94)

• Conclusions concerning the promotion 
of sustainable enterprises, International 
Labour Conference, 2007

Human Rights instruments:

• United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights

Catatan:
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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12.b Develop and implement 
tools to monitor sustainable 
development impacts for 
sustainable tourism that 
creates jobs and promotes local 
culture and products

 12.c Rationalize inefficient fossil-
fuel subsidies that encourage 
wasteful consumption by 
removing market distortions, 
in accordance with national 
circumstances, including by 
restructuring taxation and 
phasing out those harmful 
subsidies, where they exist, 
to reflect their environmental 
impacts, taking fully into 
account the specific needs 
and conditions of developing 
countries and minimizing the 
possible adverse impacts on 
their development in a manner 
that protects the poor and the 
affected communities

Goal 12 seeks to ensure sustainable 
consumption and production patterns. The 
goal therefore seeks to address problems 
such as unsustainable management and 
use of natural resources, environmentally 
damaging management of chemicals 
and waste, and the need to reduce waste 
generation.

Of particular interest to trade unions under 
this goal is Targets 12.6 which seeks to 
“Encourage companies, especially large 
and transnational companies, to adopt 
sustainable practices and to integrate 

sustainability information into their reporting 
cycle” and Target 12.7 which aims to 
“Promote public procurement practices that 
are sustainable”.

Baseline information on the above is limited 
however the ILO International Labour 
Conference adopted in 2007 a resolution 
concerning “The promotion of sustainable 
enterprises”, which sets out detailed criteria 
for the promotion of sustainable enterprises 
and the roles of ILO constituents. Some of 
the key elements of these criteria are the 
following:

On creating an environment conducive to 
sustainable enterprises, policies proposed 
were on: Peace and political stability; Good 
governance; Social dialogue; Respect for 
universal human rights and international 
labour standards. Entrepreneurial culture; 
Sound and stable macroeconomic policy and 
good management of the economy; Trade and 
sustainable economic integration; Enabling 
legal and regulatory environment; Rule of law 
and secure property rights; Fair competition; 
Physical infrastructure; Information and 
communication technologies; Education, 
training and lifelong learning; Social justice 
and social inclusion; Adequate social 
protection; and Responsible stewardship of 
the environment.

On responsible and sustainable enterprise-
level practices, the following policy 
areas were agreed upon: Social dialogue 
and good industrial relations; Human 
resource development; Conditions of work; 
Productivity, wages and shared benefits; 
Corporate social responsibility; and Corporate 
governance and business practices. 

AKSI 
PERUBAHAN IKLIM

Tujuan 13
Mengambil Tindakan Cepat 
untuk Mengatasi Perubahan 
Iklim dan Dampaknya

Goal 13

©
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Take urgent action to 
combat climate change 
and its impacts
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Trade unions must therefore, among other 
things, ensure:

• National contributions are comprehensive 
and incorporate aspects related to decent 
work and just transition.

• The inclusion of national contributions 
in the national sustainable development 
strategies of your country, in accordance 
with the follow-up to the 2030 SDG 
Agenda.

• The sound design of the five-year review 
cycles agreed in Paris, where national 
contributions are measured against each 
countries’ responsibilities and capacities, 
and where civil society contributes to these 
assessments building the credibility of the 
system. 

• Clear standards for measuring progress and 
reporting ensuring promises are realised. 

• Climate finance commitments are delivered, 
including the mobilisation by developed 
country governments of USD 100 billion 
by 2020, and building on that sum to 
reach new, more ambitious commitments is 
critical for supporting developing countries 
in their development objectives. 

• Funds are committed for financing just 
transition measures at the national, 
sectoral and regional level. 

• Technology and knowledge transfer 
becomes a reality. Support for research 
and innovation in developing countries, 
including a substantial increase for 
research and development budgets, 
is needed to ensure ownership and 
appropriateness of innovations, as well as 
preventing new forms of dependency.

Targets Indicators

13.2 Integrate climate change measures into 
national policies, strategies and planning

13.2.1 Number of countries that have communicated 
the establishment or operationalisation of an integrated 
policy/strategy/plan which increases their ability to 
adapt to the adverse impacts of climate change, and 
foster climate resilience and low greenhouse gas 
emissions development in a manner that does not 
threaten food production (including a national adaptation 
plan, nationally determined contribution, national 
communication, biennial update report or other)

13.b Promote mechanisms for raising capacity 
for effective climate change-related planning and 
management in least developed countries and 
small island developing States, including focusing 
on women, youth and local and marginalized 
communities

13.b.1 Number of least developed countries and small 
island developing States that are receiving specialized 
support, and amount of support, including finance, 
technology and capacity building, for mechanisms for 
raising capacities for effective climate change-related 
planning and management, including focusing on women, 
youth, and local and marginalized communities

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 13

AKSI 
PERUBAHAN IKLIM Tujuan 13

Mengambil Tindakan Cepat 
untuk Mengatasi Perubahan 
Iklim dan Dampaknya

13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan 
adaptasi terhadap bahaya terkait iklim 
dan bencana alam di semua negara

13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi 
perubahan iklim ke dalam kebijakan, 
strategi dan perencanaan nasional.

13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan 
kesadaran, serta kapasitas manusia dan 
kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, 
pengurangan dampak dan peringatan 
dini perubahan iklim.

13.a Melaksanakan komitmen negara 
maju pada Kerangka Kerja Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 
Perubahan Iklim untuk tujuan mobilisasi 
dana bersama sebesar 100 miliar 
dolar Amerika per tahun pada 2020 
dari semua sumber untuk mengatasi 

AKSI 
PERUBAHAN IKLIM

kebutuhan negara berkembang dalam 
konteks aksi mitigasi yang bermanfaat 
dan transparansi dalam pelaksanaannya 
dan mengoperasionalisasi secara penuh 
Dana Iklim Hijau (the Green Climate 
Fund) melalui kapitalisasi dana tersebut 
sesegera mungkin.

13.b Menggalakkan mekanisme untuk 
meningkatkan kapasitas perencanaan 
dan pengelolaan yang efektif terkait 
perubahan iklim di negara kurang 
berkembang, negara berkembang 
pulau kecil, termasuk terfokus pada 
perempuan, orang muda, serta 
masyarakat lokal dan marjinal.
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Goal 13 seeks to address one of the 
contemporary challenges that threaten to 
undermine developmental efforts and our 
very human existence – climate change. 
The Goal calls for urgent action to combat 
climate change and its impacts. The SDG 
framework defers the details of action to be 
taken in this regard to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change 
which is the primary international, 
intergovernmental forum for negotiating 
the global response to climate change.

By its nature, the challenge of climate 
change concerns all countries and needs 
concerted international action to tackle it. 
Hence the signing of the Paris Agreement 
in April 2016, in which the international 
community agreed on actions to tackle 
the threat of climate change and work 
towards a more sustainable world by:

• Holding the global average 
temperatures to well below well below 
2 degrees Celsius above pre-industrial 
levels and pursuing efforts to limit the 
temperature increase even further to 1.5° 
Celsius above pre-industrial levels;

• Strengthening the ability of countries to 
adapt to the adverse impacts of climate 
change and fostering climate resilience 
and low greenhouse gas emissions;

• Making finance flows consistent with the 
shift towards low greenhouse gas emissions 
and climate-resilient development.

The Paris Agreement also provides in its 
preamble that, account should be taken of 
“the imperatives of a just transition of the 
workforce and the creation of decent work 
and quality jobs in accordance with nationally 
defined development priorities”.

The ILO has developed guidelines on just 
transition in a tripartite meeting of experts2. 
The guidelines set out a number of principles 

2  ILO, Guidelines for a just transition towards 
environmentally sustainable economies and societies for 
all, Geneva, 2015

that should guide the transition towards a 
more sustainable world. These include the 
following:

• Strong social consensus on the goal and 
pathways to sustainability is fundamental. 
Social dialogue has to be an integral part 
of the institutional framework for policy-
making and implementation at all levels. 

• Policies must respect, promote and realize 
fundamental principles and rights at work. 

• Policies and programmes need to take into 
account the strong gender dimension …

• Coherent policies across the economic, 
environmental, social, education/training 
and labour portfolios need to provide an 
enabling environment … 

• These coherent policies also need to 
provide a just transition framework for all 
to promote the creation of more decent 
jobs, …

• There is no “one size fits all”. Policies and 
programmes need to be designed in line 
with the specific conditions of countries

• In implementing sustainable development 
strategies, it is important to foster 
international cooperation among countries. 

The guidelines then set out policies that 
must be pursued in key policy areas to 
ensure a just transition. These policy areas 
cover, Policy coherence and institutional 
arrangements for a just transition for all; 
Social dialogue and Tripartism polices; 
Macroeconomic and growth policies; 
Enterprise policies; Skills development 
policies; Occupational safety and health 
policies; Social protection policies; and 
Active labour market policies3. 

Trade unions have a key role to play to ensure 
that governments meet their commitments 
made under the Paris Agreement. 

3  Ibid (For details of the policy proposals, refer to the ILO 
Guidelines for a Just Transition)

Tujuan 13 berupaya untuk menangani salah 
satu tantangan yang saat ini mengancam 
upaya pengembangan dan eksistensi kita 
sebagai manusia—perubahan iklim. Tujuan 
ini menyerukan aksi segera untuk memerangi 
perubahan iklim dan dampaknya. Rincian 
tindakan yang akan dilakukan dalam 
kerangka ini akan merujuk pada Kerangka 
Kerja Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mengenai Perubahan Iklim, yang menjadi 
forum internasional antar pemerintah utama 
dalam merundingkan respons global terhadap 
perubahan iklim.

pekerjaan berkualitas sesuai dengan prioritas 
pembangunan yang telah ditentukan di tingkat 
nasional.”

ILO mengembangkan panduan mengenai 
transisi yang adil pada pertemuan tripartit 
para ahli23. Panduan mengatur beberapa 
prinsip-prinsip yang memandu transisi menuju 
dunia yang lebih berkelanjutan. Termasuk di 
dalamnya:

• Konsensus sosial yang kuat mengenai 
tujuan dan jalan menuju keberlanjutan 
sangatlah penting. Dialog sosial harus 
menjadi bagian integral dalam kerangka 
kelembagaan dalam pembuatan kebijakan 
dan pelaksanaannya di semua tataran.

• Kebijakan harus menghargai, mendorong 
dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-
hak mendasar di tempat kerja.

• Kebijakan dan program harus 
mempertimbangkan dimensi gender yang 
kuat

• Kebijakan koheren di berbagai sektor 
seperti ekonomi, lingkungan, sosial, 
pendidikan/pelatihan dan ketenagakerjaan 
harus memungkinkan terwujudnya 
keberlanjutan

• Kebijakan koheren itu juga harus 
memberikan kerangka transisi untuk semua 
dalam mendorong perwujudan pekerjaan 
yang lebih layak

• Tidak ada satu solusi untuk semua 
masalah. Kebijakan dan program harus 
dirancang sejalan dengan kondisi negara.

• Dalam melaksanakan strategi 
pembangunan berkelanjutan sangatlah 
penting untuk memelihara kerjasama antar 
negara.

Panduan akan menentukan kebijakan yang 
harus dilakukan dalam memastikan transisi 
yang terjadi adil. Kebijakan ini mencakup 
mengenai keselarasan kebijakan dan 

Karena sifatnya, tantangan perubahan 
iklim akan menyangkut semua negara 
dan membutuhkan aksi internasional 
bersama untuk menanganinya. Karenanya 
penandatanganan Kesepakatan Paris pada 
April 2016 di mana masyarakat internasional 
menyepakati aksi-aksi yang diperlukan untuk 
menangani ancaman perubahan iklim dan 
berupaya untuk mewujudkan dunia yang lebih 
lestari, dengan:

• Menjaga agar suhu global rata-rata di 
bawah 2 derajat Celsius di atas suhu 
sebelum masa industrialisasi dan berupaya 
untuk membatasi peningkatan suhu di 
bawah 1,5 derajat Celsius di atas sebelum 
masa industrialisasi.

• Memperkuat kemampuan negara-negara 
untuk beradaptasi dalam menghadapi efek 
samping perubahan iklim dan mendorong 
terciptanya ketahanan terhadap perubahan 
iklim dan menurunkan emisi gas rumah 
kaca;

• Memastikan alur pembiayaan konsisten 
dengan pergeseran menuju emisi gas 
rumah kaca yang lebih rendah dan 
pembangunan yang tangguh terhadap 
perubahan iklim.

Kesepakatan Paris dalam pembukaannya 
juga menyatakan bahwa “menjadi kewajiban 
agar transisi angkatan kerja yang adil dan 
penciptaan lapangan kerja yang layak dan 23 ILO, Guidelines for a just transition towards 

environmentally sustainable economies and societies 
for all, Jenewa 2015
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Trade unions must therefore, among other 
things, ensure:

• National contributions are comprehensive 
and incorporate aspects related to decent 
work and just transition.

• The inclusion of national contributions 
in the national sustainable development 
strategies of your country, in accordance 
with the follow-up to the 2030 SDG 
Agenda.

• The sound design of the five-year review 
cycles agreed in Paris, where national 
contributions are measured against each 
countries’ responsibilities and capacities, 
and where civil society contributes to these 
assessments building the credibility of the 
system. 

• Clear standards for measuring progress and 
reporting ensuring promises are realised. 

• Climate finance commitments are delivered, 
including the mobilisation by developed 
country governments of USD 100 billion 
by 2020, and building on that sum to 
reach new, more ambitious commitments is 
critical for supporting developing countries 
in their development objectives. 

• Funds are committed for financing just 
transition measures at the national, 
sectoral and regional level. 

• Technology and knowledge transfer 
becomes a reality. Support for research 
and innovation in developing countries, 
including a substantial increase for 
research and development budgets, 
is needed to ensure ownership and 
appropriateness of innovations, as well as 
preventing new forms of dependency.

Targets Indicators

13.2 Integrate climate change measures into 
national policies, strategies and planning

13.2.1 Number of countries that have communicated 
the establishment or operationalisation of an integrated 
policy/strategy/plan which increases their ability to 
adapt to the adverse impacts of climate change, and 
foster climate resilience and low greenhouse gas 
emissions development in a manner that does not 
threaten food production (including a national adaptation 
plan, nationally determined contribution, national 
communication, biennial update report or other)

13.b Promote mechanisms for raising capacity 
for effective climate change-related planning and 
management in least developed countries and 
small island developing States, including focusing 
on women, youth and local and marginalized 
communities

13.b.1 Number of least developed countries and small 
island developing States that are receiving specialized 
support, and amount of support, including finance, 
technology and capacity building, for mechanisms for 
raising capacities for effective climate change-related 
planning and management, including focusing on women, 
youth, and local and marginalized communities

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 13

pengaturan kelembagaan untuk transisi yang 
adil bagi semua; dialog sosial dan kebijakan 
tripartisme; kebijakan makroekonomi dan 
pertumbuhan; kebijakan perusahaan; 
kebijakan pengembangan keterampilan; 
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja; 
kebijakan perlindungan sosial; dan kebijakan 
pasar kerja yang aktif24.

Serikat pekerja memainkan peran penting 
dalam memastikan pemerintah memenuhi 
komitmen yang mereka buat dalam perjanjian 
Paris.

Serikat pekerja harus memastikan:

• Kontribusi di tingkat nasional bersifat 
menyeluruh dan memasukkan aspek-aspek 
yang berkaitan dengan kerja layak dan 
transisi yang adil.

• Dimasukkannya kontribusi nasional pada 
strategi pembangunan berkelanjutan 
di negara Anda sesuai dengan tindak 
lanjut Agenda Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan 2030.

• Desain siklus kajian lima tahunan yang 
disepakati di Paris, di mana kontribusi 

nasional diukur berdasarkan tanggung 
jawab dan kemampuan negara-negara, dan 
di mana masyarakat sipil berkontribusi 
pada penilaian tersebut membangun 
kredibilitas sistem.

• Standar yang jelas untuk mengukur 
kemajuan dan melaporkan memastikan 
yang dijanjikan terwujud.

• Komitmen pembiayaan untuk menangani 
perubahan iklim ditunjukkan termasuk 
mobilisasi pemerintah negara maju sebesar 
USD 100 miliar pada 2020, dan dengan 
menggunakan dana tersebut mencapai 
komitmen yang lebih ambisius penting 
dalam mendukung negara berkembang 
mencapai tujuan pembangunan mereka.

• Dana yang tersedia dialokasikan untuk 
memastikan tindakan transisi yang lebih 
adil di tingkat nasional, sektoral dan 
regional.

• Alih teknologi dan pengetahuan terwujud. 
Dukungan untuk penelitian dan inovasi di 
negara berkembang termasuk peningkatan 
yang substansial dalam anggaran penelitian 
dan pengembangan, diperlukan untuk 
memastikan kepemilikan dan ketepatan 
inovasi serta mencegah bentuk-bentuk 
ketergantungan baru.24 Ibid (for details of the policy proposals, refer to the 

ILO Guideline for a Just Transition)

Target dan Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 13

13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi 
perubahan iklim ke dalam kebijakan, 
strategi dan perencanaan nasional.

13.2.1 Jumlah negara yang telah 
berkomunikasi untuk membuat atau 
melaksanakan kebijakan/strategi/
rencana terintegrasi yang meningkatkan 
kemampuan mereka beradaptasi dengan 
dampak berbahaya dari perubahan iklim, 
dan mendukung ketahanan terhadap 
perubahan iklim dan pengembangan 
emisi GRK yang lebih rendah dengan cara 
yang tidak mengancam produksi pangan 
(termasuk rencana adaptasi nasional, 
kontribusi yang ditentukan secara nasional, 
komunikasi nasional, laporan kemajuan 
dua tahunan atau lainnya).

Target Indikator
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Goal 13 seeks to address one of the 
contemporary challenges that threaten to 
undermine developmental efforts and our 
very human existence – climate change. 
The Goal calls for urgent action to combat 
climate change and its impacts. The SDG 
framework defers the details of action to be 
taken in this regard to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change 
which is the primary international, 
intergovernmental forum for negotiating 
the global response to climate change.

By its nature, the challenge of climate 
change concerns all countries and needs 
concerted international action to tackle it. 
Hence the signing of the Paris Agreement 
in April 2016, in which the international 
community agreed on actions to tackle 
the threat of climate change and work 
towards a more sustainable world by:

• Holding the global average 
temperatures to well below well below 
2 degrees Celsius above pre-industrial 
levels and pursuing efforts to limit the 
temperature increase even further to 1.5° 
Celsius above pre-industrial levels;

• Strengthening the ability of countries to 
adapt to the adverse impacts of climate 
change and fostering climate resilience 
and low greenhouse gas emissions;

• Making finance flows consistent with the 
shift towards low greenhouse gas emissions 
and climate-resilient development.

The Paris Agreement also provides in its 
preamble that, account should be taken of 
“the imperatives of a just transition of the 
workforce and the creation of decent work 
and quality jobs in accordance with nationally 
defined development priorities”.

The ILO has developed guidelines on just 
transition in a tripartite meeting of experts2. 
The guidelines set out a number of principles 

2  ILO, Guidelines for a just transition towards 
environmentally sustainable economies and societies for 
all, Geneva, 2015

that should guide the transition towards a 
more sustainable world. These include the 
following:

• Strong social consensus on the goal and 
pathways to sustainability is fundamental. 
Social dialogue has to be an integral part 
of the institutional framework for policy-
making and implementation at all levels. 

• Policies must respect, promote and realize 
fundamental principles and rights at work. 

• Policies and programmes need to take into 
account the strong gender dimension …

• Coherent policies across the economic, 
environmental, social, education/training 
and labour portfolios need to provide an 
enabling environment … 

• These coherent policies also need to 
provide a just transition framework for all 
to promote the creation of more decent 
jobs, …

• There is no “one size fits all”. Policies and 
programmes need to be designed in line 
with the specific conditions of countries

• In implementing sustainable development 
strategies, it is important to foster 
international cooperation among countries. 

The guidelines then set out policies that 
must be pursued in key policy areas to 
ensure a just transition. These policy areas 
cover, Policy coherence and institutional 
arrangements for a just transition for all; 
Social dialogue and Tripartism polices; 
Macroeconomic and growth policies; 
Enterprise policies; Skills development 
policies; Occupational safety and health 
policies; Social protection policies; and 
Active labour market policies3. 

Trade unions have a key role to play to ensure 
that governments meet their commitments 
made under the Paris Agreement. 

3  Ibid (For details of the policy proposals, refer to the ILO 
Guidelines for a Just Transition)

13.b Menggalakkan mekanisme untuk 
meningkatkan kapasitas perencanaan dan 
pengelolaan yang efektif terkait perubahan 
iklim di negara kurang berkembang, 
negara berkembang pulau kecil, termasuk 
fokus pada perempuan, pemuda, serta 
masyarakat lokal dan marjinal.

13.b.1 Jumlah negara yang kurang 
berkembang dan negara-negara kepulauan 
kecil yang sedang berkembang yang 
menerima bantuan khusus, dan jumlah 
bantuan, termasuk dalam bentuk 
keuangan, teknologi, pengembangan 
kapasitas, untuk mengembangkan 
mekanisme dalam meningkatkan kapasitas 
melakukan perencanaan dan pengelolaan 
yang berhubungan dengan perubahan 
iklim, termasuk berfokus pada perempuan, 
kaum muda, dan masyarakat lokal dan 
marjinal.

Target Indikator

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 13

ILO:

• Panduan transisi adil menuju 
perekonomian dan masyarakat yang 
berkelanjutan secara lingkungan bagi 
semua, 2015

Instrumen PBB:

• Kerangka Konvensi PBB mengenai 
Perubahan Iklim

• Kesepakatan Paris (Kerangka Konvensi 
PBB mengenai Perubahan Iklim)

Catatan:

• Apakah serikat pekerja di negara Anda terlibat dalam permasalahan perubahan iklim? Bila 
tidak, mengapa?

• Apa sajakah kebijakan yang diusung oleh serikat pekerja dalam memastikan transisi yang 
adil?



7674

Trade unions must therefore, among other 
things, ensure:

• National contributions are comprehensive 
and incorporate aspects related to decent 
work and just transition.

• The inclusion of national contributions 
in the national sustainable development 
strategies of your country, in accordance 
with the follow-up to the 2030 SDG 
Agenda.

• The sound design of the five-year review 
cycles agreed in Paris, where national 
contributions are measured against each 
countries’ responsibilities and capacities, 
and where civil society contributes to these 
assessments building the credibility of the 
system. 

• Clear standards for measuring progress and 
reporting ensuring promises are realised. 

• Climate finance commitments are delivered, 
including the mobilisation by developed 
country governments of USD 100 billion 
by 2020, and building on that sum to 
reach new, more ambitious commitments is 
critical for supporting developing countries 
in their development objectives. 

• Funds are committed for financing just 
transition measures at the national, 
sectoral and regional level. 

• Technology and knowledge transfer 
becomes a reality. Support for research 
and innovation in developing countries, 
including a substantial increase for 
research and development budgets, 
is needed to ensure ownership and 
appropriateness of innovations, as well as 
preventing new forms of dependency.

Targets Indicators

13.2 Integrate climate change measures into 
national policies, strategies and planning

13.2.1 Number of countries that have communicated 
the establishment or operationalisation of an integrated 
policy/strategy/plan which increases their ability to 
adapt to the adverse impacts of climate change, and 
foster climate resilience and low greenhouse gas 
emissions development in a manner that does not 
threaten food production (including a national adaptation 
plan, nationally determined contribution, national 
communication, biennial update report or other)

13.b Promote mechanisms for raising capacity 
for effective climate change-related planning and 
management in least developed countries and 
small island developing States, including focusing 
on women, youth and local and marginalized 
communities

13.b.1 Number of least developed countries and small 
island developing States that are receiving specialized 
support, and amount of support, including finance, 
technology and capacity building, for mechanisms for 
raising capacities for effective climate change-related 
planning and management, including focusing on women, 
youth, and local and marginalized communities

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 13

Catatan:
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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10.a Implement the principle 
of special and differential 
treatment for developing 
countries, in particular least 
developed countries, in 
accordance with World Trade 
Organization agreements 

10.b Encourage official 
development assistance and 
financial flows, including 
foreign direct investment, 
to States where the need 
is greatest, in particular 
least developed countries, 
African countries, small 
island developing States 
and landlocked developing 
countries, in accordance 
with their national plans and 
programmes 

10.c By 2030, reduce to less than 
3 per cent the transaction 
costs of migrant remittances 
and eliminate remittance 
corridors with costs higher 
than 5 per cent

Goal 10 aims at reducing all forms of 
inequalities whether they are based on 
income, sex, race, ethnicity, age, disability 
social origin or colour, religion, political 
opinion, national extraction or other status. 
This goal also aims at reducing inequalities 
among countries.

According to Oxfam1, the wealth of the 
poorest half of the world’s population has 
fallen by a trillion dollars since 2010, a drop 
of 38 percent. Meanwhile, the wealth of the 
richest 62 has increased by more than half a 
trillion dollars to $1.76tr. Hence, 62 people 
own the same as half the world’s population.

1 OXFAM, An economy for the 1%, 210 Oxfam Briefing 
paper, 18 January 2016 

This rise in inequality can also be measured 
in the labour share of GDP (which is the 
proportion of wages and social protection 
transfers in an economy). According to the 
UN2, “Globally, the labour share of GDP 
decreased from 57 per cent in 2000 to 55 
per cent in 2015, mainly owing to stagnating 
wages and a decline in employers’ social 
contributions in developed regions, while 
the trend was stable or slightly upward in 
developing regions”.

This is further supported by evidence from 
the ILO3 which states that the “…wage share 
in overall gross domestic product (GDP) 
has been declining for several decades in 
16 developed countries for which data are 
available, from about 75 per cent of national 
income in the mid-1970s to about 65 per 
cent in the years just before the global 
crisis . The average wage share also declined 
in a group of 16 developing and emerging 
economies, from around 62 per cent of GDP 
in the early 1990s to 58 per cent just before 
the crisis . Even in China, where wages have 
grown strongly, GDP increased at a faster 
rate than the total wage bill – and hence the 
labour share of national income went down.” 
In conclusion, one is witnessing a shift of 
income away from labour towards capital. 
This has been a major factor that has led to 
the rise in inequality in the world. 

Inequality is also reflected through the 
different grounds of discrimination. For 
instance, pay inequality remains one of 
the most persistent forms of discrimination 
between men and women. The ILO estimates 
the global average gender pay gap to be 
23 per cent. Despite measures being 
implemented to tackle this issue, progress is 
slow. It is estimated that at the current rate 
of progress, it will take another 75 years to 
bridge the gender wage gap. So accelerated 
action is needed to tackle the root causes of 
the problem to ensure equal opportunity and 
equal treatment of all persons.

2 UN, op. cit., pp. 14-15
3 ILO, Tackling the global economic and employment crisis, 

Governing Body, GB.317/WP/SDG/2, Geneva, March 2013

KEHIDUPAN 
BAWAH LAUT

Tujuan 14
Melestarikan dan 
Memanfaatkan Secara 
Berkelanjutan Sumber Daya 
Kelautan dan Samudera untuk 
Pembangunan Berkelanjutan

Goal 14

©
 S

ta
n 

P
ar

so
ns

Conserve and sustainably 
use the oceans, seas 
and marine resources for 
sustainable development
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Notes:

• Are the working conditions of fishers in conformity with Convention 188?

• Do small-scale fishers have adequate access to marine resources and markets?

Targets Indicators

14.b Provide access for small-scale artisanal 
fishers to marine resources and markets

14.b.1 Progress by countries in the degree of application 
of a legal / regulatory / policy / institutional framework 
which recognizes and protects access rights for small-
scale fisheries

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 14

Some instruments and documents relevant to Goal 14

ILO:

• Maritime Labour Convention, 2006 
(MLC, 2006)

• Work in Fishing Convention, 2007 
(No. 188)

• Discrimination (Employment and 
Occupation) Convention, 1958 
(No. 111)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEHIDUPAN 
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Tujuan 14
Melestarikan dan 
Memanfaatkan Secara 
Berkelanjutan Sumber Daya 
Kelautan dan Samudera 
untuk Pembangunan 
Berkelanjutan

14.1  Pada 2025, mencegah dan secara 
signifikan mengurangi semua jenis 
pencemaran laut, khususnya dari 
kegiatan berbasis lahan, termasuk 
sampah laut dan polusi nutrisi.

14.2  Pada 2020, mengelola dan melindungi 
ekosistem laut dan pesisir secara 
berkelanjutan untuk menghindari 
dampak buruk yang signifikan, termasuk 
dengan memperkuat ketahanannya, dan 
melakukan restorasi untuk mewujudkan 
lautan yang sehat dan produktif.

14.3  Meminimalisasi dan mengatasi dampak 
pengasaman laut, termasuk melalui 
kerjasama ilmiah yang lebih baik di 
semua tingkatan.

14.4  Pada 2020, secara efektif mengatur 
pemanenan dan menghentikan 
penangkapan ikan yang berlebihan, 
penangkapan ikan ilegal dan praktik 
penangkapan ikan yang merusak, serta 
melaksanakan rencana pengelolaan 
berbasis ilmu pengetahuan untuk 
memulihkan persediaan ikan secara 
layak dalam waktu yang paling singkat 

yang memungkinkan, setidaknya ke 
tingkat yang dapat memproduksi hasil 
maksimum yang berkelanjutan sesuai 
karakteristik biologisnya.

14.5  Pada 2020, melestarikan setidaknya 
10 persen dari wilayah pesisir dan laut, 
konsisten dengan hukum nasional dan 
internasional dan berdasarkan informasi 
ilmiah terbaik yang terseida.

14.6  Pada 2020, melarang bentuk-bentuk 
subsidi perikanan tertentu yang 
berkontribusi terhadap kelebihan 
kapasitas dan penangkapan ikan 
berlebihan, menghilangkan subsidi yang 
berkontribusi terhadap penangkapan 
ikan ilegal, yang tidak dilaporkan 
dan tidak diatur, dan menahan jenis 
subsidi baru, dengan mengakui 
bahwa perlakuan khusus dan berbeda 
yang tepat dan efektif untuk negara 
berkembang dan kurang berkembang 
harus menjadi bagian integral dari 
negosisasi subsidi perikanan pada 
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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14.7 By 2030, increase the 
economic benefits to small 
island developing States and 
least developed countries from 
the sustainable use of marine 
resources, including through 
sustainable management of 
fisheries, aquaculture and 
tourism 

14.a Increase scientific knowledge, 
develop research capacity 
and transfer marine 
technology, taking into 
account the Intergovernmental 
Oceanographic Commission 
Criteria and Guidelines on the 
Transfer of Marine Technology, 
in order to improve ocean health 
and to enhance the contribution 
of marine biodiversity to the 
development of developing 
countries, in particular small 
island developing States and 
least developed countries 

14.b Provide access for small-scale 
artisanal fishers to marine 
resources and markets

14.c Enhance the conservation and 
sustainable use of oceans and 
their resources by implementing 
international law as reflected in 
the United Nations Convention 
on the Law of the Sea, which 
provides the legal framework 
for the conservation and 
sustainable use of oceans and 
their resources, as recalled in 
paragraph 158 of “The future 
we want”

Goal 14 seeks action to conserve and 
sustainably use the oceans, seas and marine 
resources for sustainable development. This 
includes action to reduce marine pollution, 
manage and protect marine and coastal 
ecosystems, address the impacts of ocean 
acidification, end overfishing and prohibit 
certain forms of fisheries subsidies.

Of particular concern to trade unions is the 
living and working conditions of seafarers and 
small-scale fishers. As fisheries contribute 
significantly to global food security, the 
welfare of both seafarers and artisanal  
 

fishers is crucial. One of the major problems 
confronting the world is the damage of fish 
habitats and overfishing which reduces 
biodiversity and fish stocks particularly 
those accessible to small-scale artisanal 
fishers. According to the UN1, based on an 
assessment of fish stocks, the percentage of 
world marine fish stocks within biologically 
sustainable levels declined from 90 per cent 
in 1974 to 69 per cent in 2013. This trend 
has not only had negative consequences on 
the livelihoods of small-scale fishers but also 
calls for sustainable fishing.

1 UN, op. cit., pp.18-19

KEHIDUPAN 
BAWAH LAUT

Tujuan 14 berupaya untuk melestarikan dan 
menggunakan sumber daya lautan secara 
berkelanjutan. Hal ini termasuk usaha untuk 
mengurangi polusi laut, mengelola dan 
melindungi ekosistem laut dan pesisir, mengatasi 
dampak dari pengasaman laut, mengakhiri 
penangkapan ikan berlebihan dan melarang 
bentuk-bentuk tertentu dari subsidi perikanan.

dunia ini adalah rusaknya habitat ikan dan 
penangkapan ikan secara berlebihan yang 
mengurangi keanekaragaman hayati dan 
pasokan ikan terutama yang dapat diakses 
oleh nelayan skala kecil. Menurut PBB25, 
berdasarkan penilaian mengenai pasokan 
ikan, persentase pasokan ikan dunia yang 
berkelanjutan secara biologis menurun dari 
90 persen pada 1974 menjadi 69 persen 
pada 2013. Tren ini tidak hanya akan 
mendatangkan konsekuensi negatif dari 
penghidupan nelayan skala kecil namun juga 
menyerukan praktik penangkapan ikan yang 
berkelanjutan.

Salah satu yang menjadi perhatian serikat 
pekerja adalah kondisi hidup dan kerja pelaut 
dan nelayan skala kecil. Karena perikanan 
berkontribusi pada ketahanan pangan 
internasional, maka kesejahteraan baik pelaut 
dan nelayan skala kecil sangatlah penting. 
Salah satu permasalahan besar yang dihadapi 25 UN, op.cit., pp 18-19

14.7  Pada 2030, meningkatkan manfaat 
ekonomi bagi negara berkembang 
kepulauan kecil dan negara kurang 
berkembang dari pemanfaat 
berkelanjutan sumber daya laut, 
termasuk melalui pengelolaan 
perikanan, budidaya air dan pariwisata 
yang berkelanjutan.

14.a  Meningkatkan pengetahuan ilmiah, 
mengembangkan kapasitas penelitian 
dan alih teknologi kelautan, 
dengan mempertimbangkan the 
Intergovernmental Kriteria dan Panduan 
Komisi Oseanografi Antar Negara 
(Oceanographic Commission Criteria 
and Guidelines) tentang Alih Teknologi 
Kelautan untuk meningkatkan kesehatan 
laut dan meningkatkan kontribusi 
keanekaragaman hayati laut untuk 
pembangunan negara berkembang, 
khususnya negara berkembang 
kepulauan kecil dan negara kurang 
berkembang.

14.b  Menyediakan akses untuk nelayan 
skala kecil terhadap sumber daya 
laut dan pasar.

14.c  Meningkatkan pelestarian dan 
pemanfaatan berkelanjutan lautan 
dan sumber dayanya dengan 
menerapkan hukum internasional 
yang tercermin dalam Konvensi 
PBB mengenai Hukum Kelautan, 
yang menyediakan kerangka hukum 
untuk pelestarian dan pemanfaatan 
berkelanjutan lautan dan sumber 
dayanya, seperti yang tercantum 
dalam ayat 158 dari “masa depan 
yang kita inginkan”.
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Notes:

• Are the working conditions of fishers in conformity with Convention 188?

• Do small-scale fishers have adequate access to marine resources and markets?

Targets Indicators

14.b Provide access for small-scale artisanal 
fishers to marine resources and markets

14.b.1 Progress by countries in the degree of application 
of a legal / regulatory / policy / institutional framework 
which recognizes and protects access rights for small-
scale fisheries

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 14

Some instruments and documents relevant to Goal 14

ILO:

• Maritime Labour Convention, 2006 
(MLC, 2006)

• Work in Fishing Convention, 2007 
(No. 188)

• Discrimination (Employment and 
Occupation) Convention, 1958 
(No. 111)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 14

14.b Menyediakan akses untuk nelayan 
skala kecil terhadap sumber daya laut dan 
pasar.

14.b.1 Kemajuan negara dalam penerapan 
kerangka hukum/peraturan perundangan/
kelembagaan yang mengakui dan 
melindungi hak nelayan skala kecil untuk 
mengakses sumber daya tersebut

Target Indikator

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 14

ILO:

• Konvensi Perburuhan Kelautan, 2006 
(MLC, 2006)

• Konvensi Pekerjaan di bidang Perikanan, 
2007 (No.188)

• Konvensi Diskriminasi (Ketenagakerjaan 
dan Jabatan), 1958 (No.111)

Catatan:

• Apakah kondisi kerja nelayan sesuai dengan Konvensi 188?

• Apakah nelayan skala kecil mendapatkan akses terhadap sumber daya dan pasar perikanan 
yang memadai?



3

Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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14.7 By 2030, increase the 
economic benefits to small 
island developing States and 
least developed countries from 
the sustainable use of marine 
resources, including through 
sustainable management of 
fisheries, aquaculture and 
tourism 

14.a Increase scientific knowledge, 
develop research capacity 
and transfer marine 
technology, taking into 
account the Intergovernmental 
Oceanographic Commission 
Criteria and Guidelines on the 
Transfer of Marine Technology, 
in order to improve ocean health 
and to enhance the contribution 
of marine biodiversity to the 
development of developing 
countries, in particular small 
island developing States and 
least developed countries 

14.b Provide access for small-scale 
artisanal fishers to marine 
resources and markets

14.c Enhance the conservation and 
sustainable use of oceans and 
their resources by implementing 
international law as reflected in 
the United Nations Convention 
on the Law of the Sea, which 
provides the legal framework 
for the conservation and 
sustainable use of oceans and 
their resources, as recalled in 
paragraph 158 of “The future 
we want”

Goal 14 seeks action to conserve and 
sustainably use the oceans, seas and marine 
resources for sustainable development. This 
includes action to reduce marine pollution, 
manage and protect marine and coastal 
ecosystems, address the impacts of ocean 
acidification, end overfishing and prohibit 
certain forms of fisheries subsidies.

Of particular concern to trade unions is the 
living and working conditions of seafarers and 
small-scale fishers. As fisheries contribute 
significantly to global food security, the 
welfare of both seafarers and artisanal  
 

fishers is crucial. One of the major problems 
confronting the world is the damage of fish 
habitats and overfishing which reduces 
biodiversity and fish stocks particularly 
those accessible to small-scale artisanal 
fishers. According to the UN1, based on an 
assessment of fish stocks, the percentage of 
world marine fish stocks within biologically 
sustainable levels declined from 90 per cent 
in 1974 to 69 per cent in 2013. This trend 
has not only had negative consequences on 
the livelihoods of small-scale fishers but also 
calls for sustainable fishing.

1 UN, op. cit., pp.18-19

KEHIDUPAN 
DI DARAT

Tujuan 15
Melindungi, Merestorasi dan 
Meningkatkan Pemanfaatan 
Berkelanjutan Ekosistem 
Daratan, Mengelola Hutan 
secara Lestari, Menghentikan 
Penggurunan, Memulihkan 
Degradasi Lahan, serta 
Menghentikan Kehilangan 
Keanekaragaman Hayati

Goal 15

©
 O

rc
as

 S
en

io
r 

C
en

te
r

Protect, restore and promote 
sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably 
manage forests, combat 
desertification, and halt and 
reverse land degradation and 
halt biodiversity loss
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Targets Indicators

15.b Mobilize significant resources from all 
sources and at all levels to finance sustainable 
forest management and provide adequate 
incentives to developing countries to advance 
such management, including for conservation and 
reforestation

15.b.1 Official development assistance and public 
expenditure on conservation and sustainable use of 
biodiversity and ecosystems

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 15

Some instruments and documents 
relevant to Goal 15

ILO:

• Safety and Health in Agriculture 
Convention, 2001 (No. 184)

• Occupational Safety and Health 
Convention, 1981 (No. 155)

• Promotional Framework for 
Occupational Safety and Health 
Convention, 2006 (No. 187)

• Occupational Health Services 
Convention, 1985 (No. 161)

• ILO, Safety and health in forestry 
work, ILO code of practice, Geneva, 
1998

Human Rights instruments:

• International Covenant on 
Economic, Social and Cultural 
Rights

Notes:

• Are forests in your country managed 
sustainably? 

• What is the level of employment in the 
forestry sector of your country?

• What are the conditions of work in the 
forestry sector and do workers face 
challenges to their health and safety?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEHIDUPAN 
DI DARAT

Tujuan 15
Melindungi, Merestorasi 
Dan Meningkatkan 
Pemanfaatan Berkelanjutan 
Ekosistem Daratan, 
Mengelola Hutan secara 
Lestari, Menghentikan 
Penggurunan, Memulihkan 
Degradasi Lahan, serta 
Menghentikan Kehilangan 
Keanekaragaman Hayati

15.1 Pada 2020, menjamin pelestarian, 
restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan 
dari ekosistem daratan dan perairan 
darat serta jasa lingkungannya, 
khususnya ekosistem hutan, lahan 
basah, pegunungan dan lahan kering, 
sejalan dengan kewajiban berdasarkan 
perjanjian internasional.

15.2 Pada 2020, meningkatkan pelaksanaan 
pengelolaan semua jenis hutan 
secara berkelanjutan, menghentikan 
deforestasi, merestorasi hutan yang 
terdegradasi dan meningkatkan secara 
signifikan aforestasi dan reforestasi 
secara global.

15.3 Pada 2020, menghentikan 
penggurunan, memulihkan lahan dan 
tanah kritis, termasuk lahan yang 
terkena penggurunan, kekeringan dan 
banjir, dan berusaha mencapai dunia 
yang bebas dari lahan terdegradasi.

15.4 Pada 2030, menjamin pelestarian 
ekosistem pegunungan, termasuk 
keanekaragaman hayatinya, untuk 
meningkatkan kapasitasnya memberikan 
manfaat yang sangat penting bagi 
pembangunan berkelanjutan.

15.5 Melakukan tindakan cepat dan 
signifikan untuk mengurangi degradasi 
habitat alami, menghentikan kehilangan 
keanekaragaman hayati, dan pada 2020 
melindungi dan mencegah lenyapnya 
spesies yang terancam punah.

15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan 
yang adil dan merata dari pemanfaatan 
sumber daya genetik, dan meningkatkan 
akses yang tepat terhadap sumber 
daya tersebut, sesuai kesepakatan 
internasional.

15.7 Melakukan tindakan cepat untuk 
mengakhiri perburuan dan perdagangan 
jenis flora dan fauna yang dilindungi 
serta mengatasi permintaan dan 
pasokan produk hidupan liar secara 
ilegal.
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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15.7   Take urgent action to end 
poaching and trafficking of 
protected species of flora and 
fauna and address both demand 
and supply of illegal wildlife 
products 

15.8  By 2020, introduce measures 
to prevent the introduction and 
significantly reduce the impact 
of invasive alien species on land 
and water ecosystems and control 
or eradicate the priority species 

15.9  By 2020, integrate ecosystem 
and biodiversity values into 
national and local planning, 
development processes, poverty 
reduction strategies and accounts 

15.a  Mobilize and significantly 
increase financial resources 
from all sources to conserve and 
sustainably use biodiversity and 
ecosystems

15.b  Mobilize significant resources 
from all sources and at all 
levels to finance sustainable 
forest management and 
provide adequate incentives to 
developing countries to advance 
such management, including for 
conservation and reforestation 

15.c  Enhance global support for 
efforts to combat poaching and 
trafficking of protected species, 
including by increasing the 
capacity of local communities 
to pursue sustainable livelihood 
opportunities

Goal 15 is a holistic goal that seeks to 
protect, restore and promote the sustainable 
use of terrestrial ecosystems, to manage 
forests sustainably, to combat desertification, 
to halt and reverse land degradation and to 
stop the loss of biodiversity.

A first concern for trade unions under this 
Goal is the working conditions of those 
employed in forestry. According to the ILO, 
globally the forestry sector employs some 
13.7 million formal workers. 60 per cent 
of these workers are found in ten countries 
namely, China, USA, Brazil, Russia, India, 
Japan, Germany, Indonesia, Italy, and 
Malaysia. However, this sector is also 

characterised by high levels of informality 
which is reinforced by the expansion of 
illegal logging. Forestry in general and 
logging in particular are hazardous in nature. 
So, workers, particularly those in informal 
employment relations, face critical problems 
to their health and safety.

Another priority area where trade unions 
could add value to the attainment of this 
Goal is in Official Development Assistance. 
Poorer countries need this assistance to 
achieve this goal – for instance, to manage 
their forests sustainably, promote biodiversity 
and combat desertification.

KEHIDUPAN 
DI DARAT

Tujuan 15 merupakan tujuan holistik yang 
berupaya melindungi, mengembalikan dan 
mendorong penggunaan ekosistem terestrial 
yang berkelanjutan, mengelola kelestarian 
hutan, melawan penggurunan, menahan 
dan mengembalikan degradasi lahan dan 
menghentikan hilangnya keanekaragaman 
hayati.

dan Malaysia. Namun salah satu ciri khas 
dari sektor ini adalah tingginya informalitas 
yang semakin diperburuk dengan semakin 
meluasnya pembalakan hutan liar. Kehutanan 
secara umum dan penebangan pohon secara 
khusus sifatnya berbahaya. Sehingga, pekerja, 
terutama yang memiliki hubungan kerja 
informal menghadapi permasalahan dengan 
kesehatan dan keselamatan mereka.

Prioritas lain di mana serikat pekerja dapat 
memberikan nilai tambah adalah pada 
Bantuan Pembangunan Resmi. Negara yang 
lebih miskin membutuhkan bantuan dalam 
mencapai tujuan tersebut—misalnya untuk 
mengelola hutan mereka agar lebih lestari, 
mendorong keanekaragaman hayati dan 
melawan penggurunan.

Kepentingan pertama serikat pekerja 
berdasarkan tujuan ini adalah mengenai 
kondisi kerja dari mereka yang bekerja di 
sektor kehutanan. Menurut ILO, terdapat 
sekitar 13,7 juta pekerja formal yang bekerja 
di sektor kehutanan. Sekitar 60 persen 
pekerja ini berada di sepuluh negara di 
antaranya Tiongkok, Amerika Serikat, Brasil, 
Rusia, India, Jepang, Jerman, Indonesia, Italia 

15.8 Pada 2020, memperkenalkan langkah-
langkah untuk mencegah masuknya dan 
secara signifikan mengurangi ampak 
dari jenis asing invasif pada ekosistem 
darat dan air, serta mengendalikan 
atau memberantas jenis asing invasif 
prioritas.

15.9 Pada 2020, mengintegrasikan nilai-
nilai ekosistem dan keanekaragaman 
hayati ke dalam perencanaan nasional 
dan daerah, proses pembangunan, 
strategi dan penganggaran pengurangan 
kemiskinan.

15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber 
daya keuangan secara signifikan dari 
semua sumber untuk melestarikan dan 
memanfaatkan keanekaragaman hayati 
dan ekosistem secara berkelanjutan.

15.b Memobilisasi sumber daya penting 
dari semua sumber dan pada semua 
tingkatan untuk membiayai pengelolaan 
hutan yang berkelanjutan dan 
memberikan insentif yang memadai 

bagi negara berkembang untuk 
memajukan pengelolaannya, 
termasuk untuk pelestarian dan 
reforestasi.

15.c Meningkatkan dukungan global 
dalam upaya memerangi perburuan 
dan perdagangan jenis yang 
dilindungi, termasuk dengan 
meningkatkan kapasitas masyarakat 
lokal mengejar peluang mata 
pencaharian yang berkelanjutan.
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Targets Indicators

15.b Mobilize significant resources from all 
sources and at all levels to finance sustainable 
forest management and provide adequate 
incentives to developing countries to advance 
such management, including for conservation and 
reforestation

15.b.1 Official development assistance and public 
expenditure on conservation and sustainable use of 
biodiversity and ecosystems

Trade Union Priority Targets and Indicators under Goal 15

Some instruments and documents 
relevant to Goal 15

ILO:

• Safety and Health in Agriculture 
Convention, 2001 (No. 184)

• Occupational Safety and Health 
Convention, 1981 (No. 155)

• Promotional Framework for 
Occupational Safety and Health 
Convention, 2006 (No. 187)

• Occupational Health Services 
Convention, 1985 (No. 161)

• ILO, Safety and health in forestry 
work, ILO code of practice, Geneva, 
1998

Human Rights instruments:

• International Covenant on 
Economic, Social and Cultural 
Rights

Notes:

• Are forests in your country managed 
sustainably? 

• What is the level of employment in the 
forestry sector of your country?

• What are the conditions of work in the 
forestry sector and do workers face 
challenges to their health and safety?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target dan Indikator Serikat Pekerja Menurut Tujuan 15

15.b Memobilisasi sumber daya 
penting dari semua sumber dan pada 
semua tingkatan untuk membiayai 
pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan 
memberikan insentif yang memadai bagi 
negara berkembang untuk memajukan 
pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian 
dan reforestasi.

15.b.1 Bantuan Pembangunan Resmi dan 
belanja pemerintah untuk konservasi dan 
penggunaan keanekaragaman hayati dan 
ekosistem yang lestari.

Target Indikator

Beberapa instrumen dan dokumen yang relevan dengan Tujuan 15

ILO:

• Konvensi Kesehatan dan Keselamatan di 
sektor Pertanian, 2001 (No. 184).

• Konvensi Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja, 1981 (No. 155).

• Konvensi Kerangka Promosional untuk 
Kesehatan dan Keselamatan, 2016 (No. 
187).

• Konvensi Layanan Kesehatan Kerja, 
1985 (No. 161).

• ILO, Kode Pelaksanaan Keselamatan 
dan Kesehatan di sektor Kehutanan, 
Jenewa, 1998.

Catatan:

• Apakah hutan di negara dikelola secara berkelanjutan?

• Bagaimana jumlah pekerja yang bekerja di sektor kehutanan di negara Anda?

• Bagaimanakah kondisi kerja di sektor kehutanan dan apakah mereka mengalami masalah 
kesehatan dan keselamatan?
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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16.10 Ensure public access to 
information and protect 
fundamental freedoms, in 
accordance with national 
legislation and international 
agreements 

16.a Strengthen relevant national 
institutions, including through 
international cooperation, for 
building capacity at all levels, 
in particular in developing 
countries, to prevent violence 
and combat terrorism and 
crime 

16.b Promote and enforce non-
discriminatory laws and 
policies for sustainable 
development

Goal 16 is the governance goal of the SDGs. 
Not only does it underline the rights-based 
approach to the SDGs, it also stresses 
that the rule of law, the respect of rights 
and effective institutions are essential to 
delivering the 2030 Agenda. The Goal seeks 
to promote peaceful and inclusive societies, 
justice for all, and effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels.

A number of the trends in the priority Targets 
of Goal 16, have been discussed under other 
goals. This is the case for trafficking (see 
Goal 8) and non-discriminatory laws and 
policies (see Goals 5 and 10). The Targets 
dealing with the promotion of the rule of 
law and ensuring effective, accountable and 

transparent institutions are also of particular 
significance to trade unions since they often 
face violations of workers’ rights. 

In relation to Target 16.8, on the 
inclusiveness of the international system, the 
UN1 reports that while developing countries 
account for 63 per cent of the voting rights in 
the African Development Bank, they account 
for 35 per cent in the International Monetary 
Fund and 38 per cent in the International 
Bank for Reconstruction and Development 
of the World Bank. So there is more to do to 
strengthen the participation of developing 
countries in the economic, social and 
political institutions of global governance.

The effective participation of trade unions 
in collective bargaining, in social dialogue 
generally as well as in national development 
policy-making, is vital to ensure that workers 
and other discriminated and vulnerable 
groups are represented in decision-making. 
In this regard, Target 16.7 is particularly 
significant as it seeks to ensure responsive, 
inclusive, participatory and representative 
decision-making at all levels. This is 
therefore an important Target to use to 
promote collective bargaining and social 
dialogue generally.

According to the ILO2, national tripartite 
social dialogue mechanisms exist in some 
80 per cent of all ILO member states. 
However, the effective functioning of these 
institutions varies across the globe. Current 
trends show a weakening of collective 
bargaining mechanisms as a result of factors 
such as increased global competition, 
labour law reform and austerity policies. 
Social dialogue mechanisms also face a 
number of challenges such as the increasing 
complexities in contractual arrangements, 
the emergence of non-standard forms 
of employment and the persistence of 
informality. 

1 UN, op. cit., p. 21
2 ILO, Social dialogue, Recurrent discussion under the ILO 

Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 
International Labour Conference, Report VI, 102nd 
Session, 2013

PERDAMAIAN
DAN KEADILAN

Tujuan 16
Menguatkan Masyarakat yang 
Inklusif dan Damai Untuk 
Pembangunan Berkelanjutan, 
Menyediakan Akses Keadilan 
untuk Semua dan Membangun 
Kelembagaan yang Efektif, 
Akuntabel dan Inklusif di 
Semua Tingkatan

Goal 16
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Promote peaceful and inclusive 
societies for sustainable 
development, provide access 
to justice for all and build 
effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels
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The result of this trend is that collective 
bargaining covers fewer than 20 per cent 
of workers in paid employment in about 
60 per cent of all ILO member States. 
Sectoral and national collective bargaining 
appears to be losing ground to bargaining 
at enterprise level. Even though the Global 
Union Federations have signed International 
Framework Agreements with multinational 
companies, cross-border social dialogue is 
still fragile. However, this trend of weakening 
of social dialogue is being accompanied 
by efforts to strengthen social dialogue 
mechanisms in a number of developing 
countries. Hence, trade unions should 
make the strengthening of social dialogue, 
particularly, increasing the coverage and 
scope of collective bargaining, an indicator 
of progress towards the attainment of Target 
16.7 of the governance Goal.

Target 16.10 which seeks to ensure public 
access to information and protection 
of fundamental freedoms, should be a 
key trade union priority. The exercise of 
fundamental freedoms is protected by the 
Universal Declaration of Human Rights and 
the International Covenant on Civil and 
Political Rights. These fundamental rights 
include the right to freedom and security 
of the person, freedom of opinion and 
expression, freedom of association, freedom 

of assembly and the right to a fair trial by 
an independent and impartial tribunal. 
Article 22 of the International Covenant 
on Civil and Political Rights states that 
“Everyone shall have the right to freedom 
of association with others, including the 
right to form and join trade unions for the 
protection of his interests.” According to 
the ILO digest of decisions and principles 
of the Freedom of Association, “A genuinely 
free and independent trade union movement 
can only develop where fundamental 
human rights are respected”. So freedom 
of association and trade unions rights are 
fundamental freedoms.

However, cases brought before the ILO’s 
Committee on Freedom of Association 
and successive reports of the ILO’s 
Committee of Experts on the Application 
of Conventions and Recommendations, 
demonstrate widespread violations of the 
fundamental rights of workers and trade 
unions. These range from acts of anti-union 
discrimination against trade unionists, to 
violations of human rights and civil liberties, 
including arbitrary detentions, enforced 
disappearances, torture and assassination of 
trade unionists. Target 16.10 is therefore an 
important Target for trade unions to ensure 
the respect of freedom of association and 
expression for all. 

PERDAMAIAN
DAN KEADILAN Tujuan 16

Menguatkan Masyarakat 
yang Inklusif dan Damai 
untuk Pembangunan 
Berkelanjutan, Menyediakan 
Akses Keadilan untuk 
Semua dan Membangun 
Kelembagaan yang Efektif, 
Akuntabel dan Inklusif di 
Semua Tingkatan

16.1 Secara signifikan mengurangi segala 
bentuk kekerasan dan angka kematian 
terkait dimanapun.

16.2 Menghentikan perlakuan kejam, 
eksploitasi, perdagangan, dan segala 
bentuk kekerasan dan penyiksaan 
terhadap anak.

16.3 Menggalakan aturan hukum di tingkat 
nasional dan internasional dan 
menjamin akses yang sama terhadap 
keadilan bagi semua.

16.4 Pada 2030 secara signifikan 
mengurangi aliran dana gelap maupun 
senjata, menguatkan pemulihan 
dan pengembalian aset curian dan 
memerangi segala bentuk kejahatan 
yang terorganisasi.

16.5 Secara substansial mengurangi 
korupsi dan penyuapan dalam segala 
bentuknya.

PERDAMAIAN
DAN KEADILAN

16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, 
akuntabel dan transparan di semua 
tingkat.

16.7 Menjamin pengambilan keputusan 
yang responsif, inklusif, partisipatif 
dan representatif di setiap tingkatan.

16.8 Memperluas dan meningkatkan 
partisipasi negara berkembang di 
dalam lembaga tata kelola global.

16.9 Pada 2030, memberikan identitas yang 
syah bagi semua, termasuk pencatatan 
kelahiran.

16.10 Menjamin akses publik terhadap 
informasi dan melindungi kebebasan 
mendasar, sesuai dengan peraturan 
nasional dan kesepakatan 
internasional.
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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16.10 Ensure public access to 
information and protect 
fundamental freedoms, in 
accordance with national 
legislation and international 
agreements 

16.a Strengthen relevant national 
institutions, including through 
international cooperation, for 
building capacity at all levels, 
in particular in developing 
countries, to prevent violence 
and combat terrorism and 
crime 

16.b Promote and enforce non-
discriminatory laws and 
policies for sustainable 
development

Goal 16 is the governance goal of the SDGs. 
Not only does it underline the rights-based 
approach to the SDGs, it also stresses 
that the rule of law, the respect of rights 
and effective institutions are essential to 
delivering the 2030 Agenda. The Goal seeks 
to promote peaceful and inclusive societies, 
justice for all, and effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels.

A number of the trends in the priority Targets 
of Goal 16, have been discussed under other 
goals. This is the case for trafficking (see 
Goal 8) and non-discriminatory laws and 
policies (see Goals 5 and 10). The Targets 
dealing with the promotion of the rule of 
law and ensuring effective, accountable and 

transparent institutions are also of particular 
significance to trade unions since they often 
face violations of workers’ rights. 

In relation to Target 16.8, on the 
inclusiveness of the international system, the 
UN1 reports that while developing countries 
account for 63 per cent of the voting rights in 
the African Development Bank, they account 
for 35 per cent in the International Monetary 
Fund and 38 per cent in the International 
Bank for Reconstruction and Development 
of the World Bank. So there is more to do to 
strengthen the participation of developing 
countries in the economic, social and 
political institutions of global governance.

The effective participation of trade unions 
in collective bargaining, in social dialogue 
generally as well as in national development 
policy-making, is vital to ensure that workers 
and other discriminated and vulnerable 
groups are represented in decision-making. 
In this regard, Target 16.7 is particularly 
significant as it seeks to ensure responsive, 
inclusive, participatory and representative 
decision-making at all levels. This is 
therefore an important Target to use to 
promote collective bargaining and social 
dialogue generally.

According to the ILO2, national tripartite 
social dialogue mechanisms exist in some 
80 per cent of all ILO member states. 
However, the effective functioning of these 
institutions varies across the globe. Current 
trends show a weakening of collective 
bargaining mechanisms as a result of factors 
such as increased global competition, 
labour law reform and austerity policies. 
Social dialogue mechanisms also face a 
number of challenges such as the increasing 
complexities in contractual arrangements, 
the emergence of non-standard forms 
of employment and the persistence of 
informality. 

1 UN, op. cit., p. 21
2 ILO, Social dialogue, Recurrent discussion under the ILO 

Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 
International Labour Conference, Report VI, 102nd 
Session, 2013

Tujuan 16 merupakan tujuan tata kelola dari 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan ini 
tidak hanya menyoroti pendekatan berbasis hak 
terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 
namun juga menekankan bahwa supremasi 
hukum, penghargaan atas hak dan lembaga 
yang efektif merupakan hal penting dalam 
menjalankan agenda 2030. Tujuan ini berupaya 
untuk mendorong penciptaan masyarakat yang 
damai dan inklusif, keadilan bagi semua dan 
lembaga-lembaga efektif, akuntabel dan inklusif 
di seluruh tataran.

erat dengan didorongnya penghormatan 
terhadap supremasi hukum dan memastikan 
lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel 
dan transparan yang juga merupakan bagian 
penting bagi serikat pekerja karena mereka 
seringkali menghadapi pelanggaran hak-hak 
pekerja.

Terkait dengan Target 16.8 mengenai 
keinklusifan sistem internasional, PBB26 
melaporkan bahwa meskipun negara-negara 
berkembang memiliki 63 persen hak pilih 
dalam Bank Pembangunan Afrika, mereka 
hanya memiliki hak pilih sebesar 35 persen 
Dana Moneter Internasional (International 
Monetary Fund) dan 38 persen pada 
Bank Internasional untuk Rekonstruksi 
dan Pembangunan dari Bank Dunia. Jadi 
masih banyak yang perlu dilakukan untuk 
memperkuat partisipasi negara berkembang 
dalam perekonomian, lembaga politik dan 
sosial dari tata kelola global.

Partisipasi serikat pekerja yang efektif 
dalam perundingan bersama, dalam dialog 
sosial serta dalam pengembangan kebijakan 
pembangunan nasional, penting dalam 
memastikan para pekerja dan kelompok yang 
terdiskriminasi dan rentan terwakili dalam 
pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, Target 
16.7 merupakan target yang penting karena 
berupaya menjamin pembuatan keputusan 
yang responsif, inklusif, partisipasi dan 
representatif pada semua tataran. Karenanya 
ini merupakan target yang penting dalam 
mendorong perundingan bersama dan dialog 
sosial secara umum.

Menurut ILO27, mekanisme dialog sosial 
tripartit nasional terjadi pada 80 persen 
negara anggota ILO. Namun lembaga-lembaga 
tersebut memiliki fungsi yang berbeda. 
Tren saat ini menunjukkan melemahnya 
mekanisme perundingan bersama sebagai 
akibat dari berbagai faktor misalnya 

16.a  Memperkuat lembaga-lembaga 
nasional yang relevan, termasuk 
melalui kerjasama internasional 
untuk membangun kapasitas 
di semua tingkatan, khususnya 
di negara berkembang, untuk 
mencegah kekerasan serta 
memerangi terorisme dan 
kejahatan.

16.b  Menggalakkan dan menegakkan 
undang-undang dan kebijakan 
yang tidak diskriminatif untuk 
pembangunan berkelanjutan.

Sejumlah tren dalam prioritas Target Tujuan 
16 telah dibahas dalam tujuan lain. Seperti 
misalnya untuk perdagangan manusia 
(lihat Tujuan 8) dan undang-undang dan 
kebijakan non-diskriminatif (lihat Tujuan 
5 dan 10). Target yang ada berkaitan 

26 UN op.cit, p 21

27 ILO, Social Dialogue, Recurrent discussion under 
the ILO Declaration on Social Justice for a Fair 
Globalization, International Labour Conference, 
Report VI, 102nd Session, 2013
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The result of this trend is that collective 
bargaining covers fewer than 20 per cent 
of workers in paid employment in about 
60 per cent of all ILO member States. 
Sectoral and national collective bargaining 
appears to be losing ground to bargaining 
at enterprise level. Even though the Global 
Union Federations have signed International 
Framework Agreements with multinational 
companies, cross-border social dialogue is 
still fragile. However, this trend of weakening 
of social dialogue is being accompanied 
by efforts to strengthen social dialogue 
mechanisms in a number of developing 
countries. Hence, trade unions should 
make the strengthening of social dialogue, 
particularly, increasing the coverage and 
scope of collective bargaining, an indicator 
of progress towards the attainment of Target 
16.7 of the governance Goal.

Target 16.10 which seeks to ensure public 
access to information and protection 
of fundamental freedoms, should be a 
key trade union priority. The exercise of 
fundamental freedoms is protected by the 
Universal Declaration of Human Rights and 
the International Covenant on Civil and 
Political Rights. These fundamental rights 
include the right to freedom and security 
of the person, freedom of opinion and 
expression, freedom of association, freedom 

of assembly and the right to a fair trial by 
an independent and impartial tribunal. 
Article 22 of the International Covenant 
on Civil and Political Rights states that 
“Everyone shall have the right to freedom 
of association with others, including the 
right to form and join trade unions for the 
protection of his interests.” According to 
the ILO digest of decisions and principles 
of the Freedom of Association, “A genuinely 
free and independent trade union movement 
can only develop where fundamental 
human rights are respected”. So freedom 
of association and trade unions rights are 
fundamental freedoms.

However, cases brought before the ILO’s 
Committee on Freedom of Association 
and successive reports of the ILO’s 
Committee of Experts on the Application 
of Conventions and Recommendations, 
demonstrate widespread violations of the 
fundamental rights of workers and trade 
unions. These range from acts of anti-union 
discrimination against trade unionists, to 
violations of human rights and civil liberties, 
including arbitrary detentions, enforced 
disappearances, torture and assassination of 
trade unionists. Target 16.10 is therefore an 
important Target for trade unions to ensure 
the respect of freedom of association and 
expression for all. 

semakin meruncingnya persaingan global, 
reformasi undang-undang ketenagakerjaan 
dan kebijakan-kebijakan yang merugikan 
pemerintah secara ekonomi. Mekanisme 
dialog sosial juga menghadapi berbagai 
tantangan misalnya semakin meningkatnya 
kompleksitas dalam pengaturan kontrak, 
munculnya bentuk hubungan kerja yang 
di luar standard dan semakin kekalnya 
informalitas.

Hasil tren yang terlihat adalah perundingan 
bersama mencakup kurang dari 20 persen 
pekerja pada pekerjaan yang berbayar di 
sekitar 60 persen negara anggota ILO. 
Perundingan bersama di tingkat sektor dan 
nasional sepertinya tidak terlalu terlihat di 
tingkatan perusahaan. Meskipun Federasi 
Serikat Pekerja Global telah menandatangani 
Kerangka Kesepakatan Internasional dengan 
perusahaan-perusahaan multinasional, dialog 
sosial lintas batas negara masih belum kuat. 
Namun tren pelemahan dialog sosial diikuti 
dengan upaya-upaya memperkuat mekanisme 
dialog sosial di beberapa negara berkembang. 
Dengan demikian, serikat pekerja harus 
menjadikan upaya penguatan dialog sosial, 
terutama meningkatkan cakupan dan pelibatan 
perundingan bersama, sebagai salah satu 
indikator kemajuan menuju pencapaian target 
16.7 dalam Tujuan tata kelola ini.

Target 16.10 yang berupaya untuk 
memastikan akses publik terhadap informasi 
dan perlindungan terhadap kebebasan 
mendasar harus menjadi prioritas serikat 
pekerja. Pelaksanaan kebebasan dasar 
dilindungi oleh Deklarasi Universal HAM 

dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan 
Politik. Hak-hak dasar ini termasuk hak 
atas kebebasan dan keamanan seseorang, 
kebebasan berpendapat dan berekspresi, 
kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul 
dan hak atas peradilan yang adil oleh 
pengadilan yang independen dan imparsial. 
Pasal 22 dari Kovenan Internasional Hak 
Sipil dan Politik menyatakan bahwa “Semua 
orang memiliki hak atas kebebasan berserikat 
dengan siapapun, termasuk hak untuk 
membentuk dan bergabung dengan serikat 
pekerja untuk melindungi kepentingannya.” 
Menurut keputusan dan prinsip-prinsip ILO 
mengenai Kebebasan Berserikat, “Gerakan 
serikat pekerja yang bebas dan merdeka 
hanya akan dapat berkembang bila hak asasi 
manusia dihargai”. Karenanya kebebasan 
berserikat dan hak serikat pekerja merupakan 
kebebasan dasar.

Namun kasus-kasus yang dibawa ke 
hadapan Komite Kebebasan Berserikat 
ILO dan laporan-laporan dari Komite Ahli 
Penerapan Konvensi dan Rekomendasi 
menunjukkan pelanggaran hak dasar para 
pekerja dan serikat pekerja semakin sering 
terjadi. Pelanggaran-pelanggaran itu berkisar 
mulai dari tindakan diskriminasi anti 
serikat terhadap pengurus serikat pekerja 
hingga pelanggaran hak asasi manusia dan 
kebebasan sipil, termasuk penahanan semena-
mena, penghilangan paksa, penyiksaan dan 
pembunuhan para aktifis serikat pekerja. 
Target 16.10 merupakan target yang penting 
bagi Serikat Pekerja untuk memastikan 
kebebasan berserikat dan berpendapat bagi 
semua tetap dihargai.

Target dan Indikator Prioritas Serikat Pekerja Menurut Tujuan 16

16.2 Menghentikan perlakuan kejam, 
eksploitasi, perdagangan, dan segala 
bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap 
anak.

16.2.2 jumlah korban perdagangan orang 
per 100.000 populasi berdasarkan jenis 
kelamin, usia dan bentuk eksploitasi

Target Indikator
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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16.10 Ensure public access to 
information and protect 
fundamental freedoms, in 
accordance with national 
legislation and international 
agreements 

16.a Strengthen relevant national 
institutions, including through 
international cooperation, for 
building capacity at all levels, 
in particular in developing 
countries, to prevent violence 
and combat terrorism and 
crime 

16.b Promote and enforce non-
discriminatory laws and 
policies for sustainable 
development

Goal 16 is the governance goal of the SDGs. 
Not only does it underline the rights-based 
approach to the SDGs, it also stresses 
that the rule of law, the respect of rights 
and effective institutions are essential to 
delivering the 2030 Agenda. The Goal seeks 
to promote peaceful and inclusive societies, 
justice for all, and effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels.

A number of the trends in the priority Targets 
of Goal 16, have been discussed under other 
goals. This is the case for trafficking (see 
Goal 8) and non-discriminatory laws and 
policies (see Goals 5 and 10). The Targets 
dealing with the promotion of the rule of 
law and ensuring effective, accountable and 

transparent institutions are also of particular 
significance to trade unions since they often 
face violations of workers’ rights. 

In relation to Target 16.8, on the 
inclusiveness of the international system, the 
UN1 reports that while developing countries 
account for 63 per cent of the voting rights in 
the African Development Bank, they account 
for 35 per cent in the International Monetary 
Fund and 38 per cent in the International 
Bank for Reconstruction and Development 
of the World Bank. So there is more to do to 
strengthen the participation of developing 
countries in the economic, social and 
political institutions of global governance.

The effective participation of trade unions 
in collective bargaining, in social dialogue 
generally as well as in national development 
policy-making, is vital to ensure that workers 
and other discriminated and vulnerable 
groups are represented in decision-making. 
In this regard, Target 16.7 is particularly 
significant as it seeks to ensure responsive, 
inclusive, participatory and representative 
decision-making at all levels. This is 
therefore an important Target to use to 
promote collective bargaining and social 
dialogue generally.

According to the ILO2, national tripartite 
social dialogue mechanisms exist in some 
80 per cent of all ILO member states. 
However, the effective functioning of these 
institutions varies across the globe. Current 
trends show a weakening of collective 
bargaining mechanisms as a result of factors 
such as increased global competition, 
labour law reform and austerity policies. 
Social dialogue mechanisms also face a 
number of challenges such as the increasing 
complexities in contractual arrangements, 
the emergence of non-standard forms 
of employment and the persistence of 
informality. 

1 UN, op. cit., p. 21
2 ILO, Social dialogue, Recurrent discussion under the ILO 

Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 
International Labour Conference, Report VI, 102nd 
Session, 2013

16.6 Mengembangkan lembaga yang 
efektif, akuntabel dan transparan di semua 
tingkat.

16.8 Memperluas dan meningkatkan 
partisipasi negara berkembang di dalam 
lembaga tata kelola global.

16.b Menggalakkan dan menegakkan 
undang-undang dan kebijakan yang 
tidak diskriminastif untuk pembangunan 
berkelanjutan.

16.3 Menggalakan aturan hukum di tingkat 
nasional dan internasional dan menjamin 
akses yang sama terhadap keadilan bagi 
semua.

16.10 Menjamin akses publik terhadap 
informasi dan melindungi kebebasan 
mendasar, sesuai dengan peraturan 
nasional dan kesepakatan internasional.

16.7 Menjamin pengambilan keputusan 
yang responsif, inklusif, partisipatif dan 
representatif di setiap tingkatan.

16.6.1 Belanja utama pemerintah sebagai 
proporsi dari anggaran yang disetujui, 
berdasarkan sektor (atau berdasarkan kode 
anggaran atau yang serupa).

16.6.2 Proporsi populasi yang puas 
dengan pengalaman mereka merasakan 
layanan masyarakat.

16.8.1 Proporsi anggota dan hak 
suara negara berkembang di organisasi 
internasional.

16.b.1 Proporsi populasi yang melapor 
mengenai perasaan terdiskriminasi atau 
dilecehkan selama 12 bulan terakhir atas 
dasar diskriminasi yang dilarang menurut 
hukum HAM internasional.

16.3.1 Proporsi korban kekerasan selama 
12 bulan terakhir yang melaporkan 
kejadian yang mereka alami kepada 
pihak yang berwenang atau mekanisme 
penyelesaian konflik resmi yang diakui.

16.3.2 Tahanan yang belum disidang 
sebagai proporsi dari seluruh populasi 
lapas.

16.10.1 Jumlah kasus pembunuhan, 
penculikan, penghilangan paksa, 
penahanan semena-mena dan penyiksaan 
terhadap jurnalis, personil media terkait, 
aktifis serikat pekerja dan advokat HAM 
yang diverifikasi dalam 12 bulan terakhir.

16.7.1 Proporsi posisi (berdasarkan jenis 
kelamin, usia, penyandang disabilitas 
dan kelompok populasi) di lembaga 
masyarakat (peraturan perundangan 
nasional dan daerah, layanan masyarakat 
dan pengadilan) dibandingkan dengan 
distribusi nasional.

16.7.2 Proporsi populasi yang percaya 
bahwa proses pengambilan keputusan 
bersifat inklusif dan responsif, berdasarkan 
jenis kelamin, usia, penyandang disabilitas 
dan kelompok populasi.

Target Indikator
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The result of this trend is that collective 
bargaining covers fewer than 20 per cent 
of workers in paid employment in about 
60 per cent of all ILO member States. 
Sectoral and national collective bargaining 
appears to be losing ground to bargaining 
at enterprise level. Even though the Global 
Union Federations have signed International 
Framework Agreements with multinational 
companies, cross-border social dialogue is 
still fragile. However, this trend of weakening 
of social dialogue is being accompanied 
by efforts to strengthen social dialogue 
mechanisms in a number of developing 
countries. Hence, trade unions should 
make the strengthening of social dialogue, 
particularly, increasing the coverage and 
scope of collective bargaining, an indicator 
of progress towards the attainment of Target 
16.7 of the governance Goal.

Target 16.10 which seeks to ensure public 
access to information and protection 
of fundamental freedoms, should be a 
key trade union priority. The exercise of 
fundamental freedoms is protected by the 
Universal Declaration of Human Rights and 
the International Covenant on Civil and 
Political Rights. These fundamental rights 
include the right to freedom and security 
of the person, freedom of opinion and 
expression, freedom of association, freedom 

of assembly and the right to a fair trial by 
an independent and impartial tribunal. 
Article 22 of the International Covenant 
on Civil and Political Rights states that 
“Everyone shall have the right to freedom 
of association with others, including the 
right to form and join trade unions for the 
protection of his interests.” According to 
the ILO digest of decisions and principles 
of the Freedom of Association, “A genuinely 
free and independent trade union movement 
can only develop where fundamental 
human rights are respected”. So freedom 
of association and trade unions rights are 
fundamental freedoms.

However, cases brought before the ILO’s 
Committee on Freedom of Association 
and successive reports of the ILO’s 
Committee of Experts on the Application 
of Conventions and Recommendations, 
demonstrate widespread violations of the 
fundamental rights of workers and trade 
unions. These range from acts of anti-union 
discrimination against trade unionists, to 
violations of human rights and civil liberties, 
including arbitrary detentions, enforced 
disappearances, torture and assassination of 
trade unionists. Target 16.10 is therefore an 
important Target for trade unions to ensure 
the respect of freedom of association and 
expression for all. 

Beberapa Instrumen dan Dokumen yang Relevan dengan Tujuan 16

ILO:

• Konvensi Kebebasan Berserikat dan 
Perlindungan Atas Hak Berorganisasi, 
1948 (No. 87)

• Konvensi Hak Berorganisasi dan 
Perundingan Bersama, 1949 (No. 98)

• Konvensi Konsultasi Tripartit (Standar 
Perburuhan Internasional), 1976 (No. 
144)

• Konvensi Inspeksi Ketenagakerjaan, 
1947

• Konvensi Kebijakan Ketenagakerjaan, 
1964 (No. 122)

• Konvensi Inspeksi Ketenagakerjaan 
(Pertanian), 1969 (No. 129)

• Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182)

Instrumen HAM:

• Deklarasi Universal HAM

• Kovenan Internasional Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya

• Kovenan Internasional Hak Sipil dan 
Politik

• Konvensi Hak Anak

• Konvensi Menentang Penyiksaan 
dan Perlakuan atau Penghukuman 
yang Kejam, Tidak Manusiawi atau 
Merendahkan lainnya

• Konvensi PBB menentang Kejahatan 
Lintas Negara Yang Terorganisir

• Kovenan Internasional Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Ras

• Konvensi Internasional Perlindungan 
Semua Orang Dari Segala Bentuk 
Penghilangan Paksa

• Deklarasi Penghapusan Kekerasan 
Terhadap Perempuan
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 

9187

16.10 Ensure public access to 
information and protect 
fundamental freedoms, in 
accordance with national 
legislation and international 
agreements 

16.a Strengthen relevant national 
institutions, including through 
international cooperation, for 
building capacity at all levels, 
in particular in developing 
countries, to prevent violence 
and combat terrorism and 
crime 

16.b Promote and enforce non-
discriminatory laws and 
policies for sustainable 
development

Goal 16 is the governance goal of the SDGs. 
Not only does it underline the rights-based 
approach to the SDGs, it also stresses 
that the rule of law, the respect of rights 
and effective institutions are essential to 
delivering the 2030 Agenda. The Goal seeks 
to promote peaceful and inclusive societies, 
justice for all, and effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels.

A number of the trends in the priority Targets 
of Goal 16, have been discussed under other 
goals. This is the case for trafficking (see 
Goal 8) and non-discriminatory laws and 
policies (see Goals 5 and 10). The Targets 
dealing with the promotion of the rule of 
law and ensuring effective, accountable and 

transparent institutions are also of particular 
significance to trade unions since they often 
face violations of workers’ rights. 

In relation to Target 16.8, on the 
inclusiveness of the international system, the 
UN1 reports that while developing countries 
account for 63 per cent of the voting rights in 
the African Development Bank, they account 
for 35 per cent in the International Monetary 
Fund and 38 per cent in the International 
Bank for Reconstruction and Development 
of the World Bank. So there is more to do to 
strengthen the participation of developing 
countries in the economic, social and 
political institutions of global governance.

The effective participation of trade unions 
in collective bargaining, in social dialogue 
generally as well as in national development 
policy-making, is vital to ensure that workers 
and other discriminated and vulnerable 
groups are represented in decision-making. 
In this regard, Target 16.7 is particularly 
significant as it seeks to ensure responsive, 
inclusive, participatory and representative 
decision-making at all levels. This is 
therefore an important Target to use to 
promote collective bargaining and social 
dialogue generally.

According to the ILO2, national tripartite 
social dialogue mechanisms exist in some 
80 per cent of all ILO member states. 
However, the effective functioning of these 
institutions varies across the globe. Current 
trends show a weakening of collective 
bargaining mechanisms as a result of factors 
such as increased global competition, 
labour law reform and austerity policies. 
Social dialogue mechanisms also face a 
number of challenges such as the increasing 
complexities in contractual arrangements, 
the emergence of non-standard forms 
of employment and the persistence of 
informality. 

1 UN, op. cit., p. 21
2 ILO, Social dialogue, Recurrent discussion under the ILO 

Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 
International Labour Conference, Report VI, 102nd 
Session, 2013

Catatan:

• Bagaimana penilaian Anda mengenai supremasi hukum dan akses terhadap keadilan di 
negara Anda?

• Bagaimanakah evaluasi Anda mengenai keefektifan, transparansi dan akuntabilitas lembaga-
lembaga di negara Anda?

• Bagaimanakah dialog sosial dan perundingan bersama ditegakkan?

• Bagaimanakah kondisi kebebasan berserikat di negara Anda? Apa saja tantangannya dan 
bagaimanakah serikat pekerja berjejaring dengan kelompok HAM lain untuk memperkuat 
kebebasan mendasar?
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The result of this trend is that collective 
bargaining covers fewer than 20 per cent 
of workers in paid employment in about 
60 per cent of all ILO member States. 
Sectoral and national collective bargaining 
appears to be losing ground to bargaining 
at enterprise level. Even though the Global 
Union Federations have signed International 
Framework Agreements with multinational 
companies, cross-border social dialogue is 
still fragile. However, this trend of weakening 
of social dialogue is being accompanied 
by efforts to strengthen social dialogue 
mechanisms in a number of developing 
countries. Hence, trade unions should 
make the strengthening of social dialogue, 
particularly, increasing the coverage and 
scope of collective bargaining, an indicator 
of progress towards the attainment of Target 
16.7 of the governance Goal.

Target 16.10 which seeks to ensure public 
access to information and protection 
of fundamental freedoms, should be a 
key trade union priority. The exercise of 
fundamental freedoms is protected by the 
Universal Declaration of Human Rights and 
the International Covenant on Civil and 
Political Rights. These fundamental rights 
include the right to freedom and security 
of the person, freedom of opinion and 
expression, freedom of association, freedom 

of assembly and the right to a fair trial by 
an independent and impartial tribunal. 
Article 22 of the International Covenant 
on Civil and Political Rights states that 
“Everyone shall have the right to freedom 
of association with others, including the 
right to form and join trade unions for the 
protection of his interests.” According to 
the ILO digest of decisions and principles 
of the Freedom of Association, “A genuinely 
free and independent trade union movement 
can only develop where fundamental 
human rights are respected”. So freedom 
of association and trade unions rights are 
fundamental freedoms.

However, cases brought before the ILO’s 
Committee on Freedom of Association 
and successive reports of the ILO’s 
Committee of Experts on the Application 
of Conventions and Recommendations, 
demonstrate widespread violations of the 
fundamental rights of workers and trade 
unions. These range from acts of anti-union 
discrimination against trade unionists, to 
violations of human rights and civil liberties, 
including arbitrary detentions, enforced 
disappearances, torture and assassination of 
trade unionists. Target 16.10 is therefore an 
important Target for trade unions to ensure 
the respect of freedom of association and 
expression for all. 

Catatan:
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Capacity-building

17.9 Enhance international support for 
implementing effective and targeted 
capacity-building in developing countries 
to support national plans to implement 
all the Sustainable Development Goals, 
including through North-South, South-
South and triangular cooperation

Trade

17.10 Promote a universal, rules-based, 
open, non-discriminatory and equitable 
multilateral trading system under the 
World Trade Organization, including 
through the conclusion of negotiations 
under its Doha Development Agenda 

17.11 Significantly increase the exports of 
developing countries, in particular with 
a view to doubling the least developed 
countries’ share of global exports by 
2020 

17.12 Realize timely implementation of duty-
free and quota-free market access on 
a lasting basis for all least developed 
countries, consistent with World Trade 
Organization decisions, including by 
ensuring that preferential rules of 
origin applicable to imports from least 
developed countries are transparent and 
simple, and contribute to facilitating 
market access

Systemic issues

Policy and institutional coherence

17.13 Enhance global macroeconomic 
stability, including through policy 
coordination and policy coherence

17.14 Enhance policy coherence for 
sustainable development 

17.15 Respect each country’s policy space and 
leadership to establish and implement 
policies for poverty eradication and 
sustainable development 

Multi-stakeholder partnerships

17.16 Enhance the Global Partnership 
for Sustainable Development, 
complemented by multi-stakeholder 
partnerships that mobilize and share 
knowledge, expertise, technology 
and financial resources, to support 
the achievement of the Sustainable 
Development Goals in all countries, in 
particular developing countries 

17.17 Encourage and promote effective 
public, public-private and civil 
society partnerships, building on the 
experience and resourcing strategies of 
partnerships 

Data, monitoring and accountability

17.18 By 2020, enhance capacity-building 
support to developing countries, 
including for least developed countries 
and small island developing States, to 
increase significantly the availability 
of high-quality, timely and reliable 
data disaggregated by income, gender, 
age, race, ethnicity, migratory status, 
disability, geographic location and other 
characteristics relevant in national 
contexts 

17.19 By 2030, build on existing initiatives 
to develop measurements of progress 
on sustainable development that 
complement gross domestic product, 
and support statistical capacity-building 
in developing countries

KEMITRAAN DEMI
MENCAPAI TUJUAN

Tujuan 17
Menguatkan Sarana 
Pelaksanaan dan Merevitalisasi 
Kemitraan Global untuk 
Pembangunan Berkelanjutan

Goal 17
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Strengthen the means of 
implementation and revitalize 
the Global Partnership for 
Sustainable Development
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Capacity-building

17.9 Enhance international support for 
implementing effective and targeted 
capacity-building in developing countries 
to support national plans to implement 
all the Sustainable Development Goals, 
including through North-South, South-
South and triangular cooperation

Trade

17.10 Promote a universal, rules-based, 
open, non-discriminatory and equitable 
multilateral trading system under the 
World Trade Organization, including 
through the conclusion of negotiations 
under its Doha Development Agenda 

17.11 Significantly increase the exports of 
developing countries, in particular with 
a view to doubling the least developed 
countries’ share of global exports by 
2020 

17.12 Realize timely implementation of duty-
free and quota-free market access on 
a lasting basis for all least developed 
countries, consistent with World Trade 
Organization decisions, including by 
ensuring that preferential rules of 
origin applicable to imports from least 
developed countries are transparent and 
simple, and contribute to facilitating 
market access

Systemic issues

Policy and institutional coherence

17.13 Enhance global macroeconomic 
stability, including through policy 
coordination and policy coherence

17.14 Enhance policy coherence for 
sustainable development 

17.15 Respect each country’s policy space and 
leadership to establish and implement 
policies for poverty eradication and 
sustainable development 

Multi-stakeholder partnerships

17.16 Enhance the Global Partnership 
for Sustainable Development, 
complemented by multi-stakeholder 
partnerships that mobilize and share 
knowledge, expertise, technology 
and financial resources, to support 
the achievement of the Sustainable 
Development Goals in all countries, in 
particular developing countries 

17.17 Encourage and promote effective 
public, public-private and civil 
society partnerships, building on the 
experience and resourcing strategies of 
partnerships 

Data, monitoring and accountability

17.18 By 2020, enhance capacity-building 
support to developing countries, 
including for least developed countries 
and small island developing States, to 
increase significantly the availability 
of high-quality, timely and reliable 
data disaggregated by income, gender, 
age, race, ethnicity, migratory status, 
disability, geographic location and other 
characteristics relevant in national 
contexts 

17.19 By 2030, build on existing initiatives 
to develop measurements of progress 
on sustainable development that 
complement gross domestic product, 
and support statistical capacity-building 
in developing countries

KEMITRAAN DEMI
MENCAPAI TUJUAN

Tujuan 17
Menguatkan Sarana 
Pelaksanaan dan 
Merevitalisasi Kemitraan 
Global untuk Pembangunan 
Berkelanjutan

17.1  Memperkuat mobilisasi sumber 
daya domestik, termasuk melalui 
dukungan internasional kepada negara 
berkembang untuk meningkatkan 
kapasitas lokal bagi pengumpulan 
pajak dan pendapatan lainnya.

17.2  Negara-negara maju melaksanakan 
secara penuh komitmen atas bantuan 
pembangunan (ODA), termasuk 
komitmen dari banyak negara maju 
untuk mencapai target 0,7 persen 
dari Pendapatan Nasional Bruto untuk 
bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi 
negara berkembang dan 0,15 sampai 
0,20 persen ODA/GNI kepada negara 
kurang berkembang; penyedia ODA 
didorong untuk mempertimbangkan 
penetapan target untuk memberikan 
paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI 
untuk negara kurang berkembang.

17.3  Memobilisasi tambahan sumber daya 
keuangan untuk negara berkembang 
dari berbagai macam sumber.

17.4  Membantu negara berkembang untuk 
mendapatkan keberlanjutan utang 
jangka panjang melalui kebijakan-
kebijakan yang terkoordinasi 
yang ditujukan untuk membantu KEMITRAAN DEMI

MENCAPAI TUJUAN

pembiayaan utang, keringanan utang 
dan restrukturisasi utang, yang sesuai, 
dan menyelesaikan utang luar negeri 
dari negara miskin yang berutang besar 
untuk mengurangi tekanan utang.

17.5  Mengadopsi dan melaksanakan 
pemerintahan yang mempromosikan 
investasi bagi negara kurang 
berkembang.

17.6  Meningkatkan kerjasama Utara-
Selatan, Selatan-Selatan dan 
kerjasama triangular secara regional 
dan internasional terkait dan akses 
terhadap sains, teknologi dan 
inovasi, dan meningkatkan berbagi 
pengetahuan berdasar kesepakatan 
timbal balik, termasuk melalui 
koordinasi yang lebih baik antara 
mekanisme yang telah ada, khususnya 
di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa 
dan melalui mekanisme fasilitasi 
tekonologi global.

17.7  Meningkatkan pengembangan, transfer, 
diseminasi dan penyebaran teknologi 
yang ramah lingkungan kepada negara 
berkembang berdasarkan ketentuan 
yang menguntungkan, termasuk 
ketentuan konsesi dan preferensi, yang 
disetujui bersama.
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Capacity-building

17.9 Enhance international support for 
implementing effective and targeted 
capacity-building in developing countries 
to support national plans to implement 
all the Sustainable Development Goals, 
including through North-South, South-
South and triangular cooperation

Trade

17.10 Promote a universal, rules-based, 
open, non-discriminatory and equitable 
multilateral trading system under the 
World Trade Organization, including 
through the conclusion of negotiations 
under its Doha Development Agenda 

17.11 Significantly increase the exports of 
developing countries, in particular with 
a view to doubling the least developed 
countries’ share of global exports by 
2020 

17.12 Realize timely implementation of duty-
free and quota-free market access on 
a lasting basis for all least developed 
countries, consistent with World Trade 
Organization decisions, including by 
ensuring that preferential rules of 
origin applicable to imports from least 
developed countries are transparent and 
simple, and contribute to facilitating 
market access

Systemic issues

Policy and institutional coherence

17.13 Enhance global macroeconomic 
stability, including through policy 
coordination and policy coherence

17.14 Enhance policy coherence for 
sustainable development 

17.15 Respect each country’s policy space and 
leadership to establish and implement 
policies for poverty eradication and 
sustainable development 

Multi-stakeholder partnerships

17.16 Enhance the Global Partnership 
for Sustainable Development, 
complemented by multi-stakeholder 
partnerships that mobilize and share 
knowledge, expertise, technology 
and financial resources, to support 
the achievement of the Sustainable 
Development Goals in all countries, in 
particular developing countries 

17.17 Encourage and promote effective 
public, public-private and civil 
society partnerships, building on the 
experience and resourcing strategies of 
partnerships 

Data, monitoring and accountability

17.18 By 2020, enhance capacity-building 
support to developing countries, 
including for least developed countries 
and small island developing States, to 
increase significantly the availability 
of high-quality, timely and reliable 
data disaggregated by income, gender, 
age, race, ethnicity, migratory status, 
disability, geographic location and other 
characteristics relevant in national 
contexts 

17.19 By 2030, build on existing initiatives 
to develop measurements of progress 
on sustainable development that 
complement gross domestic product, 
and support statistical capacity-building 
in developing countries

17.8  Mengoperasionalisasikan secara 
penuh bank teknologi dan sains, 
mekanisme pembangunan kapasitas 
teknologi dan inovasi untuk negara 
kurang berkembang pada 2017 dan 
meningkatkan penggunaan teknologi 
yang memampukan, khususnya 
teknologi informasi dan komunikasi.

17.9  Meningkatkan dukungan internasional 
untuk melaksanakan pembangunan 
kapasitas yang efektif dan sesuai 
target di negara berkembang untuk 
mendukung rencana nasional 
untuk melaksanakan seluruh tujuan 
pembangunan berkelanjutan, termasuk 
melalui kerjasama Utara Selatan, 
Selatan-Selatan, dan Triangular.

17.10 Menggalangkan sistem perdagangan 
multilateral yang universal, berbasis 
aturan, terbuka, tidak diskriminatif 
dan adil di bawah Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO) termasuk 
melalui kesimpulan dari kesepakatan 
di bawah Agenda Pembangunan Doha.

17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor 
dari negara berkembang, khususnya 
dengan tujuan meningkatkan dua 
kali lipat proporsi negara kurang 
berkembang dalam ekspor global pada 
2020.

17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat 
waktu dari akses pasar bebas bea dan 
bebas kuota tanpa batas waktu untuk 
semua negara kurang berkembang, 
sesuai dengan keputusan Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO), termasuk 
dengan menjamin bahwa penetapan 
aturan keaslian (rules of origin) yang 
dapat diterapkan terhadap impor dari 
negara kurang berkembang tersebut 
transparan dan sederhana, serta 
berkontribusi pada kemudahan akses 
pasar.

17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi 
global termasuk melalui koordinasi 
kebijakan dan keterpaduan kebijakan.

17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan 
untuk pembangunan berkelanjutan.

17.15 Menghormati ruang kebijakan dan 
kepemimpinan dari setiap negara 
untuk membuat dan melaksanakan 
kebijakan pengentasan kemiskinan dan 
pembangunan.

17.16 Meningkatkan kemitraan global, 
untuk pembangunan berkelanjutan, 
dilengkapi dengan kemitraan 
berbagai pemangku kepentingan 
yang memobilisasi dan membagi 
pengetahuan, keahlian, teknologi 
dan sumber daya keuangan, untuk 
mendukung pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan di 
semua negara, khususnya di negara 
berkembang.

17.17 Mendorong dan meningkatkan 
kerjasama pemerintah-swasta 
dan masyarakat sipil yang efektif 
berdasarkan pengalaman dan 
bersumber pada strategi kerjasama.

17.18 Pada 2020, meningkatkan dukungan 
pengembangan kapasitas untuk negara 
berkembang, termasuk negara kurang 
berkembang dan negara berkembang 
pulau kecil, untuk meningkatkan 
secara signifikan ketersediaan data 
berkualitas tinggi, tepat waktu 
dan dapat dipercaya, yang terpilah 
berdasarkan pendapatan, gender, 
umur, ras, etnis, status migrasi, 
disabilitas, lokasi geografis dan 
karakteristik lainnya yang relevan 
dengan konteks nasional.

17.19 Pada 2030, mengandalkan 
inisiatif yang sudah ada, untuk 
mengembangkan pengukuran atas 
kemajuan pembangunan berkelanjutan 
yang melengkapi Produk Domestik 
Bruto dan mendukung pengembangan 
kapasitas statistik di negara 
berkembang.
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Capacity-building

17.9 Enhance international support for 
implementing effective and targeted 
capacity-building in developing countries 
to support national plans to implement 
all the Sustainable Development Goals, 
including through North-South, South-
South and triangular cooperation

Trade

17.10 Promote a universal, rules-based, 
open, non-discriminatory and equitable 
multilateral trading system under the 
World Trade Organization, including 
through the conclusion of negotiations 
under its Doha Development Agenda 

17.11 Significantly increase the exports of 
developing countries, in particular with 
a view to doubling the least developed 
countries’ share of global exports by 
2020 

17.12 Realize timely implementation of duty-
free and quota-free market access on 
a lasting basis for all least developed 
countries, consistent with World Trade 
Organization decisions, including by 
ensuring that preferential rules of 
origin applicable to imports from least 
developed countries are transparent and 
simple, and contribute to facilitating 
market access

Systemic issues

Policy and institutional coherence

17.13 Enhance global macroeconomic 
stability, including through policy 
coordination and policy coherence

17.14 Enhance policy coherence for 
sustainable development 

17.15 Respect each country’s policy space and 
leadership to establish and implement 
policies for poverty eradication and 
sustainable development 

Multi-stakeholder partnerships

17.16 Enhance the Global Partnership 
for Sustainable Development, 
complemented by multi-stakeholder 
partnerships that mobilize and share 
knowledge, expertise, technology 
and financial resources, to support 
the achievement of the Sustainable 
Development Goals in all countries, in 
particular developing countries 

17.17 Encourage and promote effective 
public, public-private and civil 
society partnerships, building on the 
experience and resourcing strategies of 
partnerships 

Data, monitoring and accountability

17.18 By 2020, enhance capacity-building 
support to developing countries, 
including for least developed countries 
and small island developing States, to 
increase significantly the availability 
of high-quality, timely and reliable 
data disaggregated by income, gender, 
age, race, ethnicity, migratory status, 
disability, geographic location and other 
characteristics relevant in national 
contexts 

17.19 By 2030, build on existing initiatives 
to develop measurements of progress 
on sustainable development that 
complement gross domestic product, 
and support statistical capacity-building 
in developing countries

Catatan:

• Bagaimanakah tingkat bantuan pembangunan resmi di negara Anda?

• Apa yang serikat pekerja Anda lakukan untuk membantu pemerintah mencapai target 0,7 
persen PDB untuk bantuan pembangunan resmi?

• Perubahan apakah yang dibutuhkan dalam sistem internasional dalam menjamin 
pembangunan berkelanjutan?
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Goal 1 of the 2030 Agenda calls for an end 
to poverty in all its forms and in all regions 
of the world. It underlines the right to social 
security which is enshrined in the Universal 
Declaration of Human Rights. It also calls 
for everyone, particularly the poor, to have 
equal rights to, and ownership of productive 
resources as well as access to basic services.

Extreme poverty or absolute poverty can 
be defined as “severe deprivation of basic 
human needs”. Since 1990 the World 
Bank has systematically tried to determine 
a global poverty line, based on a measure 
of income poverty, which would determine 
the extent of extreme poverty in the world. 
The methodology used is based on national 
poverty lines converted using purchasing 
power parity (PPP) exchange rates (i.e. the 
same quantity of goods and services priced 
equivalently across countries and converted 
into a common currency, namely US$)1. 
So the global poverty line of $1.25 a day 
which was set in 2005, is used in Target 1.1 
under this Goal. However, in October 2015 
the updated global poverty line measuring 
extreme poverty was set at $1.90 by the 
World Bank. It is important to underline that 
despite changes in the figure, the real value 
of $1.90 in today’s prices is the same as 
$1.25 in 2005 prices. This global poverty 
line will continue to change in the future.

According to the most recent World Bank 
estimates, in 2012, 896 million people lived 
in extreme poverty in the world on less than 
$1.90 a day. So 12.7 percent of the world’s 
population lived in extreme poverty in 2012. 
So while the world met the Millennium 
Development Goal to cut the 1990 extreme 
poverty rate by half, the extent of extreme 
poverty in the world is still unacceptably 
high. 

While extreme poverty rates have declined 
globally, the progress has been uneven. Most 
of the decline is attributed to declines in 
extreme poverty in China. Between 1981 and 

1 World Bank : http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/
brief/global-poverty-line-faq

2011, 753 million people moved above the 
$1.90 extreme poverty threshold in China. 
Most of the extreme poverty in the world can 
be found in Sub-Saharan Africa and in South 
Asia. According to the latest estimates, in 
2012 South Asia had 309 million people in 
extreme poverty while Sub-Saharan Africa 
harboured 388.7 million people. So just 
over 77.8% of the extreme poor lived in both 
regions. The estimates also showed that in 
2012, 147 million of the extreme poor lived 
in East Asia and the Pacific while 44 million 
lived in Latin America and the Caribbean, 
and the Eastern Europe and Central Asia 
combined.

While the global poverty line is important 
for international comparison and tracking 
of progress made in eradicating extreme 
poverty, your country’s national poverty line 
is more appropriate for advocacy and policy 
engagement. Furthermore, while Target 1.1 
focuses on extreme poverty, Target 1.2 calls 
for a reduction of at least by half of persons 
living in poverty according to national 
definitions. This Target therefore means that 
the task of eradicating poverty is not limited 
to low-income countries. Middle Income 
Countries and Developed countries are also 
called to reduce the levels of poverty in their 
countries based on their nationally defined 
poverty lines.

Whereas Middle-Income countries tend 
to fix a moderate poverty line of between 
$1.90 PPP and $3.10 PPP per capita 
per day, developed countries fix a relative 
poverty line which is set at 60 per cent of a 
country’s relative median disposable income. 
Target 1.2 is relevant to all these countries 
as it calls for a reduction of at least by 
half the proportion of men, women and 
children of all ages living in poverty in 
all its dimensions according to national 
definitions, by 2030.

All the definitions of poverty mentioned above 
are income-based poverty measurements. 
However it is important to state that poverty 
is multidimensional. It covers a whole range 
of other issues besides the incomes of the 
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Capacity-building

17.9 Enhance international support for 
implementing effective and targeted 
capacity-building in developing countries 
to support national plans to implement 
all the Sustainable Development Goals, 
including through North-South, South-
South and triangular cooperation

Trade

17.10 Promote a universal, rules-based, 
open, non-discriminatory and equitable 
multilateral trading system under the 
World Trade Organization, including 
through the conclusion of negotiations 
under its Doha Development Agenda 

17.11 Significantly increase the exports of 
developing countries, in particular with 
a view to doubling the least developed 
countries’ share of global exports by 
2020 

17.12 Realize timely implementation of duty-
free and quota-free market access on 
a lasting basis for all least developed 
countries, consistent with World Trade 
Organization decisions, including by 
ensuring that preferential rules of 
origin applicable to imports from least 
developed countries are transparent and 
simple, and contribute to facilitating 
market access

Systemic issues

Policy and institutional coherence

17.13 Enhance global macroeconomic 
stability, including through policy 
coordination and policy coherence

17.14 Enhance policy coherence for 
sustainable development 

17.15 Respect each country’s policy space and 
leadership to establish and implement 
policies for poverty eradication and 
sustainable development 

Multi-stakeholder partnerships

17.16 Enhance the Global Partnership 
for Sustainable Development, 
complemented by multi-stakeholder 
partnerships that mobilize and share 
knowledge, expertise, technology 
and financial resources, to support 
the achievement of the Sustainable 
Development Goals in all countries, in 
particular developing countries 

17.17 Encourage and promote effective 
public, public-private and civil 
society partnerships, building on the 
experience and resourcing strategies of 
partnerships 

Data, monitoring and accountability

17.18 By 2020, enhance capacity-building 
support to developing countries, 
including for least developed countries 
and small island developing States, to 
increase significantly the availability 
of high-quality, timely and reliable 
data disaggregated by income, gender, 
age, race, ethnicity, migratory status, 
disability, geographic location and other 
characteristics relevant in national 
contexts 

17.19 By 2030, build on existing initiatives 
to develop measurements of progress 
on sustainable development that 
complement gross domestic product, 
and support statistical capacity-building 
in developing countries

Menuju Partisipasi Serikat Pekerja 
dalam Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan Nasional
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Using the reference manual on SDGs
This reference manual is a tool to 
introduce the 2030 Agenda for Sustainable 
Development to trade unions. It aims 
particularly, at providing trade unionists 
engaged in national sustainable development 
processes, with a detailed understanding 
of the 2030 Agenda, and the opportunities 
the goals, targets and indicators provide to 
advance trade union objectives. 

You are therefore invited to go through the 
different components of the 2030 Agenda 
and the list of 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs). Note that each Goal is linked 
to a set of Targets and Indicators. Trade 
unions are invited to pay particular attention 
to Goal 8 which seeks to “Promote sustained, 
inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent 
work for all” as this goal deals with matters 
of labour and decent work. However, given 
the fact that Decent Work is mainstreamed 
throughout the SDGs, it is also important for 
readers to consider other SDG Targets outside 
Goal 8, that are equally relevant to Decent 
Work.

The reference manual is divided into three 
main sections. The first section is about 
understanding the 2030 Agenda and its 
different components. Reading this section 
is necessary in order to understand the 
origins, components and goals under the 
2030 Agenda. 

The second section helps to assess what in 
the SDGs is most relevant for trade unions 
or for the national situations. The reference 

manual presents the 17 SDGs in detail. 
The presentation of each goal is followed 
by a brief introduction of some key issues 
concerning the goal, and where data exists, 
some benchmarks in achievement linked to 
some of the targets under the goal. This is 
followed by a table which presents a list of 
the priority targets that trade unions may 
wish to pay particular attention to, together 
with their indicators to measure progress. 
Finally, as we place a lot of importance on 
the rights-based approach to development, 
one has under this section a list of some 
instruments from the ILO or the body of 
human rights that are relevant to the goal. 
One must stress that the proposed priority 
targets are only indicative in nature. Each 
national trade union must determine for itself 
what the priority goals, targets and indicators 
should be, taking into consideration the 
specific challenges being faced in their 
country. These Targets must be considered as 
entry-points to advance trade union positions 
and advocacy strategies.

After understanding the 2030 Agenda and 
assessing its relevant parts, the third section 
is about trade union action. Each trade union 
must develop its own SDG strategic plan. 
In developing this plan, this section provides 
an interactive menu to assist trade unions 
assess the opportunities and challenges they 
may face in engaging in the SDG process at 
national level. The menu of issues also helps 
trade unions refine their strategic plan based 
on lessons learnt from past experiences of 
trade union engagement in national socio-
economic policy-making.

Orientasi bagi Serikat Pekerja mengenai Pelibatan dalam 
proses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional

Diadopsinya Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan memberikan peluang dan 
tantangan bagi serikat pekerja. Menurut 
Agenda 2030 untuk Pembangunan 
Berkelanjutan, tindak lanjut dan tinjauan 
agenda pembangunan akan dilakukan 
di tingkat nasional, regional dan global. 
Namun kunci utama pelaksanaan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan adalah di tingkat 
nasional. Semua negara disarankan untuk 
mengembangkan sesegera mungkin respons 
nasional terhadap pelaksanaan agenda ini. 
Sesuai dengan prinsip yang berlaku untuk 
tindak lanjut dan tinjauan, perencanaan 
di tingkat nasional, pelaksanaannya dan 
proses peninjauannya harus terbuka, inklusif, 
partisipatif dan transparan dengan melibatkan 
semua pemangku kepentingan yang relevan, 
termasuk serikat pekerja.

Mengapa Serikat Pekerja harus 
Berpartisipasi dalam proses Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan 
Nasional?

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
menawarkan peluang unik bagi serikat 
pekerja untuk:

• melibatkan pemerintah mereka dalam 
menentukan kebijakan nasional dan 
karenanya akan dapat memengaruhi 
kebijakan sosio-ekonomi tingkat nasional.

• Berargumentasi untuk posisi kebijakan 
serikat pekerja seperti misalnya kebebasan 
berserikat dan perundingan bersama, 
pekerjaan penuh, perlindungan sosial bagi 
semua, upah yang layak, kondisi kerja yang 
baik, jaminan pendapatan bagi yang miskin 
dan sebagainya.

• Berkontribusi untuk membuat strategi 
pertumbuhan nasional yang inklusif dan 
berkelanjutan.

• Mengaitkan strategi pertumbuhan nasional 
dengan kerja layak dan berargumentasi 
agar kebijakan makroekonomi menyasar 
ketenagakerjaan dan agar kerja layak menjadi 
inti dari strategi pertumbuhannya.

• Menjawab tantangan ekonomi, sosial dan 
ekonomi yang sejalan dengan strategi 
pembangunan nasional.

• Melembagakan dialog sosial pada kebijakan 
sosio-ekonomi nasional.

• Memastikan rencana Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan nasional dapat dengan tepat 
menjawab semua kepentingan pekerja—dari 
guru hingga tenaga kesehatan, pekerja di 
pedesaan hingga mereka yang bekerja di 
sektor informal.

Pekerja memiliki hak untuk berpartisipasi 
dalam semua aspek pada proses Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan nasional. 
Tidak ada seorangpun yang dapat 
mewakili kepentingan pekerja lebih 
baik daripada pekerja itu sendiri dan 
organisasi pekerja mereka. Serikat pekerja 
dipanggil untuk berpartisipasi secara aktif 
dalam proses tindak lanjut dan tinjauan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
dengan pandangan untuk mendorong dan 
mempertahankan hak pekerja maupun 
kepentingan mereka yang paling miskin di 
masyakarat.
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Using the reference manual on SDGs
This reference manual is a tool to 
introduce the 2030 Agenda for Sustainable 
Development to trade unions. It aims 
particularly, at providing trade unionists 
engaged in national sustainable development 
processes, with a detailed understanding 
of the 2030 Agenda, and the opportunities 
the goals, targets and indicators provide to 
advance trade union objectives. 

You are therefore invited to go through the 
different components of the 2030 Agenda 
and the list of 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs). Note that each Goal is linked 
to a set of Targets and Indicators. Trade 
unions are invited to pay particular attention 
to Goal 8 which seeks to “Promote sustained, 
inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent 
work for all” as this goal deals with matters 
of labour and decent work. However, given 
the fact that Decent Work is mainstreamed 
throughout the SDGs, it is also important for 
readers to consider other SDG Targets outside 
Goal 8, that are equally relevant to Decent 
Work.

The reference manual is divided into three 
main sections. The first section is about 
understanding the 2030 Agenda and its 
different components. Reading this section 
is necessary in order to understand the 
origins, components and goals under the 
2030 Agenda. 

The second section helps to assess what in 
the SDGs is most relevant for trade unions 
or for the national situations. The reference 

manual presents the 17 SDGs in detail. 
The presentation of each goal is followed 
by a brief introduction of some key issues 
concerning the goal, and where data exists, 
some benchmarks in achievement linked to 
some of the targets under the goal. This is 
followed by a table which presents a list of 
the priority targets that trade unions may 
wish to pay particular attention to, together 
with their indicators to measure progress. 
Finally, as we place a lot of importance on 
the rights-based approach to development, 
one has under this section a list of some 
instruments from the ILO or the body of 
human rights that are relevant to the goal. 
One must stress that the proposed priority 
targets are only indicative in nature. Each 
national trade union must determine for itself 
what the priority goals, targets and indicators 
should be, taking into consideration the 
specific challenges being faced in their 
country. These Targets must be considered as 
entry-points to advance trade union positions 
and advocacy strategies.

After understanding the 2030 Agenda and 
assessing its relevant parts, the third section 
is about trade union action. Each trade union 
must develop its own SDG strategic plan. 
In developing this plan, this section provides 
an interactive menu to assist trade unions 
assess the opportunities and challenges they 
may face in engaging in the SDG process at 
national level. The menu of issues also helps 
trade unions refine their strategic plan based 
on lessons learnt from past experiences of 
trade union engagement in national socio-
economic policy-making.

• Menangani ketimpangan dan pekerja miskin 
melalui upah, fiskal, perlindungan sosial dan 
kebijakan lain yang diusulkan dalam target 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

• Menentang diskriminasi gender dan segala 
bentuk diskriminasi.

• Memastikan target Tujuan 8 mengenai 
“Pertumbuhan Inklusif dan Pekerjaan yang 
Layak bagi Semua” serta target Pekerjaan 
yang Layak lain di bawah Tujuan lain menjadi 
bagian dari rencana Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan Nasional.

Partisipasi dalam kerangka pembangunan 
nasional juga menimbulkan beberapa 
tantangan bagi serikat pekerja. Hal ini 
harus diingat sebelum terlibat dalam proses 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 
tingkat nasional. Beberapa tantangan itu 
adalah:

• Kurangnya kapasitas internal: serikat pekerja 
mungkin tidak punya kemampuan untuk 
berpartisipasi dalam proses nasional ini. 
Kurangnya kapasitas ini bisa di tataran 
keahlian kebijakan dalam serikat sehingga 
dapat berkontribusi dalam perdebatan 
kebijakan; atau kurangnya kapasitas 
kelembagaan untuk mengikuti proses jangka 
panjang yang kompleks; atau kurang sumber 
daya keuangan dalam melakukan kampanye 
atau program pendidikan mengenai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan.

• Mengalihkan penggunaan sumber daya yang 
terbatas: melibatkan diri dalam kebijakan 
pembangunan nasional dapat pula berarti 
mengalihkan sumber daya manusia 
dan keuangan yang sudah langka dari 
tugas utama mereka. Jadi ketika terlibat 
dalam program pembangunan nasional 
ini para pemimpin serikat pekerja harus 
menyeimbangkan keterlibatan mereka secara 
realistis dengan mempertimbangkan sumber 
daya terbatas yang mereka miliki.

• Kebebasan berserikat dan perundingan 
bersama: ketiadaannya ruang yang 
mendukung untuk tumbuhnya kebebasan 
berserikat dan perundingan bersama juga 
menjadi tantangan dalam pengakuan peran 
penting serikat pekerja dalam kebijakan 
sosio-ekonomi nasional. Serikat juga dapat 
terhambat partisipasinya atas alasan 
politik. Yang membahayakan dari situasi ini 
adalah serikat dapat tergoda untuk justru 
memusatkan perhatian mereka pada upaya 
bertahan diri dan membiarkan pihak lain 
masuk dan menentukan kebijakan.

• Bahayanya mengesahkan hasil yang tidak 
berpihak: ketika terlibat dalam program 
pembangunan nasional, kita juga akan 
menghadapi risiko mengesahkan sesuatu 
yang tidak berlaku untuk serikat pekerja. 
Pemerintah dapat menggunakan proses 
partisipatif sebagai upaya untuk terlihat baik 
saja sehingga dapat memaksakan kebijakan 
yang tidak memihak pada kepentingan 
pekerja. Jadi meskipun partisipasi serikat 
pekerja dalam proses SDG ini perlu, serikat 
harus memikirkan kemungkinan mereka 
‘digunakan’ hanya sebagai alat untuk 
membenarkan hasil yang tidak berpihak pada 
pekerja dan rakyat miskin.

Serikat Pekerja harus terlibat dalam proses 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan namun 
juga harus mengingat apa saja kemungkinan 
tantangan yang akan mereka hadapi dalam 
memastikan partisipasi aktif mereka.
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Using the reference manual on SDGs
This reference manual is a tool to 
introduce the 2030 Agenda for Sustainable 
Development to trade unions. It aims 
particularly, at providing trade unionists 
engaged in national sustainable development 
processes, with a detailed understanding 
of the 2030 Agenda, and the opportunities 
the goals, targets and indicators provide to 
advance trade union objectives. 

You are therefore invited to go through the 
different components of the 2030 Agenda 
and the list of 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs). Note that each Goal is linked 
to a set of Targets and Indicators. Trade 
unions are invited to pay particular attention 
to Goal 8 which seeks to “Promote sustained, 
inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent 
work for all” as this goal deals with matters 
of labour and decent work. However, given 
the fact that Decent Work is mainstreamed 
throughout the SDGs, it is also important for 
readers to consider other SDG Targets outside 
Goal 8, that are equally relevant to Decent 
Work.

The reference manual is divided into three 
main sections. The first section is about 
understanding the 2030 Agenda and its 
different components. Reading this section 
is necessary in order to understand the 
origins, components and goals under the 
2030 Agenda. 

The second section helps to assess what in 
the SDGs is most relevant for trade unions 
or for the national situations. The reference 

manual presents the 17 SDGs in detail. 
The presentation of each goal is followed 
by a brief introduction of some key issues 
concerning the goal, and where data exists, 
some benchmarks in achievement linked to 
some of the targets under the goal. This is 
followed by a table which presents a list of 
the priority targets that trade unions may 
wish to pay particular attention to, together 
with their indicators to measure progress. 
Finally, as we place a lot of importance on 
the rights-based approach to development, 
one has under this section a list of some 
instruments from the ILO or the body of 
human rights that are relevant to the goal. 
One must stress that the proposed priority 
targets are only indicative in nature. Each 
national trade union must determine for itself 
what the priority goals, targets and indicators 
should be, taking into consideration the 
specific challenges being faced in their 
country. These Targets must be considered as 
entry-points to advance trade union positions 
and advocacy strategies.

After understanding the 2030 Agenda and 
assessing its relevant parts, the third section 
is about trade union action. Each trade union 
must develop its own SDG strategic plan. 
In developing this plan, this section provides 
an interactive menu to assist trade unions 
assess the opportunities and challenges they 
may face in engaging in the SDG process at 
national level. The menu of issues also helps 
trade unions refine their strategic plan based 
on lessons learnt from past experiences of 
trade union engagement in national socio-
economic policy-making.

Menurut Anda, apakah ada alasan mengapa partisipasi dalam Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan membawa peluang dan tantangan bagi serikat pekerja? Buatlah daftar peluang-
peluang dan tantangan itu dari sudut pandang nasional.

PELUANG TANTANGAN
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Using the reference manual on SDGs
This reference manual is a tool to 
introduce the 2030 Agenda for Sustainable 
Development to trade unions. It aims 
particularly, at providing trade unionists 
engaged in national sustainable development 
processes, with a detailed understanding 
of the 2030 Agenda, and the opportunities 
the goals, targets and indicators provide to 
advance trade union objectives. 

You are therefore invited to go through the 
different components of the 2030 Agenda 
and the list of 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs). Note that each Goal is linked 
to a set of Targets and Indicators. Trade 
unions are invited to pay particular attention 
to Goal 8 which seeks to “Promote sustained, 
inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent 
work for all” as this goal deals with matters 
of labour and decent work. However, given 
the fact that Decent Work is mainstreamed 
throughout the SDGs, it is also important for 
readers to consider other SDG Targets outside 
Goal 8, that are equally relevant to Decent 
Work.

The reference manual is divided into three 
main sections. The first section is about 
understanding the 2030 Agenda and its 
different components. Reading this section 
is necessary in order to understand the 
origins, components and goals under the 
2030 Agenda. 

The second section helps to assess what in 
the SDGs is most relevant for trade unions 
or for the national situations. The reference 

manual presents the 17 SDGs in detail. 
The presentation of each goal is followed 
by a brief introduction of some key issues 
concerning the goal, and where data exists, 
some benchmarks in achievement linked to 
some of the targets under the goal. This is 
followed by a table which presents a list of 
the priority targets that trade unions may 
wish to pay particular attention to, together 
with their indicators to measure progress. 
Finally, as we place a lot of importance on 
the rights-based approach to development, 
one has under this section a list of some 
instruments from the ILO or the body of 
human rights that are relevant to the goal. 
One must stress that the proposed priority 
targets are only indicative in nature. Each 
national trade union must determine for itself 
what the priority goals, targets and indicators 
should be, taking into consideration the 
specific challenges being faced in their 
country. These Targets must be considered as 
entry-points to advance trade union positions 
and advocacy strategies.

After understanding the 2030 Agenda and 
assessing its relevant parts, the third section 
is about trade union action. Each trade union 
must develop its own SDG strategic plan. 
In developing this plan, this section provides 
an interactive menu to assist trade unions 
assess the opportunities and challenges they 
may face in engaging in the SDG process at 
national level. The menu of issues also helps 
trade unions refine their strategic plan based 
on lessons learnt from past experiences of 
trade union engagement in national socio-
economic policy-making.

Pelajaran yang dipetik dari pelibatan serikat pekerja dalam 
kerangka pembangunan nasional

Berdasarkan pengalaman keterlibatan serikat 
pekerja pada kerangka pembangunan global 
sebelumnya seperti yang diungkapkan 
dalam Strategi Pengurangan Kemiskinan 
dari Lembaga-lembaga Bretton Woods, 
beberapa pelajaran penting telah dipetik 
dan ini dapat membantu serikat pekerja 
dalam terlibat secara efektif dalam Agenda 
2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. 
Berikut ini adalah beberapa tips, namun 
bukan berarti harus diikuti, namun sebagai 
gagasan yang menginspirasi dan memandu 
serikat pekerja dalam terlibat dalam proses 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat 
nasional.

• Bersikaplah Proaktif dan berpikirlah jauh 
ke depan: pengalaman serikat pekerja 
dalam program pembangunan di masa lalu 
menegaskan perlunya kita bersikap proaktif 
dan mengambil inisiatif dalam mencegah 
terbukanya peluang perundingan yang 
akan menghancurkan rencana-rencana 
nasional ini. Jadi, daripada menungggu 
undangan untuk berpartisipasi, serikat 
harus mengambil langkah di depan 
dalam menyiapkan posisi mereka, berbagi 
posisi tersebut dengan pemerintah dan 
menguraikan strategi jauh sebelum 
perundingan nasional terjadi.

• Perlunya melakukan pengembangan kapasitas 
berkelanjutan: perlunya pengembangan 
kapasitas berkelanjutan terutama mengenai 
isu-isu teknis seringkali masih menjadi 
masalah bagi beberapa serikat. Ketika 
serikat tidak memiliki kapasitas ini, 
beberapa organisasi yang bekerja dengan 
pusat-pusat penelitian yang memiliki 
pemikiran serupa untuk memperkuat 
kemampuan teknis mereka. Bidang-bidang 
yang membutuhkan peningkatan kapasitas 
biasanya di bidang kebijakan makroekonomi, 
penganggaran publik, kebijakan 

ketenagakerjaan dan indikator-indikator 
statistik.

• Memastikan partisipasi yang berkualitas: 
serikat pekerja seringkali diundang 
untuk berpartisipasi dalam pembuatan 
rencana nasional namun seringkali juga 
dikesampingkan dalam pelaksanaannya, 
pemantauan dan evaluasi dari rencana-
rencana nasional tersebut. Apalagi partisipasi 
hanya sekedar formalitas konsultasi atau 
hanya ingin terlihat baik dan bukan upaya 
mencari alternatif jalur pembangunan yang 
lebih baik. Jadi meskipun partisipasi dalam 
proses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
penting, serikat pekerja harus menegaskan 
bahwa kualitas dari partisipasi itulah yang 
lebih penting.

• Terlibat dalam isu kebijakan: meskipun 
kerangka pembangunan global, pemerintah 
cenderung mempertahankan kebijakan neo-
liberal tradisional seringkali karena desakan 
dari lembaga keuangan internasional. 
Karenanya serikat pekerja perlu 
meningkatkan kemampuan mereka dalam hal 
isu kebijakan dan secara kritis melibatkan 
lembaga keuangan internasional dalam 
membuat kebijakan di negara mereka.

• Membangun jaringan: membangun koalisi 
yang luas dengan organisasi masyarakat sipil 
yang memiliki pemikiran serupa merupakan 
cara untuk mengembangkan kekuatan dalam 
melobi demi kebijakan sosio-ekonomi yang 
progresif.

• Memastikan kesatuan serikat pekerja: di 
negara-negara dengan banyak organisasi 
serikat pekerja, mengembangkan kerangka 
nasional bagi serikat pekerja berdasarkan 
kesatuan aksi terbukti berguna agar dapat 
memberikan suara yang sama dalam 
perundingan rencana pembangunan.
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Using the reference manual on SDGs
This reference manual is a tool to 
introduce the 2030 Agenda for Sustainable 
Development to trade unions. It aims 
particularly, at providing trade unionists 
engaged in national sustainable development 
processes, with a detailed understanding 
of the 2030 Agenda, and the opportunities 
the goals, targets and indicators provide to 
advance trade union objectives. 

You are therefore invited to go through the 
different components of the 2030 Agenda 
and the list of 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs). Note that each Goal is linked 
to a set of Targets and Indicators. Trade 
unions are invited to pay particular attention 
to Goal 8 which seeks to “Promote sustained, 
inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent 
work for all” as this goal deals with matters 
of labour and decent work. However, given 
the fact that Decent Work is mainstreamed 
throughout the SDGs, it is also important for 
readers to consider other SDG Targets outside 
Goal 8, that are equally relevant to Decent 
Work.

The reference manual is divided into three 
main sections. The first section is about 
understanding the 2030 Agenda and its 
different components. Reading this section 
is necessary in order to understand the 
origins, components and goals under the 
2030 Agenda. 

The second section helps to assess what in 
the SDGs is most relevant for trade unions 
or for the national situations. The reference 

manual presents the 17 SDGs in detail. 
The presentation of each goal is followed 
by a brief introduction of some key issues 
concerning the goal, and where data exists, 
some benchmarks in achievement linked to 
some of the targets under the goal. This is 
followed by a table which presents a list of 
the priority targets that trade unions may 
wish to pay particular attention to, together 
with their indicators to measure progress. 
Finally, as we place a lot of importance on 
the rights-based approach to development, 
one has under this section a list of some 
instruments from the ILO or the body of 
human rights that are relevant to the goal. 
One must stress that the proposed priority 
targets are only indicative in nature. Each 
national trade union must determine for itself 
what the priority goals, targets and indicators 
should be, taking into consideration the 
specific challenges being faced in their 
country. These Targets must be considered as 
entry-points to advance trade union positions 
and advocacy strategies.

After understanding the 2030 Agenda and 
assessing its relevant parts, the third section 
is about trade union action. Each trade union 
must develop its own SDG strategic plan. 
In developing this plan, this section provides 
an interactive menu to assist trade unions 
assess the opportunities and challenges they 
may face in engaging in the SDG process at 
national level. The menu of issues also helps 
trade unions refine their strategic plan based 
on lessons learnt from past experiences of 
trade union engagement in national socio-
economic policy-making.

• Menekankan perlunya pendekatan pekerjaan 
yang layak: pada program pembangunan 
di masa lalu, pemerintah cenderung fokus 
pada hanya isu ketenagakerjaan dan 
mengecilkan pilar-pilar kerja layak lainnya, 
terutama yang erat kaitannya dengan hak-
hak pekerja. Karenanya serikat pekerja harus 
menegaskan perlunya memasukkan empat 
dimensi pekerjaan yang layak, yaitu hak, 
ketenagakerjaan, jaminan sosial dan dialog 
sosial—termasuk di dalam rencana Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan.

• Serikat Pekerja versus Representasi Organisasi 
Non Pemerintah (LSM): di banyak negara 
representasi serikat pekerja pada konsultasi 
nasional seringkali didudukan pada posisi 
yang sama dengan LSM, yang mengakibatkan 
serikat pekerja seringkali terpinggirkan 
dalam forum konsultasi. Karenanya penting 
untuk mendidik pemerintah dan pejabat 
PBB mengenai perbedaan serikat pekerja 
dan LSM—terutama fakta bahwa tidak 
seperti LSM, serikat pekerja merupakan 
organisasi massa pekerja yang demokratis, 
representatif.

• Melembagakan dialog sosial mengenai 
kebijakan ekonomi dan sosial: melalui 
pelibatan dalam program pembangunan 
nasional ini, beberapa serikat pekerja 
dapat membuka ruang untuk dialog 
sosial mengenai kebijakan ekonomi dan 

seiring dengan berjalannya waktu, diskusi 
mengenai kebijakan ekonomi dan sosial 
yang dilembagakan pada badan tripartit 
tradisional.

• Advokasi: di beberapa negara, posisi 
serikat pekerja pada aspek-aspek tertentu 
dalam rencana pembangunan berhasil 
diangkat melalui media, lobi dan kampanye 
peningkatan kesadaran. Hal ini terbukti 
berguna dalam menggerakkan opini publik 
yang berpihak pada posisi serikat pekerja 
dan hak-hak dasar pembangunan.

• Keterwakilan dalam badan pembangunan 
nasional: partisipasi dalam badan 
perencanaan nasional terbukti menjadi 
alat yang efektif dalam perencanaan, 
pemantauan dan evaluasi rencana-
rencana nasional ini. Serikat pekerja dapat 
mengamankan representasi ini, berhasil 
dalam membawa dampak yang kuat dalam 
rencana pembangunan nasional.

• Menautkan strategi Serikat dengan pelibatan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: program 
serikat di masa lalu yang berhasil adalah 
program yang berhasi menautkan pekerjaan 
sehari-hari dan kekhawatiran tradisional di 
satu sisi, dan proses perencanaan nasional 
di sisi lain. Membuat keterkaitan ini akan 
membantu serikat dalam melakukan 
internalisasi permintaan dalam berpartisipasi 
dalam rencana pembangunan nasional dan 
membuat partisipasi mereka berarti.
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particularly, at providing trade unionists 
engaged in national sustainable development 
processes, with a detailed understanding 
of the 2030 Agenda, and the opportunities 
the goals, targets and indicators provide to 
advance trade union objectives. 

You are therefore invited to go through the 
different components of the 2030 Agenda 
and the list of 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs). Note that each Goal is linked 
to a set of Targets and Indicators. Trade 
unions are invited to pay particular attention 
to Goal 8 which seeks to “Promote sustained, 
inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent 
work for all” as this goal deals with matters 
of labour and decent work. However, given 
the fact that Decent Work is mainstreamed 
throughout the SDGs, it is also important for 
readers to consider other SDG Targets outside 
Goal 8, that are equally relevant to Decent 
Work.

The reference manual is divided into three 
main sections. The first section is about 
understanding the 2030 Agenda and its 
different components. Reading this section 
is necessary in order to understand the 
origins, components and goals under the 
2030 Agenda. 

The second section helps to assess what in 
the SDGs is most relevant for trade unions 
or for the national situations. The reference 

manual presents the 17 SDGs in detail. 
The presentation of each goal is followed 
by a brief introduction of some key issues 
concerning the goal, and where data exists, 
some benchmarks in achievement linked to 
some of the targets under the goal. This is 
followed by a table which presents a list of 
the priority targets that trade unions may 
wish to pay particular attention to, together 
with their indicators to measure progress. 
Finally, as we place a lot of importance on 
the rights-based approach to development, 
one has under this section a list of some 
instruments from the ILO or the body of 
human rights that are relevant to the goal. 
One must stress that the proposed priority 
targets are only indicative in nature. Each 
national trade union must determine for itself 
what the priority goals, targets and indicators 
should be, taking into consideration the 
specific challenges being faced in their 
country. These Targets must be considered as 
entry-points to advance trade union positions 
and advocacy strategies.

After understanding the 2030 Agenda and 
assessing its relevant parts, the third section 
is about trade union action. Each trade union 
must develop its own SDG strategic plan. 
In developing this plan, this section provides 
an interactive menu to assist trade unions 
assess the opportunities and challenges they 
may face in engaging in the SDG process at 
national level. The menu of issues also helps 
trade unions refine their strategic plan based 
on lessons learnt from past experiences of 
trade union engagement in national socio-
economic policy-making.

Berdasarkan pengalaman Anda ikut terlibat dalam rencana/kebijakan pembangunan nasional 
masa lalu, apa hikmah yang dapat anda petik yang dapat berguna untuk pelibatan serikat 
pekerja pada proses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di masa yang akan datang? Buatlah 
daftar dari pelajaran yang dapat anda ambil.



KONTAK UNTUK DUKUNGAN DAN INFORMASI 
LEBIH LANJUT TENTANG SDG

Kontak Kantor ILO di Wilayah Anda  
Untuk kontak detil, lihat situs ILO: 
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Biro untuk Kegiatan Pekerja ILO (ACTRAV)
4, route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Switzerland
Telp.: +41.22.799.7708
Faks: +41.22.799.6570
Email: actrav@ilo.org

Kontak Organisasi Serikat Pekerja Sub-regional 
dan regional
Untuk kontak detil, lihat situs ITUC:
https://www.ituc-csi.org/about-us

International Trade Union Confederation
Boulevard du Roi Albert II, 5, Bte 1
1210 Brussels
Belgium
info@ituc-csi.org
Telp.: +32 (0)2 224 0211
Faks: +32 (0)2 201 5815

Kantor ILO Jakarta
Menara Thamrin Lantai 22 
Jl. M. H. Thamrin Kav. 3 
Jakarta 10250 
jakarta@ilo.org 
Telp. +62 21 391 3112


